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PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Biografi Abdurrahman Wahid

1. Latar Belakang Keluarga

Abdurrahman Wabhid lahir pada 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar
Jombang. Abdurrahman Wahid adalah putra dari K.H. Wahid Hasyim.
Sementara itu, ibunya yang bernama Sholichah adalah putri pendiri
Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, K.H. Bisri Syansuri. Abdurrahman
Wahid menikah dengan Shinta Nuriyah yang kemudian dikaruniai empat
orang putri, yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah
Chafshoh, Annita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.*®

Dari pihak kakek, Abdurrahman Wahid adalah cucu dari pendiri dan
pengurus pertama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni
K.H. Hasyim Asy’ari yang sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang. la adalah juga cucu dari K.H. Abdul Wahab Hasbullah, pendiri
Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang dikenal sebagai ulama
yang mumpuni di bidang ushul figih. Sementara itu dari jalur ibu, silsilah
Abdurrahman Wahid bertemu pada K.H. Bisri Syansuri Pengasuh Pondok

Pesantren Denanyar Jombang. Dengan demikian, dalam dirinya mengalir

% Ahmad Nurcholish, Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur (Jakarta:
PT Elex Media Komputindo, 2015), 140.
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dua trah sekaligus, yakni aristokrat (bangsawan Jawa) dan elit agama
(1slam).”
2. Latar Pendidikan

Perjalanan hidup Abdurrahman Wahid dimulai dengan bimbingan
kedua orang tuanya. Salah seorang teman baik K.H. Wahid Hasyim di
Jakarta adalah seorang warga Jerman yang telah masuk Islam, Willem
Iskandar Bueller. Sang ayah sering mengirim Abdurrahman Wahid ke
rumah Bueller setelah selesai sekolah. Pada saat itu, ia sekolah di Sekolah
Dasar Matraman Perwari. Pergaulannya dengan Bueller membuatnya
menggemari musik-musik klasik.%

Pada tahun 1954, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menempuh jenjang
SLTA, yakni Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan tinggal di
rumah Kiai Junaid, seorang Kiai Muhammadiyah dan Anggota Majlis
Tarjih Muhammadiyah. Di samping itu ia juga belajar di pesantran
Krapyak Yogyakarta tiga kali dalam seminggu. Setamat dari SMEP pada
1957, Gus Dur mulai mengikuti pelajaran di pesantren Krapyak secara
penuh. Dua tahun berikutnya, Gus Dur menuntut ilmu di Pesantren
Tegalrejo hingga 1959 dan menghabiskan banyak waktunya dengan

membaca buku-buku Barat seperti Das Kapital, filsafat Plato, Thales,

%Rohani Shidiq, Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidik Pesantren Memperteguh
Nilai-nilai Pesantren bagi Transformasi dan Kosmopolitanisme Islam Nusantara
(‘Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 9-10. Nurcholish, Peace Education, 139.

%Greg Barton, Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid,
terj. Lie Hua (Yogyakarta: LKiS, 2002), 38-39.
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Novel-novel Willem Bochner, dan Romantisme Revolusioner, dan
karangan Lenin Vladimir llyeh.***

Setelah beberapa tahun di Pesantren Tegalrejo, Gus Dur berhasil
menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Gus Dur juga memiliki kemampuan
bahasa asing yang bagus, yang membuatnya memahami pemikiran
ilmuwan kelas dunia, seperti Karl Marx, Lenin, Gramsci, Mao Zedong,
dan karya-karya pemikiran Islam progresif. Selepas “nyantri” di Pondok
Pesantren Tegalrejo, Magelang, sejak 1959 hingga 1963, Gus Dur
melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu agama Islam di Pondok
Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.'%?

Tak puas mendapatkan ilmu agama Islam di Tanah Air, Gus Dur
melanjutkan pendidikannya ke Kairo, Mesir, pada tahun 1964. Pada awal
belajar di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, Gus Dur sangat
bersemangat. Namun, pada waktu-waktu selanjutnya ia mengalami
kebosanan karena mata kuliah yang diajarkan di al-Azhar sudah pernah ia
dapatkan ketika belajar di pondok pesantren di Tanah Air. Dalam kondisi
kurang puas dengan materi kuliah, Gus Dur menyalurkan bakat dan
minatnya dengan membaca buku-buku di perpustakaan kampus yang
begitu lengkap, mengikuti seminar keilmuan keagamaan yang baginya
jauh lebih menarik. Di Mesir, Gus Dur juga hobi menonton film-film

Eropa yang ketika di pesantren tak pernah ia lakukan. K.H. Musthafa Bisri

YAbuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, Ahmad Sulhi
Chotib (eds), (Jakarta: Gramedia, 2005), 340.

%Moh. Dahlan, Paradigma Ushul Figh Multikultural Gus Dur, (Bengkulu: IAIN
Bengkulu Press bekerjasama dengan Kaukaba Dipantara Yogyakarta, 2013), 18.
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atau yang dikenal dengan panggilan Gus Mus adalah yang sering diajak
nonton film oleh Gus Dur.'%

Seperti ada yang kurang ketika belajar di Mesir, Gus Dur akhirnya
hijrah ke Baghdad dan belajar ilmu agama di sana. Di Baghdad Gus Dur
merasa puas karena berkesempatan belajar filsafat, sejarah, sastra Arab,
dan bahasa Prancis. Bahkan, Gus Dur juga berkesempatan belajar tradisi
Yahudi serta memahami komunitasnya. Di Baghdad pula Abdurrahman
Wahid berteman dengan ilmuwan liberal dan inklusif bernama Ramin dari
komunitas Yahudi Irak. Keduanya kerap mendiskusikan masalah-masalah
ilmu agama dan mengulas eksistensi agama Yahudi dalam kehidupan
diaspora sebagai kaum minoritas teraniaya di Irak.**

Setelah empat tahun belajar di Universitas Baghdad, Gus Dur
menamatkan studinya setingkat S-1. Keinginannya untuk menuntut ilmu
tak pernah padam. Oleh karena itu, ia berniat melanjutkan pendidikannya
ke Eropa. Sayangnya, di Eropa Gus Dur mendapatkan kekecewaan karena
Universitas Leiden dan seluruh Universitas di Eropa tak mengakui
lembaga pendidikan di Universitas Baghdad. Pada saat itu, perguruan
tinggi di Eropa menetapkan persyaratan bagi lulusan Timur Tengah untuk

1.105

mengulang mulai dari jenjang S- Pada pertengahan 1971 Gus Dur

1%3\uhammad Rifai, Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009, 20.
104Rifai, Gus Dur,....35. Lihat juga Nurcholish, Peace Education, 142-143.

%petualangan Abdurrahman Wahid di Eropa Barat ini kurang lebih selama satu tahun,
yaitu setengah tahun di Belanda, empat bulan di Jerman, dan dua bulan di Perancis.
Ketika di Perancis ini, Abdurrahman Wahid sempat menjadi kandidat Master (S2) di
Sorbonne University, Perancis. Akan tetapi setelah dipikir-pikir waktunya dianggap
terlalu lama, akhirnya ia pulang ke tanah air. Lihat Ma’mun Murod Al-Brebesy,
Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1999), 108.
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kembali ke Tanah Air setelah melihat dan mengamati perkembangan
pesantren dan Islam dan ketertarikannya untuk mengadakan pembaruan
terhadap keduanya.'®

3. Kiprah Organisasi

Kiprah Abdurrahman Wahid di Tanah Air, di awalinya di Jombang
dan memilih menjadi guru (ustadz) dan dosen di Fakultas Ushuluddin
Universitas Tebuireng, Jombang. Tiga tahun kemudian, Gus Dur
dipercaya mengemban amanah sebagai sekretaris Pesantren Tebuireng
oleh pamannya, K.H. Yusuf Hasyim. Pada tahun yang sama, ia mulai
menjadi penulis di berbagai media nasional. Melalui tulisan-tulisannya
itulah ia mulai dikenal dengan gagasan-gagasan seputar keislaman dan
kepesantrenan.

Sepanjang pengabdiannya selama tiga tahun di Pesantren Tebuireng,
hingga 1974, Gus Dur kerap mendapatkan undangan sebagai narasumber
pada beberapa forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam
maupun di luar negeri.’” Pengalaman itu mengantarkan Gus Dur terlibat
dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah hijrah ke
Jakarta, ia bekerja di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan

Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Di lembaga inilah ia berkawan dengan

'%Rifai, Gus Dur, 36.

pada awal-awal kedatangan Gus Dur ke Indonesia terjadi ketegangan hubungan antara
pemerintah-NU dan beberapa kelompok muslim lainnya dengan pemerintah, khususnya
setelah terjadi masalah Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973. Ketegangan ini
menjadi semakin rumit ketika terjadi fusi partai-partai Islam, termasuk NU, ke dalam satu
partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menjelang Pemilu tahun 1977, banyak
aktivis partai yang dikekang kebebasannya oleh pemerintah Orde Baru. Lihat Al-
Zastrauw Ng, Gus Dur, Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan
Pernyataan Gus Dur, (Jakarta: Erlangga, 1999), 29.
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Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek
pengembangan pesantren. Selama di LP3ES inilah kemudian Gus Dur
mendirikan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
(P3M) yang dimotori oleh LP3ES. Pada saat itu pula ia mulai bergiat di
Nahdlatul Ulama (NU).1%

Sembari meniti karier organisasi keagamaan di NU, Abdurrahman
Wahid juga merintis Pesantren Ciganjur. Kariernya di NU pun terus
melejit hingga pada awal 1980 ia dipercaya menepati posisi sebagai Wakil
Katib Syriyah PBNU. Selama aktif di PBNU, Gus Dur terus mengasah
keterampilan menulis. Gus Dur juga kerap terlibat dalam berbagai diskusi
serta debat mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai
kalangan lintas agama, suku, ras, dan beragam disiplin ilmu pengetahuan.
Ranah terjangnya tak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan sosial-
keagamaan, tetapi juga meluas hingga mengantarkannya menjadi ketua
Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 1983. Bahkan pula menjadi ketua
juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1987. Posisinya
sebagai ketua DKJ sempat mendapatkan cibiran dari sejumlah kalangan

pada saat itu.®

%Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme
Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wabhid, terj.
Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, Pustaka Antara, dan The Ford Foundation), 72.

®Nurcholish, Peace Education, 144-145. Posisinya sebagai ketua DKJ sempat
mendapatkan cibiran dari sejumlah kalangan pada saat itu. Terkait posisinya sebagai
Ketua DKJ tersebut gus Dur menjelaskan bahwa ada permintaan agar ada di antara orang
pesantren yang mengurusi para seniman dan bukan hanya mengurusi pesantren saja.
mengurusi seniman memang mengandung resiko berat, sebab perilaku dan sikap mereka
umumnya aneh-aneh. Akan tetapi Gus Dur melihat bahwa sebagian seniman mulai
memahami agama, hingga sayang sekali jika tidak mendapatkan perhatian dari kalangan
pesantren. Di samping itu, penyimpangan-penyimpangan dalam dunia seni mesti
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Kiprahnya di PBNU selama empat tahun membuatnya mendapatkan
kepercayaan untuk memimpin NU. Pada 1984, Gus Dur ditunjuk secara
aklamasi oleh sebuah tim ahl kall wa al- ‘agdi yang diketuai K.H. As’ad
Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada
Muktamar ke-27 di Situbondo.™° Jabatan tersebut kembali ia raih pada
Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta,'*! pada 1989 dan

Muktamar ke-29 di Cipasung, Jawa Barat, pada 1994.'? Jabatan sebagai

diluruskan secara langsung dari dalam. Di sini, harus dibedakan antara menjadi seniman
dengan mengelola kesenian. Yang terakhir inilah alasan dan maksud Gus Dur menjadi
Ketua DKJ tersebut. Lihat Munib Huda Muhammad (ed.). Kiai Menggugat Gus Dur
Menjawab, (Jakarta: Fatma Press, 1998), 20.

19Muktamar NU ke-27 di Situbondo diselenggarakan mulai 8-12 Desember 1984. Dalam
muktamar tersebut berhasil diputuskan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus juga menetapkan Gus Dur sebagai Ketua
Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam muktamar terbut juga
ditetapkan kembalinya NU pada Khittah 1926, yang berarti NU menarik diri dari dunia
politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial yang mengurusi masalah agama,
dakwah dan sosial. Lihat Al-Zastrauw Ng, Gus Dur, Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritik
atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur, 30.

"Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta 1989 merupakan awal bagi Abdurrahman Wahid
vis a vis penguasa (Soeharto). Pada muktamar ini selain menghadapi manuver politik
penguasa yang konon sudah mulai tidak respek lagi, Abdurrahman Wahid juga harus
menghadapi sekelompok tokoh NU, seperti KH. Idham Cholid, KH. Yusuf Hasyim, dan
H. Mahbub Djunaidi, yang tidak lagi menghendaki Abdurrahman Wahid terpilih kembali
sebagai Ketua Umum PBNU. Namun karena kuatnya dukungan yang diberikan
muktamirin, Abdurrahman Wahid pun tak terbendung untuk kembali menduduki jabatan
Ketua Umum PBNU kedua kalinya. Bahkan pada muktamar yang pemilihannya
dilakukan secara langsung dan demokratis, Abdurrahman Wahid melaju sebagai calon
tunggal. Mengingat calon lainnya, yaitu KH. Yusuf Hasyim, pada tahap pencalonan
hanya mampu memperoleh 32 suara, yang berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi
ketua, sebab untuk menjadi calon ketua setidaknya harus didukung oleh 40 suara. Lihat
Ma’mun Murod Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik, 89-91.

“2Muktamar NU ke-29 di Cipasung diselenggarakan di Pesantren Cipasung, asuhan
Ajengan llyas Rukhiyat. Muktamar ini diselenggarakan pada 1-5 Desember 1994. Dalam
muktamar 1994 ini terdapat keputusan-keputusan penting mengenai hubungan NU dan
bangsa, seperti masalah tanggung jawab NU terhadap kehidupan bangsa dan negara,
kepentingan umum dalam konteks kepentingan bangsa dan negara, dan pandangan NU
tentang lingkungan hidup, dan lain-lain. Keputusan-keputusan ini diperkuat lagi dengan
pertemuan Munas Alim Ulama NU tahun 1997 di Ponpes Qomarul Huda, Bagu Lombok
Tengah. Dalam Munas ini antara lain diputuskan soal-soal: nasb al-imam dan demokrasi,
Hak Asasi Manusia dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam, dan reksadana.
Muktamar ini adalah muktamar paling melelahkan yang harus dihadapi Gus Dur dan
orang-orang yang mendukungnya melawan rezim penguasa. Lihat selengkapnya Nur
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Ketua Umum PBNU dilepas ketika suami Shinta Nuriyah ini menjabat
sebagai Presiden ke-4 RI. Gus Dur menjadi Presiden pada 1999-2001.

Sebelumnya pada tahun 1991 Abdurrahman Wahid di sela-sela
kesibukannya sebagai Ketua Umum PBNU, mendirikan Forum Demokrasi
(Fordem). Forum ini bukanlah suatu asosiasi formal, melainkan hanya
semacam kelompok diskusi atau kelompok kerja yang anggotanya
berjumlah sekitar 45 orang dari kalangan intelektual terkemuka yang
berasal dari latar belakang yang beragam.**?

Atas Kkiprah dan jasa-jasanya, Gus Dur menerima delapan gelar Doctor
Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia.
Sejumlah tanda penghargaan internasional juga didapatkannya, di
antaranya Islamic Missionary Award, Pemerintah Mesir (1991);
Magsaysay Award, Manila, Filipina (1993); Ambassador of Peace,
International and Interreligious Federation for World Peace (IIFWP), New
York, Amerika Serikat (2000); Public Service Award, Universitas
Columbia, New York, Amerika Serikat, (2001); World Peace Prize
Award, World Peace Prize Arading Council (WPPAC), Seoul, Korea
Selatan (2003); Global Tolerance Award, Friends of The United Nation,
New York, Amerika Serikat (2003); The Culture of Peace Distinguished

Award 2003, International Culture of Peace Project Religion for Peace,

Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 305-309.

Ahmad Amir Aziz, Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish
Madjid-Abdurrahman Wabhid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 34.

94



Trento, Italia (2004); dan First Freedom Award, Amerika Serikat, pada
2010.1
Sejumlah penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Abdurrahman
Wahid sebagai seorang intelektual Muslim memiliki perhatian yang sangat
besar di berbagai level kehidupan umat manusia baik itu sosial,
keagamaan, kebudayaan, HAM dan demokrasi. Dalam taraf tertentu
Abdurrahman Wahid adalah seorang “mufasir” di zamannya yang
berusaha untuk menafsirkan Islam sesuai dengan situasi sosial-budaya
yang digelutinya. Abdurrahman Wahid ingin menunjukkan bahwa Islam
adalah agama yang menebarkan cinta kasih, toleransi, dan penghargaan
terhadap kemajemukan dan kearifan lokal (local wisdom).
4. Latar Belakang Pemikiran
a. Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai basis pemikiran
Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang
tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren.’* Pesantren yang
merupakan manifestasi dari idenya tentang pribumisasi Islam memiliki
sistem nilai dan karakter yang unik sehingga mampu survive dalam era

globalisasi.*®

" Ahmad Nurcholish, Peace Education, 145-146.

>Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren memiliki ciri-ciri yang unik bila
dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Ciri-ciri yang unik itu terlihat dari
pola atau metode pendidikannya, pola pengajarannya (bandongan dan sorogan), hubungan
sosial antara pesantren dengan lingkungan sekitarnya, pola kepemimpinan serta sistem
nilai atau kultural yang dianut dalam pesantren. Lihat Achmad Fachruddin, Gus Dur Dari
Pesantren Ke Istana Negara, (Jakarta: Yayasan Gerakan Amaliah Siswa (GAS) dan Link
Brothers, 1999), 41.

18sStudi yang representatif mengenai pesantren lihat Zamakhsyari Dhofir, Tradisi
Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia
(Jakarta: LP3ES, 2015).
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Dari sekian gagasan dan ide yang dikembangkannya adalah bagaimana
memberdayakan pesantren di era modern ini. Pesantren sebagai salah satu
subkultur Islam Nusantara harus mampu merespon tantangan-tantangan
baru yang dimunculkan oleh kuatnya arus globalisasi. Dan juga pesantren
seharusnya mampu mengembangkan dan merumuskan hal-hal baru
(inovatif) sehingga layak bersaing dengan lembaga-lembaga lain di luar
pesantren. Dari sini dapat ditarik benang merah dan kata kunci pemikiran
Abdurrahman Wahid tentang dinamisasi dunia pesantren.’” Karena itu
tidak heran jika tulisan pertama Abdurrahman Wahid sendiri adalah
Pesantren Sebagai Sub Kultur yang merupakan penjelasan sangat canggih
bagi nalar pesantren.*'®

Abdurrahman Wahid memperkenalkan kepada orang luar perihal
kekuatan yang ada di pesantren, misalnya etos percaya diri dan gaya hidup
sederhana. la mengingatkan kepada orang dalam bahwa pesantren Kini
sedang dipersimpangan jalan, bahkan dalam ambang kemandekan. Hal
tersebut di antaranya disebabkan karena imbas modernitas di satu sisi dan

di sisi lain karena kurang terakomodasikannya tuntutan-tuntutan

“Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, pesantren, bukan saja harus mampu tampil
sebagai agen perubahan kebudayaan (cultural broker) bagi masyarakat sekitar. Sesuatu
yang sebenarnya bisa dilaksanakan dengan baik karena pesantren memiliki sistem nilai
yang ditransmisikan secara turun temurun baik kepada para santri maupun masyarakat di
sekitarnya. Namun, di sisi lain, pesantren juga harus mampu menyerap perubahan-
perubahan kultural yang sedang dan akan berkembang di masyarakat, tanpa harus
kehilangan tata nilai yang telah dimilikinya selama ini. Lihat Umaruddin Masdar,
Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), 125.

18Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Walisongo Press, 2002), 61-62.
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masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat. Maka tidak ada jalan
lain menurutnya kecuali harus dilakukan dinamisasi.**°

Dengan demikian, dalam hal ini terlihat bahwa apa yang dibutuhkan
menurut Abdurrahman Wahid adalah suatu komitmen pencarian jalan
tengah, tradisi keagamaan yang seimbang dengan tuntutan-tuntutan praktis
yang muncul dalam merespon modernitas dan kebutuhan akan kemajuan.
Salah satu kunci untuk berhasil dalam hal ini adalah pertama,
menempatkan kalangan muda dalam kepemimpinan pesantren, dan kedua,
rekonstruksi total terhadap kurikulum dan materi-materi pengajaran.*?

Pada tahap awal pemikirannya ini terlihat keberpihakannya pada garis
perjuangan kaum tradisionalis dengan upayanya untuk mempertahankan
dan mengenalkan pesantren dengan segenap tradisi yang melekat di
dalamnya. Karena bagaimanapun juga tradisi atau turath peninggalan para
ulama harus dijaga dan ditafsir ulang (revitalisasi) sesuai dengan konteks

sosial era kontemporer dewasa ini.***

W\Menurut Greg Barton, dalam upaya pencarian respon kreatif terus menerus terhadap
perubahan yang dituntut Islam pada akhir abad ke-20 ini salah satu kunci istilah yang
digunakan Abdurrahman Wahid adalah dinamisme. Kata Indonesia ‘dinamis’ (yang
diderivasikan Abdurrahman Wahid dari kata benda dinamisme) berasal dari bahasa
Inggris ‘dynamic’, tetapi kata ini telah meluas artinya. Dalam bahasa Indonesia dinamis
tidak hanya berarti energik dan totalitas hidup, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi
dan merespon secara kreatif lingkungan yang sulit. Lihat Barton, Greg. 1997.
Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid. Dalam Greg
Fealy dan Greg Barton (Eds.), Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-
Negara(hlm. 177). Yogyakarta: LKiS.

'2Barton, Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas,....179.

2IDalam perspektif Hassan Hanafi tradisi atau turath dibagi menjadi dua, tradisi
kekuasaan dan tradisi oposisi, tradisi negara dan tradisi rakyat, budaya resmi dan budaya
perlawanan. Budaya, sebagaimana masyarakat, berbeda-beda seiring dengan perbedaan
kekuasaan di dalam masyarakat. Oleh karena masyarakat terbentuk dari kelas-kelas
sosial, dan pertentangan memperebutkan kekuasaan di dalamnya sejalan dengan
pertarungan antar kelas. Maka setiap kelas, setiap kekuasaan, memiliki tradisi dan budaya
masing-masing, tradisi penguasa dan tradisi rakyat, tradisi negeri dan tradisi swasta,
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti pemikiran Abdurrahman
Wahid adalah berangkat dari keinginan untuk menunjukkan kepada
khalayak ramai bahwa ajaran Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang
dipertahankan oleh kalangan kiai pesantren, dengan Kkitab-kitab klasik
sebagai mugarrar-nya masih sangat relevan untuk dipedomani sebagai
pijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan
kecerdasannya yang jauh di atas rata-rata, Abdurrahman Wahid mencoba
mengadaptasikan gagasan-gagasan modern dengan sikap, tindakan dan
kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi riil negeri ini.*** Sehingga
terkesan Abdurrahman Wahid telah meloncat jauh ke depan, sementara
warga NU (dan warga bangsa ini) berlari di tempat. Hanya sebagian kecil
saja yang bisa memahami jalan penalarannya yang pada dasarnya timbul
dari obsesi ingin membumikan shariah Islam Ahlussunnah wa al-Jama’ah
di tanah Nusantara ini yang menurutnya adalah paham keislaman yang

manusiawi atau dalam bahasa yang lain, paham keislaman yang

budaya kaum elit dan budaya masyarakat awam, selengkapnya lihat Hassan Hanafi,
Oposisi Pasca Tradisi, terj. Khairon Nahdiyyin, (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003),
1.

22Dalam konteks pembumian gagasan tersebut Greg Barton memasukkan Abdurrahman
Wahid dalam kategori neo-modernisme Islam. Barton menyebut lima ciri yang menonjol
dari aliran neo-modernis. Pertama, neo-modernis adalah gerakan pemikran progresif yang
mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Kedua, tidak
seperti aliran fundamentalisme, neo-modernisme tidak melihat Barat sebagai ancaman
atas Islam dan umatnya. Peradaban Barat dan Islam harus saling mengisi. Ketiga, neo-
modernisme Islam mengafirmasi semangat “sekularisasi” dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara sebagai salah satu upaya membangun titik temu antara Islam dan negara.
Keempat, neo-modernisme sangat mengedepankan pemahaman Islam yang terbuka,
inklusif dan liberal, utamanya dalam menerima dan mengafirmasi pluralisme masyarakat
dan menekankan signifikan toleransi dan harmoni dalam hubungan antar-komunal.
Kelima, neo-modernisme banyak mewarisi semangat Muhammad Abduh dalam
rasionalisme ijtihad secara kontekstual. Berbeda dengan kaum modernis, neo-modernisme
berusaha membuat suatu sintesis antara khazanah pemikiran Islam tradisional dengan
keharusan berijtihad, serta dengan gagasan-gagasan Barat dalam ilmu-ilmu sosial dan
humaniora. Lihat Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur, 121-122.
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humanistik. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Abdurrahman
Wahid memiliki garis genealogi NU yang sangat kental.*?*.

Lahirnya Nahdlatul Ulama dapat ditelusuri dari fakta historis ketika
organisasi tersebut muncul. Menurut Nur Khalik Ridwan, sebagai
oraganisasi dengan cara pengorganisasian yang diimajinasikan bisa
“modern”, didirikannya NU tahun 1926 itu untuk menjawab dua
tantangan yang saat itu sedang terjadi. Tantangan itu bernama globalisasi
yang terjadi dalam dua hal: pertama, globalisasi wahabi, ketika Arab
Saudi dikuasai oleh kelompok wahabi dan dunia Islam banyak mengimpor
gagasan-gagasan Wahabi dalam bentuk pemurinan Islam, dan kedua,
Salafiyah dengan cara masing-masing: globalisasi imperialisme fisik
konvensional yang di Indonesia dilakukan Belanda, Inggris, dan Jepang,
sebagaimana juga terjadi di belahan Afrika, Asia, Amerika Latin, dan
negeri-negeri lain yang dijajah bangsa Eropa.**

Pada tahun 1924 khilafah Islam dihapuskan oleh Turki Usmani.
Terjadi perbedaan pendapat di dunia Islam antara romantisme sejarah

menghidupkan khilafah atau membiarkannya hilang ditelan sejarah.

Sebuah pilihan dilematis yang harus dipilih oleh umat Islam karena sistem

2Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para
ulama. Nahdlatul Ulama sebagai jam 'iyyah diniyyah adalah wadah bagi para ulama dan
pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M. Dengan
tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam
yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah dan menganut salah satu mazhab empat,
masing-masing Abu Hanifah al-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin
Idris al-Shafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para
ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk
menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan
martabat manusia.

124Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010, 45.
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khilafah pernah dipraktekkan oleh generasi sahabat pasca wafatnya Nabi.
Bagi sebagian kalangan sistem khilafah merupakan bagian tak terpisahkan
dari ajaran Islam yang harus ditegakkan. Karenanya Islam memiliki sistem
politik dan pada akhirnya pembentukan negara Islam merupakan sebuah
keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar lagi.'*®

Dalam pandangan NU tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu
haruslah dijaga dan dilestarikan sehingga memberikan manfaat nyata
dalam proses transformasi kehidupan umat Islam. Tradisi yang dimaksud
tentunya adalah tradisi dan kebiasaan dalam suatu daerah yang tidak
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Pesantren sebagai benteng tradisi
NU diharapkan mampu memberi warna dalam upaya pemberdayaan

umat.'®® Pesantren harus mampu mereformasi diri dan menyesuaikan

%Menurut Ma’mun Murod al-Brebesy setidaknya ada empat tipologi hubungan agama
dan negara. Pertama, tipe negara sekularistik atau “separasi mutlak”, yaitu tipe negara
yang menghendaki pemisahan mutlak agama dan negara. Di sini negara tidak mengurusi
agama dan agamapun tidak mengurusi negara. Kedua, tipe negara totaliter atau
subordinasi agama oleh negara. Dalam negara model ini, posisi agama berada di bawah
bayang-bayang negara dan menjadikan agama tidak bisa berkembang dan terpasung
eksistensinya. Negara model ini bisa disebut juga sebagai negara ateis, di mana agama
dipandang sebagai candu bagi masyarakat. Ketiga, tipe negara agama atau subordinasi
negara oleh agama, yaitu negara yang mendasarkan pada salah satu agama tertentu, atau
negara yang menurut Magnis Suseno diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama
tertentu. Akan tetapi karena agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang
bagaimana negara harus dijalankan maka negara agama dengan sendirinya selalu
merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu agama tertentu. Dan keempat, tipe negara
sekuler yang mementingkan agama atau negara di mana terjadi relasi timbal balik antara
agama dan negara . Dalam negara model ini, keberadaan agama tidak saja dipentingkan,
dipelihara, tetapi juga dikembangkan. Hal ini mengingat negara melihat berkembangnya
agama pada tataran tertentu akan semakin memperkuat kedudukan negara. Karenanya
negara berkepentingan pada agama. Dalam konteks keindonesiaan, “negara Pancasila”
merupakan bentuk lain negara sekuler yang mementingkan agama. Lihat Murod
Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik, 47-48.

%Dalam upaya pemberdayaan umat tersebut Nahdlatul Ulama menempuh beberapa
ikhtiyar, yakni:

a. Peningkatan silaturrahmi / komunikasi / relasi-relasi antar ulama

b. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan / pengkajian / pendidikan.
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dengan denyut nadi globalisasi yang kian kencang melaju. Dan inilah
sepertinya yang menjadi concern dan cita-cita Abdurrahman Wahid untuk
merevitalisasi khazanah pesantren dan mereformulasi paradigma berpikir
organisasi Nahdlatul Ulama.**’

Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, pesantren bukan saja harus
mampu tampil sebagai agen perubahan kebudayaan (cultural broker) bagi
masyarakat sekitar.?® Sesuatu yang sebenarnya bisa dilaksanakan dengan
baik karena pesantren memiliki sistem nilai yang ditransmisikan secara
turun-temurun baik kepada para santri maupun masyarakat di sekitarnya.
Namun, di sisi lain, pesantren juga harus mampu menyerap perubahan-
perubahan kultural yang sedang dan akan berkembang di masyarakat,
tanpa harus kehilangan tata nilai yang telah dimilikinya selama ini.

Sementara itu corak pemikiran hukum Islam yang menjadi sasaran
kritik Abdurrahman Wabhid adalah sifatnya yang apologetik, hanya mampu
mencanangkan suatu gambaran dunia yang terlalu ideal, sehingga hukum

Islam itu kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di

c. Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan
sosial.

d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.
'2’penegasan ini diperkuat lagi pada muktamar NU ke-26 di Semarang (1979) sebagai
berikut: ‘“Nahdlatul Ulama bertujuan: (a) menegakkan shariat Islam menurut haluan
Ahlussunnah wa al-Jama’ah, ialah mazahib al-arba’ah (Hanafi, Maliki, Shafi’i dan
Hanbali); (b) mengusahakan berlakunya ajaran Ahlussunnah wa al-Jamaa’h dalam
masyarakat. Lihat Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam, 68. Lihat juga
Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah, 24-26.

128 Abdurrahman Wahid mencontohkan peran ganda seorang Kiai dalam hal ini sebagai
pengasuh dan sekaligus pemilik pesantren dan secara kultural sebagai pembimbing
masyarakat sekitarnya yang sama dengan kedudukan bangsawan feodal yang biasa
dikenal dengan nama kanjeng di pulau Jawa. Selengkapnya lihat Abdurrahman Wahid,
Abdurrahman. 1995. Pesantren Sebagai Subkultur. Dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.).
Pesantren dan Pembaharuan, (him. 46-47), Jakarta: Pustaka LP3ES.
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sekitarnya. Hukum Islam, menurutnya, sebenarnya harus mampu
mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu
menjadikan dirinya sebagai penunjang hukum nasional dan meletakkan
titik berat perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggeluti kehidupan
bangsa dewasa ini sekaligus memberikan pemecahan bagi persoalan-
persoalan aktual masyarakat.*?®

Corak pemikiran Abdurrahman Wahid yang liberal dan inklusif secara
nyata sangat dipengaruhi oleh penelitiannya yang panjang terhadap
berbagai khazanah pemikiran Islam tradisional yang kemudian
menghasilkan  reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran, karena
bagaimanapun juga figih merupakan pengembangan gugusan hukum
agama yang tidak pernah berhenti berkembang. Hal ini dapat dibuktikan
dalam karya-karya ulama besar masa lampau, misalnya diwujudkan dalam
kecenderungan yang amat kuat untuk melakukan proses penyesuaian
dengan daerah setempat, tanpa mengorbankan prinsip umum dari hukum
agama itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena figih telah menyediakan
daerah sangga dalam bentuk karena teori hukum (uszl al-figh) dan kaidah-
kaidah (gawa’id al-fighiyyah) yang menampung kebutuhan masa dan

tempat dalam merumuskan keputusan hukum agama itu sendiri. Dengan

kata lain, teori dan kaidah-kaidah hukum itu membuat figih menjadi tetap

129\ asdar, Membaca Pikiran, 125-126.
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relevan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, untuk
masyarakat yang berbeda dan pada level geografis yang berbeda pula.*®
Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaru di dalam NU
sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung
pada 1992 yang menegaskan keabsahan bermazhab secara manhajy
(metodologis) selain yang qauly (verbalis).*** Forum ini juga menekankan
perlunya melakukan ijtihad jama’i untuk menjawab permasalahan figih
yang muncul. Keputusan ini bisa dianggap sebagai terobosan yang sangat
berani karena memberikan peluang dalam memecahkan persoalan

keagamaan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikan

metodologi para ulama terdahulu.

Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais, 126.

Blsalah seorang intelektual Islam Indonesia yang menyuarakan mengenai perlunya
bermazhab secara manhaji (metodologis) adalah KH. Sahal Mahfudz. Pendekatan
metodologis ini dimaksudkan untuk menafsirkan teks-teks keislaman tidak hanya sebatas
interpretasi tekstual semata, tetapi melampauinya dengan memfokuskan kepada
metodologi yang diterapkan oleh para mujtahid dalam merumuskan dan menetapkan
sebuah hukum. Model pemikiran yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfudz ini
selanjutnya dikenal dengan metodologi figih sosial. Untuk pembahasan yang lebih
lengkap lihat Nurul Janah, Tutik. 2015. (ed.). Metodologi Figh Sosial Dari Qauli Menuju
Manhaji, (Jawa Tengah: Figh Sosial Institute STAI Mathali’ul Falah, 2015).
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Pemikiran tentang perlunya “fiqih baru” ini sebetulnya sudah lama
terjadi.*®* Kira-kira sejak 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi
tentang “tajdid” karena adanya keterbatasan kitab-kitab figih klasik dalam
menjawab persoalan kontemporer di samping munculnya ide
kontekstualisasi Kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan halagah
(diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriah dan pengasuh pondok
pesantren untuk merumuskan “figih baru” itu..

Gagasan tentang perlunya “figih baru” tersebut tidak terlepas dari
pemikiran Abdurrahman Wahid yang melihat bahwa figih hendaknya tidak
hanya dilihat dari sisi tekstual semata, melainkan tidak kalah penting dari
itu adalah situasi sosial (konteks) yang melingkupinya. Dengan model
pembacaan seperti ini, aroma figih akan terasa lebih peka terhadap
zamannya dan tidak harus selalu mengacu kepada pendapat para ulama

klasik secara verbal semata.

B32pemikiran mengenai perlunya figih baru ini sudah sejak lama disuarakan oleh M. Hasbi
Ash-Shiddieqy. Perlu diperhatikan bahwa Hasbi merupakan orang pertama di Indonesia
yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada 1960, menghimbau perlunya dibina figih
yang berkepribadian Indonesia. Ini didasarkan pada pendapat Hasbi bahwa figih bersifat
lokal dan bisa mengalami perubahan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan tempat dan
waktu. Dengan demikian, figih mempunyai watak dinamis dan kenyal. Baginya figih
yang benar adalah figih yang dapat menampung segala perubahan, dan tashri’ Islami
perlu diatur yang begitu rupa sehingga ia sanggup memenuhi kehendak zaman. Oleh
Ibrahim Hoesein, corak figih tersebut disebut dengan Figih Mazhab Indonesia. Namun,
gagasan-gagasan Hasbi tentang figih Indonesia tersebut telah mengundang polemik dari
sebagian ulama yang menentang figih yang diindonesiakan atau dilokalkan. Lihat Nor
Huda, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2015), 271. Dari rekonstruksi pemikiran Hasbi tentang pembaruan hukum Islam,
Nourozzaman Shiddieqi, mengambil kesimpulan bahwa Hasbi merupakan seorang
mujtahid yang menganut sistem berpikir eklektik dan cenderung kepada persatuan. Lihat
Nourouzzaman Shiddieqi, Figih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997), 265-281.
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Dari gambaran di atas, pesantren, NU dan Abdurrahman Wahid
sepertinya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan ide dan
gagasannya mengenai pribumisasi Islam, NU dan pesantren menjadi
semakin dinamis dan kreatif dengan terciptanya pembaruan di setiap lini.
b. Sekilas tentang Karya-karyanya

Menurut Greg Barton, karya tulis Abdurrahman Wahid sepanjang
dekade 1970-an bisa dibagi dua periode. Periode pertama, meliputi 1970
hingga akhir 1977, masa di mana Abdurrahman Wahid memfokuskan
tulisannya pada kehidupan pesantren. Dan tulisan-tulisan tersebut telah
dibukukan dalam Bunga Rampai Pesantren: Kumpulan Karya Tulis
Abdurrahman Wahid. Bunga rampai ini memuat 12 artikel merupakan
sebuah buku yang secara keseluruhan membicarakan masalah-masalah
pesantren. 3

Perpindahannya ke Jakarta pada akhir tahun 1977 merupakan awal
fase baru dari tulisannya yang membuatnya lebih terkenal, sebab ia
semakin produktif. Periode kedua meliputi masa yang dimulai dari bulan
Januari 1978 sampai 1981, dan buku Muslim di Tengah Pergumulan
mengenai topik masalah yang sangat luas adalah hasil kumpulan

tulisannya yang memuat tujuh belas artikel.*

3Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam, 73.
3Ahmad Amir Aziz, Neo-Modernisme Islam di Indonesia, 32. Lihat juga Ghofur,
Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam, 74.
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Sementara itu buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah'*®

merupakan
kumpulan karya ‘esai-esai’ Abdurrahman Wahid dengan nuansa tersendiri.
Esai-esai ini kebanyakan ditulis pada periode awal 1980-an—sebuah
periode yang dapat disebut sebagai periode ilmiahnya Abdurrahman
Wahid. Yakni ketika ia sedang gandrung dengan penggunaan metodologi
ilmu sosial—terutama antropologi—untuk menjelaskan ideologinya. Oleh
sebab itu, buku ini oleh penerbitnya disebut dengan ‘Antropologi Kyai’.
Sebutan ‘Antropologi Kyai’, menurut M. Sobary, diduga karena karya ini
bermain di wilayah yang tak banyak orang mengetahuinya. Sorotan ‘lampu
kamera’ Abdurrahman Wahid diarahkan pada titik dramatik dari tiap soal,
tiap individu Kyai yang dibahasnya. Buku ini memuat 26 artikel/esai.**®
Selanjutnya buku Tuhan Tidak Perlu Dibela yang diterbitkan oleh
penerbit yang sama merupakan sebuah upaya menghadirkan
“Abdurrahman Wahid” dari sisi yang lain. Berbeda dengan buku Kyai
Nyentrik Membela Pemerintah, buku ini mengajak kita untuk memikirkan

kembali persoalan-persoalan kenegaraan, kebudayaan dan keislaman.

Kaitannya dengan agama, buku ini mempersoalkan fenomena agama dan

5Menurut M. Sobary tak sepotongpun penjelasan diberikan mengapa “Kiai Nyentrik
Membela Pemerintah” dipilih menjadi judul buku tersebut. Pada mulanya esai itu—
dimuat Tempo, 5 April 1980—menjelaskan posisi “menyimpang” Kiai Muchit dari
Jember. Ia seorang ulama “tradisional” yang mahir berpikir “modern,” misalnya bicara
real politics, menjadi anggota DPRD, berhubungan dengan bupati, dan menjadi dosen di
sebuah universitas setempat. Dalam pandangan Gus Dur, Kiai Muchit lebih merupakan
tipe ulama-intelek, yang komitmennya tercurah pada perjuangan meratakan pesan
perbaikan moral pribadi. la disebut lebih realistis, lebih ade, daripadaintelek-ulama, yakni
sarjana dalam bidang agama, tetapi mengajarkan agama dengan militansi yang
menakutkan. Lihat Ed. Tim Redaksi LKiS, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah,
(Yogyakarta: LKiS, 2010), xii.

%Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam, 75. Lihat juga Tim Redaksi LKiS,
Kiai Nyentrik, xii.
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kekerasan politik yang akhir-akhir ini banyak mengemuka. Agama dan
kekerasan politik menjadi perhatian utama Abdurrahman Wahid, karena
sering menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam.**’

Menurut Abdurrahman Wabhid, kekerasan politik atau kekerasan yang
mengatasnamakan agama merupakan akibat dari perilaku kaum
fundamentalis agama yang berakar pada fanatisme yang sempit.**®® Buku
ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama tentang refleksi Kritis Pemikiran
Islam berisi 27 artikel, bab kedua tentang Intensitas Kebangsaan dan
Kebudayaan yang memuat 25 tulisan dan bab ketiga tentang Demokrasi,
Ideologi dan Politik Pengalaman Luar Negeri terdapat 21 karya tulis.

Kemudian buku Prisma Pemikiran Abdurrahman Wabhid, bahan-bahan
tulisannya berasal dari majalah Prisma, majalah ilmu sosial terkemuka di
tahun 1970-an hingga 1980-an. Dengan alasan praktis, bahan-bahan ini
sekarang sulit dilacak, maka dirasa perlu untuk diterbitkan. Spektrum yang
menjadi perhatian dalam tulisan ini demikian luas meliputi politik,
ideologi, nasionalisme, gerakan keagamaan, pemikiran sosial dan budaya.
Kendati Abdurrahman Wahid sendiri tidak pernah belajar di universitas
dalam negeri dan mancanegara dalam ilmu sosial, namun jelas terasa
tulisan-tulisan ini merupakan pemahaman Abdurrahman Wahid yang

dalam terhadap ilmu-ilmu sosial yang diram bunya dengan pengetahuan

Y’Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam, 75.

38 ihat Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela, (Yogyakarta: LKiS, 2011)
terutama dalam sub bab Refleksi Kritis Pemikiran Islam.
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keagamaan.™*®

Kumpulan artikel ini sedikit banyak menunjukkan
pengetahuan Abdurrahman Wabhid yang luas dalam bidang keagamaan dan
penguasaan ilmu sosialnya yang cukup memadai. Buku ini semula
merupakan kepingan artikel Abdurrahman Wahid yang pernah dimuat di
Jurnal Prisma. Buku ini terdiri dari 17 makalah.'*

Berikutnya buku Mengurai Hubungan Agama dan Negara yang diedit
oleh Kacung Marijan dan Ma’mun Murod al-Brebesy—sebagaimana
buku-buku sebelumnya—juga merupakan pembingkaian karya-karya
Abdurrahman Wahid yang berserakan di beberapa media massa dan buku-
buku. Sumber media massa dari buku ini antara lain dari majalah Aula,
Tempo, Kompas, Prisma dan lain-lain. Sedangkan sumber buku antara lain
Demokrasi Atas Bawah: Polemik Perjuangan Umat Model Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais yang diedit oleh Arief Affandi, ‘pengantar’ dalam
buku buku NU dan Pancasila karya Einar Martahan Sitompul dan lain-
lain. Secara garis besar, buku ini membahas empat bagian; Agama dan
Negara yang berisi 11 artikel; Agama, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil
Society memuat 8 artikel; Kepemimpinan Umat Islam: Antara

Eksklusivisme dengan Inklusivisme terdiri dari 12 artikel dan; NU dalam

Dinamika Politik Bangsa berisi 6 artikel.***

% ihat Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 1999)
dalam beberapa tulisan di antaranya Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang
Pembangunan, Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan Hak-hak Asasi Manusia, NU
dan Islam di Indinesia Dewasa Ini dan lain-lain.

“OGhofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam, 76.

“Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam...., 77.

108



Pada tahun 2006 The Wahid Institute menerbitkan sebuah buku karya
Abdurrahman Wahid yang berjudul IslamKu Islam Anda Islam Kita.
Tulisan-tulisan pada buku ini merupakan esai-esai yang ditulis
Abdurrahman Wahid pasca lengser dari kursi kepresidenan. Tulisan-
tulisan ini berasal dari berbagai media massa, harian dan majalah yang
tulisannya di muat dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 7 Bab dan
membahas mengenai Islam dalam diskursus ideologi kultural dan gerakan,
pandangan Islam, Negara dan Kepemimpinan Umat, Islam, keadilan dan
Hak Asasi Manusia, implementasi dan aplikasi visi Islam dan ekonomi
kerakyatan, Islam, pendidikan dan masalah sosial, pandangan Islam
mengenai kekerasan dan terorisme, dan Islam, perdamaian dan masalah
internasional. 12

Buku karya Abdurrahman Wahid yang diterbitkan berikutnya oleh The
Wahid Institute adalah Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan
Transformasi Kebudayaan. Menurut Agus Maftuh Abegebriel dalam
pengantarnya, buku tersebut merupakan pemikiran genuine Gus Dur
dalam merespon isu-isu yang dianggap aktual sepanjang tahun 1980
hingga 1990-an. Dalam buku ini, Gus Dur secara gamblang mengajak

kepada khalayak untuk senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai

2| jhat Abdurrahman Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid
Institute, 2006).
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universal agama, nasionalisme dan menjunjung tinggi sikap keterbukaan
akan segala kemungkinan menerima perbedaan. 43

Kekuatan lain buku ini adalah tampil kembalinya ide-ide segar Gus
Dur di era penguatan masyarakat sipil saat ini. Ini dapat dibaca pada setiap
judul tulisan di buku ini yang juga merupakan kumpulan tulisannya di
berbagai media sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Paradigma pemikiran
Gus Dur pada era itu lebih dikenal banyak kalangan sebagai tokoh yang
terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui organisasi dan lembaga-
lembaga sosial non pemerintah. Di samping itu, sikap dan tindakan
politiknya yang mengambil jarak dengan negara, membuat watak kritisnya
semakin tajam karena ulah rezim Orde Baru yang kebijakan-kebijakannya
dianggap tidak pro rakyat.**
B. Pemikiran Maqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid
a. Pengertian Maqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid

Magasid al-Shariah Abdurrahman Wahid adalah sebuah cara pandang
atau kerangka berpikir dalam memandang realitas dan lingkungannya

dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan dalam

memecahkan problematika sosial dan keagamaan atau menangkap maksud

3L ihat Abegebriel, Agus Miftah. 2007. Mazhab Islam Kosmopolitan Gus Dur. Dalam
Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi
Kebudayaan (hlm. xvi), Jakarta: The Wahid Institute.

Y4salah satu kebijakan tersebut adalah perlawanan Gus Dur atas nama pesantren yang
kurang mendapat apresiasi dari pemerintah yang kemudian mendapat respons dari Mukti
Ali (yang saat itu menjabat Menteri Agama). Melalui program pemberdayaan pesantren,
Depag memberikan program tambahan bagi pesantren, yakni pelajaran keterampilan.
Lihat Munawar Ahmad, ljtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis, (Yogyakarta:
LKiS, 2010), 153. Lihat juga Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Islam
Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid M. Amien Rais Nurcholish
Madjid Jalaluddin Rahmat, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 212.
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dan tujuan terdalam dari dishariatkannya hukum Islam (magasid
al-shariah). Cara pandang atau pola pikir ini dalam perkembangan era
kontemporer dapat dinamakan sebagai sebuah kerangka berpikir yang
berpijak kepada teori-teori dan metode yang dirumuskan oleh para pemikir
klasik maupun kontemporer.

Pemikiran magasid al-shartah Abdurrahnman Wahid dapat diteliti dari
beberapa tulisannya yang menekankan tentang perlunya berpijak kepada
nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai universal Islam ini dalam
pandangannya termanifestasikan melalui pendekatan hukum Islam yang
dikenal dengan magasid al-sharrah (maksud dan tujuan shariat Islam).
Magasid  al-shartah ini  dalam pandangan Abdurrahman Wahid
diwujudkan dalam lima jaminan dasar kehidupan umat manusia (usul
al-khamsah).*°

Penekanan kepada penggunaan teori-teori hukum Islam (Islamic legal
theory) dan kaidah-kaidah hukum Islam (legal maxims) juga seringkali
diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid dalam menyikapi persoalan yang
mengemuka di masyarakat. Hal ini dimaksudkannya sebagai pendorong
bagi kaum muslimin agar tidak terjebak kepada penafsiran terhadap teks-

teks keislaman secara harfiyah-tekstual (legal-formal) semata. Dengan

kata lain, ia menginginkan agar pemanfaatan terhadap metodologi

“SWahid, Abdurrahman. 2007. Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban
Islam. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.). Islam Kosmopolitan
Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (him. 4-8), Jakarta: The Wahid
Institute.
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(manhaj) yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf dapat dioptimalkan
dan dimaksimalkan dalam kerja-kerja penafsiran hukum Islam.**®

Sementara itu orientasi dan maksud shariat Islam (maqasid al-sharrah)
menurut Abdurrahman Wahid adalah dalam rangka memelihara dan
menjaga terpenuhinya unsur-unsur kepentingan umum atau publik. Dalam
Islam, sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama usaliyyan (ahli usul
figih) orientasi seperti ini disebut dengan pendekatan yang
mengedepankan kemaslahatan umum (maslakah al- ‘ammah).*’

Dari penjabaran singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa model
pemikiran yang digagas oleh Abdurrahman Wahid merupakan sebuah
model berpikir yang berlandaskan kepada teori-teori dan kaidah-kaidah
berpikir sebagaimana dirumuskan dalam berbagai teori ilmiah yang
berangkat dari realitas sosial disekitarnya. Dengan demikian, acuan dan
landas tumpu pemikiran magasidnya adalah adanya hubungan dialogis

antara teks dan realitas sosial yang melingkupi pemikirannya

(kemaslahatan umum/ maslahat al- ‘ammah).

Sl ihat dalam beberapa artikel yang ditulisnya dalam Wahid, Islam Ku Islam Anda
Islam Kita, seperti (1) Kaum Muslimin dan Cita-Cita (hIm. 70-73) (2) Islam dan
Orientasi Bangsa (hlm. 74-78) (3) Negara Berideologi Satu, Bukan Dua (4) Islam,
Negara dan Rasa Keadilan (hIm. 92-95) (5) Negara dan Kepemimpinan dalam Islam
(hIm. 96-99) (6) Islam dan Hak Asasi Manusia (him. 121-123).

Yihat Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, dalam beberapa artikelnya yakni (1)
Islam dan dan Formalisme Ajarannya (him. 21-24) (2) Islam, Negara dan Rasa Keadilan
(hIm. 92-95) (3) Islam dan Dialog Antar-Agama (him. 133-135).
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Dengan sedikit gambaran di atas, kiranya dapat diteropong model
pemikiran magasid al-shariah yang dikembangkan oleh Abdurrahman
Wahid. Dia dikenal sebagai tokoh nasional yang dikenal akrab dengan
dunia pesantren dan tradisinya. Selain itu ia juga dipandang sebagai
intelektual muslim yang menguasai teori-teori sosial peradaban Barat yang
kritis baik terhadap tradisi maupun modernitas. Dengan demikian
Abdurrahman Wahid merupakan intelektual muslim yang mewakili dua
dunia yakni dunia pesantren (segenap dengan warisan tradisinya yang
kaya) dan dunia modernitas (yang diwakili oleh peradaban Barat dengan
teori-teori sosialnya). 22

Pemikiran maqasid al-shariah Abdurrahman Wahid yang bertumpu
pada nilai-nilai kemaslahatan publik ini sejalan dengan pemikiran yang
dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill
(1806-1873) yang disebut dengan paradigma utilitarianisme.
Utilitarianisme dimasukkan dalam kelompok aliran filsafat etika. Selain
utilitarianisme, aliran-aliran dalam filsafat etika adalah naturalisme,
hedonisme, idealisme, vitalisme, dan etika teologis. Istilah utilitarianisme
sendiri telah diintrodusir oleh Bentham sejak 1781. Sambil mendukung
prinsip hedonisme psikologis, ia menafsirkan “kebaikan terbesar” sebagai
jumlah kesenangan terbesar atau jumlah kesakitan terkecil. Bentham
mendasarkan filsafathnya pada dua prinsip, Yyakni prinsip asosiasi

(association principle) dan prinsip kebahagiaan terbesar (the greatest-

8| ihat biografi Gus Dur dalam Ahmad Fachruddin, Gus Dur Dari Pesantren Ke Istana
Negara, (Jakarta: Yayasan Gerakan Amaliah Siswa (GAS)-Link Brothers, 1999).
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happines principle). Oleh Bentham, prinsip asosiasi ini dijadikan sebagai
prinsip dasar psikologi. la mengakui adanya asosiasi antara ide dan
bahasa, juga ide dengan ide. Tujuan dari prinsip asosiasi adalah
melaporkan kejadian mental secara deterministik. Menurut Bentham,
determinisme dalam psikologi sangat penting karena dapat menegakkan
peraturan atau hukum sehingga seseorang menjadi baik. Bentham
meyakini bahwa hukum dapat memaksa seseorang untuk berperilaku
sesuai dengan dasar-dasar rasio dan moral.**°

Sementara prinsip kebahagiaan terbesar penting dalam rangka
mendefinisikan makna kebaikan itu sendiri. Pada konteks inilah
utilitarianisme umumnya dipahami sebagai teori kebahagiaan terbesar
(the greatest happines theory). Doktrin utilitarianisme berkembang pesat
di Inggris pada abad XIX. Sebagai aliran dalam filsafat, utilitarianisme
(utilitarianism) dipahami pandangan tentang sebuah tindakan yang secara
moral dapat benar atau salah tergantung dari konsekuensi tindakannya
untuk kebahagiaan manusia. Secara moral suatu tindakan akan dikatakan
benar jika; (1) menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan
dibanding tindakan lain yang dapat diambil; (2) menghasilkan sebanyak
mungkin kebaikan di dunia dibanding tindakan lain yang mungkin diambil
dalam situasi dan kondisi yang sama. Jadi ukuran dari harkat atau nilai
moral dari tindakan dinilai berdasarkan kebaikan dan keburukan yang

diakibatkannya. Tindakan moral yang dibenarkan adalah tindakan yang

“SBiyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 263-
264,
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didasarkan pada peraturan moral yang menghasilkan akibat-akibat yang
lebih baik dan menyenangkan.*®

Utilitarianisme dibedakan menjadi dua, yakni utilitarianisme tindakan
dan utilitarianisme peraturan. Prinsip utilitarianisme tindakan adalah
“bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakan itu menghasilkan
kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.”
Sedang utilitarianisme peraturan berprinsip “bertindaklah menurut
peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan atau
kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.” Kaum utilitarianis
mengharuskan seseorang untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan
perilaku moral umum seperti “jangan pernah berbohong”; jangan pernah
mencuri”’; dan “jangan pernah membunuh.” Jadi pada intinya, prinsip
penting kaum utilitarianis adalah menaati peraturan-peraturan moral yang
menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak orang.

Dengan demikian pemikiran maqasid al-shariah Abdurrahman Wahid
ini menjadi penting untuk dikembangkan di era kontemporer yang ditandai
dengan nilai-nilai pluralitas dalam berbagai bentuk kehidupan. Sekaligus
dapat menjadi alternatif pendekatan khususnya bagi umat Islam dan
kepentingan umum (publik) dalam merawat masa depan Islam di
Indonesia yang harus berhadapan dengan tantangan modernitas dan

globalisasi.™*

0Biyanto, Filsafat Ilmu...., 264-265.

I Abdurrahman Wahid, 1999. Islam di Asia Tenggara. Dalam Abu Zahra (Ed.), Politik
Demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia, (him. 195-198). Bandung: Pustaka
Hidayah.
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Di era kontemporer ini penetapan dan perumusan hukum Islam melalui
pendekatan magasid al-sharian memiliki tingkat relevansi yang tidak
diragukan keabsahannya. Berdasarkan analisis dan pendapat para ulama
dan pemikir muslim kontemporer di atas pendekatan magasid diharapkan
bisa menumbuhkan pola pikir dan cara pandang baru dalam melihat
problematika kemasyarakatan yang demikian pesatnya di era globalisasi
ini.152
Konsep magqasid sharitah merupakan pijakan utama Gus Dur dalam
membangun pemikiran keagamaan dan sikap sosial-politiknya. Dengan
pijakan itulah Gus Dur bisa menjadi seorang demokrat, budayawan,
pembela yang lemah, pengayom minoritas dan pelindung bagi mereka
yang disesat-sesatkan. Dan konsep magasid shariah itu juga yang menjadi
dasar bagi Gus Dur untuk mengambil posisi anti-kekerasan dalam segala
hal. Kekerasan, menurut Gus Dur sangat bertentangan dengan tujuan
shariat (magasid shartah) dan karenanya merupakan pengingkaran
terhadap shariat atau ajaran islam itu sendiri.*

Pendekatan magasid Abdurrahman Wahid yang bersifat induktif-
empirik Kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam

memecahkan persoalan-persoalan umat dan kebangsaan. Dikatakan

induktif-empirik karena pendekatan tersebut berangkat dari realitas

%2Mahfudh,M.A. Sahal. 2014. Mengaktualkan Figh Klasik di Era Global. Dalam
Munawir Aziz (Ed.). Epistemologi Figh Sosial Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan
Masyarakat. (hIm. xvi). Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah: Figh Sosial Institute
Kampus STAI Mathali’ul Falah.

3Dhakiri, M. Hanif. 2010. Sangat Anti Kekerasan. Dalam Umaruddin Masdar (Ed.).
41 Warisan Kebesaran Gus Dur. (hIm. 122). Yogyakarta: LKiS.
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persoalan keumatan di sekitarnya yang kemudian disikapi dengan arif dan
bijak sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.’** Dengan
pendekatan magasid al-shariah yang berlandas tumpu pada persoalan riil
dalam masyarakat ini Gus Dur sebenarnya ingin menunjukkan bahwa
Islam adalah agama yang memiliki watak transformatif dan membawa
misi rahmatan li al- ‘alamin.
c. Pendekatan Hukum Islam Abdurrahman Wahid

Dalam wilayah pemikiran hukum Islam terdapat beberapa pendekatan
yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid dalam pencapaian keilmuan
kritisnya. Pendekatan yang dimaksud adalah pertama, pendekatan
antropologi-kultural; kedua, historis-normatif; ketiga, teori-teori usul figih
(legal theory) dan kaidah-kaidah figih (legal maxims) dan keempat,
pendekatan al-maslakah al-‘ammah.’>
1. Pendekatan Antropologi-Kultural

Antropologi Kultural (cultural anthropology) merupakan bagian dari
antropologi yang mempelajari kebudayaan. Dalam antrpologi kultural
berkembang konsep integrasi kultural (cultural integration). Integrasi
kultural ini adalah gejala saling menyesuaikan antar unsur-unsur

kebudayaan. Konsep ini biasanya dipergunakan oleh antropolog sebagai

™ ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus
dari Jombang. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam
Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hlm. 71-87). Jakarta:
The Wahid Institute.

Damanhuri. 2003. Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur Bagi
Kontekstualisasi Ajaran Islam di Indonesia. Millah, Vol. I1I, No. 1. Agustus 2003, 52.
Lihat juga Peter Connolly (Ed.). 1999. Aneka Pendekatan Studi Agama. Yogyakarta:
LKiS.
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kerangka teoritis untuk menganalisis kebudayaan dan menerangkan cara-
cara yang ditempuh oleh anggota masyarakat dalam menerima, menolak,
atau memodifikasi item-item yang berdifusi dengan kultur lainnya.
Terdapat tarik-menarik antara pola-pola ideal (ideal pattrens) dan pola-
pola riil (real pattrens). Pola-pola ideal mendefinisikan harapan-harapan
normatif, sementara pola-pola riil mencakup berbagai variasi respons
aktual individual.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid ada dua kelompok yang
berupaya menafsirkan Islam dalam konteks keindonesiaan. Di satu pihak
ada yang beranggapan bahwa sangat penting untuk masuk ke dalam sistem
kekuasaan, baik sebagai pelaku langsung maupun hanya sebagai perumus
kebijakan dan/ atau jalur penetapan (king makers) bagi personalia yang
bergerak dalam pemerintahan. Karena pandangan ini mementingkan
keharmonisan hubungan dengan pemerintah, dengan sendirinya segala hal
harus dinomorduakan, termasuk proses demokratisasi politik yang
berintikan perjuangan membangun struktur masyarakat yang lebih adil.
ICMI menurutnya adalah salah satu contoh dari sikap dan pandangan ini.
Sementara di pihak lain, muncul sikap untuk lebih mengutamakan
pengembangan kemampuan melakukan perubahan, tanpa harus masuk ke
dalam sistem kekuasaan. Selama hubungan baik dengan pemerintah dijaga
agar tetap baik pada tingkat tertentu, dianggap sudah memadai kiprah
kelompok-kelompok seperti itu bila ditekankan pada transformasi intern

kehidupan para warga mereka. Inilah pendekatan yang dilakukan NU
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dengan akibat kemudahan bagi para aktivisnya untuk memasuki
perjuangan demokratisasi politik melalui “lembaga-lembaga alternatif”,
seperti Forum Demokrasi.**®

Pada saat ini menurut Abdurrahman Wahid dapat dikatakan
berkembang tiga varian pendekatan masalah untuk menampung kedua
macam sikap dan pandangan di atas. Pertama, pendekatan sosial politis,
yang menekankan perlunya keikutsertaan dalam sistem kekuasaan yang
ada. Pendekatan ini tentunya lebih menampilkan warna ideologi Islam,
bahkan watak eksklusivistik dari agama Islam terhadap agama, ideologi
dan paham-paham lain. “Kepetingan Islam adalah kredonya dan solidaritas
Islam adalah tali pengikatnya. Sikap sektarian sangat mudah berkembang
dalam pendekatan seperti ini, seperti terbukti dari berkobar-kobarnya
semangat anti Kristen dan anti Cina di sementara kalangan gerakan-
gerakan Islam dewasa ini. Kemutlakan tuntutan mereka akan keharusan
mensukseskan “proyek Islamisasi” memperlihatkan wajah seolah-olah
kepentingan bangsa secara keseluruhan menjadi terancam, walaupun
dalam kenyataan tidaklah demikian.*’

Varian kedua adalah pendekatan kultural (semata budaya), yang
berupa keceenderungan menampilkan sosok Islam dalam kedaran hidup

sehari-hari, tanpa terlalu dikaitkan dengan kelembagaan apa pun.

1%8ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-
nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (him. 321).
7L ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-
nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hIm. 322).
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Kalaupun harus dilembagakan hal itu hanyalah dalam konteks mendukung
proses penyebaran Islam secara budaya itu sendiri, seperti terlihat dari
kasus berdirinya Yayasan Wakaf Paramadinan, tumbuhnya kelompok-
kelompok “pengajian gedongan” dan sebagainya. Pendekatan ini
sebenarnya lebih mengutamakan wawasan universal dari Islam sebagai
perwujudan sebuah peradaban dunia, bukannya dalam sosok sistem
kekuasaan apa pun. Namun dalam kenyataannya dapat saja terjadi mutasi
watak pendekatan ini kepada kehidupan. Sejumlah proponen pendekatan
ini serta merta berubah menjadi penuduh pihak lain yang mengganggu
suatu sistem kekuasaan manakala mereka mengambil ingin memasukinya.
Pendekatan kultural yang demikian inklusif, langsung menjadi pandangan
historis yang menuding kelompok-kelompok etnis dan agama lain sebagai
penyebab ketertinggalan kaum muslimin. Siapa yang sesungguhnya
hampir sama dengan sikap yang ditunjukkan pendekatan sosio-politis di
atas. Dengan sendirinya lalu berubahlah orientasi mementingkan “agenda
Islam” atas kerugian “agenda nasional”.**®

Variasi ketiga yang dapat diketengahkan adalah pendekatan sosio-
kultural  (sosial-budaya). Pendekatan ini mengutamakan sikap
mengembangkan pandangan dan perangkat kultural, yang dilengkapi oleh
upaya membangun sistem kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan
wawasan budaya yang ingin dicapai itu. Pendekatan ini mementingkan

kiprah budaya dalam konteks kiprah mengembangkan lembaga-lembaga

158|_ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-
nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (him. 322-323).
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yang dapat mengubah struktur masyarakat yang secara berangsur-angsur
dalam jangka panjang. Karenanya, ia tidak mementingkan sikap masuk
atau tidak ke dalam sistem kekuasaan. Pendekatan inilah yang digunakan
kalangan aktivis LSM muslim dalam semua jenis LSM, demikian pula
oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang besar
seperti Muhammadiyah, NU, kalangan pesantren dan sebagainya. Dengan
demikian mudah bagi mereka untuk memasukkan “agenda Islam” ke
dalam “agenda nasional” bangsa ini, karena keterkaitan mereka kepada
sistem kekuasaan yang ada.**®

Konsep pribumisasi Islam yang digagasnya misalnya, merupakan
konsep yang diangkat dari analisisnya terhadap pola penyebaran dan
interaksi antara universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban
Islam dengan peradaban lain seperti Persia dan Yunani pada masa klasik.
Juga dari analisisnya terhadap pola penyebaran Islam di Indonesia dan
hubungannya dengan budaya lokal secara damai. Karenanya, pribumisasi
Islam adalah rekonsiliasi Islam dengan budaya lokal atau akomodasi

budaya lokal.*® Rekonsiliasi itu dapat tercipta melalui pemahaman nas

dengan mempertimbangkan faktor kontekstual. Pemahaman kontekstual

9ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-
nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (him. 323).

1%%\/ahid, Abdurrahman. 2001. Pribumisasi Islam. Dalam Tim Desantara, Pergulatan
Negara, Agama, dan Kebudayaan (hIm. 111). Jakarta: Desantara.
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terhadap nas (teks) dapat dilakukan dengan mempergunakan metode wsl
al-figh dan gawa id al-fighiyyah.'®*
2. Pendekatan Historis-Normatif

Dalam studi agama terdapat usaha untuk mengombinasikan dua
pendekatan yang berbeda terhadap agama. Kedua pendekatan tersebut
adalah pendekatan normatif dan deskiptif atau agamis dan scientific atau
doktriner dan scientific atau teologi-normatif dan historis-kritis.
Pendekatan normatif melibatkan komitmen keagamaan, bertujuan mencari
kebenaran agama dan tak jarang memfalsifikasi agama lain dan mengajak
pemeluknya berpindah ke agama si peneliti. Sementara pendekatan
deskriptif berusaha memahami agama-agama tanpa melibatkan komitmen
peneliti terhadap kebenaran agama. Sosiologi, antropologi, psikologi, dan
sejarah masuk dalam kategori ini.

Seperti yang dikatakan Abdurrahman Wahid, umat Islam seharusnya
menjadikan fakta-fakta historis sebagai ukuran dalam menentukan sikap
mereka. Suatu bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang
tercerabut dari akar-akar kesejarahannya. Karenanya, agama Islam
hendaknya didudukkan dalam konteks historis. Pendekatan historis
digunakan Abdurrahman Wahid dalam menempatkan posisi dan eksistensi
agama-agama dan aliran kepercayaan di dalam konteks kenegaraan.'®®

Karenanya, ia tidak berbicara tentang kebenaran (truth) atau memberikan

*IDamanhuri.  2003. Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur Bagi
Kontekstualisasi Ajaran Islam di Indonesia. Millah, Vol. 11, No. 1. Agustus 2003, 53.

%2Abdurrahman Wahid, Pengenalan Islam Sebagai Sistem Kemasyarakatan, 2007.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-
nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (him. 49-50). Jakarta: The Wahid Institute.
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penilaian teologis, tapi ia menghargai apa yang diyakini oleh orang-orang
non-muslim dan tidak mencampuradukkan permasalahan kebenaran
teologis dengan eksistensi agama dan kepercayaan dalam sebuah negara-
bangsa yang pluralis.'®®

Pendekatan  magasid Abdurrahman Wahid terlihat dengan jelas
melalui ide pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam merupakan sebuah
proyek kontekstualisasi ajaran Islam di Indonesia yang didasarkan pada
nilai-nilai universal Islam dengan mempertimbangkan kebutuhan-
kebutuhan lokal atau tradisi di tanah nusantara ini.

Dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Menjadikan Hukum Islam
Sebagai Penunjang Pembangunan”, Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
menggagas bahwa saat ini dibutuhkan suatu reformulasi baru yang
mengarah pada suatu pendekatan multi-dimensional guna merekatkan
kembali relevansi ajaran dengan kepentingan kemaslahatan manusia saat
ini. Dalam tulisan tersebut Gus Dur menyatakan:*®*

Untuk memperoleh relevansi tersebut, hukum Islam harus mampu

mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan

mampu menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum nasional

di alam pembangunan ini. Watak dinamis ini hanya dapat dimiliki, jika

hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya kepada soal-soal

duniawi yang menggulati kehidupan bangsa kita dewasa ini, dan
memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktuil yang

dihadapi di masa kini. Dengan demikian, hukum Islam dituntut untuk
mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (fluid

13Wahid, Abdurrahman. 1998. Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara. Dalam
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.), Passing Over: Melintasi Batas Agama
(hlm. 159-169) Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina.

184 Abdurrahman Wahid, Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan,
2007. Dalam Agus maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan
Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hlm. 49-50), Jakarta: The Wahid
Institute.
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situation), dan tidak hanya terikat kepada gambaran dunia khayali yang
menurut teori telah tercipta di masa lampau. Pengembangan diri
memerlukan pandangan jauh dari kalangan-kalangan pemikir hukum
Islam sendiri. Dengan kata lain, ia harus memiliki pendekatan multi-
dimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada
ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan
hampir-hampir menjadi fosil yang mati.

Dengan mengedepankan model sistem hukum yang demikianlah, maka
suatu proses pembaharuan hukum Islam yang up to date dapat diraih.
Karena sebenarnya pendekatan yang mengedepankan satu-dimensi saja
merupakan suatu kegagalan menangkap peristiwa sejarah hukum Islam itu
sendiri:

Dalam kegagalan menilai akibat jauh dari ciri kedua inilah terlihat
ketidakberhasilan reformasi demi reformasi yang dilancarkan di bidang
hukum Islam selama ini. Reformasi al-Shafi’t (w. 204 H/ 820 M)
berhasil menghilangkan cara pengambilan keputusan yang bersimpang
siur. Metodenya, yang dikenal dengan nama thariiq al-istigra’,
berhasil menyederhanakan proses tersebut menjadi sebuah sistem yang
kemudian dikenal sebagai jurisprudensi (uszl al-figh), sebagaimana
dimanifestasikan dalam karya yurisprudensinya yang monumental, al-
Risalah. Tetapi usaha al-Shafi’t itu sendiri akhirnya tidak berhasil
mengelakkan proses irrelevansi hukum agama sebagai akibat
keterikatan kepada konotasi bahasa yang terlalu literer. Demikian pula
usaha-usaha selanjutnya berkesudahan pada gerakan reformasi
Muhammadiyah dan gerakan fundamentalisme Persis di negeri Kita.
Sejauh ini, usaha-usaha penyegaran hukum agama itu masih memiliki
watak sektarian dan hanya berhasil menyegarkan satu dua aspek
kehidupan belaka, karena pendekatannya yang berdimensi tunggal.
Secara keseluruhan, penyegaran yang dimaksudkan tidak tercapai,
bahkan ada tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu akhirnya
berbuahkan penciptaan variasi baru dari kebekuan yang telah ada,
dengan kata lain menciptakan semacam neo-konservatisme. **®

%Wahid, Abdurrahman. 2007. Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang
Pembangunan. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam
Kosmopolitan, (him. 53).
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Selanjutnya dalam pandangan Gus Dur sendiri, Islam bukanlah
merupakan suatu yang statis, dan ajarannya bukan sesuatu yang sekali jadi
sehingga tidak butuh reformulasi maupun reaplikasi. Dengan kata lain,
watak khas hukum Islam ialah selalu perlu diterjemahkan secara
kontekstual. Oleh karena itu, ketika konteks sosial/ historis berubah maka
aplikasi prinsip-prinsip eternal dari tubuh hukum itu pun perlu dirubah.

Ajakan kepada pengembangan dan pengejaran ini bukanlah ajakan
untuk merombak hukum Islam. Ajakan seperti ini tidak lain hanya
akan menempatkan hukum Islam kepada kebutuhan sesaat, kepada
kehendak manusia yang senantiasa berubah-ubah. Yang dimaksudkan
adalah upaya untuk membuatnya lebih peka kepada kebutuhan-
kebutuhan manusiawi masa kini dan di masa depan. Dengan kepekaan
tersebut hukum Islam sendiri akan senantiasa mengadakan
penyesuaian sekedar yang diperlukan, tanpa harus mengorbankan
nilai-nilai transendentalnya yang telah ditetapkan Allah SWT. Dengan
kepekaan akan dapatlah hukum Islam turut memberikan
sumbangannya kepada pembangunan bangsa, Vyaitu dengan
menciptakan nilai-nilai kehidupan yang dinamis tetapi dilandasi oleh
kesadaran akan keharusan bagi manusia untuk berupaya dalam batas-
batas kemampuannya sebagai makhluk belaka.'®

Kesadaran historisitas dan respon positif terhadap perubahan gerak
zaman inilah yang membedakan Gus Dur dengan yang lainnya, karena
bagi Gus Dur gerak pemahaman yang seharusnya kita lakukan adalah
suatu gerak pemahaman yang senantiasa mengaitkan atau meng-
kontekstualisasikan dunia teks dengan realitas saat ini berdasarkan
kemaslahatan umat. Sehingga terjadi gerak-dialektis antara teks dan
realitas. Bukan suatu gerak pemahaman yang terputus antara teks dan

realitas sekarang.

%\Wahid, Abdurrahman. 2007. Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang
Pembangunan. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam
Kosmopolitan, (hIm. 62).
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Dalam bentuk bagan dapat dilihat sebagai berikut:
Gerak-Dialektis Teks (yang memiliki prin

Pemahaman sip-prinsip ideal dan nilai
nilai universal)

Realitas sekarang

(yang memuat perso-
alan-persoalan ke-kini-an
dengan pola-pola real-nya
yang unik)

Gerak-Dialektis pemahaman Gus Dur ini mengakar kuat pada
pemahaman kaidah usul figih: al-hukm yadiiru ma’a al- ‘illah wujudan wa
‘adaman, dan juga taghayyur al-akkam bi taghayyur al-azman wa
al-amkan. Perubahan suatu ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan
perubahan zaman. Akibat logisnya pendekatan ini menolak pendekatan
yang melihat teks secara terpisah dengan akar-akar realitas sekarang dan
hanya merujukkan keotentikan teks itu dengan masyarakat ideal yang
terbentuk pada masa keemasan Islam (the golden age) dan masa kurun
waktu kehidupan sahabat dan tabiin (the age span) yang dianggapnya
sebagai suatu masyarakat sempurna yang menjadi kota Tuhan (civitas dei)
yang hanya dihuni oleh para malaikat.'®’

Dengan demikian, konsepsi hukum Islam yang diproyeksikan oleh Gus
Dur ini selalu mengandaikan gerak pemahaman yang intens dengan

senantiasa melibatkan momen-momen perubahan melalui proses kreatif-

transformatif dan membebaskan dengan tidak meninggalkan akar tradisi

’Damanhuri. 2003. Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur Bagi
Kontekstualisasi Ajaran Islam di Indonesia,
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yang hidup. Salah satu contoh yang dapat diajukan di sini adalah, seperti
yang ditulisnya dalam salah satu artikelnya: Pengembangan Figh yang
Kontekstual, mengenai kasus perceraian di dalam konsep Islam yang
dikaitkan dengan UU Perkawinan No. 1/1974.1%8
3. Pendekatan Usul Figih dan Kaidah-kaidah Figih

Pendekatan Usul figh dan kaidah-kaidah figih juga merupakan salah
satu metode yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid dalam
memecahkan persoalan-persoalan keislaman dan kebangsaan. Menurutnya
ketentuan usul figih (teori hukum Islam) berbunyi; bahwa hukum agama
(garar al-hukmi) terbagi dalam dua jenis; qatiyyah al-thubat (ketentuan
berdasarkan sumber tertulis atau dalil nagli) dan zanniyyah al-thubat
(hukum tidak berdasarkan sumber tertulis atau dalil agli). Dengan
demikian, sepenjang dapat diterima oleh akal, maka sebuah hukum agama
dapat berlaku berdasarkan pandangan akal dan selama tidak bertentangan
dengan sumber-sumber tertulis al-Qur’an dan al-Hadith. Pembedaan ini
dilakukan dalam teori hukum Islam karena tidak semua hal lalu ada
sumber-sumber tertulisnya. Bagi kasus-kasus yang termasuk dalam
kategori ini, maka dibuatlah jenis hukum yang tidak berdasarkan pada
sumber-sumber tertulis. Termasuk dalam hal ini, fatwa Yasuf al-Qardawr,
bahwa bunga bank yang tidak eksploitatif dan berguna bagi reproduksi

barang (termasuk dalam ongkos produksi), tidaklah dapat dianggap riba.*®

%8pDamanhuri. 2003. Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur Bagi
Kontekstualisasi Ajaran Islam di Indonesia,

199 jhat Abdurrahman Wahid, Islam dan Formalisme Ajarannya, dalam Islam Ku Islam
Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 126-127.
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Sekarang, bila sebuah hukum agama sudah ada dalam sumber tertulis
al-Qur’an dan al-Hadith (qat’iyyah thubuit), sementara keadaan
membutuhkan penafsiran baru. Lalu, apakah yang harus diterapkan dalam
hal seperti itu? Dalam hal ini, kita menggunakan sebuah kaidah hukum
Islam (gaidah al-figh), bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah
larangan untuk dilaksanakan (al-dararat tubzhu al-mahzarat). Hal ini,
umpamanya saja, terlihat pada kasus negara yang sudah meratifikasi
Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)-(Universal
Declaration of Human Rights) yang ditetapkan PBB pada tanggal 10
Desember 1948. Dalam Deklarasi HAM itu terdapat masalah hak memeluk
atau berpindah agama. Ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum
Islam, sebab menurut hukum agama (figh) orang yang berpindah agama
Islam kepada agama lain, harus dianggap sebagai apostacy (murtad).
Kalau hukum ini dilaksanakan, maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk
Indonesia—yang berpindah dari agama Islam ke agama lain dalam
lingkungan negara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hukuman mati.

4. Pendekatan al-Maslahah al-‘Ammah

Di samping beberapa pendekatan di atas, dalam beberapa tulisannya
Abdurrahman Wahid menyatakan pentingnya penggunaan pendekatan
al-maslakah al-‘@ammah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan

hukum yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Berikut ini beberapa
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tulisan Abdurrahman Wahid yang mengindikasikan pemikirannya dengan

penggunaan pendekatan al-maslakzah al- ‘ammah.

1. Dalam tulisannya yang berjudul Islam dan Formalisme Ajarannya ia
menyatakan: “Orientasi paham ke-Islaman sebenarnya adalah
kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya. Lihat saja
kata “maslakah ‘ammah”, yang berarti kesejahteraan umum. Inilah
seharusnya yang menjadi objek dari segala macam tindakan yang
diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum dan/atau kemaslahatan
umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat Islam.”*"

2. Dalam tulisannya yang berjudul Negara dan Kepemimpinan dalam
Islam ia menyatakan: Dalam Islam kepemimpinan haruslah
berorientasi kepada pencapaian kesejahteraan orang banyak. Sebuah
adagium terkenal dari hukum Islam adalah “kebijakan dan tindakan
seorang pemimpin haruslah terkait langsung kepada kesejahteraan
rakyat yang dipimpin (tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manigun bi
al-magslakah).” Jelaslah dengan demikian kepemimpinan yang tidak
berorientasi kepada hal itu, melainkan hanya sibuk dengan mengurusi
kelangsungan kekuasaan saja, bertentangan dengan pandangan Islam.

Karenanya, dalam menilai kepemimpinan dalam sebuah gerakan,

selalu diutamakan pembicaraan mengenai kesejahteraan itu, yang

70 jhat Abdurrahman Wahid, Islam dan Formalisme Ajarannya, dalam Islam Ku Islam
Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 21-22.
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dalam bahasa Arab dinamakan al-maslakah al-‘ammah (secara
harfiyah, dalam bahasa Indonesia berarti: kepentingan umum).!’
Dalam tulisannya yang berjudul Islam dan Kesejahteraan Rakyat ia
mengatakan: “Dalam figh dikemukakan keharusan seorang pemimpin
agar mementingkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin, sebagai tugas
yang harus dilaksanakan: “Kebijakan dan tindakan Imam (pemimpin)
harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin
(tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah mantigun bi al-maslakah)”. Sangat
jelas tujuan berkuasa bukanlah kekuasaan itu sendiri, melainkan
sesuatu yang dirumuskan dengan kata kemaslahatan (al-maslakzah).
Prinsip kemaslahatan itu sendiri seringkali diterjemahkan dengan kata
“kesejahteraan rakyat”, yang dalam ungkapan ekonom dosen Harvard,
yang juga mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India, John
Kenneth Galbraith, sebagai “The Affluent Society”.*?

Dalam tulisannya yang berjudul Islam, Moralitas dan Ekonomi
Abdurrahman Wahid menyatakan: “Orientasi ekonomi adalah
memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak.
Ini sesuai dengan ketentuan agama Islam bahwa tindakan pemimpin
atas rakyat yang dipimpin harus terkait langsung dengan rakyat yang

dipimpin. lIstilah yang digunakan dalam Arab oleh figh adalah

maslakah, diterjemahkan oleh penulis dengan istilah kesejahteraan.

Y_ihat Abdurrahman Wahid, Negara dan Kepemimpinan dalam Islam, dalam Islam Ku
Islam Anda Islam Kita, 98-99.

72| jhat Abdurrahman Wahid, Islam dan Kesejahteraan Rakyat, dalam Islam Ku Islam
Anda Islam Kita, 176.
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Dan, dalam bahasa Undang-undang Dasar (UUD) 1945, masyarakat
sejahtera dirumuskan sebagai masyarakat adil dan makmur, hingga
orientasi kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat itu, yang
dikandung oleh Islam, sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945.
Sementara itu, mekanisme yang digunakan untuk mencapai
kesejahteraan itu, tidak ditentukan format dan bentukny'cl.”173

Dari berbagai tulisan Abdurrahman Wahid tersebut dapat ditarik satu
kesimpulan bahwa salah satu pendekatan atau paradigma yang
digunakannya dalam menetapkan dan mengkategorisasikan persoalan-
persoalan umat adalah dengan metodologi maslahah atau istis/azhiyyah.

Menurut Abdurrahman Wahid, dalam Islam diketahui terdapat trilogi
yang sangat terkenal, yaitu Hukum Islam (figh), teori Hukum Islam (ushul
al-figh), dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam (gawa’id al-figh). Trilogi itu
memberikan legitimasi bagi segala sesuatu yang diliput oleh shariah (jalan
hidup), yang memberikan legitimasi bagi lain-lainnya.*”

Oleh karena itu terdapat dua langkah yang harus dilakukan oleh umat
Islam untuk mendapatkan deskripsi Islam yang komprehensif di era
kontemporer ini. Pertama, adalah tugas kaum muslimin untuk mencari
kejelasan atas pentingnya sebuah interpretasi yang memadai dalam hukum

Islam (figh). Hukum kanonik itu secara formal masih menganggap

perpindahan agama dari Islam ke agama-agama lain sebagai apostasy

13| ihat Abdurrahman Wahid, Islam, Moralitas dan Ekonomi, dalam Islam Ku Islam Anda
Islam Kita, 166.

1 Wahid, Abdurrahman. 2002. Culture of Peace, Sebuah Pendekatan Islam. Dalam M.
Imam Aziz (Ed.). Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era
Lengser (Yogyakarta: LKIiS, 2002), 145.
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(riddah), yang secara teoretik dapat mengakibatkan hukuman mati. Kalau
interpretasi ini dibiarkan terus, kita harus menghukum mati puluhan juta
jiwa yang pindah dari agama Islam ke lingkungan Kristen (Protestan,
Anglikan, dan Katholik).

Kebutuhan akan re-interpretasi ini menurutnya juga didukung oleh
kenyataan bahwa seluruh negeri-negeri muslim melakukan ratifikasi atas
deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Salah satu hak asasi yang
esensial dalam deklarasi itu berupa hak untuk berpindah agama dengan
bebas. Tentulah kontradiksi ini haruslah diakhiri, kalau kaum muslimin
tidak ingin menjadi kekanak-kanakan seterusnya dan agar kaum muslimin
di seluruh dunia mencapai kedewasaan. Kelalaian dalam hal ini, akan
mengakibatkan kesenjangan lebih besar antara para sarjana dan pemimpin
muslim di satu sisi dan rakyat yang mereka pimpin di sisi lain.
Kesenjangan itu ada untuk ditutup, dan tidak untuk dibiarkan.*”

Kedua, yang patut diperhatikan adalah perkembangan sejarah.
Sekarang ini, banyak calon-calon sarjana muslim dikirimkan ke negara-
negara berteknologi maju untuk belajar dan menguasai teknologi. Begitu
juga banyak calon-calon sarjana muslim yang memperhatikan agama
mereka di negeri-negeri berkembang, termasuk Indonesia. Mereka
menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan Barat, tapi tidak menguasai
trilogi di atas. Karena itu, mereka mengambil jalan pintas, yaitu, langsung

mengambil dari sumber-sumber tekstual Islam berupa kitab suci al-Qur’an

1®\Wahid, Abdurrahman. 2002. Culture of Peace, Sebuah Pendekatan Islam. Dalam
M. Imam Aziz (Ed.). Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid, 145-146.
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dan tradisi kenabian (al-Hadith). Dengan menggunakan kutipan dari dua
sumber itu secara langsung, mereka mencoba mencari jawaban atas
masalah-masalah yang dihadapi umat islam dewasa ini. Akibatnya adalah
sikap menggunakan kedua sumber tekstual itu secara harfiah, tanpa
melalui penafsiran dan pendalaman yang diperlukan. Karena kedua
sumber tekstual itu memerlukan penafsiran lebih lanjut, karena keduanya
merupakan dokumen dari abad ke 7-8 Masehi, di padang pasir Arabia yang
terkenal. Maka dengan sendirinya diperlukan penafsiran lebih jauh dalam
penerapan keduanya dalam dunia modern.

Kalau tidak, menurut Abdurrahman Wahid maka sikap defensif kaum
muslimin seluruh dunialah yang akan tampil ke muka, yang berintikan
ketidakmampuan penafsiran yang diperlukan bagi era modern ini.
Kenyataan sejarah ini harus diakui orang Islam, jika mereka ingin bebas
dari kerangka acuan orang lain. Sejarah membuktikan, hanya pihak-pihak
yang mampu melaksanakan adaptasi yang diperlukan, tanpa kehilangan
nilai-nilai yang esensial bagi sebuah kaum, dapat dicari penyelesaian yang
memuaskan."

Kenyataan inilah menurut Gus Dur yang sering diabaikan oleh
gerakan-gerakan Islam dan membuat mereka ditinggalkan orang. Sebuah
sikap realistik untuk menggunakan trilogi di atas, dengan kekayaan
warisan yang luar biasa, haruslah menjadi sikap kaum muslimin

menghadapi arus globalisasi dewasa ini dan terorisme atas nama Islam.

1®\Wahid, Abdurrahman. 2002. Culture of Peace, Sebuah Pendekatan Islam. Dalam
M. Imam Aziz (Ed.). Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid, 148.
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Oleh sementara sarjana, sikap itu dinamai “neo modernisme Islam”—
yang, karena ketidakmampuan mencari istilah lain, kita gunakan dalam
pembahasan di sini.

d. Definisi dan Posisi Maqasid Shariah dalam Diskursus Pemikiran

Hukum Islam

Dalam diskursus pemikiran hukum Islam dikenal adanya dua teori
tentang asal-usul dan sifat hukum. Kedua teori tersebut adalah Teori
Keabadian—atau biasa juga disebut dengan Normativitas Hukum Islam—
dan Teori Adaptabilitas Hukum Islam. Teori pertama (hormativitas hukum
Islam) berasumsi dan meyakini bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang
ditetapkan oleh Tuhan, ia tidak mungkin bisa diubah, dan sebagai
konsekuensinya, ia juga tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Sementara teori kedua (adaptabilitas hukum Islam) justru berasumsi bahwa
hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan
umat manusia, maka ia bukan saja bisa beradaptasi dengan perkembangan
zaman, akan tetapi ia juga bisa diubah demi mewujudkan kemaslahatan
umat manusia.'”’

Dengan mengacu pada teori adaptabilitas hukum Islam, maka
relevansi dan kelangsungan hukum Islam akan tetap terjaga dan
bermanfaat bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Salah satu
upaya dalam mengadaptasikan hukum Islam dengan perubahan realitas

sosial adalah dengan menggunakan metodologi yang tepat dan relevan

"Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris, (Yogyakarta: LKiS, 2005), v-vi.
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dengan kondisi kekinian. Metodologi atau pendekatan dalam memahami
hukum Islam yang dimaksud adalah melalui pendekatan magasid
al-shartah.

Secara etimologi magasid al-sharrah merupakan istilah gabungan dua
kata: magasid dan al-shariah. Magasid adalah bentuk plural magsad, gasd,
magsid atau quszd yang merupakan derivasi dari kata kerja gasada
yagsudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan,
tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah
antara berlebih-lebihan dan kekurangan.*"®

Sementara itu, shariah yang secara etimologis bermakna jalan menuju
mata air, dalam terminologi figih berarti hukum-hukum yang dishariatkan
oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur’an
maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau
ketetapan Nabi.'"

Secara terminologis, makna magqasid al-shariah berkembang dari
makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di
kalangan ulama klasik sebelum al-Shatibi, belum ditemukan definisi yang
konkret dan komprehensif tentang magasid al-sharrah. Berikut ini contoh
definisi magasid al-shartah yang dirumuskan oleh para ulama klasik:
al-Ghazali mendefinisikannya sebagai berikut:

Maslakah adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan

yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang
kami maksudkan dengan magqasid al-shariah sebenarnya bukan ini,

8 A W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1122.
A W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir...., 711.
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karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian

adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika

menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan maslahah

di sini adalah menjaga tujuan shara’. Tujuan shara’ untuk makhluk

ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

mereka.'®

Izzu al-Din Abd al-Salam mendefinisikan magasid al-sharrah dengan
lebih tegas dan operasional: Barangsiapa yang berpandangan bahwa tujuan
shara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti
dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa
kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan
sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati
walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma’, nas, dan giyas yang
khusus.'®!

Gambaran tersebut memperlihatkan suatu  perkembangan dari masa
ke masa, baik dari sisi cakupan maupun penekanannya. Definisi singkat
tapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian
magqasid al-shariah dalam susunan yang hierarkis didapatkan pada
perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Imam Abt Ishaq
al-Shatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu magasid al-
shariah. Al-ShatibT menyatakan bahwa beban-beban shariat kembali pada

penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Magqasid ini tidak lebih dari

tiga macam: dlaruriyyat (kepentingan pokok atau primer), hdjiyyat

180 Ahmad Imam Mawardi, Figih Minoritas, Figh Al-Agalliyyat dan Evolusi Magashid al-
Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 180-184. Lihat juga Tim
Forza Pesantren, (Ed.). Yahya Cholil Staquf, Ijtihad Politik Islam Nusantara, (Kediri:
Lirboyo Press, 2015), 74.

8\Mawardi, Figih Minoritas, 181.
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(kepentingan sekunder), dan ‘ahsiniyvat (kebutuhan tersier).’** Lebih
lanjut al-Shatibi menyatakan bahwa Allah sebagai Shari’ memiliki tujuan
dalam setiap penentuan hukum-Nya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di
dunia dan akhirat.'®

Berikut ini bagan tentang magasid al-shariah berdasarkan klasifikasi

al-Shatibi yang mengacu pada tingkat keniscayaan:*®*

Maksud-maksud Hukum Islam

(Tingkatan-tingkatan Keniscayaan)

Dartiriyyat Hajiyyat Tahsiniyyat

l

Melestarikan

l

Jiwa

Harta Keturunan

Agama

Akal Kehormatan

182 Abii Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usil al-Ahkam, (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th), Juz 1, 3-4.

8Mawardi, Figih Minoritas, 181-182. Lihat juga Hamka Hag, Al-Shatibi, Aspek
Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqgat, (Jakarta: Erlangga, 2007), 78-
87.

184Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah PendekatanSistem,
terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Bandung: Mizan, 2015), 35.
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Sepeninggal al-Shatibi, kajian magasid al-shariah  menemui
kebuntuan sekian lama, terpendam sekitar enam abad dalam kejumudan
intelektual, sampai hadirnya Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashir yang
mengangkat kembali kajian magqasid al-shariah sebagai displin keilmuan
yang mandiri. Ibn ‘Ashiir mengatakan bahwa semua hukum shariah tentu
mengandung maksud dari Shari’, yakni hikmah, kemaslahatan, dan
manfaat, dan bahwa tujuan umum shariat adalah menjaga keteraturan umat
dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka. Lebih lanjut Ibn ‘Ashar
mendefinisikan magasid al-shariah sebagai berikut:'®®

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara
oleh Shari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak
hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah
dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna shariah yang
terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna
hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam
banyak bentuk hukum.

Definisi Ibn ‘Ashir ini sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih
konkret dan operasional. Sebagai penegasnya, dia juga menyatakan bahwa
magqasid al-shartah bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan
shariat dan juga bisa bersifat khusus, seperti magasid al-shariah yang
khusus dalam bab-bab muamalah. Dalam konteks ini, magasid al-shariah
diartikan sebagai kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh shara’ untuk

mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk mejaga

kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam

" Muhammad al-Tahir Tbn ‘Ashar, Magasid al-Shariah al-Islamiyyah, (Beirut: Dar
al-Nafais, 2001), 251-252.
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perbuatan-perbuatan khusus mereka yang mengandung hikmah.*®
Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan
magqgasid  al-shartah, para ulama usul sepakat bahwa magasid
al-shartah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan
diaplikasikannya shariat. Magasid al-sharzah ini bisa jadi berupa magasid
al-shartah al-‘ammah, yakni yang meliputi keseluruhan aspek shariat,
magqasid al-khassah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab shariat
yang ada, seperti magasid al-shariah pada bidang ekonomi, hukum
keluarga, dan lain-lain atau magasid al-shariah al-juziyyah yang meliputi
setiap hukum shara’ seperti kewajiban salat, diharamkannya zina, dan
sebagainya.*®’

Sebagai tujuan akhir shariat, magqasid al-shariah seharusnya
menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar-tidaknya
suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, memahami hukum yang benar
haruslah melalui pemahaman magqasid al-shariah yang baik. Inilah pesan
yang dikemukakan oleh ulama usul masa lalu, antara lain oleh Imam
al-Haramayn al-Juwayni, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dan al-Shatibi. Lebih
lanjut al-Shatibi menyatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan
ulama banyak disebabkan oleh buruknya pemahaman mereka atas magqasid
al-shariah atau bahkan ketidakmengertian mereka atas magasid
al-shariah. Statement keras ini sesungguhnya menjadi bukti posisi

strategis yang seharusnya dimiliki oleh magasid al-shariah dalam

18Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam,
(Bandung: Mizan, 2013), 43.
¥"Mawardi, Figih Minoritas, Figh Al-Aqalliyyat, 183.
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perjalanan perkembangan hukum Islam, tetapi sayangnya kurang sesuai
dengan kenyataan.®

Dalam sejarah perkembangannya, posisi magasid al-sharrah pada
masa awal tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan.'®® Kajian
tentang hukum Islam atau figih hanya dikaitkan dengan usal al-figh dan
qawa’id al-figh yang berorientasi pada teks dan bukan pada maksud atau
makna di balik teks. Tiga hal ini menjadi unsur-unsur dalam satu sistem
yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama: usl
al-figh menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju figih,
sementara gawa 'id al-figh menjadi pondasi dasar bangunan figih yang ada.
Sementara itu, magasid al-shartah yang menyumbangkan nilai-nilai dan
spirit pada figih itu sendiri diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap
tidak bersentuhan langsung dengan istinbat hukum Islam.

Ada dua sebab mengapa magasid al-shariah tidak menjadi bagian
integral dari figih seperti usul figih. Pertama, adalah perdebatan teologis
merupakan penyumbang saham terbesar teralienasinya magqasid
al-shartah dari perkembangan hukum Islam secara umum. Dominasi
mazhab teologi yang menolak peranan akal dalam memahami nas tentu
menjadi penghambat perkembangan magasid al-shariah.**® Kedua, adalah

dimasukkannya kajian magasid al-shariah dalam ranah filsafat, bukan

88Mawardi, Figih Minoritas, Figh Al-Aqgalliyyat...., 184-185.

1893alah satu alasannya menurut Mohammad Hashim Kamali adalah karena sifat magasid
yang terkait filsafat dan tujuan dasar hukum ketimbang formulasi spesifik teksnya. Lihat
Hashim Kamali, Membumikan Syariah, 164.

perdebatan mengenai peran akal dalam masalah teologi terkait dengan konsep
maslakah atau magqasid al-shariah ini lihat Hamka Haq, Al-Shatibi, 42-47.
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dalam kajian usul figih. Hal ini berarti telah meletakkannya pada wilayah
yang kebolehannya diperdebatkan, yang pada akhirnya menghalanginya
untuk menjadi bagian dari wilayah hukum Islam yang membutuhkan
kepastian dan keyakinan. Untungnya, kajian metodologi usul figih tidak
bisa dilepaskan dari konsepsi kemaslahatan yang merupakan substansi
esensial dari magasid al-shariah, seperti teori istiksan, maslahah
al-mursalah, dan sadd al-dhara’i.***

Walaupun dalam perkembangan hukum Islam ditemukan beberapa
karya tentang sisi rahasia, hikmah, dan tujuan dari hukum yang menjadi
bagian dari magqgasid al-shariah, seperti al-Shashi (w. 365 H), al-‘Amiri
(w.381), al-Juwayni, al-Ghazali (w. 505 H/1111), al-Shatibi (790 H/1388
M), dan Ibn ‘Ashtr (w. 1393 H/1973 M), perkembangan tersebut sangat
lambat, terpisah oleh interval waktu yang cukup panjang, dan tidak secepat
karya ulama di bidang figih, usul figih, dan qawa’id al-figih. Dari masa
al-Ghazali ke al-Shatibi terdapat interval waktu 2,5 abad yang vacuum dari
kajian khusus tentang magasid al-shariah, sementara setelah al-Shatibi
dibutuhkan hampir enam abad untuk menanti kehadiran Ibn ‘Ashar yang
kemudian dikukuhkan sebagai guru kedua (mu’allim thani) dalam ilmu
maqgasid al-sharrah setelah al-Shatibi sebagai guru pertama (mu alim

awwal).*?

YIMawardi, Figih Minoritas, Figh Al-Aqalliyyat,186.

¥2Mawardi, Figih Minoritas, Figh Al-Aqgalliyyat, 186-187. Bandingkan dengan
penjelasan makalah Sri Lum’atus Sa’adah, Konsepsi Muhammad Tahir Ibn ‘Ashiir dalam
Sri Lum’atus Sa’adah, Peta Pemikiran Figh Progresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-
STAIN Jember Press, 2012), 93-108. Buku tersebut merupakan kumpulan makalah yang
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Stagnasi intelektual pasca al-Ghazali, yang kerap dianggap sebagai
akibat dari pemikiran al-Ghazali sendiri yang anti filsafat, turut pula
menjajah wilayah hukum Islam dengan perangkat metodologisnya, yang
seharusnya terus dinamis dan berkembang. Kekosongan perkembangan ini
terus berlanjut sampai pada masa al-Shatibi. Inilah yang mendorongnya
untuk melakukan penyegaran kembali konsepsi maslahah yang bertujuan
untuk menjadikan hukum Islam betul-betul mampu berdialog dengan
tuntutan dan realitas sosial. Ada dua hal yang menggerakkan al-Shatibi,
pertama, kegagalan hukum berhadapan dengan perubahan sosial-ekonomi
Andalusia abad ke-8 H/ 14 M dan, kedua, keinginannya untuk membuat
kerangka kerja teoritis (theoritical apparatus) agar hukum Islam memiliki
karakter adaptabel dan fleksibel.**

Problematika hukum yang begitu banyak dan mandulnya usul figih
dalam berdialektika dengan zaman mendorong al-Shatibi untuk me-refresh
(menyegarkan kembali) kajian teoritis usul figih, terutama dengan
memasukkan konsepsi magqasid al-sharzah sebagai konsiderasi utamanya,

seperti yang dipaparkan dalam kitab al-Muwafagat.*®* Karena itulah

disusun ketika menyelesaikan program studi Pascasarjana S3 di IAIN Sunan Ampel
Surabaya pada tahun 2009.

%Mawardi, Figih Minoritas, 187.

194 Al-ShatibT menyoroti ¢a’asub atau fanatisme berlebihan yang dipraktekan para ulama
Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap mazhab Maliki. Mereka memandang
setiap orang yang bukan mazhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama
bahwa masyarakat Andalusia memegang erat mazhab Maliki ini sejak raja mereka,
Hisyam al-Awwal al-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-180 H menjadikan mazhab
ini sebagai mazhab resmi negara. Menurut salah satu riwayat, kecenderungan Hisyam
al-Awwal untuk mengambil mazhab Maliki ini adalah ketika dia bertanya kepada dua
orang ulama yang satu bermazhab Hanafi serta yang lain bermazhab Maliki. Hisyam
al-Awwal saat itu bertanya: “dari mana asalnya Abu Hanifah itu?” Ulama Hanafi
menjawab: “dari Kufah”. Lalu ia bertanya kembali kepada ulama Maliki: “dari mana asal
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al-Shatibi dikukuhkan sebagai Mu’ assis “Ulam al-Magasid al-Shariah
(Pendiri llmu Magasid al-Shariah), yang ditangan al-Shatibi-lah usul figih
mencapai titik kulminasi perkembangan intelektual. Singkatnya, pada era
al-Shatibi ini magasid al-shartah menjadi bagian dari usul figih. Di sinilah
terjadi pertemuan antara teori hukum Islam dan filsafat hukum Islam.*®
Posisi magasid al-shariah lalu mengalami perkembangan berikutnya
pada masa Ibn ‘Ashitir. Meskipun keterkaitan antara teori usul figih dan
magqasid al-shariah merupakan suatu keniscayaan, Ibn ‘Ashiir melihat
perlunya magasid al-shartah menjadi disiplin ilmu yang mandiri.
Konsekuensinya adalah bahwa magasid al-shariah tidak lagi hanya
sebagai kumpulan konsepsi nilai yang membungkus figih dan usul figih,
tetapi juga berevolusi menjadi sebuah pendekatan. Magasid al-shariah
akhirnya menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam
kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan
hukum. Jasser Auda, seorang sarjana yang dengan pendekatan sistem
(system approach) mengasumsikan hukum Islam sebagai suatu sistem,
menjadikan magasid al-shariah sebagai substansi pokok yang harus eksis

dalam setiap ketentuannya.'*®

Imam Malik?” Ulama Maliki ini menjawab: “dari Madinah”. Hisyam lalu berkata: “imam
yang berasal dari tempat hijrah Rasulullah Saw cukup bagi kami”. Kitab al-Muwafagat
sengaja disusun oleh Imam al-Shatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang
terjadi saat itu, antara mazhab Maliki dan Hanafi. Lihat Halil Thahir, ljtihad Magasidi,
Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah, (Yogyakarta: LKIiS,
2015), 43.

%Mawardi, Figih Minoritas, 188.

%L ihat kata Pengantar Amin Abdullah dalam Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam
Melalui Magasid Syariah Pendekatan Sistem, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im,
(Bandung: Mizan, 2015). Menurutnya Jasser Auda adalah pemikir Muslim kontemporer
yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (usal al-figh) yang

143



Proses evolusi magasid al-shariah dari konsep ke pendekatan tentu
menarik untuk dicermati agar mampu memahami perkembangan
kontemporer tentang magasid al-shariah dengan baik dan tidak terputus
dari mata rantai sejarah.

e. Perkembangan Maqasid al-Shariah dari Konsep ke Pendekatan

Tidak banyak kitab atau buku yang mengungkap perkembangan
magqgasid  al-shartah  secara utuh. Kebanyakan karya magasid
al-shartah adalah parsial dan terfokus pada kajian tokoh. Kalaupun
kajiannya pada perkembangan magasid al-shariah secara umum, biasanya
berhenti pada al-Shatibi sebagai tokoh akhirnya. Karena itulah perjalanan
magqasid al-shariah dari konsep ke pendekatan tidak tergambar secara utuh
sebagai  suatu  perkembangan  yang  berkelanjutan, karena
perkembangannya sebagai pendekatan, baru menjadi gambaran yang lebih
jekas pasca al-Shatibi. Al-Raystini menyimpulkan bahwa sepanjang
perkembangan usul figih, magqasid al-shariah mengalami perkembangan
besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramayn Abu al-Ma’ali
Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Shatibi (w. 79 H), dan
Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashar (w. 1379 H/ 1973 M)."®" Penyebutan tiga
tokoh ini tentu tidak serta merta menghilangkan peran Abt Bakar al-Qaffal
al-Shashi, al-‘Amiri, al-Ghazalii, dan sebagainya yang memiliki andil

besar mengawali dan mempertegas konsepsi magasid al-sharrah. Namun,

menggunakan magqasid al-shariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan
menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah
pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang
hukum Islam dan usul figih.

Y\Mawardi, Figih Minoritas, 189.

144



ketiga tokoh di atas menjadi tonggak dan era penting di mana magasid
al-shartah betul-betul tampak mengalami pergeseran makna.

Ulama magasidiyyin sepekat bahwa nilai-nilai magasid ini dasar
utamanya adalah al-Qur’an dan al-Hadith, yang nas-nya senantiasa
menegaskan nilai-nilai, tujuan, ‘illat, dan hikmah yang terkandung di
dalamnya. Tapi, pengungkapan nilai-nilai, hikmah, ‘illat, dan tujuan
shariat ke dalam suatu tema besar bernama magasid belum ditemukan
pada masa-masa awal perkembangan hukum Islam. Adalah Turmudzi
al-Hakim yang dianggap sebagai ulama pertama yang mengangakat isu
tentang ‘illat, rahasia, dan hikmah hukum dalam kitabnya yang berjudul
al-Salat wa Magqasiduha dan al-Hajj wa Asraruha yang menjadi cikal-
bakal magasid al-shariah secara umum.*®

Setelah Turmudzi al-Hakim, muncullah al-Qaffal al-Kabir yang
memiliki nama asli Abt Bakar al-Qaffal al-Shashi (w. 365 H). Dia
dianggap sebagai pengkaji magqasid al-shariah pertama dengan kajian
yang lengkap dari sisi cakupan shariahnya. Kitabnya yang berjudul
Mahasin al-Shara’i’ fi Furi’ al-Shafi’iyyah Kitab fi Maqgasid al-Shariah.

Perkembangan berikutnya adalah hadirnya Abt Hasan al-‘Amiri
(w. 381 H) dalam kajian magasid al-sharzah. Dia adalah seorang filosof
dan ahli kalam, yang berbeda dengan pengkaji magasid al-shariah
sebelumnya yang rata-rata hanya memiliki expertise (keahlian) dalam

bidang figih. Dengan pendekatan filosofisnya, ia menyatakan dalam kitab

%Mawardi, Figih Minoritas, 190. Bandingkan dengan Hashim Kamali, Membumikan
Syariah, 166. Lihat juga Sa’adah, Peta Pemikiran Figh Progresif, 40.
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perbandingan agamanya yang monumental al-/’/am bi al-Mandagqib
al-Isiam, bahwa dalam rangka membangun kehidupan individu dan sosial
yang baik dipastikan adanya lima pilar yang harus ditegakkan, yang
tanpanya kemaslahatan tidak akan pernah terealisasi.®® Lima hal itu
adalah: mazjarah qatl al-nafs (sanksi hukum untuk pembunuhan jiwa),
mazjarah akhdh al-mal (sanksi hukum untuk pencurian harta), mazjarah
fath al-satr(sanksi hukum untuk membuka ‘aib), mazjarah ralb al- ‘irdh
(sanksi hukum untuk perusakan atau pencelaan kehormatan), dan
mazjarah khal’ al-baydhah (sanksi hukum untuk pelepasan kehormatan
dan ketulusan). Lima poin inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal
al-dlaruriyyat al-khams yang menjadi sentral points kajian magasid
al-shariah setelahnya, seperti al-Juwayni, al-Ghazali, dan sebagainya.?®
Imam al-Haramayn Abdul Malik al-Juwayni, walaupun tidak pernah
menulis kitab dengan tema khusus magasid al-shariah, adalah nama
penting yang harus disebut ketika memperbincangkan magasid al-shariah.
Dia adalah ulama generasi berikutnya yang telah memapankan dasar-dasar
magqasid al-shariah dengan membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan

hierarkis, yaitu dlaririyyat, hajiyyat, dan zahsiniyyat.”** Karyanya yang

19 Auda, Membumikan Hukum Islam, 56.

20\ awardi, Figih Minoritas, 191.

“'Menurut al-Juwayni seperti dikutip oleh Mohammad Hashim Kamali bahwa
pentingnya pengetahuan mengenai magqasid al-shar7ah ini didasarkan pada bahwa para
sahabat Nabi menunjukkan kesadaran tingkat tinggi akan tujuan shariah, dan
menambahkan bahwa “seseorang yang tidak bercermin pada magasid sesungguhnya
melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan kemungkinan tidak memiliki
pemahaman yang dalam tentang shariah. Lihat Hashim Kamali, Membumikan Syariah,
166.
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monumental yang berkaitan dengan magasid al-shariah adalah al-Burhan
fi Usal al-Figh.

Kajian al-Juwayni tentang maqasid al-shariah menjadi novel inpluse
(pendorong baru) bagi ulama-ulama setelahnya untuk membahas dan
mengembangkannya. Nama yang paling populer setelahnya adalah sang
murid yang jenius, Aba Hamid al-Ghazali, seorang ulama dengan keahlian
multidisipliner. Nama-nama lainnya yang meramaikan kajian magasid al-
shartah pasca al-Juwayni adalah Ibn Rusyd, Abt Bakar Ibn ‘Arabi, Fakhr
al-Din al-Razi, Sayf al-Din al-‘Amidi, ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam,
Shihab al-Din al-Qarafi, Najm al-Din al-Tufi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn
Qayyim al-Jauziyyah. Perlu dicatat bahwa pada era ini kajian magasid
al-shartah belum menjadi tema besar dan kajian yang mandiri, tetapi
menjadi bagian integral dari kajian usul figih. Selain itu, kata magasid
al-sharrah tidak menjadi bagian judul dari kitab-kitab yang mereka tulis.?®

Al-Ghazali menjadi istimewa dalam kajian magasid al-shariah karena
keberhasilannya menjabarkan aspek dlaririyyat al-khams, yang tanpanya
maslahah dinyatakan tidak ada. Dialah orang pertama yang memberikan
nama al-dlaruriyyat al-khams, menjelaskan secara memadai dan
menyusunnya dengan urutan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

sebagai hal-hal yang dilindungi oleh Islam.?®® Kitabnya yang berjudul

22\awardi, Figih Minoritas, 192. Hashim Kamali, Membumikan Syariah, 166-167.

“3Menurut al-Ghazali, al-usil al-khamsah merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan
oleh Islam, tetapi juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama (milal) yang
menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya,
lanjut al-Ghazali, tidak ada satu agamapun yang tidak melarang kufur, pembunuhan, zina,
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al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usil menjelaskan tentang hal ini. Dengan
penjelasannya yang lengkap mengenai konsepsi maslahah dan prinsip-
prinsip teoritis hukum Islam, al-Ghazali dikukuhkan dalam sejarah usul
figih sebagai peletak dasar ilmu usul figih. Sementara itu, al-‘ Amidt adalah
orang pertama yang menguji susunan al-dlaririyyat al-khams di atas dan
mengambil posisi berbeda dengan al-Ghazali ketika ia menempatkan
posisi “keturunan” sebelum “akal” seperti yang ditulis dalam kitab
al-lhkam fi Usul al-Ahkam. Selanjutnya, di kalangan para magqasidiyyin,
nama ‘Izz al-Din bin Abd al-Salam menjadi populer dengan kitabnya
Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam yang menjelaskan secara detail
tentang masaliz dan mafasid, yang kemudian menjadi landasan konseptual
kajian magasid al-shariah.?®*

Kajian magasid al-shartah ini mengalami proses metamorfosis
sempurna oleh hadirnya al-Shatibi yang telah dikukuhkan oleh sejarah
sebagai pendiri ilmu magasid al-shariah. Sampai saat ini, tak seorangpun
yang membahas magasid al-shariah tanpa menyebut nama al-Shatibi,
sehingga seakan magasid al-shariah adalah identik dengan namanya.
Nama lengkapnya adalah al-Imam Aba Ishaq Ibrahim bin Misa bin
Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi al-Gharnati (w. 790 H/ 1388 M). Dua
kitabnya yang fenomenal adalah al-7’tisam dan al-Muwafagat fi Usil
al-Sharrah. Al-Muwafaqat adalah kitab yang membahas secara luas

tentang magasid al-shariah, tidak hanya menjabarkan definisi dan konsep

pencurian, dan mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal.
Lihat Thahir, ljtihad Magasidi,38.
“*Mawardi, Figih Minoritas, 193.

148



nilai yang dibawanya, tetapi sampai pada kaidah-kaidah dasar yang harus
dilalui dalam berpikir dengan dasar konsiderasi magasid al-shariah.
Al-Shatibl berhasil menampilkan wajah baru magasid al-shariah yang
lebih dinamis dan aplikatif.

Menurut Jasser Auda,’®

ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh
al-Shatibi dalam mereformasi magasid al-shariah.?%® Pertama, pergeseran
magqasid al-shariah dari unrestricted interest (kepentingan yang tidak
terbatasi dengan jelas) ke fundamentals of law (poin inti/dasar hukum).
Magqasid al-shariah yang pada masa-masa sebelumnya dianggap sebagai
bagian yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang
fundamental dibantah oleh al-Shatibi dengan pernyataannya bahwa justru
magqasid al-shariah merupakan landasan dasar agama, hukum, dan
keimanan (usil al-din, wa gawa’id al-shartah wa kulliyyah al-millah).
Kedua, pergeseran dari wisdoms behind ruling (kebijakan atau hikmah di
balik aturan hukum) ke bases for the ruling (dasar bagi pengaturan
hukum). Menurutnya, magasid al-sharizah itu bersifat fundamental dan
universal (kulliyah) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh yang juz iyyah

(parsial). Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan tradisional

termasuk mazhab maliki, yang diikuti oleh al-Shatibi sendiri, yang

#5Jasser Auda merupakan salah satu pakar terkemuka saat ini di bidang Magasid
al-Shariah. Salah satu karya yang membuatnya diakui sebagai pakar di bidang magasid
al-shariah adalah Magasid al-Shariah as Philosophy of Law: A System Approach (2008)
yang telah diterjemahkan oleh penerbit Mizan, Bandung menjadi Membumikan Hukum
Islam Melalui Magasid Syariah Pendekatan Sistem. Jasser Auda pernah berkunjung ke
Indonesia pada tanggal 17-18 Januari 2013. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga merupakan salah satu destinasinya pada waktu itu.

2% ihat Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam, 55.
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menyatakan bahwa bukti-bukti juz’iyyat didahulukan daripada bukti-bukti
universal. Lebih jauh lagi, al-Shatibi menjadikan ilmu maqasid al-shariah
sebagai syarat sahnya ijtihad dalam segala level. Ketiga, pergeseran dari
uncertainty (zanniyyah) ke certainty (qath’iyyah). Baginya, proses induktif
yang digunakan dalam aplikasi magasid al-shariah adalah valid dan
bersifat gat’i (pasti), sebuah kesimpulan yang menentang argumen yang
mendasarkan pada filsafat Yunani yang menentang certainty metode
induktif.”’

Dari paparan di atas jelas bahwa al-Shatibi mulai menggeser magasid
al-shartah sebagai konsep yang diam (tidak bergerak) menjadi sebuah
landasan metodologis yang aktif dan dinamis. Maqasid al-shariah tidak
sekedar alat justifikasi, tetapi dijadikan juga landasan Kkerja ijtihad.
Kaidah-kaidah magasid-nya disusun dengan baik dan komprehensif.

Dalam perkembangannya, muncul pilar ketiga dengan hadirnya
seorang sarjana bernama Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashar (w. 1379 H/
1973 M). Karyanya yang terkenal adalah Magasid al-Shariah

al-Islamiyyah.”® Meskipun gagasan besarnya sama dengan al-Shatibr,

27\awardi, Figih Minoritas, 194.

“%Dalam waktu yang hampir bersamaan juga hadir tokoh lain, yakni ‘Alal al-Fasi
(w. 1394 H) dengan kitabnya yang bernama Magasid al-Shariah wa Makarimuha.
Banyak kesamaan ide dan pemikiran dari dua tokoh asal Maghrib ini, salah satu
contohnya adalah: pandangan yang menyatakan bahwa magasid al-sharzah berdiri di atas
fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat al-Rim ayat 30 dan surat
al-A’raf ayat 119, Tahir Ibn ‘Ashiir dan ‘Alal al-Fasi sepakat bahwa menjaga fitrah
manusia adalah termasuk dalam magqasid al-sharzah, untuk itu, shariat Islam tidak akan
pernah bertentangan dengan akal manusia selama ia dalam kondisi normal. Hanya saja
sisi perbedaan dari keduanya adalah: bahwa Tahir Ibn ‘Ashir lebih berkonsentrasi pada
proyek meng-independenkan magqasid al-shariah sebagai sebuah disiplin keilmuan
tersendiri lepas dari kerangka ilmu usul figih, dengan merumuskan konsep, kaidah serta
substansi kajiannya. Sedangkan ‘Alal al-Fasi lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas

150



karena sebagaimana pengakuannya, ia memang berkehendak melanjutkan
apa yang telah digagaskembangkan oleh al-Shatibi, ada perkembangan
baru yang dikemukakan dalam karya Ibn ‘Ashiir, tepatnya tentang posisi
keilmuan magasid al-shariah dalam kajian teori hukum Islam dan cara
mengaplikasikannya dalam tataran praktik. Ibn ‘Ashir mampu
menghadirkan contoh yang aplikatif pendekatan magasid al-shariah
dalam beberapa bidang kajian hukum Islam. Lebih dari itu, kalau kajian
magqasid al-shariah sebelumnya memiliki kecenderungan pembahasan
secara umum (al-magasid al- ‘@ammah) atau parsial (juz iyyah), Ibn ‘Ashir
mengambil jalan tengah dengan membahas keduanya, yaitu rinci tapi
membahas keseluruhan aspek shariat. Sebagai contoh kajian rinci yang
belum dilakukan oleh ulama sebelumnya adalah bagian ketiga dari kitab
Magasid al-Shariah al-Islamiyyah. Di dalamnya ia membahas Magasid
al-Tashri'i al-Khassah bi anwa al-Mu’amalat bayna al-Nas yang secara
rinci membahas tentang magasid al-sharrah di bidang hukum keluarga,
hukum muamalah yang berkaitan dengan pekerjaan badan, magasid
al-shariah di bidang hukum ibadah sosial, magasid al-shariah di bidang

peradilan dan persaksian, dan magasid al-shariah di bidang pidana.?®

seputar tujuan shariat Islam, hikmah, dan rahasianya, tidak mewacanakan integrasi atau
independensinya dari ilmu usul figih. Kemudian muncullah para pengkaji maslahah
seperti Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, dengan kitabnya, Dawabit al-Maslahah fi
al-Shariah al-Islamiyyah, Mustafa Zaid, ia menulis buku tentang maslahah, berjudul
al-Maslahah fi al-Tashri’i al-1slami, Mustafa Shalabi, dengan kitabnya, Ta /il al-Ahkam,
Husain Hamid Hasan, dengan kitabnya, Nazariyyat al-Maslakah fi al-Figh al-Islami.
Lihat Thahir, Ijtihad Magasidi, 34-35.

*®Mawardi, Figih Minoritas, 195-196.
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Hal baru lainnya yang dilakukan oleh Ibn ‘Ashiar adalah keberaniannya
meletakkan hurriyyah (kebebasan/freedom yang berbasiskan al-musawah
atau egalitarianisme), fitrah (kesucian), samahah (toleransi), al-kaq
(kebenaran dan keadilan) sebagai bagian dari aplikasi magasid
al-shartah.?'® Kebebasan berbicara, berpendapat, beragaman dan bertindak
nerupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Pernyataan seperti ini tentu
merupakan pengembangan dari al-dlaririyyat al-khams yang digagas oleh
ulama sebelumnya. Pengembangan ini bukan hanya dari sisi tambahan
kuantitas unsur magasid, melainkan juga dari sisi kualitas efek penetapan
unsur-unsur magasid al-sharrah itu sendiri. Pembagian magasid al-shariah
menjadi al-dlaruriyyat al-khams hanya berfungsi lebih sebagai proteksi
terhadap diri, sementara unsur kebebasan, keadilan, kesucian, dan
egalitarianisme menekankan fungsi progresif Islam yang lebih umum.

Dalam kaitannya dengan magasid al-shariah sebagai metode atau
pendekatan dalam penetapan hukum Islam, para sarjana muslim progresif
menyatakan bahwa di tangan Ibn ‘Ashar-lah magqasid al-shariah menjadi
disiplin ilmu yang mandiri, menjadi disiplin yang lengkap secara
konseptual, prinsip, dan metodologinya. Ibn ‘Ashiir memang menyatakan
bahwa usul figih yang ada perlu ditata ulang (rekonstruksi) dan magasid
al-shartah perlu mendapatkan perhatian serius karena ia memiliki posisi

penting dalam perkembangan hukum Islam.

219 jhat Jasser Auda, Al-Magasid, 16-17. Bandingkan dengan karya monumental Jasser
Auda yang lebih komprehensif dan detail, Membumikan Hukum Islam, 38.
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Pasca Ibn ‘Ashiir hingga saat ini, magasid al-sharfah menapaki jalan
menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikannya magasid
al-shartah sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian
besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan
modernitas, persoalan sosial, politik, dan ekonomi global, serta persoalan
membangun global ethics (etika global) dalam upaya merealisasikan
perdamaian dunia. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menjadi saksi
semakin meningkatnya perhatian ulama dan cendekiawan muslim terhadap
magasid al-shartah.?*

f. Hubungan dan Keterkaitan antara Maslahah dan Magqasid
al-Shariah

Penalaran istislahiyyah (istislak, diindonesiakan dengan istislahiah)
adalah kegiatan penalaran terhadap nas (al-Qur’an dan Sunnah) yang
bertumpu pada penggunaan maslahat dalam upaya untuk: (a) menemukan
(merumuskan atau membuat) hukum shara’ dari sesuatu masalah (aturan
figih dan siyasah al-shar’iyyah); dan (b) merumuskan atau membuat

pengertian (definisi) dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum).?*?

Adapun
maslahat secara sederhana adalah kemasalahatan, pemenuhan keperluan,

perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang

Ayydian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan
Amerika, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press), 44-52. Dalam buku tersebut Yudian
Wahyudi mencontohkan fungsionalisasi magasid al-shariah dengan problematika
kontemporer dengan sentuhan dimensi lokalitas sehingga magasid al-shariah terlihat
sangat responsif terhadap persoalan-persoalan aktual di era global ini.

212Al-Yasa® Abubakar, Metode Istislahiah Pemanfaatan llmu Pengetahuan dalam Ushul
Figh, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 35.
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perorangan dan msayarakat, serta menghindari kemudaratan, mencegak
kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.*"

Dalam perjalanan sejarahnya, lafadz maslahat sudah digunakan pada
masa sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum
pernah dijelaskan secara tepat secara makna. Menurut Mustafa Zayd
seperti dikutip oleh Al-Yasa’ Abu Bakar, bagaimanapun istilah maslahat
didefinisikan dan digunakan, pada intinya harus mengandung tiga hal,
yaitu: pertama, maslahat tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya untuk
pemenuhan kepentingan individual; kedua, maslahat mengandung aspek
positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratan sama dengan
mendatangkan kemanfaatan, keduanya masuk ke dalam pengertian
maslahat; ketiga, semua maslahat yang dilindungi shariat, secara langsung
atau tidak, berhubungan dengan lima masalah dasariah (elementer) bagi
kehidupan manusia, yaitu pemenuhan keperluan atau perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan rumusan yang agak berbeda,
Muhammad ‘Abd al-‘Athi Muhammad Ali menyebutkan bahwa maslahat
mempunyai tiga ciri utama (al-khasa’is): pertama, sumber dari maslahat
adalah hidayah Allah SWT; kedua, maslahat (dan lawannya mafsadah)

mencakup kepentingan dan perlindungan manusia di dunia dan di akhirat;

ketiga, maslahat tidak hanya terbatas pada kelezatan materiel.?*

23 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 367-
368. Abubakar, Metode Istislahiah, 35.
¥ Abubakar, Metode Istislahiah, 36.
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Dari segi penyebutan atau kedekatannya dengan nas al-Qur’an dan
Sunnah (Hadith), para ulama membagi maslahat menjadi tiga,?™ yaitu
pertama, maslahat yang disebutkan, diterima atau diakui keberadaannya
oleh al-Qur’an dan Sunnah (al-masalih al-mu’tabarah), maslahat yang
diakui).?*® Misalnya pengakuan dan penerimaan terhadap maslahat dan
kenikmatan dalam perkawinan. Al-Qur’an dalam beberapa ayat
menyatakan, bahwa di antara tanda kebesaran Allah adalah penciptaan
makhluk secara berpasangan, dan perkawinan akan memberikan
ketenteraman dan kebahagiaan kepada manusia.?'’, hubungan suami istri
sangatlah erat seperti tubuh dengan pakaian®®. Di dalam hadith
disebutkan, bahwa perkawinan merupakan bagian dari Sunnah Rasul; ada
lagi Hadith yang menganjurkan para pemuda yang sudah mampu (sudah
memenuhi syarat) untuk menikah. Kedua, maslahat yang ditolak, yaitu
sesuatu yang diduga sebagai maslahat tetapi sebetulnya bukan maslahat;
yaitu maslahat yang ditolak atau diingkari oleh nas al-Qur’an dan Sunnah

219

(al-masalih al-mulghah, maslahat yang ditolak).“ Misalnya maslahat atau

manfaat yang muncul dari meminum khamar. Diketahui ada kenikmatan

23gyarifuddin, Ushul Figh 2, 374.

“%Contoh dalam Kkategori maslahah mu’tabarah adalah demi untuk melindungi
kelestarian hidup manusia, Allah menshariatkan kewajiban gisas, hukum rajam, had
perzinaan, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum warisan 2:1, dan lain-lain. Lihat
Imam Nakhe’i dan Wawan Juandi, Revitalisasi Ushul Figh Dalam Proses Istinbath
Hukum Islam, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), 275.

*al-Rum [30] 31.

*'%al-Bagarah [2] 185

2Contoh, dalam masyarakat modern, di mana diskriminasi gender mulai digugat, urusan
kelangsungan hidup berkeluarga tidak lagi hanya dibebankan pada pundak suami, kaum
perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang pengetahuan, maka
presiden atau kepala negara tidak harus laki-laki, pembagian waris tidak lagi 2:1, boleh
saja 1:1 atau justru dibalik, untuk perempuan 2 dan untuk laki-laki 1, serta lain
sebagainya. Imam Nakhe’i dan Wawan Juandi, Revitalisasi Ushul Figh,.... 276.
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bahkan ada manfaat yang akan diperoleh dari meminum khamar, tetapi al-
Qur’an menolaknya dan bahkan menyatakan mudarat khamar lebih banyak
dari manfaatnya (al-Bagarah [2]: 129). Karena itu turun waktu untuk
melarangnya, yang paling tegas daripadanya adalah al-Maidah (5) ayat 90.
Ketiga, maslahat yang tidak disinggung secara jelas, baik untuk ditolak
maupun untuk diterima, tetapi secara tidak langsung didukung atau paling
kurang sejalan dengan nas yang umum (al-masal/ik al-mursalah, maslahat
yang dikirim).?® Maslahat kelompok yang ketiga ini tidak mempunyai
dasar nas khusus (dalil langsung) sebagai sumber pengambilan atau
sandarannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil umum atau
barangkali lebih tepat dapat dikembalikan kepada prinsip umum yang
diambil dari ayat atau hadith.?**

Menurut para ulama, maslahat jenis (kategori) pertama
(al-mu 'tabarah) harus diterima bahkan menjadi salah satu dasar utama
kegiatan penalaran yang biasanya dikaitkan dengan penalaran ta liliah.
Adapun maslahat jenis kedua (al-mulghah) tidak boleh digunakan, karena

ditolak oleh al-Qur’an. Adapun maslahat jenis yang ketiga (al-mursalah),

20pda banyak contoh maslakah al-mursalah yang telah diberikan para ulama di
antaranya kodifikasi al-Qur’an, membuat mata uang, memerangi orang yang enggan
membayar zakat, pajak, menciptakan lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya.
Imam Malik adalah sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan term magslakah
al-mursalah dan sekaligus mewujudkannya sebagai sumber hukum Islam. Imam
al-Ghazali menyebutnya dengan al-istislak, pakar Usul Figih mutakallimin menyebut
dengan al-munasib al-mulaim. Sementara Imam Haramayn dan al-Sam’ani menamainya
dengan al-istidlal. Lihat Imam Nakhe’i dan Wawan Juandi, Revitalisasi Ushul Figh,....
276-277.

2! Abubakar, Metode Istislahiah, 43. Lihat Syarifuddin, Ushul Figh 2, 377-379.
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menjadi perbincangan para ulama usul, ada yang menerimanya dan ada
yang menolaknya.?*?

Jumhur ulama, seperti tercermin dalam pendapat al-Ghazali, cenderung
tidak menerima hasil istinbat dengan masalik al-mursalah (istislahiah)
sekiranya tidak didukung oleh nas yang khusus (langsung). Menurut
mereka, berdalil dengan masalik al-mursalah, yang hanya didukung dalil
umum, tanpa dukungan dalil khusus sama dengan membuat hukum shara’
tidak berdasarkan nas. Dengan kata lain menurut kelompok ini, membuat
hukum shara’ hanya berdasarkan metode (pertimbangan) masalih
al-mursalah tidak dapat diterima karena sama maknanya dengan membuat
hukum shara’ berdasar pertimbangan subjektif (bahkan sangat
subjektif).?*®

Berbeda dengan pendapat jumhur, ada sekelompok ulama yang
kebanyakannya bermazhab Maliki dan Hanbali, yang cenderung
menerimanya walaupun tidak didukung oleh nas khusus sejak masa awal
kelahiran mazhab. Menurut mereka maslahat jenis ketiga ini akan dapat
diterima dalam penalaran apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Imam
Malik, sebagaimana disimpulkan Abti Zahrah menyebutkan tiga syarat.
Pertama, masalih al-mursalah tersebut sejalan dengan magasid al-shari’
(tujuan penshari’atan atau hukum Allah SWT). Maksudnya maslahat
tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip shariah dan dalil yang

qath’i, walaupun tidak didukung oleh suatu nas yang khusus. Kedua,

222gyarifuddin, Ushul Figh 2, 379-380.
2B phubakar, Metode Istislahiah, 44.
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maslahat (masalih al-mursalah) tersebut dianggap logis dan relevan
sehingga dapat diterima oleh akal sehat, pikiran jernih, dan hati nurani
masyarakat luas. Ketiga, penerimaan maslahat (masalik al-mursalah)
tersebut akan memberikan kemudahan serta kelapangan; maksudnya kalau
maslahat tersebut tidak diterima, maka orang dan masyarakat akan jatuh ke
dalam kesukaran dan kesulitan.?*

Al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) telah menulis suatu bab di dalam
bukunya al-Mustasfa untuk membahas otoritas maslahat sebagai
pertimbangan penetapan hukum, dan untuk menjelaskan mekanisme
penggunaannya agar dianggap memenuhi syarat. la membagi maslahat
dari segi pengakuan shara’ menjadi mu tabarah, mulghah, dan mursalah;
sedang dari segi kekuatannya dibagi menjadi dlaririyyat, hajiyyat, dan
tahsiniyyat, sedang dari segi kebutuhan makhluk (yang ingin dilindungi
Khalik) dibagi menjadi lima, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Menurut al-Ghazali maslahat dapat digunakan apabila bersifat
dlarurah, gath’iyyat dan kulliyah. Lebih dari itu, harus sejalan dengan
maksud (mempunyai dasar dari) ayat dan Hadith dalam jumlah yang relatif
banyak (ghairu munhasirah), serta didukung pula oleh ijma’, dan diproses
melalui pencarian dan pembedaan ‘illat (tafaruq al-amarat).??

Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam menulis sebuah buku tentang hal ini
yang diberi judul Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Dalam buku ini

dia menguraikan banyak ketentuan figih yang menurutnya mengandung

?*Muhammad Abi Zahrah, Usal al-Figh, ( Kairo: Dar al-Fikr al-*Araby, 1958), 279-280.
Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, lImu Usal al-Figh, (Kuwait: Dar al-‘Ilm), 86-87.
22 Abubakar, Metode Istislahiah, 45-46.
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maslakat al-mu tabarah, al-mulghah (mafsadat), ataupun mursalah
disertai dengan penjelasan dan alasannya. la juga menguraikan ketentuan-
ketentuan yang tidak secara langsung mengandung maslahat, tetapi
merupakan wasilah (jalan) untuk memperoleh maslahat ataupun wasilah
untuk menghindarkan mafsadat.

Adapun Najm al-Din al-Tafi al-Baghdadi®® sering disebut sebagai
(pertimbangan utama) dalam merumuskan (menemukan) hukum shara’.
Menurut al-Taff, maslahat harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara
sungguh-sungguh dalam setiap penyimpulan hukum (al-hukm al-shar’i)
dari nas, karena maksud dan tujuan diturunkan (dibuat)-nya hukum adalah
menjaga kemaslahatan manusia. Bahkan seandainya ada nas yang tidak
sejalan dengan maslahat, maka nas itu harus ditakwilkan, dan dipahami

sedemikian rupa, karena maslahat menjadi penentu atas nas.**’

2Al-Tafi memiliki nama lengkap Abii al-Rabi’ Sulaiman ibn Abd al-Qawi ibn Abd
al-Karim AbT Sa’id, yang kemudian dinisbatkan kepada Thufa, sebuah desa di dataran
Baghdad (Irak), di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. la lahir pada 657 H., namun ada
juga yang mengatakan bahwa ia lahir pada 675 H. Sebagaimana menyangkut tahun
kelahirannya yang tidak ada kata sepakat di antara para ahli sejarah, tahun wafatnya juga
menyimpan kontroversi. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa al-Tafi wafat pada
tahun 716 H., sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa ia wafat pada 711 H.
Al-Tuft dikenal sebagai pemikir muslim yang menyerukan liberalisme dan transparansi
pemikiran keagamaan. la dikenal sebagai tokoh yang berani menentang arus pemikiran
mainstream. Sebagai akibatnya, sejarah buram mencatat diri al-Tuft sejak baru dua hari
menginjakkan kakinya di Kairo. Di bawah kekuasaan Qadi Sa’d al-Din al-Harithi yang
berhaluan tradisionalisme-ahli hadith, ia dikenakan hukuman ta’zir dan harus
mengelilingi beberapa jalan raya di Kairo, serta dipenjara selama beberapa hari sebelum
diasingkan ke tempat lain, Qaush. Selengkapnya lihat Abu Yasid, Islam Akomodatif
Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, (Yogyakarta: LKiS, 2004),
105-106.

2T pbubakar, Metode Istislahiah, 49-50. Berkaitan dengan maslahah ini, tawaran
al-Shatibi dan al-Tufi niscaya untuk dicermati. Al-Shatibi mengklasifikasikan hukum
Islam dalam dua wilayah: (1) wilayah ibadah dan (2) wilayah muamalah. Sementara
al-Tafi mengkategorikannya menjadi dua wilayah pula, yaitu (1) wilayah ibadah dan
mugaddarat dan (2) wilayah adat dan muamalat. Menurut al-Tufi dan al-Shatibi,
kebijakan akal manusia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan atau mengubah
“kemaslahatan” dalam hukum Islam kategori muamalat dan adat. Sementara dalam
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Puncak perkembangan dan penggunaan maslahat sebagai prinsip
bahkan metode penalaran dalam usul figih, terjadi di tangan Abu Ishaq
al-Shatibi al-Gharnati, (w. 790 H/ 1388 M), yang telah berusaha
melakukan semacam penyempurnaan dan bahkan pembaruan. Dalam
bukunya al-Muwafaqgat, beliau berupaya mengaitkan uraian tentang
maslahat dengan uraian tentang magqasid al-shariah (tujuan shariat) secara
lebih erat dan sungguh-sungguh, dan menjadikannya sebagai salah satu
syarat untuk kebolehan berijtihad. Pembahasan ini dia jadikan topik yang
berdiri sendiri dalam usul figih. Al-Shatibi berupaya menguraikan
maslahat secara lebih sistematis dan komprehensif, yang menjadi bagian
penting bahkan paling penting dari usul figih yang dia sebut dengan nama
magasid al-shartah.?*®

Lalu bagaimana al-Shatibi memandang keterkaitan antara maslahat dan
magqasid al-shariah ini? Menurut al-Shatibi, maslahat kelompok yang
ketiga ini (maslahak mursalah, istislahiah) yang oleh jumhur ulama
dianggap sebagai maslahat yang tidak disinggung di dalam al-Qr’an dan
Sunnah atau hubungan dengan ayat al-Qur’an dan Hadith-hadith
Rasulullah. Menurut al-Shatibi, maslahat ini akan dianggap mempunyai

hubungan dengan al-Qur’an dan Hadith apabila dapat didudukkan atau

hukum Islam kategori ibadah menurut al-Shatibi dan kategori ibadah dan mugaddarat
menurut al-Tafi adalah hak prerogratif =~ Tuhan—melalui teks-teks—Nya untuk
menetapkan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Manusia dalam hal ini tidak boleh
menolaknya. Lihat Imam Nakhe’i dan Wawan Juandi, Revitalisasi Ushul Figh, 285.

228 Abubakar, Metode Istislahiah, 49-50.
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diberi tempat dalam kategori-kategori magasid al-shariah yang dia
perkenalkan secara relatif sistematis, mencakup, dan hierarkis.**°

Menurut al-Shatibi, dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an
Hadith-hadith secara teliti, baik yang bersifat khusus (spesifik, nas khusus)
yang menjadi dalil untuk sesuatu masalah maupun yang bersifat umum
(nas umum) vyang berisi prinsip-prinsip, akan diketahui adanya
kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh al-Qur’an pada setiap
perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan Allah. Inilah yang
disebut sebagai maslahah yang ingin dijaga, dipenuhi dan dilindungi oleh
al-Qur’an, atau lebih tepatnya yang akan menjadi magqasid al-shariah.
Ketika suatu pekerjaan tidak diketahui hukum shara’-nya karena tidak ada
nas langsung yang bisa dirujuk sebagai dalil, maka pekerjaan tersebut
perlu ditentukan kedudukannya dalam hierarki (kategori) magasid
al-shariah. Lalu berdasar kedudukannya dalam hierarki magqasid tersebut
ditetapkan hukum shara’nya. Dengan kata lain hukum shara’ tersebut
ditetapkan berdasar maslahat yang terkandung di dalamnya. Rangkaian
kegiatan inilah yang diberi nama sebagai penalaran yang menggunakan

metode masalih mursalah atau istis/ahiah.%°

2K ategorisasi maslahah tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir pendapat yang
mengatakan bahwa penetapan hukum berdasarkan maslahah adalah merupakan dorongan
nafsu dan kehendak personal semata. Selain karena tingkat kemaslahatan dalam berbagai
masa memang tidak sama dan selalu berubah-ubah. Selengkapnya lihat Syarifuddin,
Ushul Figh 2, 232-252.

2% Abubakar, Metode Istislahiah, 55.
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g. Figih Nusantara dan berbagai Pendekatannya

Secara lebih populer, figih biasanya didefinisikan dengan al- ‘ilm bi
al-ahkam al-shar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatiha
al-tafsiliyyah (ilmu mengenai hukum-hukum shar’i (hukum Islam) yang
berkaitan dengan perbuatan/tindakan [bukan agidah] yang didapatkan dari
dalil-dalilnya yang spesifik). Figih juga didefinisikan dengan majmii’at
al-ahkam al-shar’iyyah al-‘amaliyyah al-mustafadah min adillatiha
al-tafsiliyyah  (kumpulan hukum shar’i  yang [berkaitan dengan]
perbuatan/tindakan [bukan akidah] yang terambil dari dalil-dalilnya yang
spesifik). Definisi lebih singkat adalah yang diberikan oleh Abu Ishaq
al-Shirazi, yaitu “mengetahui (menemukan) hukum shar’i yang caranya
dengan ijtihad” (ma rifat al-ahkam al-shar’iyyah allati tariquha al-ijtihad.
Setelah menjadi suatu disiplin tersendiri, istilah figih—atau sering pula
disebut dengan “fiqih Islam”—biasanya diartikan dengan “hukum Islam”
atau ada yang menyebut dengan “hukum positif Islam.”?%

Sedangkan Nusantara adalah wilayah atau kawasan yang merujuk
pada Indonesia dan sekitarnya di Asia Tenggara, tetapi tidak mencakup
secara keseluruhannya, karena tidak semua Asia Tenggara dimasuki Islam
atau diairi oleh fondasi Islam. Nusantara di sini mencakup Indonesia
beserta wilayah-wilayahnya, dan bangsa-bangsa sekitarnya yang memiliki

hubungan dengan tradisi penyebaran Islam di zaman awal, bangsa-bangsa

yang dipisahkan oleh lautan (nusa: bangsa, antara: dipisah lautan). Dalam

#1Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan

Hukum Nasional, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 12-13.
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konteks negara bangsa saat ini, yang dimasukkan dalam konsep Nusantara
adalah Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, dan beberapa daerah
lain dengan pertimbangan tertentu, seperti Timor Leste.?*

Ahmad Baso menggambarkan tentang figih Nusantara sebagai
pemahaman keagamaan dari para ulama nusantara yang menunjukkan
sebuah karakter dan identitas ulama Nusantara yang memahami dan
mengenal dengan baik kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.
Ulama Nusantara dengan meminjam istilah Sahal Mahfudz adalah mereka
yang “faqihun fi masalih al-khalqi. Fagihun berarti paham dan mengerti
dan ahli dalam hukum-hukum figih. Fi masalih al-khalqi berarti
kemaslahatan umat manusia.?*

Dalam kesatuan arti fagihun dan masalih al-khalgi itulah menurut
Baso lahir figih Nusantara. Karena figih Nusantara-lah yang mempunyai
segudang pengalaman bagaimana mewujudkan kemaslahatan bagi umat
manusia berangkat dari contoh teladan pengalaman ulama-ulama dalam
mengajarkan dan mengamalkan hukum-hukum figih dalam konteks
masyarakat Nusantara. Sehingga ini bisa menjadi kiblat bagi penerapan
figih Islam untuk perdamaian dan kemaslahatan umat manusia di atas

permukaan bumi ini. Baso mengambil contoh, Hadratus Syeikh K.H.

Hasyim Asy’ari, pendiri NU, menghadapi masyarakat yang suka main

Z2Tim Penulis JNM, Gerakan Kultural Islam Nusantara, (Yogyakarta: Jamaah Nahdliyin
Mataram (JNM)-Panitia Muktamar NU Ke-33), 3-4.

23 Ahmad Baso, Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma’ Ulama Indonesia, Jilid 1,
Dialog-dialog Santri-Kiai tentang Studi Islam dan Kajian ke-Indonesia-an dari PBNU
(Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk Dunia, (Jakarta: Pustaka
Afid, 2015), 138-139.
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judi. Beliau jelas tidak menggunakan cara kekerasan memberantas
perjudian. Tapi beliau menggunakan pendekatan kemaslahatan untuk
mengajak masyarakat ke jalan yang benar secara perlahan dan sabar;
beliau ikut main judi, lalu bisa mengalahkan para preman pelaku judi,
hingga mereka bertekuk lutut dan mau menjadi santri dan berguru pada
pendiri Pesantren Tebuireng ini.”** Model pendekatan dakwah seperti
inilah yang menjadi acuan dari para pengusung figih Nusantara yang
mengedepankan budaya santun dan memahami kearifan-kearifan lokal
Nusantara.”*®

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam menurut Qodri Azizy
istilah figih mengalami perkembangan yang mencakup setidaknya tiga
fase. Pertama, istilah figih berarti “paham” (fahm/understanding) yang
menjadi kebalikan dari dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah
“ilm” (menerima pelajaran) terhadap nas yakni al-Qur’an dan sunnah atau
hadith Nabi yang keduanya sering disebut the authoritative given. Dalam
tahap ini, figih dipakai untuk memahami dan membuat deduksi dari makna
ayat-ayat al-Qur’an atau sunnah Nabi. Dengan demikian figih identik

dengan makna ra’y (pendapat pribadi fugaha atau ahli figih). Dengan kata

24K omitmen K.H. Hasyim Asy’ari dalam mendakwahkan figih yang toleran dan

berporos pada kemaslahatan dapat dilihat dalam dua buku yang merefleksikan
perjuangannya dalam meletakkan dasar-dasar Islam rahmatan lil ‘alamin. Selengkapnya
lihat Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim  Asy’ari Moderasi, Keumatan, dan
Kebangasaan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara). Lihat juga Ahmad Muhibbin
Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaa'ah
(Surabaya: Khalista, 2010).

#%Baso, Islam Nusantara, 139. Dalam hal ini figih Nusantara berupaya menawarkan
model penafsiran yang berpijak pada terpenuhinya kemaslahatan manusia baik secara
khusus (kemaslahatan yang berdimensi individual) maupun umum (kemaslahatan yang
berdimensi sosial). Lihat Ali Ibn Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tashri’ wa Falsafatuhu
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1999), 30.

164



lain, figih mengacu pada proses aktifitas untuk memahami atau
menafsirkan al-Qur’an atau sunnah Nabi. Kedua, figih dan “ilm” keduanya
mengacu pada pengetahuan (knowledge) yang berarti identik. Di sini figih
mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama
secara umum yang meliputi ilmu kalam, tasawuf, dan lainnya, tidak hanya
pengetahuan yang berkaitan dengan hukum. Dalam fase ini muncul istilah
al-Figh al-Akbar (Figih Maha Besar) karya Abu Hanifah yang berisi
teologi dan tidak mencakup masalah hukum, kecuali satu baris mengenai
mas al-khuffayn (mengusap dua khuff [semacam kaus kaki terdiri dari
kulit] tanpa harus membasuh kaki dalam berwudhu’). Dalam fase ini figih
mencakup aspek-aspek selain hukum seperti, teologi, tasawuf dan lainnya,
tetapi terdapat ciri utama yang menunjukkan karakter utamanya yaitu
berupa intelektual dan pemikiran.?*®

Ketiga, figih berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam
atau ilmu-ilmu keislaman, yakni hanya disiplin “hukum Islam” dan ada
yang menyebutnya dengan hukum positif Islam atau ilmu hukum Islam.
Sebagai sebuah disiplin berarti merupakan sebuah produk, yaitu pada
hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha’ atau mujtahid.
Berbicara mengenai produk berarti ada proses untuk menuju produk akhir
tersebut. Dalam hal ini ada dua proses yang perlu diperhatikan yaitu: >’

1. Upaya memehami secara langsung terhadap nas (teks) atau wahyu

(al-Qur’an dan sunnah Nabi). Ini berarti sangat didominasi oleh proses

28 Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, 3-4.
21 Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional...., 4-5.
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berpikir dengan metode deduktif dari nas tersebut. Di sinilah ilmu usul

figih dipelajari secara detail dan panjang lebar.

2. Upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk
langsung oleh nas. Dengan kata lain, hasil ijtihad mujtahid yang telah
berusaha menetapkan atau menemukan hukum Islam terhadap kasus-
kasus yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur’an atau
sunnah Nabi. Upaya yang demikian ini menggunakan dua model
proses berpikir: (a) ketika menggunakan sumber (metode) analogi atau
giyas berarti masih melakukan proses berpikir dengan metode
deduktif; (b) sedangkan ketika menggunakan sumber (metode) istislaz
(maslakah) atau istihsan dan ‘urf berarti melakukan proses berpikir
dengan metode induktif. Dalam fase ini, figih sudah menjadi sebuah
disiplin yakni hukum Islam yang berarti mempunyai definisi
tersendiri, yang juga berarti sekaligus dijadikan objek studi. Istilah
yang sering dipakai adalah hukum Islam, figih, hukum shar’i, atau
bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan istilah “shariah” dalam
pengertian yang identik dengan figih tersebut.

Hal senada diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid terkait
perkembangan figih tersebut. Menurutnya, shariah dalam artinya semula
adalah totalitas cara hidup yang dianut oleh kaum muslimin. Kemudian ia
menyusut dalam pengertian dan digunakan hanya untuk sejumlah aturan
formal yang diundangkan melalui perangkat kenegaraan. Kemudian

lambat laun ia lebih banyak diartikan sebagai hukum agama atau figih.
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Dan pengertian inilah yang kemudian dibakukan oleh NU secara intern.
Dengan tidak menutup kemungkinan adanya partikel-partikel shariah yang
diundangkan, seperti halnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974, pada dasarnya shariah dalam pengertian orang NU adalah
pengertiannya sebagai hukum agama itu.?*® Umpamanya saja, akomodasi
terhadap kepercayaan setempat (al- ‘urf, al- ‘adah) tidak boleh bertentangan
dengan shariah, dengan sendirinya arti shariah itu di sini adalah hukum
agama. Jadi terwujudnya shariah tidak tergantung pada penumbuhan
undang-undang negara, walaupun tidak tertutup upaya untuk melakukan
hal itu.

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa dalam konteks
kehidupan bernegara, dengan sendirinya pengertian shariah sebagai hukum
agama itulah yang relevan, bukannya sebagai undang-undang negara.
Dengan demikian, pemberlakuan shariah adalah melalui persuasi kepada
masyarakat, bukannya melalui pengundangan, atau dengan kata lain
melalui kesadaran masyarakat sendiri, atau lebih tepatnya sebagai etika
sosial atau akhlak masyarakat (sudah tentu akhlak dalam arti luas,
bukannya sekadar tata susila belaka).?*®

Sebagaimana disinggung di depan bahwa figih nusantara merupakan
salah satu komponen dari model Islam Nusantara yang belakangan ini
sedang ramai diperbincangkan. Sebagai rule of model dari manifestasi

masyarakat nusantara, figih nusantara memiliki beberapa metodologi

#8Abdurrahman Wahid dalam Kata Pengantar Einar Martahan Sitompul, NU dan
Pancasila, (Yogyakarta: LKiS, 2010), xvi.
#%Wahid dalam Kata Pengantar Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, xvi.
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dalam penetapan dan perumusan hukum Islam, yaitu, pertama, maslasah
al-mursalah, kedua, istizsan, dan ketiga, al- ‘urf.

Mengenai maslasah al-mursalah telah dikemukakan di depan dan
tidak akan disinggung terlalu panjang lagi. Menurut Abdul Mogsith
Ghazali para ulama yang menyepakati maslahat sebagai sumber hukum
Islam berkata, di mana ada maslahat maka di situ ada shariat, dan di mana
ada shariat di situ ada maslahat. (haithuma kanat al-maslahah fathamma
shar’u Allah wa haithuma kana al-shar’u fathamma al-maslakah). Ini
berarti, tak ada pertentangan antara nas shariat dan maslahat. Demikian
pentingnya kemaslahatan tersebut, maka kemaslahatan yang tak diafirmasi
oleh teks al-Qur’an-hadith pun bisa dijadikan sebagai sumber hukum.
Tentu dengan catatan, kemaslahatan itu tak dinegasi nas al-Qur’an-
Hadith.**

Jika acuan penerapan hukum adalah dosis kemaslahatan dan
kemafsadatan yang ditimbulkannya, maka boleh jadi para ahli figih
menerapkan hukum A di satu tempat dan menerapkan hukum B di tempat
lain. Sebab tidak mustahil bahwa sesuatu bernilai maslahat di satu tempat,
dan menimbulkan kemafsadatan di tempat lain. Karena itu, perubahan-
perubahan hukum sangat mungkin terjadi seiring dengan perubahan situasi
dan kondisi masyarakat. Sebuah kaidah fiqih menyebutkan, “taghayyur

al-fatwa wa ikhtilafuha bi hasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa

#0Abdul Mogsith Ghazali, Metodologi Islam Nusantara, (ed). Akhmad Sahal dan
Munawir Aziz, Islam Nusantara Dari Ushul Figh Hingga Paham Nusantara, (Bandung:
Mizan Pustaka, 2015), 107-108.
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al-ahwal wa al-niyyah wa al- ‘awaid” (perubahan fatwa dan perbedaannya
mengikuti perubahan situasi, kondisi, niat dan tradisi).?**

Sebagai contoh, Khalifah Umar pernah tak memotong tangan para
pencuri saat krisis, tak membagi tanah hasil rampasan perang, tak memberi
zakat pada para muallaf. Khalifah Umar juga pernah memutuskan bahwa

(13

seorang suami yang berkata pada istrinya dengan ungkapan, “aku
menceraikan kamu tiga kali cerai”’, maka baginya jatuh tiga kali talak.
Keputusan-keputusan Khalifah Umar banyak ditolak sahabat Nabi lain.
Ketika dihujani kritik karena kesukaannya mengubah-ubah kebijakan,
Khalifah Umar menjawab, “dzaka ‘ala ma qadaind, wa hadza ‘ala ma
nagdi” (itu keputusanku yang dulu, dan ini keputusanku yang sekarang).

Perubahan kebijakan ini ditempuh Khalifah Umar setelah memperhatikan

perubahan situasi dan kondisi di lapangan.?*?

#IAbdul Mogsith Ghazali, Metodologi Islam Nusantara, (Ed). Akhmad Sahal dan
Munawir Aziz, Islam Nusantara...., 108.

23ejalan dengan contoh kasus tersebut dalam pandangan Amir Syarifuddin pentingnya
penggunaan pendekatan maslahah di era kontemporer ini. Menurutnya kita akan kesulitan
menemukan dalil nas atau petunjuk shara’ untuk mendudukkan hukum dari kasus yang
muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan
metode giyas, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nas al-Qur’an dan Sunnah
atau ijma ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu mungkin ada
beberapa syarat giyas yang sulit terpenuhi. Dalam kondisi seperti inilah metode maslaszah
al-mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk
mengeliminasi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap dan
kehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan maslakah al-mursalah ini sebaiknya
dilakukan secara bersama-sama. Lihat Syarifuddin, Ushul Figh 2, 387-388.
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Umar Ibn Khattab adalah salah seorang khalifah yang paling banyak
menggunakan maslakah al-mursalah.?*® Dengan maslakah al-mursalah,
maka penerapan hukum Islam menjadi sangat dinamis, tidak statis dan
kaku. Kita bisa mengembangkan maslakah al-mursalah ini dalam konteks
sekarang. Misalnya, dalam al-Qur’an dan Hadith tak ada penjelasan agar
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu dipisahkan. Bahkan pada
zaman dahulu. Tiga kekuasaan itu berada di satu tangan, yaitu di tangan
Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang
jujur, adil, dan bersih, maka penumpukan tiga kekuasaan itu tak menjadi
masalah. Bahkan, kekuasaannya menjadi sangat efektif. Karena itu, para
ulama Nusantara meyakini bahwa pembagian kekuasaan adalah sebuah
kemaslahatan. Sungguh bahaya jika tiga kekuasaan itu berada di tangan
pemimpin yang zalim. Karena itu, trias politika bisa diterima dengan dalil
maslakah al-mursalah.

Dalil maslakah al-mursalah ini juga telah dipakai para ulama untuk
menerima Pancasila sebagai asas dalam bernegara. Nahdlatul Ulama telah

menetapkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar bernegara

23gyarifuddin, Ushul Figh, 384. Contoh klasik pada masa sahabat yang dapat
dikemukakan di sini misalnya pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan
sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa
Umar ibn Khatthab, penyatuan cara baca al-Qur’an (gira’af) pada masa Utsman, dan
lainnya. Bahkan banyak terlihat maslakah yang digunakan para sahabat itu berlainan
dengan dalil nas yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau membayar zakat
pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberi hak zakat untuk muallaf pada masa
Umar, dan diberlakukannya adzan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan. Lihat
Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), 211-212.
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merupakan keputusan final.>** Ini karena para kiai NU menyadari bahwa
tak ada dalil yang menyuruh sekaligus yang melarang Pancasila dijadikan
sebagai dasar negara. Tentang Pancasila para kiai berkata: Pertama, tak
ada satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan al-Qur’an dan
Hadith. Bahkan, sila-silanya selaras dengan pokok-pokok ajaran Islam.?*®

Kedua, dari realitas politik, Pancasila ini bisa menjadi payung politik yang
menyatukan seluruh warga negara yang plural dari sudut etnis, suku dan
agama. Para kiai menyadari, jika al-Qur’an dan hadith dipaksakan sebagai
asas dan konstitusi negara Indonesia, maka Indonesia akan terancam
disintegrasi yang mengarah pada konflik berkepanjangan. Dengan kaidah
fiqih, dar’u al-mafdasid muqaddam ‘ala jalb al-manafi’, (menolak
kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan), maka
para kiai tak ragu untuk menerima Pancasila sebagai asas dalam bernegara

dan bukan asas dalam beragama (Islam).

*|jtihad sosial tentang penerimaan Pancasila sebagai asas dalam bernegara ini
merupakan kontribusi tak ternilai dari PBNU terutama peran K.H. Ahmad Siddiq dari
Jember. K.H. Ahmad Siddig sudah sejak lama menyampaikan bahwa Pancasila tidak
bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini PBNU membentuk kajian Tim yang
dipimpin oleh K.H. Ahmad Siddiq dan puncaknya dibahas pada Munas Ulama NU di
Asembagus Situbondo pada Desember 1983. Hasil kajian Tim itu disetujui Munas, tetapi
masih memerlukan keputusan Muktamar NU. Maka, pada Desember 1984 di Asembagus
diselenggarakan Muktamar NU ke-27. Dalam Muktamar terjadi perdebatan sengit di
dalam komisi yang membahas masalah tersebut. Berkat ketokohan dan kemampuan K.H.
Ahmad Siddiq dalam menjelaskan dan mempertahankan argumentasi, maka Muktamar
menerima Pancasila. Lihat Wahid, Salahuddin. NU 30 Tahun Menerima Pancasila. Dalam
Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir (Eds.). Nasionalisme dan Islam Nusantara. (him.
13-14). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara dan PP Lakpesdam NU.

**Ghazali, Metodologi Islam Nusantara, (ed). Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Islam
Nusantara, 109.
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Metodologi kedua yang diapresiasi oleh para ulama nusantara adalah
istihsan. Secara etimologi, istizsan berarti “menganggap dan menyatakan

baiknya sesuatu” (‘add al-sha’i hasanan).?*

Ulama Malikiyyah
mendefinisikan istihsan sebagai upaya meninggalkan hukum umum (/ukm
al-kulli) dan mengambil hukum pengecualian (hukm al-juz’i);
meninggalkan giyas jali (analogi yang terang) dan mengambil giyas khafi
(analogi yang samar).?*” Ulama Hanafiyah membagi istinsan ke dalam
enam bagian.?*® Pertama, istizsan bi al-nas, yaitu istihsan berdasarkan
teks al-Qur’an atau Hadith. Artinya, Allah dan Nabi Muhammad sendiri
yang mengecualikan hukum satu kasus dari hukum umumnya.

Kedua, istihsan bi al-ijma’, yaitu istihsan yang didasarkan pada konsensus
para ulama. Artinya, melalui mekanisme ijma’ bisa saja para ulama
membuat satu ketentuan yang “menyimpang” dari ketentuan umum.
Ketiga, istihsan bi al-giyas al-khafi, yaitu istihsan yang didasarkan pada
giyas yang tersembunyi. Keempat, istizsan bi al-maslakah, yaitu istihsan
yang didasarkan pada kemaslahatan. lbn Rusyd berkata bahwa pengertian
istihsan adalah al-iltifat ila al-maslahaZ wa al-‘ad/, yaitu berpaling dari

satu dalil untuk merujuk pada kemaslahatan dan keadilan. Kelima, istizsan

bi al-dararah, yaitu istihsan yang didasarkan pada kondisi darurat. Artinya

26gyarifuddin, Ushul Figh, 346-347.

#TDefinisi tersebut mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan
hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena
dalam keadaan tertentu mujtahid terbut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat
khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang
ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu. Lihat
Syarifuddin, Ushul Figh, 348.

#®Ghazali, Metodologi Islam Nusantara, 110-111.
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dalam kondisi darurat bisa saja seorang mujtahid tak menerapkan hukum
umum. Misalnya tak ada yang menyangkal bahwa memakan babi bagi
orang Islam adalah haram. Namun, orang yang jiwanya terancam karena
kelaparan, dibolehkan bahkan diwajibkan memakan babi. Keenam,
istizsan bi al- ‘urf, yaitu istihsan yang didasarkan pada tradisi masyarakat.
Misalnya, disebut dalam shariat bahwa menutup aurat bagi perempuan
muslimah adalah wajib. Namun, dikalangan para ulama terjadi perselisihan
mengenai batas aurat. Ada ulama yang longgar, tapi ada juga ulama yang
ketat dengan menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan bahkan
suaranya adalah bagian dari aurat yang harus disembunyikan. Keragaman
pandangan ulama mengenai batas aurat tersebut tak ayal lagi berdampak
pada keragaman ekspresi perempuan muslimah dalam berpakaian. Ada
pakaian perempuan muslimah di Nusantara yang membiarkan kaki bahkan
separuhnya betisnya kelihatan. Perhatikanlah pakaian istri tokoh-tokoh
Islam Indonesia zaman dahulu. Mereka memakai kain-sampir, baju
kebaya, dan kerudung penutup kepala, dan membiarkan tapak kaki dan
bagian paling bawah betisnya tersingkap ke publik. Itulah istizsan bi
al- ‘urf.

Metodologi ketiga dalam kerja penetapan dan perumusan hukum
Islam model figih nusantara adalah al- ‘urf (tradisi lokal). Sebuah kaidah

menyatakan:*°

il IS o jally il

#97ahrah, Ugil al-Figh, 273. Lihat juga Khallaf, llmu Usil al-Figh, 90.
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“Sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi sama belaka kedudukannya
dengan sesuatu yang ditetapkan berdasar al-Qur’an dan Hadith”.

Kaidah figih lain menyatakan:

A&aa3alall

“Adat bisa dijadikan sumber hukum”. Demikian penting kedudukan ‘urf
dalam Islam, maka usul figih memberi mandat pada ‘urf-tradisi untuk
men-takhsis lafal umum yang belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya
dalam al-Qur’an dan Hadith. Itulah yang disebut takhsis bi al- ‘urf.

Dalam kaitan itu, Jalal al-Din al-Suyuti dalam al-Asibah wa al-Naza 'ir
berkata:**°

o) (4 e pdadll AV gad Al ey laa Wy lilhe g il 4305l dS
“Sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya secara mutlak—tanpa
batasan—Xkriteria, baik dalam aspek shariat maupun dalam aspek bahasa,
maka sesuatu itu harus dikembalikan pada ‘urf-tradisi”.**

Ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai Kkreasi-kreasi
kebudayaan masyarakat. Sejauh tradisi itu tak menodai prinsip-prinsip
kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu
mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada

alasan untuk melestarikan. Dengan demikian, metodologi yang digunakan

figih nusantara dalam hal ini—‘urf—tak menghamba pada tradisi karena

#0Jalal al-Din al-Suyati, al-Ashbah wa al-Naza’ir fi al-Furi’ (Surabaya: al-Hidayah,
1965), 69.
»IGhazali, Metodologi Islam Nusantara, 113.
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tradisi memang tak kebal kritik. Sekali lagi, hanya tradisi yang

menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan.?*?

Itulah petunjuk pelaksanaan figih nusantara dalam menyikapi tradisi-
budaya masyarakat. Itu sebabnya dalam beberapa kasus para ulama
menggunakan strategi kebudayaan dalam mendakwahkan Islam. Sunan
Kalijaga menggunakan Wayang Kulit sebagai media dakwah. la
memasukkan kalimah shahadat dalam dunia pewayangan. Doa-doa,
mantera-mantera, jampi-jampi yang biasanya berbahasa Jawa ditutupnya
dengan bacaan dua kalimah syahadat. Dengan cara ini, kalimah syahadat
menjelma dihampir semua mantera-mantera yang populer di

masyarakat.?*®

%2pada intinya shariah Islam tidak pernah menepikan realitas masyarakat. Pada tataran
implementasinya, pemaknaan keberagamaan di masyarakat mengambil bentuk dan warna
yang beragam. Keberagaman tersebut tiada lain karena ada pengaruh yang sangat
signifikan dari tradisi yang berkembang di masyarakat. Pola masyarakat Islam di Timur
Tengah (misalnya, Irak) jelas sangat berbeda dengan pola yang dianut oleh masyarakat
Jawa. Rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam
mengambil tiga pola. Pertama, shariah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang
sebagian yang lainnya. Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang
lain, dengan melakukan penambahan dan pengurangan di sana sini. Dan ketiga, Islam
mengadopsinya secara utuh tanpa adanya perubahan bentuk dan identitasnya. Tapi dari
ketiga pola adopsi ini, Islam sendiri sama sekali tidak mengubah hukum-hukum inti,
konsep-konsep dasar, apalagi nas-nas gath’i-nya. Selengkapnya lihat Nakhe’i dan
Juandi, Revitalisasi Ushul Figh, 128-129.

®3Dalam pandangan Masdar F. Mas’udi keislaman seperti inilah yang secara arif
dipahamkan dan ditanamkan di Nusantara oleh para guru bijak yang dikenal wali
sembilan (Walisongo). Saat berdakwah, para wali mensenyawakan keislaman dan
tradisinya. Dengan demikiran, nilai-nilai Islam universal dan inklusif dapat diterima
dengan damai oleh masyarakat. Islam yang turun di Arab dan berbahasa Arab telah di-
Jawa-kan, di-Sunda-kan, di-Maluku-kan. Singkat kata, Islam telah dipribumikan. Lihat
Mas’udi, Masdar F. 2015. Islam (Di) Indonesia. Dalam Abdullah Ubaid dan Mohammad
Bakir (Eds.). Nasionalisme dan Islam Nusantara. (hIm. 67-68).
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Alih-alih  menghancurkan tradisi, tak jarang para ulama
mengakomodasi budaya yang sedang berjalan di masyarakat. Tradisi
sesajen yang sudah berlangsung lama dibiarkan berjalan untuk selanjutnya
diberi makna baru. Sesajen tak lagi dimaknai pemberian untuk dewa
melainkan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Begitu juga tradisi
nyadran dengan mengalirkan satu kerbau ke pantai Jawa tak dihancurkan,
melainkan diubahnya hanya dengan membuang kepala kerbau atau kepala
sapi ke laut. Nyadran tak lagi dimaknai sebagai persembahan pada dewa,
melainkan sebagai wujud syukur kepada Allah. Hasil bumi yang terhidang

dalam upacara tak ikut dilarungkan ke laut, tapi dibagi ke penduduk.

Para ulama pun tak antipati terhadap simbol-simbol agama lain. Sunan
Kudus membangun masjid dengan menara menyerupai candi atau pura.
Memodifikasi konsep “Meru” Hindu-Buddha, Sunan Kalijaga membangun
ranggon atau atap masjid dengan tiga susun yang menurut Abdurrahman
Wahid untuk melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim,
yaitu iman, islam, dan ihsan. Ini kearifan dan cara ulama dalam
memanifestasikan Islam sehingga umat Islam tetap bisa berislam tanpa
tercerabut dari akar tradisi mereka sendiri.?>*

Cukup jelas bahwa memisahkan Islam dari tradisi masyarakat bukan
solusi. Islam seharusnya berdialektika dengan kebudayaan asalkan tak

sampai mengubah pokok ajaran Islam. Misalnya, tak ada yang membantah

#4pbdurrahman  Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, (Jakarta:
Desantara, 2001), 110. Artikel tersebut dimuat juga dalam Akhmad Sahal dan Munawir
Aziz (Ed.). Islam Nusantara Dari Ushul Figh Hingga Paham Nusantara, 34.
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bahwa hukum waris ada dalam al-Qur’an. Hanya persoalannya, bagaimana
ia diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang budayanya berbeda
dengan budaya masyarakat Hijaz sebagai audiens pertama al-Qur’an. Di
Indonesia misalnya dikenal harta gono-gini, yaitu harta rumah tangga yang
diperoleh suami-istri secara bersama-sama. Menghadapi kenyataan ini,
harta gono-gini biasanya dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian
waris Islam dilakukan.?® Penyesuaian hukum ini dijalankan masyarakat
secara turun-temurun karena rupanya narasi keluarga Islam di Indonesia
berbeda dengan narasi keluarga Islam di Arab sana.

Dengan demikian, ajaran Islam dan ‘urf-tradisi masyarakat tak perlu
dipertentangkan, sebab keduanya bisa saling mempersyaratkan. Jika ‘urf-
tradisi membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan
nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan ‘urf karena ‘urf
merupakan ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam.?*®

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Nusantara ini  memiliki
sejumlah kekhususan yang berbeda dengan kekhususan di negeri-negeri

lain, mulai dari kekhususan geogarfis,sosial politik sampai pada

#*Teknik demikian dalam pandangan Abdurrahman Wahid adalah perubahan mendasar
terhadap hukum waris, dan bentuk-bentuk penyesuaian seperti ini berjalan sementara para
ulama merestuinya, walaupun (seraya) tidak menganggapnya sebagai cara pemecahan
utama. Sebab pemecahan utama justru adalah seperti yang ditentukan oleh shara’ secara
apa adanya. Letak kemajuannya adalah bahwa penyesuaian-penyesuaian seperti ini bukan
hanya tidak diharamkan tetapi bahkan dianggap sebagai adna al-gaulani (pendapat
dengan mutu nomor dua) dan tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang mengganggu
prinsip agama. Lihat Wahid, Pergulatan Negara, 113.

“®Menurut Muhammad Said al-Asymawi, shariat tidak datang sekali waktu dan tidak
sekadar menurunkan perintah saja. la terkait dengan realitas, berputar, dan berkelindan
dalam jaringannya. la mengambil adat-istiadat dan budaya yang berlaku pada realitas
sosial. Kaidah-kaidah dalam realitas sosial dijadikan sebab-sebab turunnya. Hukum-
hukum shariat mengikuti perkembangan realitas sosial, dan selalu melangkah dalam
perkembangan tersebut. Lihat Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis Syariah, terj.
Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKiS, 2004), 92
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kekhususan tradisi-peradaban. Keunikan-keunikan ini tentu menjadi
pertimbangan para ulama ketika hendak menjalankan Islam di Nusantara.
Keunikan-keunikan itu pula pada perkembangannya membentuk warna
Islam Nusantara berbeda dengan warna Islam di Timur Tengah. Walau
berbeda, Nusantara tak boleh dianggap lebih rendah ketimbang Saudi
Arabia misalnya.”®’ Dengan ini, maka Nusantara tak perlu diarabkan
sebagaimana Arab tak perlu di nusantarakan. Namun, masing-masing bisa
saling belajar menyangkut kekurangan dan kelebihan dalam
mendakwahkan Islam.

Akhirnya, penting dikatakan bahwa figih Nusantara datang bukan
untuk mengubah wahyu. Ketahuilah bahwa kita tak hidup di zaman
wahyu. Tugas Kkita sekarang adalah bagaimana menafsirkan dan
mengimplementasikan wahyu tersebut dalam konteks masyarakat yang
terus berubah. Dalam kaitan itu, bukan hanya pluralitas penafsiran yang
merupakan keniscayaan. Keragaman ekspresi pengamalan Islam pun tak
terhindarkan. Itu bukan sebuah kesalahan, asal tetap dilakukan dengan

menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.

%’Dalam pandangan Said Agil Siradj Indonesia menawarkan versi Islam yang pluralistik
kepada dunia yang bertolakbelakang dengan bentuk Islam yang “monolitik”, terutama
yang datang dari Timur Tengah. Islam Indonesia adalah “pribumi” dan pluralistik, baik
dalam ekspresi dan hubungannya dengan agama-agama lain. Inilah salah satu karakter
menonjol dari Islam Indonesia, yaitu pluralitasnya. Islam di Indonesia bisa menjadi
barometer untuk Islam di dunia saat ini. Menurutnya Islam adalah manhaj al-hayah (jalan
hidup nyata), bukan 4 al-maut (agama kematian). Dalam nomenklatur figih disebut
al-masalih al-’ammah (kemaslahatan bersama). Artinya, dalam merespon dan
menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan-kemasyarakatan, Islam selalu berpijak
pada pendasaran hukum. Sikap mental yang terpuji seperti kasih sayang dan kebersamaan
antar umat manusia, perlu diiringi dengan penegakan hukum. Lihat Siradj, Said Aqil.
2015. Jihad Keindonesiaan. Dalam Soffa Ihsan dan Sholehuddin (Eds.), Islam Kalap dan
Islam Karib, (hlm. 153-154). Jakarta: Daulat Press.
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C. Pemikiran Magqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid dalam

Meneguhkan Figih Nusantara

a. Menebarkan Toleransi di Era Multikultural

Di sebuah negara yang pluralistik seperti Indonesia, sikap toleran dan
rendah hati dalam beragama merupakan suatu keniscayaan.”® Dengan
sikap seperti itulah, pluralitas akan menjadi nilai lebih dan kekuatan yang
memungkinkan masyarakat bergerak maju secara dinamis. Sebaliknya,
tanpa sikap demikian, pluralitas yang ada hanya akan menjadi hambatan
bagi perubahan yang dicita-citakan.

Pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri sekurang-
kurangnya bisa dilihat sebagai fakta dalam dua sisi. Sisi pertama, pluralitas
suku, agama dan budaya serta berbagai turunannya. Berbagai suku, agama
dan budaya yang ada di Indonesia sejak berabad-abad yang lampau
merupakan fakta sejarah masyarakat yang tidak bisa diabaikan, apalagi
dihapuskan. Sisi kedua, pluralitas di internal suku, agama dan budaya itu

sendiri. Dalam Islam misalnya, ada berbagai aliran yang secara formal

%8Michael Walzer sebagaimana dikutip oleh Zuhairi Misrawi, memandang toleransi
sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan
toleransi adalah membangun hidup damai (peaceful coexistence) di antara pelbagai
kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan
identitas. Toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara
lain untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui
hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias
terhadap budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Yang terakhir kemudian populer dengan
istilah multikulturalisme. Lihat Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat Toleransi,
Terorisme, dan Oase Perdamaian (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 10-11.
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seringkali berseberangan. Demikian juga di dalam agama, budaya dan
suku yang lain.**

Dalam pandangan Gus Dur, agama di satu pihak bisa membawa
semangat dan spirit pembebasan bagi umat manusia. Di pihak lain, tak
dapat dipungkiri bahwa agama juga bisa menjadi pemicu terjadinya tindak
kekerasan baik antar umat seagama maupun antar umat beragama. Terkait
hal ini Gus Dur menulis:

Ada satu hal yang sangat menonjol yang harus kita perhatikan dan

sekaligus prihatinkan di bidang kehidupan keagamaan akhir-akhir ini.

Yaitu, bahwa di kalangan kaum Muslim di negeri kita mulai terasa

adanya akibat dari proses pendangkalan agama yang sudah

berlangsung atau berjalan cukup lama. Pendangkalan agama itu, kalau

dirunut ke belakang, sebenarnya dimulai dari interaksi antara Islam di

Indonesia dengan Islam dari mancanegara, terutama Timur Tengah.

Kita tahu bahwa Islam di sana sudah dijadikan ideologi atau,

katakanlah, komoditas politik—baik komoditas yang menindas

maupun yang ditindas. Itu terjadi mulai dari Arab Saudi, Aljazair,
Sudan, Maroko, Iran, dan pada titik-titik tertentu juga Irak.®

Statemen Gus Dur di atas ingin menunjukkan bahwa agama (Islam)
dalam taraf tertentu sangat mungkin untuk dimanipulasi oleh kelompok-
kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Agama yang seharusnya
membawa misi pembebasan dan transformatif, dimanipulasi menjadi alat

kekuasaan dan pemecah belah antar-sesama®®’. Oleh karena itu, Gus Dur

*Dhakiri, M. Hanif. 2010. Keberagamaan yang Rendah Hati, Menebarkan Toleransi.
Dalam Umaruddin Masdar (Ed.). 41 Warisan Kebesaran Gus Dur. (hlm. 117-118).
Yogyakarta: LKiS.

%%\/ahid, Abdurrahman. 2001. Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama.
Dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.). Passing Over Melintasi Batas
Agama (him. 51). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama-Yayasan Wakaf Paramadina.
%IDalam hal ini Gus Dur menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri akar
kekerasan yang terjadi di masyarakat. Lihat selengkapnya Wahid, Abdurrahman dkk.
1998. Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Nasional. Dalam Glenn D. Paige,
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membuat dikotomi yang distinktif terhadap penafsiran Islam dalam
konteks pluralisme keberagamaan, ia mengatakan:

Maka Islam di sana menjadi sesuatu yang lain, atau muncul dengan
warna lain, yang perkembangannya jauh berbeda dengan Islam di sini.
Kita bisa memahami ini karena Timur Tengah merupakan ajang
pertarungan yang tidak pernah berhenti, di mana Islam berkonfrontasi
dengan yang lain secara terbuka dan lugas. Sedangkan Kkita di
Indonesia berada di ujungdunia yang paling aman, relatif tidak ada
yang mengganggu, dan karenanya tidak ada kekhawatiran apa pun.
Karena itu cara kita melihat agama Islam juga lain. Tetapi ketika dari
Timur Tengah ada tendensi—Kkira-kira 25 tahun yang lalu-untuk
merasa khawatir terhadap nasib Islam, maka muncullah perasaan
bahwa ada ancaman serius dalam bentuk tuduhan, umpamanya,
Kristenisasi, dan sebagainya. Ini membuat ada semacam rasa ketakutan
terhadap agama lain yang akhirnya menimbulkan reaksi balik, yaitu
sikap-sikap agresif terhadap (para pemeluk) agama lain. Di kalangan
kaum Muslim tertentu, sikap itu juga muncul secara assertif bahkan
galak.??

Dalam penggalan dua pernyataan Gus Dur di atas kita melihat bahwa
telah terjadi apa yang disebutnya sebagai sikap pendangkalan agama.
Sikap ini menurut Gus Dur muncul bisa karena dua faktor yakni, pertama,
kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama yang membawa misi
transformatif dan pembebasan serta menebarkan pesan perdamaian, kedua,
kuatnya faktor politisasi agama oleh kekuasaan sehingga menempatkan
agama sebagai tameng bagi kepentingan sesaat.

Dalam konteks ini, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi proses
pendangkalan agama tersebut. Gus Dur menyebut ada dua hal yang perlu
dilakukan yaitu, pertama, kita harus meyakinkan warga masyarakat agar

tidak mudah terpancing dengan kepentingan sesaat bahwa kekerasan yang

Chaiwat Satha Anand, Sarah Gilliat (Eds.). Islam Tanpa Kekerasan. (hlm. 69-75).
Yogyakarta: LKiS.

%2\Wahid, Abdurrahman. 2001. Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama.
Dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.). Passing Over (him. 51-52).
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terjadi adalah buah dari kepentingan politik yang tidak sehat, kedua, kita
harus menyadari bahwa telah terjadi pencampuradukan agama dengan
politik sehingga warga masyarakat harus jeli melihatnya.?

Selain itu Gus Dur juga menawarkan solusi paling tidak ada dua cara
dalam menghindarkan percampuran antara politisasi agama di satu pihak
dan pendangkalan agama di pihak lain, yaitu, pertama, mendalami
pengetahuan agama kita kembali, dan kedua, menyadarkan warga bahwa
hubungan antaragama itu seharusnya dijalin atas dasar saling pengertian.
Menurut Gus Dur, tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak
pada pola berdampingan secara damai (peaceful coexistence), karena hal
demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-
kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan
disintegrasi.?®* Lebih dari itu penghargaan terhadap pluralisme berarti
adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus
sehingga kelompok yang satu dengan yang lain bisa saling memberi dan
menerima (take and give).?*®
Tentu tidak mudah untuk bersikap seperti Gus Dur, karena sikap itu

hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berjiwa besar dan berhati bersih.

Karena bagaimanapun konsep toleransi yang dikembangkan Gus Dur

#3\Wahid, Abdurrahman. 2001. Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama.
Dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.). Passing Over...., (hIm. 55).
%4Tegaknya pluralisme menurut Gus Dur tergantung pada faktor lain yaitu adanya
demokrasi yang dijalankan secara sungguh-sungguh. Lihat Wahid, Abdurrahman. 1997.
Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi. Dalam Arief Affandi (Ed.). Islam Demokrasi Atas
Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais. (hIm. 107-
121). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#*Wahid, Abdurrahman. 2001. Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama.
Dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.). Passing Over,....(hIm. 56).
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meniscayakan adanya kebenaran yang datang dari agama atau peradaban
lain.?®® Namun jika kerendahan hati seperti itu bisa dikembangkan secara
terus-menerus, maka toleransi di tengah masyarakat kita akan semakin
menemukan polanya yang dengan sendirinya kerukunan antar-agama akan
menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat dan suasana
saling belajar, melengkapi dan mengisi akan menciptakan Kkultur
keberagamaan yang matang dan dewasa. Jika sudah demikian, maka
dengan sendirinya perbedaan agama dan keyakinan akan menjadi sumber

kekuatan yang sangat dahsyat bagi perubahan dalam persaudaraan.
b. Mengembangkan Pluralisme

Ideologi pluralisme yang dibawa Gus Dur dan penghormatannya
terhadap pluralitas sepenuhnya berdasarkan pemahaman yang mendalam
terhadap ajaran Islam dan juga tradisi keilmuan NU sendiri. Pertama,

prinsip pluralisme secara tegas diakui di dalam kitab suci.?®” Al-Qur’an

%8\enurut Abd A’la Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Kota (Madinah) yang
dibangun Rasul merupakan salah satu bukti yang sama sekali tidak bisa diabaikan tentang
pembumian kesetaraan, toleransi, dan sejenisnya. Dalam piagam itu jelas-jelas disebutkan
bahwa kaum Yahudi—selama tidak zalim dan memusuhi Islam dan umatnya—
merupakan satu umat, sebagai bagian dari kaum mu’min. Mereka juga diberi kebebasan
dalam beragama, serta perlindungan atas harta dan keluarganya. A’la menyebut contoh
toleransi yang diteladankan oleh Umar ibn Khattab. Saat menjadi Khalifah, ia sama
sekali tidak memaksa penduduk non Muslim untuk masuk Islam. Demikian pula yang
dilakukan umat Islam Spanyol atas penganut Yahudi dan Kiristianitas. Dalam dunia
modern, di Indonesia ada Nahdlatul Ulama yang menyatakan, Indonesia yang berdasar
Pancasila (yang meletakkan semua penganut agama, dan semua etnis dalam kedudukan
yang setara) adalah bentuk final yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Lihat Abd. A’la,
Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan Merajut Islam Indonesia
Membangun Peradaban Dunia (Yogyakarta: LKiS, 2014), 98-99

%7 jhat Wahid, Abdurrahman. 2006. Islam: Pribadi dan Masyarakat. Dalam Islam Ku
Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid
Institute. pandangan Abdurrahman Wahid dalam tulisan tersebut bertolak dari al-Qur’an
surat al-Hujurat [49]: (13) yang artinya: “Dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar saling mengenal”.
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secara tegas mendeklarasikan bahwa puralitas masyarakat—dari segi
agama, etnis, warna kulit, bangsa, dan sebagainya—merupakan keharusan
sejarah yang menjadi kehendak Allah (sunnatullah). Karena itu, upaya
penyeragaman dan berbagai bentuk homogenisasi yang lain, termasuk
dalam hal pemahaman dan implementasi ajaran agama, merupakan sesuatu
yang bertentangan dengan semangat dasar al-Qur’an.?®®

Pluralitas agama dan masyarakat menjadi alat uji atau parameter
kualitas keberagamaan umat, apakah dengan pluralitas itu setiap kelompok
atau umat beragama bisa hidup berdampingan secara damai dengan
pemeluk agama lain dengan semangat saling belajar dan saling
menghormati. Atau sebaiknya, pluralitas itu justru menjadi alasan untuk
membangun kklaim-klaim kebenaran yang bersifat sektarian.?®®
Kedua, nalar keagamaan NU sepenuhnya dibangun di atas spirit
pluralisme. NU mengikuti tradisi pemikiran mazhab yang menjadi pilar
tegaknya peradaban figih.?”® Ajaran Islam tidak digali secara langsung dari
sumbernya, tetapi melalui pemikiran ulama mazhab. Dengan demikian,

pemikiran NU terhindar dari pendekatan tekstual dan interpretasi tunggal

terhadap al-Qur’an dan hadith.?"*

%8Dhakiri, M. Hanif. 2010. Bapak Pluralisme Indonesia. Dalam Umaruddin Masdar
(Ed.). 41 Warisan Kebesaran Gus Dur. (hIm. 63-64). Yogyakarta: LKiS.

%9 jhat Nur Ahmad (Ed.). Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta: PT
Kompas Media Nusantara, 2001).

%Lihat Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, dan Islam di Indonesia Dewasa Ini. Dalam
Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai
Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hlm. 209-224). Jakarta: the Wahid Institute.
“"'Dhakiri, M. Hanif. 2010. Bapak Pluralisme Indonesia. Dalam Umaruddin Masdar
(Ed.). 41 Warisan, (hIm. 65).
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Figih dirumuskan sebagai hukum atau kumpulan-kumpulan hukum
yang ditarik dari dalil-dalil shar’i, yaitu al-Qur’an dan hadith (al-ahkam
al-mustanbatah min adillatiha al-shar’iyyah). Definisi ini, menurut Gus
Dur, secara jelas menampakkan adanya proses untuk memahami situasi
yang di situ ayat al-Qur’an dan Hadith memperoleh pengolahan untuk
disimpulkan berdasarkan kebutuhan manusia. Terkait dengan hal ini
Abdurrahman Wahid menyatakan:*"?

Pendekatan serba figih atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang

membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah

tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini.

Dalam pandangan figh asas Pancasila adalah salah satu dan sekian

buah persyaratan bagi keabsahan negara Republik Indonesia; hal

itupun bukannya persyaratan keagamaan sama sekali. Dengan
sendirinya tidak ada alasan apapun untuk menolaknya, selama ia tidak
berfungsi  mengganti  kedudukan agama dalam kehidupan
berorganisasi yang bersangkutan. Islam sendiri dapat saja diletakkan
dalam kedudukan yang berbeda-beda dalam kehidupan berorganisasi,
dalam kurun waktu yang berlainan. Pada suatu saat ia dijadikan asas,

di waktu lain dijadikan landasan keimanan (agidah), karena

masalahnya hanyalah sekedar pencapaian legitimasi dalam pandangan

figh.

Wajah figih yang sangat pluralistik tersebut merupakan alat uji dalam
menyikapi realitas sosial yang majemuk dalam konteks keindonesiaan.
Figih sebagai teori-tori hukum (usul al-figh) dan kaidah-kaidah hukum
(gawaid fighiyyah) memungkinkan agama menyatu dengan tradisi
masyarakat setempat. Dengan sentuhan tradisi, agama menjadi lebih

membumi, dinamis dan tanggap dengan kepentingan kemanusiaan yang

bersifat lokal dan aktual.

2"\Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, dan Islam di Indonesia Dewasa Ini. Dalam Agus
Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia
dan Transformasi Kebudayaan (him. 217).
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Figih adalah produk kreativitas intelektual ulama, karena itu dengan
sendirinya akan ada bermacam-macam mazhab figih. NU sendiri
menganut empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Shafi’i dan
Hanbali. Kesediaan untuk bermazhab kepada lebih dari satu aliran
pemikiran dengan sendirinya merupakan kesadaran total untuk menerima
pluralitas. Tidak heran jika ulama NU seperti ditunjukkan dalam sejarah
bangsa ini sangat menghargai pluralitas masyarakat dan tidak mudah untuk
membuat fatwa yang menyesatkan kelompok lain. Di sini terlihat bahwa
pluralisme yang dikembangkan Gus Dur adalah revitalisasi dari ajaran
Islam dan tradisi berpikir pesantren yang telah berkembang selama

berabad-abad.?”

c. Meneguhkan relasi Agama, Tradisi dan Kemodernan

Pada akhir tahun 1980-an, Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai
tokoh penuh kontroversi dan pioner pembaru di kalangan NU, melontarkan
gagasan Islam Pribumi.?”* Gagasan ini kemudian menjadi acuan di
kalangan kaum muda NU dalam memahami tradisi dalam konteks
keindonesiaan. Tema ini muncul lebih dilatarbelakangi oleh semakin
menguatnya kalangan Islam fundamentalis yang memegang teguh doktrin
gerakan purifikasi (pemurnian) dan otentifikasi Islam di Indonesia, yang

keberadaannya dianggap mengancam khazanah budaya lokal.

“®Ljhat Wahid, Abdurrahman. 2007. NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka
Panjang. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam
Kosmopolitan, (him. 313-329).

“™Lihat Wahid, Abdurrahman. 2001. Pribumisasi Islam. Dalam Abdurrahman Wahid,
Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (hlm. 109-128). Jakarta: Desantara.
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Tradisi dalam pandangan Islam pribumi menggambarkan bagaimana
Islam sebagai ajaran normatif berasal dari Tuhan yang diakomodasikan ke
dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa menghilangkan
identitasnya masing-masing. Tema ini berbeda dengan Arabisasi, yang
diusung oleh kalangan purifikasi, sebagai proses mengidentifikasi diri
terhadap kebudayaan Timur Tengah. Pribumisasi adalah upaya untuk
menghindari polarisasi antara agama dengan budaya. Pribumisasi Islam
menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan
mengambil pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya
yang autentik dari agama, serta menjembatani antara budaya dan agama
yang selama ini terpisah.?”

Gagasan pribumisasi Islam dikembangkan lebih lanjut menjadi Islam
Pribumi sebagai jawaban atas Islam otentik yang ingin melakukan
Arabisasi dalam setiap komunitas Islam di seluruh penjuru dunia. Islam
Pribumi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi keanekaragaman
interpretasi dalam praktik kehidupan beragama di setiap wilayah yang
berbeda-beda. Islam tidak lagi dipandang sebagai tunggal, melainkan
majemuk. Tidak ada lagi anggapan bahwa Islam yang di Timur Tengah

merupakan Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai

agama mengalami historisitas yang terus berlanjut.

“»Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi Kaum Muda NU Merobek Tradisi,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 123.
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Tradisi merupakan pedoman dan piranti dalam membentuk
masyarakat. Implikasinya, tradisi menjadi kitab suci yang harus
dipedomani dalam perilaku kehidupan. Dinamika kehidupan masyarakat
memuat berbagai konsekuensi logis, yang di dalamnya ada penghargaan,
pembelaan, dan pemberhalaan yang berlebihan terhadap tradisi.
Karenanya, tradisi menjadi problematika yang cukup fenomenal dan
signifikan. Di satu sisi, tradisi merupakan khazanah pemikiran yang
bersifat material dan immaterial yang harus dikembangkan untuk
melahirkan pemikiran transformatif, di sisi yang lain tradisi menjadi
ancaman dan hambatan dalam mewujudkan perubahan di tengah
masyarakat.?’®

Dalam menyikapi tradisi tersebut terdapat tiga kelompok yang
memiliki perbedaan cara pandang; Pertama, pandangan kaum orientalis
yang sangat meragukan keampuhan tradisi Islam untuk mengimbangi
perkembangan IPTEK. Dengan kata lain tradisi dalam Islam tidak lain
hanyalah religiusitas yang diwarnai anakronisme, keterbelakangan mental,
kedangkalan kreativitas dan ketakutan akan inovasi. Kedua, pandangan
kelompok Islam konservatif—tradisional yang menghimbau untuk
menghidupkan tradisi serta kejayaan Islam masa lalu dengan setting masa
kini. Kelompok ini berusaha menggali kembali khazanah intelektual Islam
untuk dapat diterapkan dalam konteks kekinian tanpa harus mengadopsi

konsep Barat modern. Hal ini biasanya dipraktekkan melalui simbol-

Z8Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi, 126-127.
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simbol seperti jilbab, ucapan salam sebagai pengganti jabat tangan dengan
non muhrim. Ketiga, pandangan kelompok poros tengah (modernis) yang
menganjurkan pendekatan interaksi positif antara tradisi Islam dengan
tradisi Barat modern. Bagi kelompok ini mereka akan mengadopsi konsep-
konsep Barat yang dianggap positif untuk memperkaya dan memperkuat
tradisi Islam, sehingga ia mampu menghadirkan kekuatan alternatif dan
sekaligus menepis keresahan-keresahan umat Islam atas sorotan tradisi
Islam yang dianggap sangat doktrinal. Kaum modernis berusaha
melakukan reinterpretasi doktrin-doktrin Islam melalui pemahaman-
pemahaman baru sesuai dengan tuntutan dunia modern.>”’

Abdurrahman Wahid mengakui adanya fakta bahwa para agamawan,
termasuk Kkiai, sering dinilai sebagai penghambat kemajuan. Karena tidak
ada kemajuan tanpa perubahan, maka mudah saja tudingan jari diteruskan
kepada mereka sebagai pihak yang menentang perubahan. Tanpa harus
menjadi apologetik, kita dapat merasakan itu dalam ungkapan “harus ada
kelompok dinamis yang akan memulai modernisasi, walaupun masih ada
keberatan dari mereka yang mempertahankan tradisi”. Modernisasi
dihadapkan kepada tradisi, perubahan kepada status quo, dinamika pada

keadaan statis.

2"M. Mukhsin Jamil, Revitalisasi Islam Kultural (Arus baru Relasi Agama dan Negara),
(Semarang: Walisongo Press, 2009), 161-162.
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Upaya modernisasi dengan sendirinya adalah pengikisan sikap
tradisional, ini adalah semboyan semua pemrakarsa modernisasi tanpa
kecuali, termasuk di negeri kita akhir dasawarsa enampuluhan dan awal
dasawarsa tujuhpuluhan.?

Dalam kondisi semacam inilah upaya revitalisasi Islam kultural
sebagai gerakan menemukan ruang, yakni suatu gerakan Islam yang
integratif dengan denyut nadi kebudayaan lokal dan masyarakat bawah.
Ruang inilah yang dimanfaatkan oleh Gus Dur untuk memperkenalkan
gerakan Islam kultural dengan jargon populernya pribumisasi Islam. Apa
yang hendak dicapai oleh gerakan ini adalah bagaimana mengadaptasi
konsep-konsep ajaran universal Islam dengan nilai-nilai kebudayaan lokal
yang tumbuh dalam masyarakat. Suatu pemahaman Islam yang diracik
berdasarkan dialog antara Islam dan realitas budaya (Islam yang respek
terhadap kultur budaya). Bukan Islam model arabisme-absolut, yang
memaksakan hukum-hukum dengan tidak toleran terhadap kebudayaan
lokal.*"®

Menurut eksponen pribumisasi Islam, sejauh menyangkut pengalaman-
pengalaman dan praktek-praktek keberislaman, maka Islam Arab tidak
bisa diuniversalkan, untuk kemudian diterapkan di tempat-tempat lain,

tanpa terlebih dahulu dilakukan proses penyaringan dan kontekstualisasi.

Islam Arab, demikian menurut para pendukung gagasan Islam Pribumi,

"®Barton, Greg. Liberalisme: 1997. Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman
Wahid. Dalam Greg Fealy, Greg Barton (Eds.). Tradisionalisme Radikal Persinggungan
Nahdlatul Ulama-Negara. (hIm. 172-180). Yogyakarta: LKiS.

278 Jamil, Revitalisasi Islam, 164.
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adalah salah satu jenis dari sekian banyak jenis Islam yang lain. Semua
jenis keislaman itu berkedudukan setara, yang satu tidak lebih unggul dari
yang lain hanya karena ia muncul di Arab. Demikian pula yang satu tidak
bisa dianggap rendah karena ia hidup dan berkembang di Indonesia,
misalnya.?®

Dalam konteks kosmopolitanisme peradaban Islam menurut Gus Dur,
Islam meninggalkan warisan yang sangat kaya baik dari segi materil
maupun immateril. Dari segi pemikiran ini bisa dilihat dengan munculnya
aliran-aliran dengan berbagai bidang spesialisasi misalnya teologi, figih,
filsafat, dan tasawuf.?® Pluralitas ini muncul dan tumbuh dari gesekan-
gesekan di kalangan para pemikir muslimdalam menafsirkan pesan-pesan
universal Tuhan yang termaktub di dalam al-Qur’an dan Hadith. Tafsiran-
tafsiran dari pemikir Islam ini dalam perkembangannya kemudian menjadi
tradisi yang mapan dalam dunia Islam. Dengan demikian, tradisi dalam hal
ini, dalam pandangan Fazlur Rahman adalah hasil interaksi antara
al-Qur’an dan al-Sunnah dengan macam-macam penafsiran manusia,
peristiwa sejarah dan kekuatan-kekuatan intelektual sepanjang sejarah

Islam.?

2803amil, Revitalisasi Islam...., 164.Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi, 128.

#\ahid, Abdurrahman. 2010. Asal Usul Tradisi Pesantren di Pesantren. Dalam Hairus
Salim H.S. (Ed.). Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren(hlm. 213-232) Yogyakarta:
LKiS.

2| jhat Fazlur Rahman, Membuka Pintu ljtihad, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung:
Pustaka, 1995), 20.
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Dalam konteks ke-Indonesiaan, menurut Gus Dur tradisi Islam yang
sangat kaya tersebut harus dilestarikan dan dikontekstualisasikan dengan
kultur dan kondisi sosial masyarakat Nusantara. Upaya melabuhkan tradisi
Islam yang kaya tersebut akan menjadi persoalan bila tidak dilakukan
dengan cara yang cerdas dan santun. Karena Islam yang berkembang di
sana (Arab) memiliki pola pikir, kultur dan kondisi sosial yang berbeda
dengan Islam di sini (Nusantara). Di sinilah diperlukan kearifan dan
pemikiran yang bijak dalam upaya kontekstualisasi pemikiran Islam
tersebut.

Dari sinilah kita bisa memasuki ruang pemikiran Gus Dur dalam upaya
kontekstualisasi pemikiran Islam tersebut. Dalam berbagai tulisannya ia
sering menyebut tentang perlunya penyikapan persoalan-persoalan sosial
keagamaan dengan berpijak pada metodologi perumusan hukum Islam
yang telah dirumuskan oleh para pemikir Islam yaitu kaidah-kaidah figih
(legal maxim) dan usul figih (legal theory).?®® Selain itu pintu masuk yang
tak kalah penting dalam menafsirkan Islam, menurutnya adalah melalui
pendekatan magasid al-shariah yang menekankan nilai-nilai universal

Islam. %

“8penekanan terhadap penggunaan kedua kaidah tersebut terlihat dari beberapa artikel
yang ditulisnya di antaranya: pertama, Kaum Muslimin dan Cita-Cita, kedua, Islam dan
Formalisme Ajarannya, ketiga, Negara Berideologi Satu, Bukan Dua, keempat, Negara
dan Kepemimipinan dalam Islam, kelima, Penafsiran Kembali “Kebenaran Relatif”
keenam, Islam dan Dialog Antar-Agama. Lihat Abdurrahman Wahid, Islam Ku Islam
Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

%%penekanan terhadap penggunaan pendekatan magasid al-shariah ini terdapat dalam
tulisan panjang Abdurrahman Wahid, 1995. Konsep-Konsep Keadilan (him. 97-102),
dan, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (him. 545-552). Dalam
Budhy Munawar-Rachman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,Jakarta:
Paramadina.
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Apakah Gus Dur memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam
dengan pintu magasid al-shariah itu atas improvisasi sendiri? Mungkin

(15

saja “iya”. Tetapi penting dicatat bahwa konsep magasid al-shariah itu
sudah lama dikenal dalam Islam, terutama di kalangan pesantren. Sehingga
bisa dikatakan bahwa Gus Dur hanya melestarikan, melanjutkan dan
mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan zaman.
D. Strategi dan Aksi Abdurrahman Wahid dalam Meneguhkan Figih

Nusantara

Sementara itu dalam upaya merealisasikan pemikiran-pemikirannya
Abdurrahman Wahid menempuh beberapa langkah strategi dan aksi di
tingkat praksis sesuai dengan konteks keislaman dan keindonesiaan.
Dengan strategi dan aksi tersebut dimaksudkan agar pemahaman
keagamaan masyarakat (figih Nusantara) bisa menjadi acuan dalam agenda
ke depannya. Adapun langkah strategi dan aksi yang dilakukan oleh Gus
Dur berada pada dua wilayah yang saling terkait: pertama, wilayah
teoritis dan kedua, wilayah praksis atau aksi.
a. Wilayah Teoritis

Secara umum gagasan Abdurrahman Wahid terefleksikan pada
wilayah teoritis yang terlihat dalam idenya yang populer yakni
“pribumisasi Islam”.?® Gagasan ini dimaksudkannya sebagai upaya
memberikan pemahaman keagamaan Islam yang ramah dan bersahabat

dengan kultur setempat di mana ia dirumuskan. Dimensi universalitas

2Ljhat Wahid, Abdurrahman. 2001. Pribumisasi Islam. Dalam Abdurrahman Wahid,
Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, 109-128.
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Islam dengan demikian selalu bersentuhan dengan dimensi lokalitas yang
selalu berubah dan berkembang. Model penafsiran seperti inilah yang telah
dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Fakta terbantahkan adalah adanya
dua model pemikiran Imam al-Shafi’i semasa hidupnya yakni gaul gadim
semasa di Baghdad dan gaul jadid yang dirumuskannya di Mesir.?®

Pribumisasi Islam merupakan gagasan yang berlandas tumpu pada
prinsip-prinsip universalitas Islam dan sikap adaptif terhadap tradisi
(budaya lokal) dengan berpegang pada maksud dan tujuan dishariatkannya
hukum Islam (magasid al-shariah). Dengan model pendekatan seperti ini
diharapkan akan menumbuhkan penafsiran yang kontekstual dan sesuai
dengan semangat zamannya.?®’

Dalam konteks pembumian gagasan-gagasannya Abdurrahman Wahid
menekankan pada: pertama, penggunaan metodologi perumusan hukum
Islam yaitu kaidah-kaidah figih (legal maxim) dan usul figih (legal theory).
kedua, pendekatan magasid al-shariah yang berlandas tumpu pada

kemaslahatan publik (al-maslakah al-‘Gmmah).?%®

286Roibin, Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i,
(Malang: UIN-Malang Press, 2008), 125-129. Abdul Majid Khon, Ikhtisar Tarikh Tasyri’
Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

287 _jhat Wahid, Abdurrahman. 2006. Bersumber dari Pendangkalan. Dalam Abdurrahman
Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita (him. 299-303).

“8penekanan terhadap penggunaan kedua kaidah tersebut terlihat dari beberapa artikel
yang ditulisnya di antaranya: pertama, Kaum Muslimin dan Cita-Cita, kedua, Islam dan
Formalisme Ajarannya, ketiga, Negara Berideologi Satu, Bukan Dua, keempat, Negara
dan Kepemimipinan dalam Islam, kelima, Penafsiran Kembali “Kebenaran Relatif”
keenam, Islam dan Dialog Antar-Agama, ketujuh, Islam dan Kesejahteraan Rakyat. Lihat
Abdurrahman Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute,
2006).
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b. Wilayah Aksi

Pada wilayah aksi terlihat dari keterlibatannya dengan berbagai
aktivitas lembaga sosial dan keagamaan. Aktivitas ini tercermin dalam:
a). Jalur Struktural

Aktivitas yang menonjol dalam lembaga ini adalah keterlibatannya
dalam pendirian Forum Demokrasi (Fordem), dan Lembaga Penelitian,
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan lain-lain.
Aksi pada level struktural ini dimaksudkan sebagai upayanya dalam
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dalam pandangan
Islam dikenal sebagai al-maslakah al- ‘@ammah. Nilai-nilai yang dimaksud
adalah prinsip toleransi, kesetaraan, persamaan, pluralisme dan
demokratisasi dalam konteks keindonesiaan.?*

Negara sebagai pengayom dari pluralitas keindonesiaan haruslah
berdiri pada posisi netral dan tidak berpihak pada salah satu aliran atau
golongan yang ada. Dalam kenyataannya, prinsip-prinsip di atas tidak
diimplementasikan dengan baik dan benar oleh pihak penguasa. Nilai-nilai
tersebut hanya dijalankan sebatas formalitas belaka dan pada tingkat
permukaan saja. Negara, dalam pandangan Gus Dur seharusnya
merumuskan kebijakannya pada orientasi kemaslahatan umat, dan bukan
untuk kepentingan sesaat para penguasa kebijakan tersebut. Dalam kasus
legislasi hukum agama misalnya, dalam realitas masyarakat pluralistik,

hendaklah dipertimbangkan faktor kebutuhan dan tidak hanya tergantung

%7ainal Arifin Thoha, Jagadnya Gus Dur Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi
Islam (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 278-292.
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pada pertimbangan mayoritas-minoritas semata. Dengan demikian,
implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat harus
memperhatikan aspek sosiologis dari masyarakat bersangkutan.?®® Dalam
perspektif Abdurrahman Wahid, umat harus mempertimbangkan
kebutuhan mengundangkan hukum agama hanya pada apa yang dapat
diundangkan saja (wad 'u al-ahkam fi halati imkaniyyati wad 'iha).**

Pada tingkat inilah, pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di
atas bisa dianggap sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan negara
yang tidak terbatas dan terlalu menghegemoni. Perjuangan pada level
struktural ini merupakan langkah yang ditempuh Gus Dur untuk
menegakkan prinsip dan nilai kemanusiaan universal dalam kenegaraan.
Selain itu, langkah tersebut dapatdimaknai sebagai upayanya dalam
mengkritik bangunan sosial yang ada yang terlihat timpang dan menindas
rakyat kecil. Dari sini Gus Dur kemudian mengembangkan pendekatan
alternatif atas agama, yakni pendekatan transformatif. Artinya, agama
mampu menjadi katalisator bagi perubahan kemasyarakatan. >
b). Jalur Kultural

Aktivitas yang menonjol di siniadalah bersama para kiai mendirikan

P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). P3M

merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara

20| jhat tulisannya Negara Berideologi Satu, Bukan Dua. Dalam Abdurrahman Wahid,
Islam Ku Islam Anda Islam Kita, (hIm. 89-91).

#Ymaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 135-136.

#%2gyaiful Arif, Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan (Yogyakarta:
Ar Ruzz Media, 2013), 74.
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intens melakukan enlightenment terhadap para kiai dan santri.®® Jalur
kultural lainnya diantaranya adalah dengan mendirikan Lembaga Kajian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) NU dan The
Wahid Institute.
1. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Perhimpunan Pengembangan Masyarakat dan Pesantren (P3M)
didirikan pada 18 Mei tahun 1983 melalui jalur LP3ES (Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) yang waktu
itu dipimpin oleh M. Dawam Rahardjo. Pada awal berdirinya, P3M,
terbuka bagi semua subkultur Islam di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU),
Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) dan yang lainnya. Hal ini

dapat dilihat dari para pendirinya, misalkan Abdurrahman Wahid (NU),?*

M. Dawam Rahardjo (Muhammadiyah) dan Utomo Dananjaya (Persis).>*

Pembentukan P3M didasarkan pada tiga hal: Pertama, pesantren
adalah lembaga pendidikan, dakwah dan sosial yang dianggap
berpengaruh bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih maju baik
pendidikan maupun kesejahteraan. Kedua, banyak pesantren yang telah

terbukti dapat melaksanakan program Kreativitas santri dan masyarakat

seperti pengembangan ekonomi mandiri, agribisnis dan sebagainya.

28Ghofur, Demokratisasi dan Prospek, 58. Lihat juga Murod Al-Brebesy, Menyingkap
Pemikiran Politik Gus Dur, 92. Dahlan, Paradigma Ushul Figh, 19.

24 ihat beberapa tulisannya misalnya (1) Pesantren Sebagai Subkultur (him. 1-44) (2)
Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren (hlm. 51-64) (3) Paradigma Pengembangan
Masyarakat Melalui Pesantren (him. 195-212) dalam Abdurrahman Wahid,
Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2010).

2%5Bydhy Munawar Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam Sekularisme, Liberalisme
dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan
Filsafat (LSAF), 2010), 118.
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Ketiga, program pengembangan pesantren yang sudah berjalan perlu
ditingkatkan kembali agar berpengaruh lebih besar bagi masyarakat.

Adapun peran P3M yang diharapkan ketika didirikan adalah: Pertama,
menampung ide dan gagasan dari pesantren dan masyarakat. Kedua,
mengkaji permasalahan sosial dan agama serta mengolah gagasan-gagasan
dari masyarakat untuk dijadikan program kerja. Ketiga, sebagai fasilitator
bagi pelaksanaan pengembangan dari dan untuk pesantren/masyarakat.>*
2. The Wahid Institute

The Wahid Institute (TWI) berdiri pada tanggal 7 September 2004.
The Wahid Institute mengambil nama dari Abdurrahman Wahid, mantan
presiden RI keempat dan pemikir Islam Indonesia terkemuka. Misi TWI
adalah meneruskan apa yang selama ini Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
perjuangkan—bahkan mungkin akan muncul pemikiran-pemikiran Islam
yang lebih progresif, mengingat pengelola TWI adalah para intelektual
muda NU yang sangat produktif dalam pemikiran Islam Progresif, seperti
Ahmad Suaedy, Rumadi, dan Abdul Mogsith Ghazali.?’

Adapun tujuan didirikannya TWI adalah sejalan dengan misi Gus Dur,
yaitu membangun terciptanya demokrasi, pluralisme agama,
multikulturalisme dan toleransi di kalangan Muslim Indonesia. Salah satu

program TWI antara lain mengampanyekan pemikiran Islam yang

menghargai pluralitas dan demokrasi. Misi TWI adalah menyebarkan

2%Bydhy Munawar Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam...., 117-118.

#73alah satu gagasan dan idenya tentang pluralisme agama tertuang dalam bukunya yang
berasal dari naskah disertasi. Selengkapnya lihat Abd. Mogsith Ghazali, Argumen
Pluralisme Agama (Jakarta: KataKita, 2009).
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gagasan Islam Progresif yang mengedepankan toleransi dan saling
pengertian di masyarakat Dunia Islam dan Barat.

Untuk merealisasikan gagasan-gagasan tersebut, TWI mempunyai
banyak program, di antaranya: Pertama, kampanye Islam, pluralisme dan
demokrasi. TWI memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara
intelektual Muslim dengan non-Muslim yang berminat terhadap
perkembangan Islam dan masyarakat Muslim, juga agama-agama dan
kepercayaan, melalui penerbitan website, menyelenggarakan diskusi dan
konferensi Islam dan isu-isu strategis secara berkala; Kedua, penerbitan
dan perpustakaan. TWI mendorong tersosialisasi dan terpublikasikannya
gagasan-gagasan yang mendukung kampanye Islam, pluralisme dan
demokrasi. Ketiga, capacity building untuk jaringan Islam progresif. TWI
melakukan pemetaan gerakan Islam untuk mendapatkan gambaran yang
lengkap mengenai unsur-unsur terpenting dalam civil Islam di Indonesia.
Keempat, pendidikan. Memberi kesempatan kepada generasi muda dari
seluruh Indonesia untuk mengikuti belajar bersama tentang pemikiran dan
gerakan Islam Progresif yang dipersiapkan oleh TW1.%%

Untuk mendukung dan memperkuat program tersebut, TWI bersama
para pemikir, aktivis dan tokoh Islam di daerah-daerah membangun
jaringan bersama. TWI memfasilitasi pertemuan antarsimpul jaringan
untuk merefleksikan situasi dan tantangan mutakhir serta respons yang

diperlukan atas perkembangan mutakhir. Munculnya TWI telah

2%Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam, 135-136.
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mendorong perubahan cara pandang berbangsa yang cenderung monolitik
dan eksklusif, dan meneguhkan komitmen agama sebagai kompas arah
perubahan masyarakat menuju keberagamaan yang inklusif-pluralis.®*®
3. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(LAKPESDAM) NU

Kembalinya NU ke Kbhittah 1926 merupakan salah satu upaya
mengembalikan peran NU pada warganya di samping untuk senantiasa
menempatkan ulama pada posisi suprematif di lingkungan NU. Dengan
kembalinya NU ke Kbhittah 1926 berarti pemberdayaan warga, dalam
berbagai tingkatannya menjadi fokus utama sekaligus operasionalisasi
berbagai keputusan Khittah yang dideklarasikan pada Muktamar ke-27 di
Situbondo. Berdirinya Lakpesdam NU merupakan salah satu upaya untuk
menguatkan warga (jama’ah) sekaligus mengubah institusi NU yang
berorientasi politik kekuasaan menjadi institusi yang berorientasi
pemberdayaan warga, dari jam'iyyah siyasiyah menjadi jam iyyah
dmiyyah ijmtima ‘iyyah.>®

Pendirian lembaga ini antara lain didorong oleh: Pertama, besarnya
potensi yang dimiliki NU sebagai organisasi yang berwatak gerakan sosial
kemasyarakatan sehingga dianggap perlu untuk mengoptimalkan

perannya. Kedua, banyaknya warga NU yang tersebar di berbagai pelosok

tanah air yang mempunyai ikatan kultural kokoh, terutama di wilayah

#9Mengenai wacana Islam inklusif-pluralis lihat Budhy Munawar Rachman, Islam
Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001). Lihat juga
Sukidi, Teologi Inklusif Cak Nur (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001).
%%Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam, 164.
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pedesaan atau di kalangan petani, nelayan, pengecer, pengusaha Kkecil,
buruh, dan sebagainya yang dipandang masih belum dikembangkan
kemampuannya secara maksimal. Ketiga, perlunya pelaksanaan usaha-
usaha pengoptimalkan peran NU serta pengembangan potensi atau
kemampuan warganya yang mesti dilakukan secara lebih nyata dan kreatif.

Dalam rangka menangkal isu konservatisme dan radikalisme agama
yang belakangan ini mewarnai tanah air, Lakpesdam mengusulkan
sejumlah langkah-langkah strategis, di antaranya:*°*

Pertama, Program Pengembangan Wacana Keulamaan (PPWK).
Dengan cara pengembangan masyarakat sipil melalui Program
Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK), Lakpesdam berharap dapat
memberikan wawasan tambahan bagi para ulama guna meningkatkan
kemampuan dalam memainkan peran-peran kesyuriahan untuk
mewujudkan tatanan sosial yang adil dan demokratis.

Kedua, Kampanye Islam Pluralis dan Moderat Melalui Radio dan
Televisi. Kampanye ini diselenggarakan lewat radio dan bertujuan untuk
memberikan pemahaman pada segenap masyarakat soal wawasan
keislaman yang moderat, toleran dan memiliki visi sosial yang kuat serta
berdialog dengan problem keagamaan dan sosial masyarakat secara

langsung.

301Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam,....167-175.
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Ketiga, Pengembangan Wacana Kritis bagi Aktivis Dakwah. Program
ini bertujuan untuk mencetak kader-kader da’i yang memiliki pemahaman
keagamaan yang moderat dan toleran serta mampu melakukan advokasi
terhadap problem sosial masyarakat sekitarnya. Program ini dilaksanakan
Lakpesdam melalui workshop kurikulum.

Keempat, Menganalisis dan Mengamati Perubahan Wacana. Dalam
sejarah pembentukannya, Lakpesdam mengalami perubahan paradigma
yang signifikan. Tercatat pada periode 1985-1994, Lakpesdam
memfokuskan kegiatan pada community development. Baru sejak 1995
Lakpesdam bukan hanya mengambil jarak dari gerakan—gerakan Islam
radikal yang muncul setelah 1998, tapi bahkan menjadikan isu radikalisme
keberagamaan sebagai isu strategis yang mereka harus tangani melalui
suatu pendidikan kritis.

Kelima, penerbitan Jurnal Tashwirul Afkar. Seiring menguatnya
pengaruh gerakan Islam garis keras atau konservatisme Islam yang
mengkritik gagasan kebebasan beragama di Indonesia ini, Jurnal
Tashwirul Afkar menjadi alternatif, selain beberapa agenda yang selama
ini sudah dilakukan seperti talk show di radi-radio, iklan layanan
masyarakat, pencetakan dan penerbitan buku, dan pembuatan situs
lembaga dalam meng-counter gerakan Islam Radikal. Untuk mewujudkan
cita-cita progresif tersebut, sejak 1997, Lakpesdam menerbitkan Jurnal
Tashwirul Afkar, jurnal pemikiran keagamaan dan kebudayaan yang berisi

kajian-kajian keislaman yang bersifat progresif. Selama lebih dari 13 tahun
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jurnal ini telah menjadi alternatif pemikiran yang mengangkat berbagai
pemikiran baru, segar dan aktual, sekaligus memacu perdebatan dan dialog
dalam diskursus keislaman dan keindonesiaan.

Dari gambaran di atas, pada tataran implementasinya, kedua wilayah
tersebut (teoritis dan praktis) saling terkait dan menjadi satu kesatuan
dalam diri Abdurrahman Wahid. Sebagai seorang pluralis, ide-ide dan
gagasannya memenuhi ruang kehidupan pluralitas bangsa dan menjangkau
semua lapisan masyarakat. Sebagai seorang agamawan, pemikirannya
memiliki akar kuat dalam tradisi Islam hingga ke masa lampau. Sebuah
perpaduan lengkap yang seyogyanya dimiliki oleh seorang pemikir
pembaruan Islam.

Dari pemaparan di atas, paling tidak dapat sedikit terkuak pemikiran
magasid al-shariah  Abdurrahman Wahid dalam upayanya untuk
meneguhkan pemikiran Islam (figih) di Nusantara ini. Pemikirannya yang
bertitik tolak dari persoalan-persoalan riil di masyarakat merupakan salah
satu indikasi pemikiran yang menekankan pendekatan kontekstual dan
progresif. Sebuah wacana keagamaan yang tidak hanya terpaku pada
tekstualitas semata, tetapi juga mengapresiasi maksud dan tujuan
diturunkannya hukum (maqasid al-sharzah) bagi umat manusia.

Dari gambaran di atas, pada tataran implementasinya, kedua wilayah
tersebut (teoritis dan praktis) saling terkait dan menjadi satu kesatuan

dalam diri Abdurrahman Wahid. Sebagai seorang pluralis, ide-ide dan

%92Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam...., 174.
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gagasannya memenuhi ruang kehidupan pluralitas bangsa dan menjangkau
semua lapisan masyarakat. Sebagai seorang agamawan, pemikirannya
memiliki akar kuat dalam tradisi Islam hingga ke masa lampau. Sebuah
perpaduan lengkap yang seyogyanya dimiliki oleh seorang pemikir
pembaruan Islam.

Abdurrahman  Wahid dalam beberapa tulisannya seringkali
mengungkapkan bahwa agama (Islam) memiliki sifat yang membebaskan
dan mengajarkan perdamaian. Dengan demikian agama yang merupakan
pesan Tuhan bagi manusia memiliki aspek yang bersifat mengubah
(transformative aspect) suatu masyarakat dari kondisi ketidakadilan
menuju tercapainya kesejahteraan bersama (al-maslakah al’ammah). Dan
kiranya tidak berlebihan apabila pemikiran magqasid al-shariah yang
digagasnya dinamakan pemikiran magasid transformatif Abdurrahman

Wahid.
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Secara keseluruhan pemikiran magasid al-shariah Abdurrahman

Wahid dapat digambarkan sebagai berikut:

No. | Pemikiran Pemikiran Strategi dan Aksi
Magqasid al- Magqasid al-shariah | Abdurrahman Wahid
shariah Abdurrahman Wahid | dalam memecahkan
Abdurrahman | dalam Meneguhkan | problematika sosial-
Wahid Figih Nusantara keagamaan di Indonesia

1. | Al-Maslakah 1. Mengembangkan | 1. Jalur Struktural:
al-‘Ammah Toleransi Pembentukan
(Kesejahteraan (al-Fikrah Lembaga Swadaya
Umum/ al-Wasatiyyah) Masyarakat (LSM)
Kemaslahatan di Era lintas agama dan
Publik) Multikultural kultur terhadap

hegemoni kekuasaan
negara

2. | Sosio- 2. Mengembangkan | 2. Jalur Kultural:
Kultural- Pluralisme dalam a. Pengembangan
Historis konteks Pendidikan

Indonesia Pesantren dan
Masyarakat (P3M)
b. The Wahid
Institute (TWI)
c. Lakpesdam NU

3. | Penekanan 3. Meneguhkan
pada teori-teori Relasi Agama,
Usul Figih Tradisi dan
(legal theory) Modernitas
dan Kaidah-
kaidah
Fighiyyah
(legal maxim)
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BAB IV

PEMBAHASAN TEMUAN

A. Pemikiran Magasid al-Shariah Abdurrahman Wahid

Berdasarkan penyajian data dan analisis tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pemikiran magasid al-shariah Abdurrahman Wahid
adalah model berpikir yang berorientasi pada kemaslahatan publik
(al-maslakah al-‘Gmmah).>® Penekanan orientasi dan aplikasi hukum
Islam pada kemaslahatan publik ini dapat ditemukan dalam berbagai
tulisannya sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, pendekatan kemaslahatan
sebenarnya telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dengan berbagai
rumusan teori yang terus menerus mengalami perubahan dan
penyempurnaan. Hal ini dapat dipahami karena setiap zaman tentu
membawa perubahan dan menuntut adanya pembaruan-pembaruan baik di

tingkat teori maupun konsep yang telah dirumuskan.*

%93 Abdurrahman Wahid, Islam dan Formalisme Ajarannya. Dalam Islam Ku Islam Anda
Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 21. Dalam tulisannya Abdurrahman
Wahid secara eksplisit menyebut paradigma Islam yang berorientasi maslakah
al- ‘ammah.

% Aplikasi kajian istinbat hukum yang mempertimbangkan aspek maslakah terdapat
beberapa contoh praktik penetapan hukum dalam lintasan historis perkembangan
pemikiran hukum Islam. Pertama, khalifah Umar bin Abd Aziz, misalnya, ketika
menjabat Gubernur di Madinah mau memberi keputusan hukum bagi gugatan penggugat
bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi disertai sumpah penggugat.
Sumpah tersebut dimaksudkan sebagai ganti dari kedudukan seorang saksi yang lain.
Akan tetapi setelah beliau menjabat khalifah yang berkedudukan di ibukota negara saat
itu, yaitu Syam, beliau enggan memberikan ketetapan hukum atas pengajuan formula
saksi yang sama. Ketika ditanya tentang ijtihadnya tersebut beliau menjawab: “kami
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Menjadikan teori maslakah sebagai alternatif pemikiran cukup
beralasan. Sebab kerangka pikir teori maslakah lebih menekankan pada
nilai-nilai hukum yang terkandung pada keseluruhan nas, bukan semata
kasus per kasus, yang kemudian dipadukan dengan tuntutan realitas yang
terus berkembang atas dasar asas maslakah dan mafsadah. Dengan cara
ini, teori maslakah dapat menjamin adanya titik temu antara keabsahan
pemahaman terhadap teks dan kecenderungan-kecenderungan hukum yang
berada di luar teks. Dengan teori maslazah, penyandaran hukum terhadap
teks-teks nas tetap terjamin, terutama dalam maslakah yang mu tabarah.
Demikian juga penalaran yang berkembang di luar teks yang didasarkan
pada asas manfaat dan rasional tetap menemukan porsinya dan diakui

sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan shara’.>%®

melihat orang Syam berbeda dengan orang Madinah”. Kedua, Imam Abu Hanifah
membolehkan mengambil keputusan hukum dengan pengajuan saksi yang tidak diketahui
identitasnya. Beliau memandang segi keadilan seseorang saksi menurut lahirnya saja.
Akan tetapi fatwa yang muncul pada masa dua orang murid binaannya, tidak boleh
memberikan putusan hukum dengan persaksian orang seperti di atas. Apa yang menjadi
pertimbangan hukum adalah maslakzah mengingat telah merajalela kebohongan pada
masa kedua muridnya tersebut. Ketiga, Imam Shafi’i dalam pengembaraan ilmunya
pernah meninggalkan pendapat lamanya (gqaul gadim) yang dengan susah payah beliau
bangun sewaktu tinggal di Baghdad, Irak. Beliau lalu hijrah ke Mesir dengan membangun
paradigma figh barunya yang kemudian lazim disebut gaul jadid. Perbedaan kedua
paradigma figh ini tidak lepas dari pengaruh pengamatan al-Shafi’i terhadap kandungan
maslahah pada setiap komunitas maupun lingkungan yang berbeda-beda. Keempat,
khalifah Umar bin al-Khattab tidak menerapkan hukuman potong tangan pada masa
pemerintahannya. Berdasarkan pada QS al-Maidah: 38 hukuman bagi pencuri ialah
dipotong tangannya. Ayat ini telah diperkuat sunnah fi’liyyah di masa Rasulullah SAW
pernah mempraktikkannya. Namun demikian pada masa pemerintahannya, Umar tidak
menerapkan jenis hukuman ini dengan pertimbangan kondisi masyarakat yang tidak stabil
belum siap menerima hukuman tersebut. Dengan kata lain, maslakah yang menjadi
pijakan ketetapan hukum menuntut jenis hukuman lain untuk kondisi masyarakat yang
serba kekurangan. Selengkapnya lihat Yasid, Abu. Agustus 2004. Perubahan Hukum
Karena Perubahan Mashlahah. AULA, No. 08 Tahun XXV1, 79-80.

%05Zaini Rahman, Figh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan
Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 189.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori maslakah, disamping
tetap menjaga keabsahan pemahaman terhadap teks-teks nas, juga mampu
memberikan corak adaptabilitas dan fleksibilitas dalam hukum Islam,
sehingga diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
sosial yang dinamis. Dengan teori maslakah, logika “sababiyah” (kausa
hukum alam) dan otoritas akal dalam menilai realitas dapat berjalan
seiring dengan panduan nas. Di samping itu, dengan asas maslakah norma-
norma hukum di luar nas tetap dapat diakui sebagai hukum yang mengikat
secara shara’, seperti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tradisi, dan
norma-norma sosial lainnya, yang kesemuanya itu disebut sebagai sumber
hukum di luar teks (al-masadir al-kharijiah).3®

Dengan teori maslakah, tujuan dan idealitas konsep hukum dalam
Islam akan menemukan titik temu dengan realitas masyarakat. Menurut
Gus Dur, ada lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam sebagai
manifestasi dari misi kemaslahatan manusia, yaitu keselamatan agama,
fisik dan jiwa masyarakat, keluarga dan keturunan, harta benda dan
profesi.®” Lima dasar ini tidak akan tercapai tanpa didukung oleh
kosmopolitanisme peradaban Islam yang muncul dalam sejumlah unsur

dominan, seperti hilangnya batasan-batasan etnis, kuatnya pluralitas

%067aini Rahman, Figh Nusantara...., 189.

%7 jhat Wahid, Abdurrahmnan. 2007. Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme
Peradaban Islam. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.). Islam
Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (him. 4-8). Jakarta:
The Wahid Institute. Tulisan Abdurrahman Wahid ini bisa dilihat juga dalam Nurcholish
Madjid dkk. Islam Universal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1-11.
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budaya, dan heterogenitas politik. Cara pandang seperti ini merupakan
dimensi lain dari semangat pembaharuan hukum Islam.3%

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip kemajemukan sebagai
konsekuensi logis dari kondisi sosial-politik masyarakat yang majemuk
pula. Pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada
tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat.
Ketiganya merupakan satu-kesatuan sistem, yakni terdiri dari bagian-
bagian yang bisa saling bekerja sama dan saling terkait menurut pola dan
rencana tertentu. Dalam suatu sistem hukum, sejatinya tidak boleh terjadi
pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian
yang ada.

Di era reformasi di mana sistem dan konfigurasi politik Indonesia yang
sudah demokratis, serta semakin tingginya kesadaran keagamaan
masyarakat, maka dengan sendirinya peluang-peluang legislasi hukum
Islam semakin terbuka lebar. Transformasi nilai-nilai hukum Islam ke
dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewajiban konstitusional
negara dalam membangun sistem hukum nasional yang bersumber dari
ketiga sumber hukum di atas. Ketiga sub-sistem hukum ini merupakan
the living law bagi masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan

konstitusi negara yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.3%°

$%Zaini Rahman, Figh Nusantara...., 194. Lihat tulisan Abdurrahman Wahid dalam Islam
Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid
Institute, 2007) yang berjudul Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban
Islam hIm. 4-8 dan Hak Asasi Wanita dalam Islam him. 374-387.

992ahman, Figh Nusantara, 206. Pembahasan komprehensif mengenai perpaduan sistem
hukum nasional dari ketiganya dan implikasinya bagi perkembangan hukum Islam di
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Proses transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional ini dapat
disebut sebagai teori konstitusionalisasi (the constitutionalization theory)
dan teori akomodasi (the accomodation theory). Teori konstitusionalisasi
yang dimaksud di sini adalah transformasi nilai-nilai hukum agama ke
dalam hukum nasional sebagai kewajiban konstitusional negara
(obligation by constitution) untuk membangun sistem hukum nasional
melalui mekanisme konstitusional yang demokratis. Teori ini dibangun
berdasarkan argumentasi bahwa secara hirarkis Undang-Undang Dasar
1945 meletakkan posisi agama pada posisi yang tinggi.

Sedangkan teori akomodasi (the accomodation theory) dibangun atas
argumentasi bahwa negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh
subsistem hukum nasional ke dalam perundang-undangan dengan
menggunakan tolok ukur bahwa hukum Islam merupakan nilai-nilai yang
dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Perkembangan ke arah adopsi
yang semakin luas terhadap sistem hukum Islam juga berkesesuaian
dengan dinamika kesadaran hukum yang semakin tinggi di kalangan umat
Islam Indonesia, yang dituangkan dalam pelbagai bentuk peraturan
perundang-undangan, serta diwujudkan dalam esensi kelembagaan hukum
yang dikembangkan, sehingga dapat dikaitkan pula dengan pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat filosofis dan ketatanegaraan.'°

Indonesia lihat Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum
Islam dan Hukum Umum. (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

$192ahman, Figh Nusantara, 207. Upaya adopsi dan dinamisasi hukum Islam dalam

sistem hukum nasional pada tataran aplikasinya lihat Halim, Abdul. 2002. Ijtihad
Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia.
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Secara sosiologis, kesadaran untuk menerapkan hukum Islam ke dalam
bentuk perundang-undangan akan berhadapan dengan fakta pluralitas
masyarakat dan budayanya. Keberagaman suku, agama, etnis, dan nilai-
nilai sosial masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia.
Dalam perkembangannya, nilai-nilai dan ajaran Islam mengalami
akulturasi ke dalam budaya lokal, sehingga sejak itu ajaran Islam sudah
menyatu dengan keyakinan dan budaya masyarakat Indonesia yang
membentuk karakternya sendiri. ltulah sebabnya dalam berbagai kajian,
muncul istilah-istilah yang mencerminkan karakter tersebut, misalnya
istilah Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam Melayu, Islam Nusantara, dan
seterusnya, yang kemudian disebut dengan istilah Islam Indonesia atau
Islam Nusantara.

Untuk lebih jelas tentang perubahan hukum dalam rangka menggapai

kemasalahatan umum lihat tabel sebagai berikut:*!

Hukum Sifat Sumber Perubahan Tujuan

Ibadah Dogmatik | Perbedaan sumber | e Kesalehan ritual
hukum (al-Qur’an,
hadith, 1ma’, dan
giyas dan lain-lain)

Muamalah e Kesalehan sosial
Fleksibel dan kemaslahatan
e Perbedaan sumber hukum umum

e Perubahan situasi dan kondisi masyarakat

Dalam Ainurrofiq (Ed.). “Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Ushul Figh
Kontemporer (hlm. 230-247) Yogyakarta: Ar-Ruzz Press-IAIN Sunan Kalijaga.
$1yamal Ma’mur Asmani, Rezim Gender di NU (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 40
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Berdasarkan fakta-fakta di atas, sebagaimana juga dijelaskan oleh
teori penerimaan otoritas hukum Gibb, dorongan atas penerapan hukum
Islam di Indonesia dapat disandarkan pada dua alasan yang faktual; yakni
ajaran Islam sebagai nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat;
serta adanya dorongan dan legitimasi keagamaan yang menjadi beban
teologis penganutnya untuk dilaksanakan. Adapun kemungkinan adanya
hambatan sosiologis dari keberadaan hukum Adat dalam faktanya tidaklah
menjadi ancaman serius. Sebab hukum Islam dan hukum Adat sudah sejak
lama hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Dalam doktrin hukum
Islam sendiri, keberadaan hukum Adat sejauh tidak bertentangan dengan
dogma pokok Islam dapat diterima dan diakui menurut shara’.3*?

Adat yang dalam hukum Islam juga diistilahkan dengan ‘urf, bahkan
oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.
Adat yang hidup dan memberi manfaat bagi manusia dapat diakui secara
shara’ sebagai norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Dalam
hal ini, para ulama melegitimasi keberadaan adat dengan kaidah yang

berbunyi, al-‘Adah Muhakkamah (keberadaan adat dapat dijadikan

sebagai hukum).**® Bahkan jika nilai-nilai adat itu terkait secara langsung

12| ihat Azizy,Eklektisisme Hukum Nasional, 109-112. Daud Ali, Hukum Islam
Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo,
2014), 223-2717.

$3pentingnya kaidah ini menurut Abdurrahman Wahid terlihat dari upayanya dalam
mengembangkan doktrin Aswaja di era modern ini. Lihat Abdurrahman Wahid, Islam
Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid
Institute, 2007), 32-43. Menurutnya pengenalan Aswaja harus disusun meliputi dasar-
dasar umum kehidupan bermasyarakat, yang antara lain bidang-bidang umum berikut:
(1) Pandangan tentang manusia dan tempatnya dalam kehidupan (2) Pandangan tentang
ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Pandangan ekonomis tentang pengaturan kehidupan
bermasyarakat (4) Pandangan tentang hubungan individu dan masyarakat (5) Pandangan
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dengan terwujudnya kebutuhan dasar manusia baik itu dibidang muamalah
atau jinayah, dengan sendirinya menjadi menjadi bagian dan termasuk
dalam cakupan teori magasid shariah.

Secara epistemologi, magasid al-shartah merupakan cara kerja ilmiah
yang menyingkap maksud dan tujuan besar dari sebuah ajaran Islam.
Magasid al-shariah yang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman selalu
berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara melibatkan unsur
proyeksi, prognostikasi, dan spekulasi yang bermuara kepada
kemaslahatan. Dalam koridor kemaslahatan inilah magasid al-shariah
dikembangkan oleh Imam al-Shatibi melalui karya magnum opusnya yang
berjudul al-Muwafaqat fi al-Usil al-Shariah, dan Kkini banyak
diperbincangkan sebagai alat analisis sosial keagamaan yang bersifat
kontemporer oleh akademisi keilmuan shariat global dan nasional, seperti
Jasser Audah, Ibnu ‘Atiyah, Saeed al-Asmawi, A. Malik Madani, Syamsul
Anwar, Akh. Minhaji, Yudian Wahyudi, Hamim Ilyas, Noorhaidi Hasan,
dan lain sebagainya.®**

Dari semua wuraian di atas, sudah bisa digambarkan dan
dikonseptualisasi tentang bangunan paradigma dan karakter hukum Islam
yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Paradigma tersebut harus bisa

mengatasi dua hal sekaligus; Pertama adalah doktrin bahwa hukum Islam

tentang tradisi dan dinamisasinya melalui pranata-pranata hukum, pendidikan, politik dan
budaya (6) Pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat (7) Pandangan
tentang asas-asas internalisasi dan sosialisasi yang dapat dikembangkan dalam konteks
doktrin formal yang diterima saat ini. Selengkapnya lihat tulisannya yang berjudul
“Kerangka Pengembangan Doktrin Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja)”.

$1%Ghufron, Fathorrahman. 2016. Pancasila dan Magqasid Syari’ah. Dalam Kaha Anwar
(Ed.). Ekspresi Keberagamaan di Era Milenium (him. 56). Yogyakarta: IRCiSoD.
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bersifat universal karena merupakan bagian dari agama Islam yang
universal sifatnya. Menurut doktrin ini hukum Islam berlaku secara
mengikat bagi umatnya di manapun ia berada dan apapun
nasionalisasinya. Kedua, tuntutan berlakunya hukum Islam tersebut harus
mampu mengatasi logika-logika pluralisme kebangsaan, prinsip-prinsip
ketatanegaraan, dan dinamika perkembangan sosial.**

Sebagian Islamolog semisal J. Schact dan kebanyakan ahli Hadith
yang bercorak literalis menentang pemikiran mengenai adaptabilitas
hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam bersifat tetap dan
abadi sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Bagi
mereka, hukum Islam tidak bisa ditundukkan pada realitas, justru
sebaliknya realitaslah yang harus tunduk dan ditata sesuai dengan
keinginan hukum Islam. Pendapat ini ditentang oleh pemikir hukum Islam
lain dari kalangan reformis, seperti Subkhi Mahmasani yang berpendapat
bahwa sesungguhnya hukum Islam bercorak fleksibel, memberi ruang
berijtihad kepada manusia untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan
tuntutan lokalitas, perubahan waktu dan keadaan. Hal itu menunjukkan

bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.>'®

$15Rahman, Figh Nusantara, 209. Lihat juga Wahid, Abdurrahman. 2010. Paradigma
Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren. Dalam Hairus Salim H.S. (Ed.).
Menggerakkan Tradisi (hIm. 195-211), Yogyakarta: LKiS.

$15Rahman, Figh Nusantara, 209-210. Lihat uraian selengkapnya mengenai hal tersebut
dalam Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Yogyakarta: Insan
Madani, 2010).
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Pandangan tentang adaptabilitas hukum Islam di atas sejalan dengan
teori maslakah dan magasid shartah. Jika kata kuncinya adalah
kemaslahatan yang menjadi tujuan shara’, maka penilaian dan validasi atas
kemaslahatan itu menjadi relatif sesuai dengan kondisi, waktu, dan
lokalitas.**” Sebagai contoh, cara dan mekanisme bertransaksi di pasar
tradisional berbeda dengan di pasar modern walaupun syarat kesukarelaan,
keterbukaan, dan tanpa tipuan sama-sama terpenuhi. Demikian juga adat
kebiasaan transaksi di suatu daerah dengan daerah lain bisa berbeda, sama
halnya dengan perbedaan cara bertransaksi masyarakat zaman kuno
dengan zaman modern.

Itu artinya perbedaan ketentuan hukum Islam tentang suatu perkara
karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan adat kebiasaan adalah sah
sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan shara’ yang
utama, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta kekayaan (magqasid al-khamsah). Sebab menurut teori maslakah dan
maqasid shariah, ketentuan hukum Islam di samping harus mengacu pada
prinsip perlindungan atas lima hal pokok tadi (magqasid al-khamsah), juga
tidak boleh menimbulkan kesulitan, kepicikan, dan pembebanan yang
berlebihan (al-maslakah al-hgjiyat), serta memberi ruang bagi
terwujudnya kesempurnaan melalui pemenuhan terhadap keperluan yang

bersifat tersier (al-maslakah tahsiniyat). Dengan prinsip seperti itu, maka

37 jhat Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), v-viii.
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hukum Islam tidak bisa bersikap kaku dan lamban menghadapi perubahan
sosial.**®

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemaslahatan yang dapat menjadi
pertimbangan dalam pemikiran hukum Islam antara lain dapat bersumber
dari budaya dan nilai-nilai kebaikan, keadilan dan asas manfaat yang
hidup dan diyakini sebagai kebenaran dalam masyarakat. Nilai-nilai
tersebut selama demi kepentingan kemanusiaan universal dan tidak
bertentangan dengan doktrin pokok agama dapat diakui sebagai hukum
yang mengikat, baik secara yuridis konstitusional maupun secara teologis.

Oleh karena itu, dengan teori maslakah, norma-norma hukum yang
hidup di Indonesia, atau yang telah menjadi peraturan perundangan yang
dibuat oleh manusia dan bersumber kepada manusia itu sendiri dan
lingkungannya, dapat diakui sebagai peraturan yang Islami. Hal itu tentu
saja apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu; peraturan itu
meletakkan persamaan (al-musawah) kedudukan manusia di depan hukum
dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat ( ‘adam al-haraj), untuk
menegakkan keadilan (tahqiq al- ‘adalah bain al-ras), dapat mewujudkan
kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan (tahqiq al-masaliz wa

daf’u al-madar), serta pembentukannya melalui musyawarah.**

$18Rahman, Figh Nusantara, 210. Bandingkan dengan Imam Nakhe’i dan Wawan
Juandi, Revitalisasi Ushul Figh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam. Situbondo:
Ibrahimy Press, 2010), 274-280.

$1%2ahman, Figh Nusantara, 212.Lihat juga Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah
Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 41-58. Syukri Albani Nasution,
Filsafat Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) 113-119.
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Jika mengacu pada prinsip maslakah dan magasid al-shariah, nilai-
nilai kemaslahatan yang dijadikan dasar penerapan hukum dalam konteks
suatu negara harus benar-benar mencerminkan kepentingan umum, bukan
untuk kepentingan individu dan golongan tertentu secara subyektif. Sebab
shariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kebaikan manusia secara
keseluruhan. Begitu juga kemaslahatan yang lebih umum wajib
didahulukan dari kemaslahatan yang khusus. Oleh karena itu, perlu adanya
validasi dan verifikasi tentang tingkat urgensi kemaslahatan itu menurut
peringkat keumuman dan kekhususan, serta besar dan kecilnya perkara
yang mau diatur.>?°

Acuan utama untuk menilai urgensi dan relevansi pandangan shariah
terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan adalah prinsip-
prinsip dasar kenegaraan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
Di dalam keduanya terkandung konsensus nasional yang sudah final dan
tidak bisa dirubah demi menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Prinsip ini bisa digunakan sebagai tolak ukur
tertinggi untuk menilai tingkat urgensi kemaslahatan yang dijadikan acuan
penerapan hukum Islam di Indonesia.*

Memilih Pancasila sebagai dasar negara (bukan negara Islam) menurut
teori maslahah adalah sikap yang niscaya diambil. Sebab pada waktu itu

negara dalam keadaan terancam perpecahan yang dapat mengganggu

$20Rahman, Figh Nusantara...., 214.

! jhat Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan  Nilai-Nilai Indonesia dan
Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 164-184 dalam
tulisannya yang berjudul Agama, Ideologi dan Pembangunan.
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persiapan kemerdekaan, sehingga perlu segera diambil suatu kesepakatn
bersama dengan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan
primordial agama dan golongan. Persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa
merupakan jalan penyelamatan Indonesia menghadapi ancaman dari
kekuatan luar, sekaligus sebagai bentuk perlindungan kepada rakyat dari
segala bentuk penjajahan yang mengancam kemerdekaan, jiwa, dan agama
Islam sendiri.*??

Dalam teori maslakah, prinsip keadilan dan jenis-jenis kepentingan
dasar manusia yang menjadi tujuan shara’ dan terkandung dalam sejumlah
nas yang tidak terbatas, tingkat ke-gat’i-annya bisa lebih kuat dari
ketentuan satu nas qaz’i yang dinilai tidak sejalan dengan kemaslahatan
yang nyata. Tentang jenis dan wujud kongkrit dari nilai-nilai kemaslahatan
adalah bersifat teknis dan menjadi tanggung jawab manusia untuk
berijtihad sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Perincian dari jenis dan
macam-macam keadilan dan kemaslahatan itu tidak harus tertera dalam
nas tertentu, melainkan secara garis besar menjadi ruh dalam keseluruhan
nas yang tidak terbatas. Hal yang demikian inilah yang disebut dengan

maslakah mursalah.®?®

%22|_ihat Wahid, Abdurrahman. Pancasila dan Liberalisme. Dalam Abdurrahman Wahid,
Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001), 57-61. Lihat
juga tulisannya “Negara Berideologi Satu, Bukan Dua” dalam Abdurrahman Wabhid,
Islam Ku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The
Wahid Institute, 2006), 89-91.

$3Rahman, Figh Nusantara, 214. Lihat juga Imam Nakhe’i dan Wawan Juandi,
Revitalisasi Ushul Figh dalam Proses Istinbath Hukum Islam (Situbondo: Ibrahimy Press,
2010), 270-290. Ushul Figh “Mazhab Ma’had Aly” Situbondo ini menempatkan
pembahasan maslasah dalam bab magasid al-sharzah. Hal ini patut diapresiasi karena
dalam berbagai kitab usul figih magasid al-shariah menempati posisi yang tidak
proporsional dalam pembahasannya. Model pembahasan seperti yang dilakukan oleh
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Prinsip maslakah dan magasid al-sharrah dapat menjadi tolak ukur
efektivitas pemberlakuan hukum Islam, yakni dengan mengacu pada
kepentingan yang bersifat menyeluruh dan demi melindungi kepentingan
asasi manusia yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan
hak milik. Validasi dan verifikasi atas nilai dan jenis kemaslahatan yang
dijadikan pertimbangan penetapan suatu hukum dapat diputuskan melalui
kesepakatan bersama agar terhindar dari kepentingan subyektif individu
atau kelompok. Dalam konteks inilah al-Tafi lebih mendahulukan dalil
hukum maslahah dari pada ijma’, sebab ijma’ membuka kemungkinan
adanya perbedaan pendapat, sebaliknya maslahah dapat menjamin
terjadinya kesepakatan (makal al-ittifaq).>**

Dengan demikian, berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu
negara (hukm al-wad i), selama berpijak pada prinsip kesejahteraan dan
kemaslahatan umum dapat diakui oleh shara’ dan mengikat secara
teologis. Dalam perspektif ilmu hukum, kesejahteraan dan kepentingan
umum erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus
mengabdi pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan

kebahagiaan itu, maka harus dengan menyelenggarakan keadilan dan

ketertiban.

Mazhab Ma’had Aly ini mengingatkan kita pada model pembahasan yang dilakukan oleh
Al-Shatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat di mana maqasid al-sharrah menempati domain
pembahasan yang cukup signifikan dan representatif.

*2“Rahman, Figh Nusantara, 218-219. Pembahasan mengenai konsep maslahah al-Tafi
selengkapnya lihat Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik
terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2014). Lihat juga Pujiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak
Pergeseran Perilaku Kaum Santri (Yogyakarta: Mitra Pustaka-STAIN Jember Press,
2012).
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Posisi hukum Islam dalam memandang suatu produk hukum (wad i)
dapat diilustrasikan dalam kasus hukum publik yang berlaku di Indonesia.
Di satu sisi, hukum publik sudah diunifikasi dan berlaku secara umum
bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan agama dan
golongan. Sementara itu sistem hukum publik Islam masih tetap bertahan
pada nalar berpikir dan produk hukum lama tanpa melihat perkembangan
hukum negara-negara modern. Dalam situasi ini, umat Islam dihadapkan
pada dua pilihan; menolak produk hukum itu dengan alasan bukan hasil
legislasi terhadap hukum Islam; atau menerima dan membenarkan secara
shara’ karena dibuat oleh otoritas negara serta mengandung prinsip-prinsip
keadilan dan kemaslahatan umum.®®

llustrasi di atas dapat membangun kesadaran tentang pentingnya
obyektifikasi hukum Islam, khususnya di bidang hukum publik, dengan
konsep yang mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum modern.
Isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender dalam hukum,
dan lain-lain terkait dengan hukum publik juga perlu direspon oleh hukum
Islam.*?® Di sinilah teori maslakah dan magasid al-sharah perlu terus

dikembangkan, agar dapat membantu membuka kejumudan hukum Islam

$2>Rahman, Figh Nusantara,

$26Hukum Islam dituntut agar mampu merespons fenomena-fenomena sosial yang muncul
di era kontemporer ini. Di antara tantangan yang dihadapi adalah apakah hukum Islam
kompatibel dengan hukum-hukum modern atau sekuler yang berasal dari Barat. Dalam
konteks Indonesia yang memiliki tiga sumber hukum (Adat, Islam dan Barat), hal ini
merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dirumuskan dan dipecahkan sehingga
akan mampu memunculkan nilai-nilai hukum yang berorientasi pada kemaslahatan
publik. Lihat Abdullah Ahmed An-Na’im, Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan
Masa Depan Syariah (Bandung: Mizan, 2007), 391-437.
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dan menjadi kekuatan adaptabilitas hukum Islam dengan perkembangan
zaman.**’

Ada banyak contoh kasus produk hukum dan kebijakan negara yang
bisa dianalisis dalam perspektif asas kepentingan umum sesuai dengan
prinsip-prinsip teori maslakah. Hal ini tidak berarti secara serampangan
melegitimasi secara shara’ atas berbagai praktek kebijakan atas nama
kepentingan umum tanpa melakukan validasi dan verifikasi secara kolektif
sesuai dengan prinsip-prinsip penalaran shara’ tentu saja ini dibangun atas
asumsi  bahwa norma-norma hukum Islam sangat kaya dan
komprehensif.3?

Sebagai contoh adalah gagasan tentang undang-undang bela negara.
Jika kewajiban itu dibebankan kepada setiap individu warga negara, maka
berarti ada unsur pengorbanan dan pembebanan kepada individu untuk
kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga dan melindungi negara dari
ancaman dari luar. Sebab di era modern ini, walaupun sudah ada berbagai
traktat internasional yang mengatur hubungan antar negara, namun ambisi
untuk melakukan intervensi, hegemoni, atau bahkan ekspansi (mencaplok)
negara lain masih terus berjalan dengan segala bentuk dan cara. Untuk itu,

negara perlu terus menerus waspada terhadap ancaman tersebut, dengan

mempersiapkan seluruh warga negara untuk melakukan bela negara.

¥7Rahman, Figh Nusantara, 220.
¥8Rahman, Figh Nusantara...., 220.
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Dalam sudut pandang Islam, kalau membentuk negara wajib
hukumnya, maka melindungi dan bela negara juga hukumnya wajib bagi
setiap warga negara apapun profesinya. Dalam konteks ini jugalah jihad
diwajibkan, baik dalam bentuk merumuskan pemikiran, mensejahterakan
rakyat, termasuk ikut berperang secara fisik melawan ancaman dari luar.*?°

Kewajiban jihad seandainya tidak ditentukan oleh suatu nas akan
tetapi jika maksudnya untuk melindungi negara dan rakyat dari ancaman
luar, maka ia masuk dalam kategori maslakah dan maqasid al-shariah.
Sebab melindungi negara berarti juga melindungi semua hal yang
dilindungi oleh negara itu seperti jiwa, budaya, harta kekayaan, keturunan,
dan agama yang dianut oleh penduduknya. Pengertian tentang kewajiban
jihad di sini tidak selalu dalam pengertian perang fisik tetapi juga dalam
bentuk mencurahkan pikiran dan harta kekayaan untuk mewujudkan
tatanan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita shariah.

Contoh lain dari prinsip kemaslahatan kebangsaan sebagai
pertimbangan kebijakan hukum adalah wacana tentang penguasaan dan
pengelolaan aset-aset strategis dan sumberdaya alam oleh negara. Ini
artinya mengesampingkan hak dan kepentingan individu atau kelompok
warga negara untuk memiliki dan mengelolanya. Dalam khazanah Islam

ditegaskan bahwa kekayaan negara dapat berupa sumber air, energi, dan

%9Rahman, Figh Nusantara, 220-221. Penafsiran Abdurrahman Wahid mengenai
pemaknaan jihad dalam arti luas lihat dan cermati berbagai tulisannya dalam buku Islam
Ku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi antara lain 1.
Terorisme Harus Dilawan (him. 291-294) 2. Bersumber dari Pendangkalan (him. 299-
303) 3. NU dan Terorisme Berkedok Islam (him. 304-309) .
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kehutanan yang harus menjadi milik bersama dan dikelola negara, serta
tidak boleh dimonopoli oleh individu atau sekelompok orang.**°

Sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi, bahwa semua cabang
produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai, dimiliki, diatur, dan dikelola oleh negara. Demikian juga
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya haruslah
dikuasai, dimiliki, diatur, dan dikelola oleh negara. Seluruh aset negara
hasil dari usaha penambangan sumber daya alam serta berbagai industri
strategis digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta
untuk menjaga keutuhan, kebesaran, dan martabat bangsa, sebagaimana
kaidah yang berbunyi:®**

daladl b doe Hll e oY) (o s
“Kebijakan pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan rakyat.”

Di sini jelas ditegaskan bahwa terhadap aset negara yang strategis
sama sekali tidak boleh diserahkan pada swasta, apalagi swasta asing.
Karena ini menyangkut hajat hidup warga negara secara keseluruhan, juga
menyangkut keamanan negara, termasuk di dalamnya tentang rahasia
negara. Hal ini menjadi dasar yang kuat agar swasta, terutama asing, tidak

diperkenankan masuk ke dalam sektor strategis ini. Inilah yang dimaksud

%0Rahman, Figh Nusantara, 222. Lihat juga Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam
As Sultaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, terj. Fadhli Babhri
(Jakarta: Darul Falah, 2000), 298-310.

%lRahman, Figh Nusantara, 223. Kaidah ini menjadi salah satu pijakan teori
Abdurrahman Wahid dalam memecahkan problematika sosial-keagamaan di Indonesia.
Lihat tulisannya dalam buku Islam Ku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara
Demokrasi antara lain: (1) Islam dan Formalisme Ajarannya (him. 21-24) (2) Islam:
Ideologis Ataukah Kultural? (04) (him. 54-58) (3) Islam, Negara dan Rasa Keadilan
(hIm. 92-95).
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al-Mawardi dalam kitabnya al-Azkam al-Sultaniyah, bahwa penguasa
berkewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang
untuk berusaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi, mencegah terjadinya
monopoli dan eksploitasi, serta mengatur berbagai kepentingan ekonomi
rakyat, melarang dan mengambil tindakan hukum terhadap berbagai
praktek ekonomi yang curang.®*

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, upaya pemerataan pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu cermin dari
manifestasi teori maslakah dan magasid al-shariah.®** Kemaslahatan
publik (al-maslakah al-‘ammah) harus menjadi orientasi utama dari
program kerja pemerintah. Pemerataan pembangunan di segala bidang
harus dinikmati bersama oleh seluruh rakyat dan bukan milik sekelompok
orang atau golongan tertentu.

Dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Solidaritas Kita Sebagai
Bangsa”, Abdurrahman Wahid menyinggung tentang tidak meratanya
pembangunan (Orde Baru) di daerah Papua di mana kekayaan alam di
kawasan tersebut melalui penambangan oleh pihak Freeport hanya

dinikmati oleh segelintir orang yang tinggal di Jakarta. Ini berarti telah

%%2Rahman, Figh Nusantara, 223. Lihat lebih lanjut dalam Al-Mawardi, Al-Ahkam
As Sultaniyyah, 358-397.

¥3pentingnya pendekatan teori maslakah dan magasid al-sharfah dalam memecahkan
problematika kekinian semakin terlihat nilai relevansinya. Lihat Harun al-Rasyid, Fikih
Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Magashid al-Syari’ah
(Jakarta: Kencana, 2016). Karya ini merupakan hasil disertasi penulisnya di Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
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terjadi kemaslahatan yang timpang dan terjadi sebuah ketidakadilan sosial.
Terkait dengan hal ini ia mengatakan:>**

Penyelesaiannya sangat sederhana dalam teori, tapi sulit dipraktikkan.
Yaitu, menegakkan sistem ekonomi kerakyatan dengan menampung
segala macam perbedaan antardaerah, yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan sendiri. Ini berarti memajukan secara ekonomi
semua pihak di negeri kita dengan saling ketergantungan antar
daerah, sebagai kuncinya. Ditopang dengan sistem transportasi publik
yang ekstensif, dikombinasikan dengan upaya menutup kebocoran
serta menghilangkan pungutan-pungutan liar maka akan terjadi
penambahan sangat besar dalam penghasilan warga masyarakat kita,
dan menaikkan kemampuan daya beli yang semakin besar.
Perlombaan yang terjadi antara kenaikan penghasilan/ pendapatan di
satu pihak dan peningkatan daya beli (purchasing power) mereka di
pihak lain, akan membuat ekonomi kita semakin kuat, bukan semakin
lemah seperti sekarang ini. Sistem politik seperti itu hanya dapat
ditegakkan dan dijaga, apabila mengembangkan sistem politik yang
benar-benar bertanggungjawab pada kepentingan rakyat banyak.
Bukannya sistem politik ideal, yang hanya baik dalam retorika tetapi
saling bertentangan bagian-bagiannya satu sama lain dalam kenyataan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran al-Magasid
Abdurrahman Wahid merupakan pemikiran yang bertolak dari masalah-
masalah kemanusiaan dan realitas sosial di sekitarnya. Paradigma
pemikiran seperti ini mengandaikan bahwa agama haruslah membawa misi
perubahan (transformatif) bagi umat manusia. Dan bukan sebaliknya,
agama tidak boleh terkungkung dalam penafsiran yang ekslusif dan
sempit. Agama merupakan sebuah entitas yang membawa misi
transformatif (perubahan) dalam sebuah tatanan masyarakat menuju ke
arah yang lebih baik. Pemakaian kata “transformatif “ di sini merujuk

dalam berbagai karya dan tulisannya yang tersebar di berbagai media

$%Wahid, Abdurrahman. 2002. Solidaritas Kita Sebagai Bangsa. Dalam M. Imam Aziz
(Ed.). Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (hIm. 175-
176). Yogyakarta: LKiS.
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seperti jurnal, majalah, dan surat kabar yang berisi kumpulan
pemikirannya dan telah terkodifikasikan utuh dalam bentuk sebuah
buku.**

Pendekatan transformatif adalah paradigma yang lebih menekankan
pada dimensi praksis, daripada melulu teoritis dalam arti konvensional.
Kelompok transformis ini menunjukkan pada masyarakat perlunya
perubahan-perubahan mendasar melalui tiga serangkai gerakan, dari aksi
yang menghasilkan teori, teori yang menghasilkan aksi, dan aksi yang
berproses pada pendidikan kritis yang menghasilkan teori, serta teori yang
berkembang dalam proses belajar, dan proses belajar yang didasarkan pada
teori.®*®

Menurut Mujamil Qomar pola pikir transformatif merupakan pola
berpikir dengan cara merubah bentuk teknik sesuatu ketentuan, dengan
tetap mempertahankan substansinya. Pola berpikir ini muncul didasari
motif pencarian cara-cara atau teknik-teknik yang lebih efektif-efisien,
lebih produktif, lebih mampu mewujudkan kesejahteraan, dan lebih
menjamin kebaikan daripada cara-cara atau teknik-teknik konvensional

yang dipraktekkan selama ini. Pola berpikir ini sebenarnya berupaya

%5Lihat Wahid, Abdurrahman. 2007. (1) Agama dan Demokrasi (him. 281-290).
(2) Penafsiran Kembali Ajaran Agama Dua Kasus dari Jombang (him. 71-87). (3) Dalam
Agus Maftuh Abegebriel (Ed.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan
Transformasi Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute.

$0Zuly Qodir, Pembaharuan Pemikiran Islam Wacana dan Aksi Islam Indonesia
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 110-111.
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menyempurnakan pola berpikir yang lama dengan cara merubah bentuk
penampilan agar semakin produktif. %’

Sebagai seorang intelektual muslim yang berwawasan luas, Gus Dur
sepertinya menginginkan terciptanya penafsiran Islam yang berdimensi
sosial. Islam yang perduli dengan nasib sesama umat manusia dan tidak
hanya terpaku kepada kesalehan individual semata. Islam haruslah
dipahami sebagai agama yang membumi dan bersifat membebaskan umat
manusia dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Dari sinilah Gus
Dur menawarkan penafsiran terhadap Islam yang berporos pada realitas
faktual-empiris persoalan-persoalan kemanusiaan. Islam dengan demikian
menurutnya harus memiliki watak dan ciri khas transformatif dalam
memecahkan problematika keagamaan dan kebangsaan dewasa ini. Terkait
dengan hal ini Gus Dur mengatakan:*®

Pada dasarnya, setiap agama memiliki watak transformatif, yaitu

berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan menggantikan nilai-

nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran
agama. Dengan wataknya yang demikian itu agama tidak selalu
menekankan segi-segi harmoni dan aspek-aspek integratif dalam
kehidupan masyarakat, tetapi seringkali justru menimbulkan konflik-
konflik baru karena misinya yang transformatif itu mendapat
tantangan dari sebagian anggota masyarakat. Contoh yang paling
mudah diambil dalam hal ini adalah tantangan besar yang timbul
ketika kelompok Islam meminta dicantumkannya kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluknyadi dalam bagian batang
tubuh Undang-Undang Dasar kita tahun 1945.

%"Mujamil Qomar, Pemikiran Islam Metodologis Model Pemikiran Alternatif dalam
Memajukan Peradaban Islam (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 51.

$8Wahid, Abdurrahman. 2007. Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus Dari
Jombang. Dalam Agus Maftuh Abegebriel (Ed.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai
Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hlm. 77). Jakarta: The Wahid Institute.
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Dalam merealisasikan watak transformatif agama tersebut, Gus Dur
menggulirkan ide tentang perlunya reaktualisasi ajaran Islam. Dalam
upaya reaktualisasi ajaran agama tersebut, menurutnya diperlukan cara
pandang baru dalam memosisikan agama terkait dengan proses
transformasi sosial. Di sinilah, Gus Dur melihat bahwa agama harus
dipahami sebagai ajaran yang membawa kepada perubahan kepada
keadaan yang lebih baik dan kesejahteraan bagi umat manusia
(al-maslakah al-‘ammah). Dan bukan sebaliknya, ajaran yang hanya
menguntungkan pribadi dan kelompok tertentu sehingga agama dipakai
sebagai tameng dalam melanggenggkan kekuasaan dan penindasan.

Oleh karena itu dalam merumuskan reaktualisasi ajaran Islam, umat
Islam menurutnya, haruslah berpegang pada metodologi yang telah
dirumuskan para ulama klasik terdahulu yakni teori hukum agama (usl
al-figh) dan kaidah-kaidah hukum agama (qawa ’id al-figh). Jadi dalam hal
ini, umat Islam tidak hanya semata-mata berpegang kepada teks-teks
klasik terdahulu sebagai produk yang sudah jadi, tetapi lebih
mengupayakan dan memberdayakan metodologi (manhaj) tersebut.

Terkait dengan hal ini Gus Dur mengatakan:

Dengan demikian, sampailah kita kepada konfigurasi baru antara nilai-
nilai normatif yang dimiliki Islam dan proses reaktualisasi ajarannya
di hadapan perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat. Reaktualisasi adalah upaya penafsiran kembali, yang
memiliki validitasnya sendiri. la harus dilakukan, untuk menampung
kebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak pernah
sama jika dilihat dari sudut pandangan sejarah itu menuntut dari kaum
Muslimin kemampuan untuk merumuskan ulang kebutuhan hidup.
Prinsip-prinsip teori hukum agama (usul figh) dan kaidah-kaidah
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hukum agama (gawa’id figh) akan menjaga agar proses penafsiran
kembali itu tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam hal
yang ingin ditafsirkan ulang statusnya itu, dan tidak bertentangan
dengan maksud dan tujuan status hal itu sendiri semula.®*

Gagasan mengenai perlunya reaktualisasi hukum Islam merupakan
salah satu idenya dalam mengaktualkan kembali ajaran-ajaran Islam di era
kontemporer. Dalam upaya mengaktualkan ajaran Islam tersebut, ia
menawarkan cara baca dan pola pikir yang sama sekali baru untuk era
zamannya. Menurutnya, dalam mereaktualisasikan ajaran Islam, umat
Islam hendaknya tidak hanya terpaku pada ajaran tekstual semata (baik
teks primer maupun sekunder), yang selama ini menjadi metode kalangan
pesantren, tetapi haruslah ditunjang dan didukung dengan pendekatan-
pendekatan dan kelimuan lain, seperti ilmu sosiologi, antropologi, politik
ekonomi dan sejarah. Dari disiplin keilmuan inilah yang nantinya
memunculkan pendekatan sosiologis-kultural, sosiologis-antropologis, dan
sosiologis-historis dan sebagainya.*°

Gagasan reaktualisasi Islam Abdurrahman Wahid di atas semakin
dipertegas dengan ide “reaktualisasi Islam” yang dikonsepkan oleh
Kuntowijoyo. Kuntowijoyo menyebutnya dengan lima program
reinterpretasi. Menurutnya, untuk memerankan kembali misi rasional dan
empiris Islam, diperlukan beberapa program pembaruan pemikiran

reaktualisasi Islam yang dapat dilaksanakan pada saat ini.

$%Wahid, Abdurrahman. 2011. Nilai-Nilai Normatif dan Reaktualisasi Ajaran dalam
Islam. Dalam Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak, terj. M. Sahal Machfuz dan A.
Mustafa Bisri, (hIm. xiv), Jakarta: Pustaka Firdaus.

%%Wahid, Abdurrahman. 2007. Pengenalan Islam Sebagai Sistem Kemasyarakatan.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel (Ed.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan
Transformasi Kebudayaan (him. 195-201).
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Program pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial
struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami
ketentuan-ketentuan tertentu di dalam al-Qur’an. Selama ini, kita
melakukan penafsiran yang bersifat individual ketika memahami,
misalnya, sebuah ayat yang menyatakan larangan untuk hidup berlebih-
lebihan. Dari penafsiran individual terhadap ketentuan ini sering timbul
sikap untuk mengutuk orang-orang yang hidup berfoya-foya, yang
memiliki vila-vila di Puncak, atau yang mempunyai banyak simpanan
deposito di bank-bank luar negeri.3*

Sesungguhnya kecaman semacam itu sah saja adanya. Tapi yang lebih
mendasar sebenarnya adalah mencari sebab-sebab struktural mengapa
gejala hidup mewah dan berlebihan itu muncul dalam konteks sistem
sosial dan sistem ekonomi. Dengan upaya ini, penafsiran terhadap gejala
hidup mewah harus lebih dikembangkan pada perspektif sosial, pada
perspektif struktural. Dari penafsiran semacam ini, akan ditemukan akar
masalah yang paling esensial yaitu terjadinya konsentrasi kapital,
akumulasi kekayaan, dan sistem pemilikan sumber-sumber penghasilan
atas dasar etika keserakahan. Gejala-gejala seperti inilah sebenarnya yang
harus di rombak agar tidak memungkinkan terjadinya gaya hidup mewah,
gaya hidup yang secara moral maupun sosial sangat dikecam oleh

al-Qur’an.

1K untowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 2008), 473.
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Program kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara
berpikir objektif. Tujuan dilakukannya re-orientasi berpikir secara objektif
ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Tentang
ketentuan zakat, misalnya. Secara subjektif, tujuan zakat memang
diarahkan untuk “pembersihan” harta, juga untuk pembersihan jiwa. Tapi
sesungguhnya sisi objektif tujuan zakat pada intinya adalah tercapainya
kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itulah yang menjadi sasaran
objektif dikeluarkannya ketentuan untuk berzakat. Dari re-orientasi
semacam ini dapat dikembangkan tesis yang lebih luas bahwa Islam benar-
benar ingin memperjuangkan tercapainya kesejahteraan sosial yang di
dalamnya zakat merupakan salah satu sasarannya. Demikian juga tentang
masalah larangan riba. Ketentuan itu misalnya perlu diberi konteks pada
cita-cita egalitarianisme ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu, pada level aktual, dapat saja dikembangkan bentuk-
bentuk institusi bank yang bebas bunga (zero interesting bank) yang tidak
menggunakan rente, untuk membantu pemilikan modal bagi kelas
ekonomi lemah.3*

Selanjutnya program ketiga adalah mengubah Islam yang normatif
menjadi teoritis. Selama ini, umat Islam cenderung lebih menafsirkan
ayat-ayat al-Qur’an pada level normatif dan kurang memerhatikan adanya
kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka-

kerangkan teori ilmu. Secara normatif, umat Islam mungkin hanya dapat

¥2Kuntowijoyo, Paradigma Islam...., 474.
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mengembangkan tafsiran moral ketika memahami konsep tentang fugara’
dan konsep tentang masakin. Kaum fagir dan miskin paling-paling hanya
akan dilihat sebagai orang-orang yang perlu dikasihani sehingga wajib
diberi sedekah, infaq, atau zakat. Dengan pendekatan teoritis, umat Islam
mungkin akan dapat lebih memahami konsep tentang kaum fakir dan
kaum miskin pada konteks yang lebih riil, lebih faktual, sesuai dengan
kondisi-kondisi sosial, ekonomi, maupun kultural. Dengan cara itu, umat
Islam dapat mengembangkan konsep yang lebih tepat tentang siapa
sesungguhnya yang dimaksud sebagai fugara’ dan masakim itu; pada kelas
sosial dan ekonomi apa mereka berada dalam suatu masyarakat, dan
sebagainya. Demikianlah, kalau umat Islam berhasil memformulasikan
Islam secara teoritis, banyak disiplin ilmu yang secara orisinal dapat
dikembangkan menurut konsp-konsep al-Qur’an.*

Program yang keempat adalah mengubah pemahaman yang a-historis
menjadi historis. Selama ini pemahaman umat Islam mengenai kisah-kisah
yang ditulis dalam al-Qur’an cenderung sangat bersifat a-historis, padahal
maksud al-Qur’an menceritakan kisah-kisah itu adalah justru agar umat
Islam berpikir historis. Misalnya kisah tentang bangsa Israel yang tertindas
pada zaman Fir’aun sering hanya dipahami pada konteks zaman itu. Umat
Islam tidak pernah berpikir bahwa apa yang disebut sebagai kaum yang
tertindas itu sebenarnya ada di sepanjang zaman dan ada pada setiap

sistem sosial. Pada zaman feodalisme, kapitalisme dan sosialisme, selalu

#3K untowijoyo, Paradigma Islam...., 474-475.
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terdapat apa yang disebut sebagai kaum mustad’afin (kaum tertindas).
Oleh karena itu, sesungguhnya kita harus menjelaskan siapakah golongan-
golongan yang berada pada posisi tertindas itu di dalam sejarah; termasuk
pada saat sekarang ini, yaitu pada sistem sosial ekonomi yang
memungkinkan terjadinya konsentrasi kapital di tangan segelintir elite.
Contoh lain misalnya adalah bahwa di dalam sebuah ayat umat Islam
diperintahkan untuk *“ membebaskan mereka yang terbelenggu”. Dengan
cara berpikir historis, umat Islam akan dapat mengidentifikasi siapakah
yang dimaksudkan sebagai golongan “yang terbelenggu” itu dalam sistem
sosial politik sekarang ini.>**

Program kelima yaitu yang barangkali merupakan simpul dari keempat
program sebelumnya adalah bagaimana merumuskan formulasi-formulasi
wahyu yang bersifat umum (general) menjadi formulasi-formulasi yang
spesifik dan empiris. Dalam sebuah ayat, disebutkan bahwa Allah
mengecam orang-orang yang melakukan sirkulasi kekayaan hanya di
kalangan kaum kaya. Pernyataan ini jelas bersifat umum dan normatif.
Oleh karena itu, umat Islam perlu mengartikan pernyataan itu pada
pengertian yang spesifik dan empiris. Itu berarti umat Islam harus
menerjemahkan pernyataan itu ke dalam realita sekarang; bahwa Allah
mengecam keras adanya monopoli dan oligopoli dalam kehidupan
ekonomi politik, adanya penguasaan kekayaan oleh kalangan tertentu di

lingkungan elite yang berkuasa. Dengan menerjemahkan pernyataan yang

#“Kuntowijoyo, Paradigma Islam...., 475-476.
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umum itu secara spesifik untuk menatap gejala yang empiris, pemahaman
kita terhadap Islam akan selalu menjadi kontekstual, sehingga ia dapat
menumbuhkan kesadaran mengenai realitas sosial. Dan hal ini, pada
gilirannya, akan menyebabkan Islam menjadi agama yang lebih mengakar
di tengah-tengah gejolak sosial sekarang ini.**®

Dengan pembacaan teks-teks keislaman dalam perspektif kekinian
diharapkan akan memunculkan penafsiran Islam yang kompatibel dan
peka dengan zamannya. Kepekaan ini ditandai dengan kemampuannya
dalam memecahkan problem-problem sosial-kemasyarakatan yang
muncul. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang mampu
berdialog dengan realitas zamannya. Islam adalah agama yang menganut
alur progresifitas era di mana ia singgah dan hadir. Dan bukan sebaliknya,
Islam bukanlah agama yang pro regresifitas dan terbelakang.

Pribumisasi Islam adalah sebuah upaya dalam mendialogkan antara
nilai-nilai universal Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam dengan
realitas kontemporer diberbagai belahan dunia yang memiliki latar
belakang sosial politik, ekonomi, budaya dan agama yang berbeda-beda.
Kemampuan untuk berdialog dengan realitas kekinian dan kemampuannya
menjawab berbagai tantangan di era globalisasi tersebut akan

membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai

¥>Kuntowijoyo, Paradigma Islam...., 475.
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universal dan kompatibel dengan paradigma dan cara pandang umat
dewasa ini yang bercirikan pluralistik dan multikulturalistik.**

Kontekstualisasi ajaran Islam yang dikenal dengan pribumisasi Islam
inilah yang merupakan gagasan besar dari paradigma pemikiran
al-Magasid-nya yang secara implisit mengambil inspirasi dari magasid
al-shariah dalam kajian epistemologi hukum Islam. Dengan demikian
yang menjadi concern dari seorang Abdurrahman Wahid adalah
bagaimana merumuskan metodologi dalam menafsirkan teks-teks
keislaman dengan paradigma dan perspektif kekinian.

Dengan penjelasan di atas, pemikiran magasid al-shariah
Abdurrahman Wahid jika dikomparasikan dengan paradigma pemikiran

yang lain dapat digambarkan sebagai berikut:

No | Pemikiran Tujuan dan | Pendekatan
Magasid Keberpihakan
1. | Al-Magasid Kepentingan semua | Kepentingan ~ Umum/
Abdurrahman | golongan  (agama, | Publik (maslakah
Wahid suku, aliran dan | @-‘ammah)
(Substantif- golongan) baik | Perdasarkan  nilai-nilai
. . universal Islam
Inklusif- _ mgyor_ltas maupun (magasid  al-sharzah),
antroposentris) | minoritas, terutama | sosjologis-historis-
kalangan  minoritas | kultural, teori hukum
yang tertindas Islam (legal theory)
dan kaidah-kaidah

$5Gagasan pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid ini mendapat tanggapan dari MA
Sahal Mahfudz. Dalam pandangannya gagasan pribumisasi Islam yang dimaksudkan Gus
Dur mungkin adalah aplikasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari. Fokus permasalahannya adalah bagaimana ajaran Islam yang disepakati banyak
orang sebagai sesuatu yang universal ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat
Indonesia sehari-hari dengan berbagai tantangan dan permasalahan lokalnya. Hal ini dia
lakukan misalnya dengan menyebut Pancasila sebagai titik kompromi antara agama dan
budaya. Lihat MA Sahal Mahfudz, Masih Dalam Bingkai Fikih. Dalam Beyond The
Symbols Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur (him. 120-128). Bandung:
Tim INCReS-Remaja Rosda Karya.
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hukum Islam (legal
maxims)

2. | Utilitarianisme | Kebahagiaan orang | Rasionalitas

banyak, sementara | (rasionality approach)
kepentingan dan
perlindungan
minoritas kurang
mendapat perhatian
3. | Legal- Kepentingan Makna lahiriah teks
Eksklusif mayoritas  menjadi | (textual approach)
prioritas, sementara
kepentingan
minoritas seringkali
terabaikan

Paradigma utilitarianisme berasal dari tradisi pemikiran etika di Inggris
dan kemudian hari berkembang meluas ke negara-negara lain. Aliran ini
dipelopori oleh tokoh empirisme Inggris David Hume (1711-1776) dan
mendapatkan bentuk yang lebih matang dalam pemikiran Jeremy Bentham
(1748-1832). Bentham memulai pemikirannya dengan mengatakan bahwa
manusia menurut kodratnya tunduk pada dua penguasa yaitu: kesenangan
dan ketidaksenangan. Menurut kodratnya manusia mencari kesenangan

dan menghindari ketidaksenangan.3*’

Karena menurut kodratnya perilaku manusia terarah pada kebahagiaan,
maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat
meningkatkan atau menurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang.
Bentham meninggalkan prinsip  kesenangan individual dengan

menekankan bahwa kebahagiaan menyangkut seluruh umat manusia.

*"Donny Gahral Adian, Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan Dari David Hume
sampai Thomas Kuhn (Bandung: Teraju, 2002), 180.

236



Bentham mengemukakan prinsip utilitarian yang berbunyi: “the greatest
happines of the greatest number”, kebahagiaan terbesar bagi sebanyak
mungkin orang”. Berdasarkan prinsip itu, ia mengembangkan kalkulus
kebahagiaan dengan menerapkan prinsip kegunaan secara Kkuantitatif.
Sumber-sumber kesenangan dapat diukur dan diperhitungkan menurut
intensits dan lamanya perasaan yang ditimbulkan, kepastian akan
timbulnya perasaan itu, jauh dekatnya perasaan, kemurnian dan jangkauan
perasaan, dan lain sebagainya. Sesuatu absah secara moral apabila
kesenangan melebihi ketidaksenangan secara kuantitatif. Moralitas semua
perbuatan menurut Bentam dapat diperhitungkan secara matematis-

statistik.>*

Etika Bentham yang sangat kuantitatif “diperhalus” oleh rekan
sekaligus mentornya, John Stuart Mill (1806-1873). Mill juga seorang
utilitarian namun ia mengeritik pandangan Bentham bahwa kesenangan
dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. la berpendapat bahwa
kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih
tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Selain itu, Mill juga
berpendapat bahwa kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah
kebahagiaan semua orang dan bukan monopoli satu individu saja. Direktur
dan bawahan harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak
boleh dianggap lebih penting dari kebahagiaan orang lain. Mill

mengemukakan satu rumus moral, “ everybody to count for one, nobody to

*®Donny Gahral Adian, Menyoal Objektivisme llmu Pengetahuan, 181.
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count for more than one”. Perbuatan dinilai baik apabila kebahagiaan
melebihi ketidakbahagiaan, dimana kebahagiaan semua orang yang terlibat

dihitung dengan cara yang sama.**°

Sementara itu, M. Syafi’i Anwar dalam pengantar buku Islam Ku Islam
Anda Islam Kita mengatakan bahwa dalam memahami Islam terkait
dengan pemikiran politik Islam terdapat dua paradigma yakni paradigma
substantif-inklusif dan paradigma legal-eksklusif. Paradigma sustantif-
inklusif memiliki empat ciri-ciri yang menonjol. Pertama, adanya
kepercayaan yang tinggi bahwa al-Qur’an sebagai kitab suci berisikan
aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi
tidak menyediakan detil-detil pembahasan terhadap setiap obyek
permasalahan kehidupan. Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif
meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk
membangun kerajaan atau negara. Tetapi seperti halnya para nabi lainnya,
lainnya yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Ketiga,
shariat tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Demikian pula shariat tidak
berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik yang berkaitan dengan
pemerintahan atau sistem politik. Keempat, melakukan upaya yang
signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan
manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (Islamic injuctions) dalam
aktifitas politik. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini cenderung untuk

mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai-nilai Islam yang intrinsik,

¥9Donny Gahral Adian, Menyoal Objektivisme llmu Pengetahuan, 181-182.
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dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat

Indonesia modern.>*°

Sementara itu paradigma legal-eksklusif mempunyai ciri-ciri umum
sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa Islam bukan hanya agama,
tetapi juga sebuah sistem yang lengkap, sebuah ideologi universal dan
sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh
permasalahan kehidupan umat manusia. Kedua, mewajibkan kepada kaum
Muslimin untuk mendirikan negara Islam. Ketiga, shariat harus menjadi
fundamen dan jiwa dari agama, negara dan dunia. Keempat, menunjukkan
perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-
bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (imagined Islam
polity); seperti mewujudkan suatu sistem politik Islam, munculnya partai
Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya

Islam, serta eksperimentasi ketatanegaraan Islam.*

Untuk memperkuat tipologi tersebut M. Syafi’i Anwar menyebutkan
beberapa contoh pemikiran Gus Dur misalnya mengenai perbudakan yang
banyak menghiasi al-Qur’an dan Hadith. Sekarang, perbudakan tidak
diakui bangsa Muslim manapun, sehingga ia lenyap dari perbendaharaan

pemikiran kaum Muslimin. Karena itu Gus Dur berpendapat, umat Islam

$%0Anwar, M. Syafi’i. 2006. Islam Ku Islam Anda Islam Kita Membingkai Potret
Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid. Dalam Abdurrahman Wahid Islam Ku Islam
Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute,
2006), xvii-xviii.

$lAnwar, M. Syafi’i. 2006. Islam Ku Islam Anda Islam Kita Membingkai Potret
Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid. Dalam Abdurrahman Wahid Islam Ku Islam
Anda Islam Kita, Xix-Xxx.
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mau tak mau harus melakukan ijtihad untuk merubah ketentuan figh yang
sudah berabad-abad diikuti itu. Dengan berpijak pada firman Allah dalam
al-Qur’an yang menyatakan, “Kullu man ‘alaiha fa nin. Wa yabga wajhu
rabbika” (Tiada yang tetap dalam kehidupan kecuali wajah Tuhan), Gus
Dur lalu merujuk pada ketentuan usul figih yang berbunyi, al-Zukmu
yadiru ma’a ‘illatihi wujidan wa ‘adaman (hukum agama sepenuhnya
tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum
itu sendiri). Apa yang dilakukan Gus Dur sebenarnya adalah sebuah usaha
untuk memberikan substansiasi bagi figih itu sendiri, dengan tetap berpijak
pada fundamen yang telah digariskan oleh tujuan yang termaktub dalam

nilai-nilai shariat (maqasid al-sharzah).***

Sementara itu pemikiran magasid al-shariah yang digagasnya apabila
ditinjau dari sisi epistemologi hukum Islam agaknya lebih mendekati
kepada model komparasi dari berbagai pemikiran magasid yang
dirumuskan oleh para ulama klasik. Di satu sisi, Abdurrahman Wahid
mengadopsi gagasan magqgasid yang dirumuskan oleh al-Juwaynti,
al-Ghazali dan al-Shatibi dan al-Tafi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
pemikiran keislaman yang dilontarkannya di wilayah publik seperti
mengenai status dan peranan perempuan di wilayah publik, keluarga
berencana (family planning), dialog antar agama dan Pancasila sebagai

asas dan dasar negara.

%2Anwar, M. Syafi’i. 2006. Islam Ku Islam Anda Islam Kita Membingkai Potret
Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid. Dalam Abdurrahman Wahid Islam Ku Islam
Anda Islam Kita, xxii.
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Pemikiran magasid al-shariah Abdurrahman Wahid dapat dilihat
dalam pemetaan (mapping) berikut:
Nama Tokoh Latar Klasifikasi Cara Fungsi
Belakang al-Maslahah | Mengetahui al-Maslahah
Pemikiran al-Maslahah
Abdurrahman | Mazhab: Kekuatannya | ljtihadi dan Sebagai
Wahid : sesuai pendekatan
(Gus Dur) Shafi’i ; prosedur dalam
1940-2009 M darirat, ijtihad dengan | penggalian
dalil hukum | hajat, sangat hukum
yang tahsinat memperhitun | terutama
digunakanny | (masing- gkan dalam
a dalam masing kepentingan | wilayah
menetapkan | menyangkut | publik muamalah.
hukum Islam | pemeliharaan | (al-maslakat
adalah terhadap al- ‘ammah).
al-Qur’an, agama, jiwa,
al-Hadith, akal,
Ijma’ dan keturunan
Qiyas. dan harta).
Di samping
itu Cakupan:
pendekatan
al-maslazah | Maslahah
menjadi dunyawiyah
salah satu dan
favorit maslahah
pendekatann | ukhrawiyah
ya dalam
merumuskan | Legalitas:
hukum Islam
yang Semua
didialogkan | maslahah
dengan aspek | legal tapi
lokalitas dan | disesuaikan
realitas sosial | dengan nas,
kekinian. melalui
reaktualisasi
hukum Islam
dengan
pendekatan
keilmuan
Islam dan
teori-teori
sosial Barat.
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Salah satu pendekatan yang digunakannya dalam memecahkan
persoalan-persoalan di atas adalah dengan pendekatan kemaslahatan
publik (maslakat al-‘ammah). Dengan pendekatan ini, ia semakin
menegaskan keberpihakannya kepada kepentingan manusia, baik individu
maupun kelompok yang tertindas (warga minoritas). Karena keberpihakan
demi kepentingan manusia inilah magasid al-sharrah yang digagasnya
dapat dikatakan bercorak antroposentris (al-markaz al-basyariyah). Dan
karena pendekatan al-maslakah al-‘ammah (kepentingan publik) yang
digunakannya, kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa
pemikiran magasid al-sharzah yang digagasnya lebih condong kepada
pemikiran magasid al-sharzah yang dicetuskan oleh Najm al-Din al-Taufl.
Dengan kata lain, al-maslakah al-‘ammah yang digagas oleh
Abdurrahman Wahid adalah maslahat yang bersifat kemanusiaan

(antroposentris).

B. Pemikiran Magqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid dalam

Meneguhkan Figih Nusantara

Untuk menyingkap bagaimana al-Maqgasid Abdurrahman Wahid
dalam meneguhkan figih nusantara diperlukan penelitian yang mendalam
terhadap tulisannya yang tersebar di berbagai media massa. Terlepas dari
debat filosofi pemikiran dan tindakannya, sebagaimana umum diketahui,
jauh sebelum menjadi presiden, Gus Dur memang sering memerankan
dirinya sebagai aktor kritis terhadap negara. Perjuangannya yang gigih

menegakkan demokrasi, dan pemikirannya yang di luar kebiasaan umum
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selalu diposisikan sebagai ‘pesaing politik’ dari negara. Maka tak heran,
kalau ia kemudian dianggap sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik
paling independen di Indonesia sepanjang Orde Baru. Jika Presiden
Soeharto dengan kalangan tentara dan birokrasi, pada saat itu, dianggap
sayap negara (the state), maka Gus Dur dengan NU dan kalangan pro-
demokrasi adalah sayap masyarakat sipil (the civil society). Maka tak ayal
lagi, negara dan civil society selalu berhadapan dan bersitegang akibat
proses demokratisasi yang selalu membentur benteng otoriterisme-
birokrasi raksasa politik Orde Baru.**®

Disadari, memang tidak mudah merumuskan pokok-pokok pemikiran
Gus Dur. Karena, pemikirannya tersebar ke berbagai media massa dan
ditulis dalam waktu yang berlainan secara singkat-singkat, jika tidak hanya
berupa lontaran-lontaran gagasan belaka. Dari studi bibliografis, ternyata
ditemukan ada 494 buah tulisan Gus Dur sejak awal 1970-an hingga akhir
1990-an. Karya intelektual yang ditulis selama lebih dari dua dasawarsa
itu diklasifikasikan ke dalam delapan bentuk tulisan, yakni tulisan dalam
bentuk buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, antologi buku,

artikel, kolom, dan makalah.>**

%3Tim INCReS, Beyond The Symbols, 32. Lihat juga Ma’mun Murod al-Brebesy,
Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1999), 151-201. Ahmad Amir Aziz, Neo-Modernisme Islam
Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid Abdurrahman Wahid, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), 38-74. Laode Ida dan A. Tantowi Djauhari, Gus Dur Di Antara
Keberhasilan dan Kenestapaan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 231-250.

%4Tim INCReS, Beyond The Symbols, 35. Sementara itu karya intelektual Gus Dur pasca
1990-an di antaranya adalah (1) Membangun Demokrasi, (Bandung: Rosda Karya,
1999). Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000). Pergulatan Agama,
Negara, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001). Menggerakkan Tradisi
(Yogyakarta: LKiS, 2001). Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama
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Rincian jumlah dari setiap Klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam Tabel

berikut:*®°

No. | Bentuk Tulisan Jumlah Keterangan

1. | Buku 12 buku | Terdapat pengulangan
tulisan

2. | Buku Terjemahan 1 buku Bersama Hasyim
Wahid

3. | Kata Pengantar Buku 20 buku | -

4. | Epilog Buku 1 buku -

5. | Antologi Buku 41 buku | -

6. | Artikel 263 buah | Di berbagai makalah,
Surat Kabar, Jurnal,
dan Media Massa

7. | Kolom 105 buah | Di berbagai Majalah

8. | Makalah 50 buah | Sebagian besar tidak
dipubliksasikan

493 buah

Era Lengser (Yogyakarta: LKiS, 2002). Islam Ku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The
Wahid Institute, 2006). Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi
Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007). Membaca Sejarah Nusantara
(Yogyakarta: LKiS, 2010). Sedangkan dalam bentuk artikel dan kolom yang terdapat
dalam sebuah buku di antaranya adalah dalam Nasrullah Ali Fauzi (Ed.). ICMI Antara
Status Quo dan Demokratisasi, (Bandung: Mizan, 1995). Abu Zahra (Ed.). Politik Demi
Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.). Passing Over Melintasi Batas Agama
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-Paramadina, 1998). Sahar L. Hasan, Kuat
Sukardiyono dan Dadi M.h. Basri (Eds.). Memilih Partai Islam Visi, Misi, dan Persepsi
(Jakarta: Gema Insani Press, 1998). Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (Eds.). Mengapa
Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan
Presiden (Jakarta: Alvabet, 1999). Arief Afandi (Ed.). Islam Demokrasi Atas Bawah
Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997).

¥*Tim INCReS, Beyond The Symbols, 35.
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Dari Tabel tersebut, jelaslah bahwa Gus Dur tidak sekedar membuat
pernyataan dan melakukan aksi-aksi sosial politik, kebudayaan, dan
pemberdayaan civil society belaka, melainkan juga merefleksikannya ke
dalam tulisan, baik dalam bentuk artikel, kolom, makalah, maupun kata
pengantar buku, yang sebagian tulisan tersebut belakangan diterbitkan
dalam bentuk buku.®*® Hanya saja, karena buku-buku yang diterbitkan itu
dalam bentuk bunga rampai, tanpa ada rekonstruksi dari Gus Dur sendiri,
maka kesan ketidakutuhan bangunan pemikiran menjadi tidak bisa
dihindari. Tetapi itulah barangkali cermin dari latar intelektual Gus Dur
yang bukan dari tradisi akademik “sekolahan modern” di mana setiap
tulisan mesti terikat dengan suatu metodologi dan referensi formal. Gus
Dur adalah seorang intelektual bebas (independen), atau mungkin—
meminjam istilah Antonio Gramsci—“intelektual organik” dari tradisi
akademik pesantren, sehingga tulisan-tulisannya cenderung bersifat
reflektif, membumi, terkait dengan dunia penghayatan realitas, bahkan
senantiasa bermotifkan transformatif.®’

Sebanding dengan waktu dan kepentingan tulisan-tulisan tersebut
dibuat, tema pembicaraan atau wacana yang dikembangkannya pun sangat

beragam dan kompleks: mengenai apa saja. Mulai dari wacana figih

%56Buku yang di maksud di antaranya adalah seperti berikut ini berdasarkan urutan tahun
terbitnya; (1) Membangun Demokrasi, (Bandung: Rosda Karya, 1999). Tuhan Tidak
Perlu di Bela (Yogyakarta: LKiS, 1999). Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS,
2000). Pergulatan Agama, Negara, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001).
Menggerakkan Tradisi (Yogyakarta: LKiS, 2001). Kumpulan Kolom dan Artikel
Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (Yogyakarta: LKiS, 2002). Islam Ku Islam
Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai
Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007). Membaca
Sejarah Nusantara (Yogyakarta: LKiS, 2010).

%'Tim INCReS, Beyond The Symbols, 36.
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praktis di pesantren hingga wacana global “rekayasa masa depan”
disinggung oleh Gus Dur. Jenis tulisannya pun beragam. Mulai dari bentuk
tulisan yang serius-akademis hingga tulisan ringan-populer, semuanya
dilakukan oleh Gus Dur. Namun begitu, untuk kepentingan pemahaman
makro pemikiran Gus Dur, secara simplifikasi tulisan-tulisan tersebut
dapat dikelompokkan ke dalam tujuh tema pokok. Ketujuh tema pokok ini
juga menandai gagasan besar yang menjadi perhatian Gus Dur selama ini,
baik melalui tulisan maupun visi gerakannya. Tujuh hal yang dimaksud
adalah: pertama, pandangan-dunia pesantren, kedua, pribumisasi Islam,
ketiga, keharusan demokarasi, keempat, finalitas negara-bangsa Pancasila,
kelima, pluralisme agama, keenam, humanitarianisme universal, dan
ketujuh, antropologi kiai.**®

Dalam memecahkan berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan,
jika diteliti dari beberapa tulisannya, tampaknya Gus Dur biasa
menyikapinya dengan model tematik. Dalam artian tidak menggeneralisir
persoalan seperti yang tercermin dalam kitab-kitab figih klasik. Hal ini
terlihat dari berbagai isu-isu kebangsaan yang digulirkannya, misalnya

mengenai tema-tema pluralisme,®° demokratisasi,**® kedudukan warga

%8Tim INCReS, Beyond The Symbols, 37. Buku yang memuat kumpulan artikel
mengenai antropologi kiai ini lihat Abdurrahman Wahid, Kiai Nyentrik Membela
Pemerintah, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

9Lihat Wahid, Abdurrahman. 1997. Islam, Pluralisme dan Demokratisasi. Dalam Arief
Afandi (Ed.), Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model
Gus Dur dan Amien Rais (hIm. 107-121). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

%0 jhat Wahid, Abdurrahman. 2011. Demokrasi Haruslah Diperjuangkan. Dalam
Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu DiBela (him. 221-224). Yogyakarta: LKiS.
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2 ekonomi kerakyatan,**® perlunya sikap

non-muslim,*! kebudayaan,*
menghargai terhadap tradisi dan budaya lokal,*** dan reaktualisasi hukum
Islam di era globalisasi.*®®

Untuk memudahkan dalam “membaca” pemikiran Gus Dur, diperlukan
kejelian dan ketelitian yang mendalam. Berikut ini pemikiran Gus Dur

digambarkan secara tematik dalam rangka upaya tersebut.

Tema-tema Pokok Pemikiran Gus Dur:®

No. | Tema Pokok Pemikiran Jumlah Tulisan Keterangan
1. | Pandangan tentang Dunia | 70 buah | Termasuk tema pesantren
Pesantren versus modernisasi, dan
pengembangan masyarakat
2. | Pribumisasi Islam 43 buah | Termasuk tentang tema
pembaharuan Islam
3. | Keharusan demokrasi 140 buah | Termasuk  tema  civil
society dan pemberdayaan
ekonomi
4. | Finalitas negara bangsa | 73 buah | Termasuk tema hubungan

%! jhat Wahid, Abdurrahman. 2002. Paham Konghuchu dan Agama. Dalam
Abdurrahman Wahid, Kumpulan Kolom dan Artikel Selama Era Lengser (him. 213-216).
Yogyakarta: LKiS.

%2\ ihat Wahid, Abdurrahman. 2001. Negara dan Kebudayaan. Dalam Abdurrahman
Wabhid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (hIm. 1-8). Jakarta: Desantara. Dan
artikel-artikel lain dalam buku tersebut yang berjudul misalnya (1) Mendesentralisasikan
Kebudayaan Bangsa, (2) Nilai-Nilai Budaya Indonesia, Apakah Keberadaannya Kini? (3)
Tradisi, kebudayaan Modern dan Birokratisasi.

3| jhat Wahid, Abdurrahman. 2002. Dasar-Dasar Ekonomi Rakyat. Dalam Abdurrahman
Wahid, Kumpulan Kolom dan Artikel Selama Era Lengser (him. 201-204). Yogyakarta:
LKiS.

%4L_ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. Asal Usul Tradisi Keilmuan Pesantren. Dalam Agus
Maftuh Abegebriel (Ed.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi
Kebudayaan (hlm. 121-135). Jakarta: The Wahid Institute. Lihat juga Wahid,
Abdurrahman. 2001. Dialektika Islam, Adat dan Kebangsaan dalam Tradisi Minang.
(hIm. 103-108). Islam, Seni dan Kehidupan Beragama (hlm. 145-150). Pesantren Profil
Sebuah Subkultural (hlm. 133-138). Pesantren dalam Kesusasteraan Indonesia (hIm. 139-
144). Dalam Abdurrahman Wabhid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan Jakarta:
Desantara.

%5Wahid, Abdurrahman. 2011. Nilai-nilai Normatif dan Reaktualisasi Ajaran dalam
Islam. Dalam Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak, terj. M. Sahal Machfuz dan A.
Mustafa Bisri, (hIm. xv), Jakarta: Pustaka Firdaus.

%°Tim INCReS, Beyond The Symbols, 38.
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Pancasila NU, agama, dan negara
5. | Pluralisme agama 31 buah | Termasuk tema Islam
toleran dan inklusif
6. | Humanitarianisme 72 buah | Termasuk tema HAM,
universal gender, dan lingkungan
hidup
7. | Antropologi kiai 24 buah | Sebagian besar berbentuk
kolom

Tabel tersebut, secara umum menjelaskan keluasan wawasan dan

besarnya perhatian Gus Dur terhadap tema-tema kontemporer yang

menjadi isu global abad XX, yakni demokrasi, HAM, lingkungan hidup,

dan gender.®*” Tema-tema pokok inilah barangkali yang melandasi seluruh

gerakan Gus Dur selama ini, baik dalam wilayah keagamaan, politik,

kebudayaan, maupun ekonomi. Semua tema keagamaan (Islam) melalui

kekayaan intelektual dan kebudayaan pesantren. Ini tidak lain karena

pemikiran Gus Dur mengenai agama diperoleh dari dunia pesantren yang

sangat akrab dengan budaya lokal. Lembaga inilah yang membentuk

karakter keberagamaan Gus Dur. Sementara pengembaraannya di Timur

Tengah dan di Barat telah mempertemukan Gus Dur dengan berbagai isu-

isu mondial yang membuat Gus Dur harus berpikir kosmopolit dan liberal.

%7 jhat Wahid, Abdurrahman. 2006. Islam dan Kepemimpinan Wanita. Dalam
Abdurrahman Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita (hIm. 128-132). Jakarta: The
Wahid Institute. Lihat juga Wahid, Abdurrahman. 2007. Hak Asasi Wanita dalam Islam.
Dalam Agus Maftuh Abegebriel (Ed.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan
Transformasi Kebudayaan (hlm. 374-387). Jakarta: The Wahid Institute.
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Jika dilacak, dari segi kultural, Gus Dur memang melintasi tiga model
lapisan budaya. Pertama, kultur dunia pesantren yang sangat hierarkis,
penuh dengan etika yang serba formal, dan apreciate dengan budaya lokal;
kedua, budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras; ketiga, lapisan
budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Semua lapisan kultural itu
tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur membentuk sinergi.
Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi
Gus Dur.3®

Sementara itu, dalam pandangan Greg Barton, Gus Dur diibaratkan
sebagai tokoh yang hendak membebaskan umat dari beban sejarah politik
masa lalunya, seraya menyeru agar umat Islam Indonesia mampu
menjawab beberapa persoalan mendesak, seperti kemajemukan dalam
berbagai bangsa dan bernegara, demokratisasi, dan keadilan sosial. di sisi
lain, Gus Dur, menurutnya, termasuk salah satu tokoh penting yang
melengkapi khazanah intelektual Islam Indonesia lewat literatur klasik.
Dalam konteks inilah, ia—bersama Nurcholish Madjid—Iantas disebut

sebagai kelompok neo-modernisme.*®

%5Tim INCReS, Beyond The Symbols, 38-39.

%9Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-Modernisme
Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, (Jakarta:
Paramadina-Pustaka Antara-Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999),
5. Lihat juga Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang
Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 121-130.
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Untuk mengetahui spektrum intelektualitas Gus Dur dari waktu ke
waktu, dan kecenderungan wacana yang dikembangkannya, lihat

periodesasi berdasarkan dekade berikut ini:*"

No. | Periode | Jumlah Kecenderungan Wacana

Tulisan

1. 1970-an | 37 buah TradisiPesantren, Modernisasi Pesantren,
NU, HAM, Reinterpretasi  Ajaran,

Pembangunan, Demokrasi

2. | 1980-an | 189 buah | Dunia Pesantren, NU, Ideologi Negara
(Pancasila), Pembangunan, Militerisme,
Pengembangan Masyarakat, Pribumisasi
Islam, HAM, Modernisme,

Kontekstualisasi Ajaran, Partai Politik.

3. | 1990-an | 253 buah | Pembaharuan Ajaran Islam, Demokrasi,
Kepemimpinan  Umat, = Pembangunan,
HAM, Kebangsaan, Partai Politik, Gender,
Toleransi Agama, Universalisme Islam,
NU, Globalisasi.

4. |1990-an | 253 buah | Pembaharuan Ajaran Islam, Demokrasi,
Kepemimpinan  Umat, = Pembangunan,
HAM, Kebangsaan, Partai Politik, Gender,
Toleransi Agama, Universalisme Islam,
NU, Globalisasi.

Dari tabel tersebut, tergambar produktivitas tulisan Gus Dur dari
periode ke periode. Secara kuntitatif, statistika tulisan Gus Dur dari tahun

ke tahun kian meningkat: dari 37 buah (1970-an) ke 189 buah (1980-an)

¥°Tim INCReS, Beyond The Symbols, 40.
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hingga 253 (1990-an). Wacana yang dikembangkannya pun tampaknya
mengikuti garis statistik ini. Kompleksitas wacana yang menjadi perhatian
Gus Dur menunjukkan bahwa Gus Dur adalah seorang generalis, bukan
spesialis keilmuan tertentu. Hampir setiap isu kontemporer direspons Gus
Dur. Ini mungkin berkaitan dengan posisinya sebagai pemimpin publik
dan aktivitas gerakan sosial, terutama di organisasi NU. Sebagai pemimpin
berjuta-juta umat pada level nasional dan internasional (selaku Presiden
WCRP) memaksa Gus Dur untuk terlibat dalam segala urusan publik,
mulai dari wacana internal keagamaan dan ke-NU-an hingga wacana
global yang menjadi trend Dunia Ketiga.*"*

Meski secara kuantitatif garis statistiknya kian meningkat, namun
belum tentu untuk kualitas tulisan-tulisan tersebut. Untuk mengetahui
secara pasti kualitas masing-masing tulisan tersebut kiranya butuh
penelitian khusus. Tetapi dengan asumsi bahwa standar tulisan di jurnal
ilmiah, seperti Prisma, lebih serius dan lebih bermutu ketimbang tulisan
artikel atau kolom di Majalah atau Surat Kabar Harian, maka periode
pertengahan akhir 1970-an hingga pertengahan pertama 1980-an
merupakan puncak keemasan intelektual Gus Dur. Kurun waktu inilah
kiranya bisa disebut “periode ilmiah” Gus Dur. Sepanjang tahun tersebut,
Gus Dur mencurahkan energi intelektualnya ke berbagai media massa

terkemuka, seperti Prisma, Tempo, dan Kompas.32

¥ITim INCReS, Beyond The Symbols, 39-40.
¥2Tim INCReS, Beyond The Symbols...., 40-41.



Sementara pada periode pertengahan akhir 1980-an hingga
pertengahan awal 1990-an, tulisan Gus Dur memang tersebar ke berbagai
media massa dengan jangkauan lebih luas lagi. Bukan hanya Prisma,
Tempo, Kompas, Pesantren, melainkan juga di Panji Masyarakat, Aula,
Pelita, Editor, Amanah, Media Indonesia, Jawa Pos, Forum Keadilan, dan
sejenisnya. Akan tetapi, tulisan-tulisan periode ini relatif lebih pendek dan
singkat ketimbang pada periode sebelumnya. Sebagian tulisannya
diterbitkan dalam bentuk antologi.

Sementara pada periode 1990-an akhir, tulisan-tulisan Gus Dur selain
dalam bentuk artikel dan kolom di pelbagai media massa juga menulis
kata pengantar untuk sejumlah buku. Pada periode inilah tulisan-tulisan
mulai diterbitkan dalam bentuk buku dan antologi buku secara meluas.
Praktis, tulisan-tulisan periode ini, boleh dikatakan, selain memang ada
inovasi baru, juga berupa pengembangan dan reproduksi dari gagasan-
gagasan besar periode sebelumnya.®"®

Terkait dengan ajaran Islam yang membawa visi transformatif dalam
pandangan Gus Dur, Ahmad Baso seorang intelektual muda Nahdlatul
Ulama memberikan analisis kritis. Visi transformatif tersebut adalah visi
Islam yang membawa kepada perubahan yang ditampilkan sebagai “the

hope” yakni sebagai “kekuatan transformatif tanpa nama Islam”. Dalam

¥3Tim INCReS, Beyond The Symbols...., 41.



konteks ini Gus Dur mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Ahmad

Baso:*"
“... Islam tidak selayaknya harus berhadapan dengan ideologi-ideologi
tranformatif mana pun di dunia, karena ia harus juga melakukan kerja
transformatifnya sendiri. ..yang terjadi adalah sebuah hubungan
simbiotik dengan sebuah kesadaran transformatif tanpa nama, yang
lalu mewujudkan diri dalam kesadaran pelestarian lingkungan,

pengembangan keswadayaan, penegakan demokrasi tanpa merinci
terlebih dahulu bentuk sistemiknya, dan sebagainya.

Pernyataan Gus Dur yang dikutip oleh Ahmad Baso di atas,
konteksnya adalah tentang bagaimana membumikan penafsiran Islam
dalam konteks kekinian. Apakah Islam akan diarahkan kepada sebuah
perjuangan ideologis atau sebuah wacana dan gerakan kultural yang
membela rakyat kecil yang tertindas. Secara singkat Baso sebenarnya
membandingkan ide “islamisasi” yang dibawa oleh Nurcholish Madjid dan
“pribumisasi” yang digulirkan oleh Gus Dur. Baso sampai pada
kesimpulan pertanyaan, Islam “harus melakukan kerja transformatifnya
sendiri” dengan kesadaran transformatif tanpa nama”? Apakah dengan
demikian “Islamisasi” tidak diperlukan bila kita berbicara tentang
demokrasi dan pelestarian lingkungan hidup?*"

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid sebagaimana dikutip oleh
Ahmad Baso pada tahun 1991, “Weltanschaung (pandangan hidup) Islam

sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasikan kenyataan-kenyataan

yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat.”

$"“Ahmad Baso, NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan
Fundamentalisme Neo-Liberal, (Jakarta: Erlangga, 2006), 281-282.
*Baso, NU Studies...., 282,
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Dalam soal pandangan dunia ini, ia membedakan antara ajaran Islam
sebagai “nilai-nilai dasar” seperti demokrasi, keadilan dan persamaan, dan
Islam sebagai “kerangka operasionalisasi” seperti dirumuskan dalam satu
kaidah figih yang sering dikutip oleh Abdurrahman Wahid, “Tasarruf
al-imam ‘ala al-ra’iyyah manirun bi al-maslakah” (tindakan pemegang
kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan
mereka). Mungkin pemilahan tersebut bersifat arbitrer, yakni rekaan
Abdurrahman Wahid sendiri. Namun ada sesuatu yang lebih mendasar
dalam pemilihan tersebut, yaitu munculnya pengertian tentang Islam yang
melampaui  batas-batas formalisme ortodoksi dan konservatisme
beragama.®"®

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam haruslah ditilik dari fungsinya
sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga
masyarakat, apa pun bentuk masyarakat yang digunakan, masyarakat
Islami atau bukan. Pada kesempatan lainnya ia juga mengungkap soal
“universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam” yang
disebutnya “menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-
unsur utama dari kemanusiaan (al-insaniyyah)” seperti keadilan,

demokrasi, pluralisme dan hak asasi manusia.®”’

Argumen yang
dikemukakan Abdurrahman Wahid berasal dari prinsip al-kulliyat

al-khams (lima prinsip dasar) yang dikenal dalam lingkungan figih

**Baso, NU Studies...., 282.

¥ ihat Wahid, Abdurrahman. 2007. Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme
Peradaban Islam. Dalam Agus Maftuh Abegebriel (Ed.), Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai
Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hlm. 3-14). Jakarta: The Wahid Institute.
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mazhab Shafi’i, yaitu perlindungan keyakinan beragama (hifz al-din),
perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan atas harta benda (hifz
al-mal), perlindungan terhadap akal (hifz al- ‘ag/), serta jaminan reproduksi
dan berkeluarga (hifz al-nasl). Pada poin ini, universalisme pandangan
hidup atau weltanschaung Islam terletak pada “pandangan keadilan
sosial”-nya.e’78

Dilihat dari perspektif kajian tafsir, model penafsiran yang ditawarkan
oleh Abdurrahman Wahid adalah model penafsiran yang berpijak pada
realitas empirik kemanusiaan, penggunaan metodologi (teori dan kaidah-
kaidah hukum Islam) dan teks-teks keislaman yang saling berkaitan satu
sama lain. Sebuah model penafsiran yang tidak terkungkung dan
terhegemoni oleh penjara “tekstual” semata. Realitas empirik menjadi
pertimbangan dan didialogkan dengan teks yang memiliki semangat
membebaskan dan membawa visi transformatif bagi kemanusiaan.

Sementara itu jika dilihat dari sisi sumber penafsiran, tradisi penafsiran
di era kontemporer bersumber pada teks al-Qur’an, akal (ijtihad), dan
realitas empiris. Secara paradigmatik, posisi teks, akal, dan realitas ini
berposisi sebagai objek dan subjek sekaligus. Ketiganya selalu berdialek
secara sirkular dan triadic. Ada peran yang berimbang antara teks,

pengarang, dan pembaca. Paradigma yang dipakai dalam memandang teks,

378Bas0, NU Studies...., 282-283.
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akal, dan realitas adalah paradigma fungsional, bukan paradigma struktural
yang cenderung saling menghegemoni satu sama lain.3”
Posisi teks, akal, dan realitas dalam paradigma tafsir kontemporer bisa
digambarkan sebagai berikut:
PARADIGMA FUNGSIONAL

Teks / Wahyu

Akal (al-ra 'yu) > Realitas (al-waga i)

Hal ini berbeda dengan model paradigma tafsir klasik-tradisional yang
pada umumnya cenderung bersifat struktural dalam memosisikan teks,
akal, dan realitas. Sebagai perbandingan, posisi teks, akal, dan realitas
dalam paradigma tafsir klasik-tradisional dapat digambarkan sebagai
berikut;*®

PARADIGMA STRUKTURAL

Teks / Wahyu

Akal (al-ra 'yu) > Realitas (al-waga i)

7 Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 67.
80 Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir...., 67.
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Mengacu kepada dua model paradigma kajian tafsir di atas, tampaknya
model pemikiran atau penafsiran yang digagas oleh Abdurrahman Wahid
adalah mengikuti paradigma yang pertama (fungsional). Dengan meneliti
beberapa tulisan-tulisannya akan didapatkan kesimpulan bahwa ia lebih
mengedepankan sisi substantif dari sebuah agama daripada dimensi
formalistiknya. Paradigma pertama lebih menekankan dimensi historis
sebuah agama dan karenanya ia peka dengan problematika kemanusiaan.
Pada titik inilah, agama menjalankan visi transformatifnya untuk
mengubah dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti
kemiskinan, kebodohan, dan segala bentuk ketidakadilan di masyarakat.

Sementara itu paradigma kedua (struktural) dalam memandang realitas
yang plural harus tunduk kepada teks yang diandaikan sebagai penafsir
tunggal terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Padahal sebagai agama
yang bergumul dengan realitas, ia haruslah memiliki watak dinamis dan
transformatif. Di sinilah mungkin yang menjadi salah satu kelemahan
paradigma kedua ini yang kurang mengapresiasi terhadap realitas empirik
kemanusiaan yang plural dan bahkan multikultural pada saat ini.

Oleh karena itu, dalam menyikapi hal tersebut, dalam berbagai
tulisannya Abdurrahman Wahid menganjurkan agar selalu berpikir dan
mengandalkan nalar kritis dalam memandang realitas kehidupan ini.
Karena pada dasarnya, nalar kritis selalu diperlukan dalam mengawal

perubahan yang menjadi misi dan visi transformatif agama dalam
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kehidupan ini. Nalar kritis yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid
dapat digambarkan dalam sebuah skema berikut ini:*

NALAR KRITIS KETIKA MEMANDANG TAFSIR

A

Teks-Wahyu

\\ Proses Penafsiran //

Realitas (Kontemporer)

~Akal/ljtihad

Produk Tafsir bersifat relatif dan tentatif;
Kebenaran tafsir tidaklah bersifat final;
Produk penafsiran harus berfungsi sebagai solusi atas problem yang
dihadapi umat dan sekaligus sebagai agen perubahan masyarakat sesuai
dengan nilai-nilai al-Qur’an.

Dengan demikian pola penafsiran terhadap ajaran Islam akan terus
mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Karena setiap
zaman memiliki ciri khas dan pola pikir yang berbeda antara satu dengan
lainnya. 1bn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, menyatakan
bahwa teks adalah sesuatu yang terbatas, sedangkan kejadian dan
fenomena yang terjadi di masyarakat selalu mengalami dinamika dan

perkembangan yang berkesinambungan secara terus menerus dan

%81 Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir...., 130.
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aktual.*®? Oleh karena itu, reaktualisasi ajaran Islam dalam konteks ini
menjadi keniscayaan dan kebutuhan di setiap zaman.

Mengenai hal ini Abdurrahman Wahid mengatakan:*®®

Konfigurasi antara nilai-nilai normatif dan reaktualisasi ajaran agama

akan tetap menjadi kebutuhan yang nyata, selama kaum Muslimin
tetap pada pendirian untuk tidak “melangkahi” ketentuan sumber
tekstual, tetapi juga tidak bersedia menarik diri dari pola kehidupan
yang senantiasa berubah. Dengan kata lain, konfigurasi itu upaya
menjaga kontinuitas (persambungan tradisi) di tengah perubahan, agar
tidak kehilangan akar-akar budaya dan keagamaan mereka. Dalam
jangka panjang, sikap ini akan mematangkan fungsi shariah dalam
hidup mereka, shariah yang semula berarti kerangka hidup normatif
dengan perwujudannya sendiri sebagai hukum formal, lalu berubah
menjadi etika masyarakat yang diserahkan sepenuhnya kepada
pilihan-pilihan oleh warga masyarakat. la tidak berkembang menjadi
hipokritas, karena pada dasarnya kemunafikan haruslah dilihat adanya
pada kesenjangan untuk menggelapkan ajaran. Dalam proses
reaktualisasi, yang terjadi adalah upaya penafsiran kembali yang
berbeda dari satu ke lain orang di kalangan kaum Muslimin, tanpa
mengubah  pandangan formal masyarakat Muslimin  secara
keseluruhan.Terjadinya proses penafsiran ulang, dan sebagai
konsekuensinya perubahan ketentuan, hal-hal yang telah diterima
sebagai konsensus itu menunjukkan vitalitas nilai-nilai normatif Islam.
Tidak mudah dilakukan perubahan atasnya, tetapi tidak tertutup
kemungkinan bagi perubahan. Rintisan perumusan kembali ketentuan
yang telah ada merupakan proses dinamisasi hukum agama dan pada
esensi inilah seharusnya hukum agama berkembang menjadi Hukum
Islam, sebuah sistem hukum yang melayani kehidupan manusia dan
mengarahkannya dalam sebuah proses yang boleh dikata tidak akan
pernah berhenti.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Gus Dur untuk memecahkan
masalah-masalah keumatan dan kebangsaan adalah penekanannya pada
penggunaan metodologi penetapan hukum Islam yakni teori hukum Islam

(uszzl al-figh) dan kaidah-kaidah hukum Islam (gawa’id al-figh). Dengan

%82Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi
al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid (Surabaya: al-Hidayah, tt) Juz I, 2.

*3\Wahid, Abdurrahman. 2011. Nilai-nilai Normatif dan Reaktualisasi Ajaran dalam
Islam. Dalam Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi ljmak, (hIm. xv).
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keduanya, Gus Dur sebenarnya menginginkan agar umat Islam tidak hanya
melulu terpaku pada produk pemikiran ulama Kklasik yang telah
terkodifikasikan dalam bentuk kitab-kitab kuning saja. Akan tetapi
pemanfaatan pada metodologi tersebut merupakan keniscayaan yang tidak
bisa dihindarkan. Karena produk pemikiran ulama Kklasik tersebut
merupakan respon terhadap situasi dan kondisi di zamannya dengan
epistemologi dan metodologi tertentu yang belum tentu cocok dan relevan
dengan konteks kekinian.

%84 terdapat tiga

Dalam pandangan Muhammad Abid al-Jabiri,
epistemologi yang dapat digunakan untuk membaca pesan dasar Islam
(al-Quran dan hadith serta teks-teks keislaman lain) dan realitas
kemanusiaan universal. Model pembacaan ini dalam rentang sejarah Islam
dikenal dengan epistemologi bayani, burhani dan ‘irfani.®

Epistemologi bayani selalu hadir dalam rangka menjadi agen

keangkuhan teks sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Porsi akal hanya

diberikan ruang gerak sebagai alat legitimator kebenaran teks itu sendiri.

A, Luthfi Assyaukanie memasukkan al-Jabiri ke dalam tipologi pemikir reformistik
yang dalam pembacaannya terhadap realitas pemikiran Arab kontemporer menggunakan
metode dekonstruktif. Para pemikir dekonstruktif terdiri dari para pemikir Arab yang
dipengaruhi oleh gerakan (post) strukturalis Perancis dan beberapa tokoh post-
modernisme lainnya, seperti Levi-Strauss, Lacan, Barthes, Foucault, Derrida dan
Gadamer. Para pemikir dari kalangan reformistik ini masih percaya dan menaruh harapan
penuh kepada turath. Tradisi atau turath menurut mereka tetap relevan untuk era modern
selama ia dibaca, diinterpretasi dan dipahami dengan standar modernitas. Pemikir lain
yang sejalan dengan al-Jabiri menurut Luthfi adalah Mohammed Arkoun, M. Bennis,
Abdul Kebir Khetibi, Salim Yafut, Aziz Azmeh dan Hashim Shaleh. Lihat Assyaukanie,
A. Luthfi. 1998. Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer. Jurnal Paramadina,
1 (1): 64-65.

%Y oesqi, Moh. Isom. 2005. Islam “Mazhab Kritis” Telaah atas Pemikiran Nasr Hamid
Abu Zayd dan Muhammmad Abed al-Jabiri. Dalam Adnan Mahmud, Sahjad M. Aksan,
dan M. Adib Abdushomad (Eds.). Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia.
Yogyakarta: STAIN Ternate-Pustaka Pelajar, 2005), 43.
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Sekunderitas akal hanya bertugas menjalankan dan membela teks, bukan
pada tataran akal. Oleh karenanya, kekuatan epistemologi ini terletak pada
bahasa, baik pada tataran gramatikal dan struktur maupun sastra.

Jika epistemologi bayani lebih mengutamakan teks ketimbang akal,
maka epistemologi burhani justru sebaliknya, lebih memberikan porsi
besar kepada akal. Epistemologi burhani senantiasa mendasarkan diri pada
kekuatan rasio melalui dalil-dalil logika. Epistemologi ini menjadikan
realitas teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Dalam epistemologi
burhani, tercakup metode ta’lili yang berupaya memahami realitas teks
berdasarkan rasionalitas dan metode istislahi yang berusaha mendekati dan
memahami realitas objek atau konteks berdasarkan filosofi. Realitas
tersebut meliputi realitas alam, realitas sejarah, realitas sosial, maupun
realitas budaya. Dalam epistemologi burhani, teks dan konteks, sebagai
dua sumber kajian berbeda dalam suatu wilayah yang saling
mempengaruhi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap realitas kehidupan
keagamaan dan sosial-keislaman menjadi lebih memadai apabila
dipergunakan pendekatan sosiologi, antropologi, kebudayaan, dan sejarah.
Dalam model epistemologi burhani, keempat pendekatan tersebut berada
dalam posisi yang saling berhubungan secara dialektis dan saling

melengkapi membentuk jaringan keilmuan. 3%

%6Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah
Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer (Malang: UIN-Maliki Press,
2015), 4.
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Berbeda dengan epistemologi bayani yang menggunakan media
skripturalistik sebagai basis mendapatkan pengetahuan dan epistemologi
burhani yang menggunakan rasio sebagai alat justifikasi kebenaran. Letak
unik epistemologi irfani adalah peran hati nurani/intuisi sebagai alat
mendapatkan pengetahuan. Dengan demikian cara kerja epistemologi
irfani terletak pada pengalaman seseorang, baik secara spiritual maupun
emosional, terhadap sesuatu yang nantinya akan melahirkan suatu
perspektif akan kebenaran.

Setiap model epistemologi tersebut tidak dapat digunakan secara
mandiri untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman kontemporer. Paling
tidak terdapat tiga pola hubungan antara ketiganya, yakni paralel, linear,
dan spiral.®®” Pertama, relasi antara masing-masing epistemologi jika
diposisikan sebagai hubungan yang paralel atau berdiri sendiri hanya akan
menyebabkan parsialitas dalam memahami ajaran agama. Bagaimana
tidak, agama vyang terdiri dari berbagai dimensi seperti dimensi
keimanan/spiritual yang sangat pribadi, dimensi shariah/praktik yang kaku,
dan dimensi akhlak/moral yang universal, tentu tidak bisa hanya didekati
oleh satu epistemologi. Dengan demikian, harus ada relasi yang simultan
antara masing-masing epistemologi meskipun akar dimensinya berbeda-
beda, sehingga manusia akan mendapatkan pengetahuan yang

komprehensif tentang agama, khususnya Islam.

7M. Anas Kholish dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif...., 7. Pola
kerja penafsiran al-Jabiri terhadap al-Qur’an dapat dilihat dalam Kurdi, dkk. 2010.
Hermeneutika al-Qur’an Mohammad Abid al-Jabiri. Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.),
Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis (him. 85-114). Yogyakarta: Elsaq Press.
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Kedua, pola hubungan linear hanya akan menyebabkan seseorang
menjadi eksklusif, dalam artian bahwa seseorang tersebut hanya memiliki
kecenderungan berpikir ~ dengan menggunakan epistemologi
tunggal.semisal seseorang hanya memiliki kecenderungan kepada
epistemologi bayani saja untuk mendapatkan pengetahuan dan menolak
epistemologi yang lain. Hubungan linear merupakan ancaman besar,
karena relasi ini akan mematikan tradisi kritis intelektual, karena tidak
hanya menyebabkan seseorang eksklusif, namun akan membuat seseorang
menyalahkan epistemologi lain. Pola pikir ini dikhawatirkan akan
memunculkan usaha-usaha menutup pintu ijtihad.

Ketiga, hubungan terbaik dalam memahami epistemologi harus
dibangun dengan kesadaran bahwa tiap epistemologi memiliki kelebihan
dan kekurangan masing-masing. Hubungan ini akan mengantarkan
seseorang menuju pola pikir proporsional. Dalam artian menggunakan
epistemologi didasarkan pada kebutuhan tertentu tiap orang. Misalnya,
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gunakanlah epistemologi irfani,
untuk memahami teks-teks suci (al-Qur’an dan hadith) gunakanlah
epistemologi bayani, untuk memahami perkembangan Islam dalam
lintasan sejarah gunakanlah epistemologi burhani, atau jika perlu
gunakanlah ketiga epistemologi tersebut dalam suatu kasus guna

mendapatkan pengetahuan komprehensif. Hubungan ini disebut sebagai
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hubungan yang bersifat spiral-sirkular yang sangat efektif untuk menilai
suatu kelebihan atau kekurangan masing-masing epistemologi.*®®

Pola pikir yang dibangun dengan hubungan spiral-sirkular akan
menciptakan suasana intelektualisme yang kondusif dalam pemikiran
hukum Islam. Sebagai produk interpretasi manusia, hukum Islam bukanlah
hukum Tuhan itu sendiri, namun hukum yang terbentuk dari proses ijtihad
yang dilakukan oleh orang muslim. Tentu sangat tidak bijaksana jika ada
kalangan yang menyatakan bahwa hanya produk penafsiran-nyalah yang
paling benar. Dengan demikian pola pikir yang dibangun atas dasar
inklusivisme, seperti hubungan spiral-sirkular, harus giat dipromosikan
sehingga tidak ada lagi pemahaman yang dibangun dari dogmatisme dan
fanatisme pengetahuan. Corak inklusivisme dalam hukum Islam menjadi
berwarna ketika ia mengkristal dalam metodologi pemikiran hukum Islam
yang memadukan antara epistemologi tekstual dan kontekstual,
epistemologi legal-formal dan substansial dalam satu kesatuan yang utuh
dan terpadu. Epistemologi tersebut kemudian dikenal dengan nalar bayani,
nalar burhani, dan nalar irfani.>®

Nalar bayani merupakan metode mendapatkan pengetahuan yang
sumber sentralnya adalah teks, dalam hal ini al-Qur’an dan hadith. Nalar
bayani kerap kali disebut sebagai aliran skripturalisme atau juga
tekstualisme. Sedangkan nalar burhani merupakan epistmologi yang

dibangun dari asumsi bahwa hukum Islam inheren dengan ilmu-ilmu

*®8Kholish dan Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif, 8.
¥ holish dan Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif...., 8-9.
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sosial, seperti humaniora, sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, dan
lainnya. Oleh karena itu, rasio memiliki peran sangat vital guna
mengintegrasikan antara hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial. lain
halnya dengan nalar irfani yang memiliki asumsi bahwa pengetahuan
hakiki hanya dapat ditempuh dengan perenungan mendalam dengan
melibatkan pengalaman langsung dan penghayatan keagamaan yang lebih
esoteris. Dengan demikian ciri khas pemikiran hukum Islam kontemporer
adalah adanya hubungan erat dan timbal balik antara sisi normativitas
al-Qur’an dan Sunnah Nabi dengan historisitas pemahamannya pada
wilayah kesejarahan tertentu.3®

Dalam pandangan Muhammad Azhar ada beberapa ciri epistemologi
keilmuan Islam klasik di antaranya:*** Pertama, pemikiran Islam klasik,
secara epistemologis (metode, rujukan, validitas), masih bercorak teologis-
ilahiah-metafisis. Kedua, literatur Islam klasik—terutama salafy dengan
berbagai  variannya—masih  bersifat normatif-bayani. Umumnya
cenderung apologis-polemis. Ketiga, wacana keislaman klasik lebih fokus
pada moralitas personal, belum beranjak jauh ke wilayah transformasi
sosial. sebagai contoh, kajian konsep najasah dan raharah baru sebatas
biologis-personal, belum merambah ke arah najasah-taharah di wilayah

transformasi sosial yang lebih luas, seperti najasah lingkungan hidup,

najasah Kkorupsi, najasah human trafficking, najasah kekerasan dan

¥k holish dan Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif, 9-10.

¥1azhar, Muhammad. 2015. Epistemologi Islam Kontemporer sebagai Basis Fikih
Kebinekaan. Dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz,
Ahmad Fuad Fanani (Eds.), Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia tentang Umat,
Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim (him. 103-104). Bandung: Mizan.
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dimensi humanisme lainnya. Keempat, epistemologi keilmuan klasik
masih bersifat eksklusif dalam studi keislamannya. Dengan kata lain,
Islamic Studies belum nampak berdialektika dengan social sciences
sebagaimana yang pernah dipelopori Ibn Khaldun dkk; atau natural
sciences sebagaimana didalami oleh Ibn Sina (Avicenna), dan lainnya, dan
humanities seperti kajian filsafat, psikologi dan sejenisnya. Jadi masih
monodisiplin, belum multidisiplin. Kelima, khazanah Islam klasik masih
banyak terkait dengan ruang historis masa lalu. lItulah sebabnya cerita-
cerita kenabian yang didakwahkan dan dikuliahkan, masih banyak terkait
aroma perang senjata, yang begitu melimpah dalam berbagai studi
keislaman yang lama. Sedangkan kontekstualisasi perang yang non-fisik—
tentu membutuhkan epistemologi keilmuan yang baru—terhadap berbagai
bentuk najasah sosial di atas, yang belum begitu banyak ditulis dan
didakwahkan, karena di era klasik memang belum begitu menjadi problem
sosial yang urgen. Pada gilirannya, nuansa judgment, indoktrinasi,
penggunaan logika binner black or white dan apologetik, masih begitu
kentara mewarnai khazanah teks-teks keislaman klasik, yang sampai Kini
masih terus dicetak dan diajarkan kepada generasi muslim masa Kini.
Sebaliknya, teks-teks baru khazanah keilmuan Islam kontemporer sangat
minim dielaborasi, diapresiasi, dan disebarluaskan lebih jauh di kalangan
umat Islam kontemporer. Secara siyasah pun, epistemologi keilmuan
klasik masih mendominasi, sebagaimana tercermin dalam upaya

membangkitkan kembali konsep khilafah, Islamic State dan sejenisnya.
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Ke depan, karena perubahan sosial terus terjadi, maka mau tidak mau
berdampak pada perlunya perubahan minset umat melalui perubahan
orientasi epistemologi dari klasik ke kontemporer. Sebagai langkah awal
Muhammad Azhar mengajukan tawaran epistemologi keilmuan Islam
kontemporer yang patut menjadi perhatian di antaranya:*** Pertama, dari
orientasi ilahiyyah-teologis semata menjadi diperkaya dengan dimensi
insaniyyah-humanistik dan ‘alamiyyah-kosmologis. Dengan istilah lain,
dari hablun min al-a/lah semata, diperkaya dengan /ablun min al-ras dan
min al-‘alam. Kedua, epistemologi keislaman mendatang harus lebih
operatif-burhani (rasional-empiris) sebagaimana pernah diintrodusir oleh
Ibn Taimiyah sesuai konteks zamannya (al-haqiqah fi al-a’yan la fi
al-azhan). Perlu rekonstruksi ulang konsep keilmuan atau kuliah teologi
Islam (akidah) dan etika Islam (akhlak) yang lebih bernuansa sosial,
ketimbang semata-mata normatif-personal. Dari nuansa metafisis ke
empiris-saintifik. 3%

Selain karena kebutuhan yang mendesak, pilihan dan penekanan pada
penggunaan metodologi penelitian hukum Islam dapat dijadikan media

stimulant dalam upaya dinamisasi pemikiran hukum Islam. Oleh karena

itu, pilihan terhadap model penelitian hukum Islam merupakan langkah

%2Azhar, Muhammad. 2015. Epistemologi Islam Kontemporer sebagai Basis Fikih
Kebinekaan. Dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz,
Ahmad Fuad Fanani (Eds.), Fikih Kebinekaan...,(hIm. 104-105).

%% Azhar, Muhammad. 2015. Epistemologi Islam Kontemporer. Dalam Wawan Gunawan
Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (Eds.), Fikih
Kebinekaan....,(hIm.105).
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awal dalam menentukan skala prioritas pemecahan persoalan-persoalan
yang tengah aktual di masyarakat.

Menurut Syamsul Anwar, model penelitian hukum Islam dapat
dibedakan menjadi dua bagian; (a) penelitian hukum deskriptif (wasfi),
dan (b) penelitian hukum normatif (mi yari). Penelitian hukum normatif
bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan
kaidah tingkah laku yang terbaik. Dengan kata lain penelitian normatif
melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam dataran
dunia das sollen. Para zaman dahulu, ahli hukum Islam membuat
penjenjangan norma-norma hukum itu dengan membaginya menjadi dua
jenjang, Yyaitu asas-asas umum (al-usul al-kulliyyah) dan peraturan hukum
konkret, singkatnya biasa disebut al-usul dan al-firi’. Di zaman modern,
ahli-ahli hukum Islam mengembangkan suatu cabang baru kajian hukum
Islam, yaitu studi filsafat hukum Islam yang mengkaji antara lain nilai-
nilai dasar hukum Islam.3

Penjenjangan norma-norma hukum Islam itu dibuat menjadi tiga lapis
(jenjang):

1. Norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (al-giyam al-asasiyyah),
norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum

Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan,

persaudaraan, akidah, dan ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak).

%4Anwar, Syamsul. 2002. Pengembangan Metode Penelitian Hukum lIslam. Dalam
Ainurrofig (Ed.), “Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer (him.
157-158). Djogjakarta: Ar-Ruzz Media.
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2. Norma-norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus menjembatani
nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah
ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas)
umum hukum Islam, dan secara konkretnya dibedakan menjadi dua
macam, yaitu al-nazariyyah al-fighiyyah (asas-asas hukum Islam) dan
al-gawa’id al-fighiyyah (kaidah-kaidah hukum Islam).

3. Peraturan-peraturan hukum konkret (al-akkam al-far’iyyah). Pelapisan
norma-norma hukum Islam ini dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini
yang disusun secara hierarkis:**°

Nilai-nilai Filosofis/ Dasar

(al-Qiyam al-Asasiyyah)

Norma-norma Tengah/ Doktrin-doktrin Umum Hukum Islam

(al-Usul al-Kulliyyah)

al-Qawa’id al-Fighiyyah dan al-Nazariyyat al-Fighiyyah
al-dawabit al-fighiyyah

Peraturan-peraturan Hukum Konkret
(al-Ahkam al-Far iyyah)

¥ Anwar, Syamsul. 2002. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam. Dalam
Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja” ....., (hIm. 159).
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Ketiga lapisan norma ini tersusun secara kierarkis di mana norma yang
paling abstrak dikonkretisasikan atau diejawantahkan dalam norma yang
lebih konkret. Dengan kata lain nilai-nilai dasar (filosofis) dikonkretisasi
dalam norma-norma tengah baik berupa asas-asas hukum Islam
(al-nazariyyat al-fighiyyah) maupun kaidah-kaidah hukum Islam
(al-gawaid al-fighiyyah). Norma-norma tengah ini (doktrin-doktrin umum)
hukum Islam ini pada gilirannya lebih dikonkretkan lagi dengan
diejawantahkan dalam bentuk peraturan hukum konkret (al-aZkam
al-far’iyyah). Misalnya nilai kemaslahatan dikonkretisasi dalam norma
tengah (doktrin umum) yang berupa kaidah fighiyyah, yaitu antara lain
“kesukaran memberi kemudahan”.*%

Norma tengah atau doktrin umum ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk
peraturan hukum konkret, misalnya dalam hukum ibadah berbuka bagi
musafir. Contoh kedua, nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam
norma tengah, yaitu dalam asas hukum Islam berupa asas kebebasan
berkontrak (mabda’ huriyyah al-ta’aqud), dan asas kebebasan berkontrak
ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk norma konkret, misalnya boleh
(mubah) hukumnya membuat akad baru apa saja, seperti akad sewa beli,
asuransi (al-ta’min), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum shar’i
dan akhlak Islam. Contoh ketiga nilai dasar keadilan diejawantahkan
dalam bidang hukum kewarisan dalam asas bahwa setiap orang, baik lelaki

maupun wanita mendapat bagian warisan dari peninggalan orang tua atau

%Anwar, Syamsul. 2002. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam. Dalam
Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja”...., (hlm. 159-160).
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kerabatnya. Akad ini dikonkretisasi lagi dalam peraturan hukum konkret
berupa ketentuan mengenai rincian bagian masing-masing ahli waris.>*’
C. Strategi dan Aksi Abdurrahman Wahid dalam Meneguhkan Figih
Nusantara
a. Aplikasi Pemikiran Maqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid
Dalam beberapa karyanya Abdurrahman Wahid seringkali
menyinggung persoalan-persoalan umat dan kebangsaan yang mendesak
dan membutuhkan pemecahan dari perspektif hukum Islam. Berikut ini
akan di bahas beberapa isu yang disinggung oleh Abdurrahman Wahid
dengan perlunya reaktualisasi hukum Islam di Indonesia sesuai dengan
kebutuhan lokal dan konteks sosial masyarakat Indonesia.
1. Pancasila sebagai Asas Negara dan Konsep Nation-State
Dalam konteks figih siyasah klasik terdapat dua konsep tentang negara
yang hingga saat ini masih tersusun rapi dalam lembaran-lembaran kitab
kuning yakni dar al-Islam (daerah Islam) dan dar al-harb (daerah
perang). Dalam mendefinisikan istilah dar al-Isiam, beberapa pendapat
ulama bisa dikerucutkan menjadi dua, yakni pendapat mayoritas ulama dan
pendapat Abu Hanifah. Menurut mayoritas ulama, status dar al-Islam
lebih dirujukkan pada aspek simbol-simbol umat Islam dalam suatu
kawasan. Artinya, apabila suatu kawasan telah diberlakukan hukum-
hukum Islam secara konkret atau telah dikuasai umat Islam, maka kawasan

tersebut berstatus dar al-Islam. Sedangkan menurut Aba Hanifah, status

%7Anwar, Syamsul. 2002. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam. Dalam
Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja”...., (him. 160-161).
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dar al-Islam merujuk pada aspek keamanan. Artinya, apabila ada jaminan
keamanan bagi umat Islam tinggal di suatu kawasan, maka kawasan
tersebut berstatus dar al-Islam. Sebaliknya, jika tidak ada jaminan
keamanan bagi umat Islam, maka kawasan tersebut berstatus dar
al-harh.>%®

Menurut Shafi’iyyah, suatu kawasan yang telah berstatus dar al-Islam
maka bersifat permanen, sehingga tidak akan berubah status menjadi dar
al-harb kendatipun selanjutnya dikuasai oleh orang kafir. Pandangan ini
pula yang mendasari Abdurrahman Ba’alawy dalam kitab Bughyah
al-Mustarshidin menyatakan bahwa pulau Jawa termasuk dar al-Islam
karena pernah dikuasai umat Islam pada era kerajaan Jawa Islam,
kendatipun selanjutnya dikuasai oleh penjajah kolonial.**°

Menurut kalangan Malikiyyah, Hanabilah dan kedua murid Abi
Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, status dar al-Islam bersifat
kondisional, yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi dar al-karb, yaitu
ketika hukum-hukum kafir diberlakukan di kawasan tersebut. Sedangkan
menurut Abt Hanifah, dar al-Islam tidak akan berubah menjadi dar
al-harb kecuali dengan tiga syarat yaitu diberlakukannya hukum-hukum
kafir, dar al-Isiam dikepung oleh teritorial dar al-kufr, dan tidak tersisa

orang Islam atau kafir dhimmi di kawasan tersebut.**

%%Tim Forza Pesantren, ljtihad Politik Islam Nusantara Membumikan Figih Siyasah
Melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 44-45.

¥°Tim Forza Pesantren, ljtihad Politik Islam Nusantara...., 45.

“%°Tim Forza Pesantren, ljtihad Politik Islam Nusantara...., 47.
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Pemetaan teritorial dalam konsep siyasah klasik sebagaimana uraian di
atas, harus dibaca sebagai produk dari pengalaman sejarah politik umat
Islam konvensional, bukan sebagai konsep politik Islam yang baku dan
harus diterapkan umat Islam sepanjang sejarah. Pemetaan teritorial
sebagaimana di atas murni dibentuk oleh dinamika sosial politik umat
Islam masa lalu yang sangat kental dipengaruhi oleh fanatisme dan konflik
agama. Sebagai contoh, pada era Nabi, Makkah menjadi dar al-harb
karena Nabi dan umat Islam mendapatkan tekanan, teror dan serangan dari
masyarakat Quraisy lantaran memeluk agama baru (Islam) hingga
menyebabkan eksodus besar-besaran ke Madinah yang memberikan
jaminan kebebasan beragama bagi umat Islam. Makkah menjadi kawasan
yang tidak aman bagi umat Islam kala itu. Maka sejak saat itulah Makkah
menjadi dar al-karb dan Madinah menjadi dar al-Zslam.*%*

Melihat kronologi historis demikian, maka pengertian dar al-Islam
yang paling relevan agaknya justru pengertian yang ditawarkan oleh Aba
Hanifah yang menyatakan bahwa status dar al-Islam merujuk pada aspek
keamanan bagi umat Islam, bukan merujuk pada simbol-simbol keislaman.
Dengan pendekatan definisi dar al-Isiam versi Abu Hanifah yang relatif
longgar ini, maka dalam dunia modern, negara manapun yang telah
memberikan jaminan keamanan bagi umat Islam untuk memeluk dan

mengamalkan ajaran agamanya, maka sudah termasuk dar al-Islam.

“1Tim Forza Pesantren, ljtihad Politik Islam Nusantara...., 47.
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Melihat kronologi historis tentang eksistensi negara dalam konteks
figih siyasah klasik tersebut bagaimana Abdurrahman Wahid
menerjemahkannya dalam konteks kekinian? Bagaimana menyikapi
konsep negara-bangsa (nation-state) Indonesia dan kaitannya dengan
perumusan Pancasila sebagai asas kenegaraan ? Mengapa tidak memilih
asas Islam sebagai asas negara?

Dalam posisi ini terlihat pemikiran Abdurrahman Wahid yang
progresif dan bervisi ke depan. Dengan memanfaatkan teori klasik, ia
menafsirkan permasalahan-permasalahan kekinian dengan perspektif
magqasid al-shariah. Pendekatan maslahah terlihat dalam pemikirannya
mengenai penerimaan asas Pancasila dalam bernegara. Pancasila yang
membawa nilai-nilai kemanusiaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Selain itu dalam Pancasila terdapat jaminan dasar yang dalam konteks
Islam dikenal dengan nama lima prinsip pokok (al-kulliyyat al-khamsah)
dan menjadi hak setiap manusia untuk dapat melangsungkan
kehidupannya.*®®

Penerimaan terhadap Pancasila sebagai asas dalam bernegara ini
terlihat dari pembacaannya terhadap teori klasik tentang negara dalam
pernyataannya: ‘%

Hukum yang demikian rinci, yang selama ini terpendam dalam

khazanah kitab kuning bacaan para ulama mazhab imam Shafi’i,

ternyata diaplikasikan dengan tuntas dalam kehidupan bernegara kita
dewasa ini oleh NU. Kalau hakekat keagamaan dari sikap NU ini tidak

“%2Uraian mengenai hal ini lihat A. Zainul Hamdi, A. Zainul. Menimbang Jangkar
Keindonesiaan Pancasila. Gerbang, 11 (1V): 84-95.

“%\Wahid, Abdurrahman. 2010. Agama, Negara dan Sikap Moderat NU. Pengantar Buku
Einar M. Sitompul, NU dan Pancasila (hIm. xii-xiii), Yogyakarta: LKiS.
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dimengerti, maka orang akan dengan mudah melihat NU tidak
konsisten dalam pandangan tentang Republik Indonesia. Pada 1945
NU menerima adanya negara berideologi Pancasila, kurang lebihnya
negara dari kategori dar al-suls atau negara damai/sangga, bukan
negara Islam dan tidak pula menentang Islam. Dalam Konstituante
pada 1958-1959 NU memperjuangkan berlakunya shariah dalam
undang-undang negara (berarti membuat negara Islam), pada 1959
NU menerima dekrit Presiden Soekarno untuk memberlakukan
kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan pada 1983-1984 menerima
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan
organisasi kemasyarakatan.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, konsep negara-bangsa
(nation state) merupakan sebuah fenomena dan kenyataan sejarah yang tak
bisa diingkari eksistensinya. Demikian pula konsep tentang pembagian
teritorial negara seperti disebutkan di atas merupakan fakta sejarah yang
tak bisa ditolak. Konsep tersebut lahir dari pergumulan Islam dalam
lintasan sejarah dan interpretasi intelektual terhadap realitas empiris di
zamannya. Dalam hubungannya tentang dikotomi teritorial (konsep negara

klasik) Abdurrahman Wahid mengatakan:“**

Konsep yang seperti itu dalam mendudukkan pemerintahan pada
“porsi netral” adalah inti dari pandangan mazhab Shafi’i tentang ‘tiga
jenis negara’: dar al-Islam, dar al-harb, dan dar al-sulh (negara
Islam, negara perang, dan negara damai/sangga). Menurut paham ini,
negara Islam harus dipertahankan dari serangan luar, karena ia
merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita
kenegaraan dalam Islam, dengan ciri utama berlakunya shariah Islam
sebagai undang-undang negara. Negara perang atau negara anti-Islam
harus diperangi karena berbahaya bagi kelangsungan hidup negara
Islam, dan dengan demikian akan mengakibatkan dihilangkannya
pemberlakuan shariah Islam dari undang-undang negara. Negara
damai atau sangga harus dipertahankan karena shariah (dalam bentuk
hukum agama/fiqih atau etika masyarakat) masih dilaksanakan oleh
kaum muslimin di dalamnya, walaupun tidak melalui legislasi dalam
bentuk undang-undang negara.

“¥Wahid, Abdurrahman. 2010. Agama, Negara dan Sikap Moderat NU. Pengantar Buku
Einar M. Sitompul, NU dan Pancasila (hlm. xii).
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Pernyataan di atas dapat ditafsirkan sebagai bentuk penerimaannya
terhadap konsep negara-bangsa (nation-state) dan asas kenegaraannya.
Dalam konteks negara Indonesia, Abdurrahman Wahid memantapkan
pilihannya bahwa penetapan Pancasila sebagai asas negara adalah tidak

bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Dawam Rahardjo, bagi Gus Dur, tidak ada kewajiban bagi
umat Islam untuk mendirikan sebuah “Negara Islam”. Tetapi ada perintah
dalam al-Qur’an untuk membentuk suatu masyarakat yang mengacu
kepada nilai-nilai keutamaan (virtues) yang menjalankan amar ma’ruf
(membangun kebaikan) dan mencegah keburukan, nahi mungkar, untuk
menegakkan iman dan keadilan di muka bumi.*® Karena itu, maka Islam
jangan direduksi menjadi negara Islam, melainkan dikembalikan sebagai
agama. Dengan demikian, maka pembaruan Gus Dur adalah mempertegas
perspektif gerakan kultural dan gerakan kemasyarakatan, yang sekarang
lebih populer dengan sebutan membangun civil society yang bersifat
komplementer dan mendukung sebuah negara Pancasila yang telah dimulai

oleh para Bapak Pendiri Bangsa (founding fathers). Itulah kurang lebih

“®Hal ini senada dengan statemen al-Mawardi bahwa imamah atau negara-bangsa
(nation-state) dalam konteks modern sebagai pengganti fungsi kenabian adalah untuk
memelihara agama dan mengatur urusan-urusan dunia. LihatAboi al-Hasan Ali Ibn
Muhammad al-Mawardi, 1989. Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wildayat al-Diniyyah.
(Kuwait: Dar Ibn Kutaibah, 1989), 3.
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gambaran Gus Dur tentang “Islam Ku dan juga “Islam Anda” dan semoga

juga “Islam Kita”.*®

Landasan tekstual tentang penerimaan Pancasila sebagai asas negara
memang tidak ditemukan/ tidak ada dalam Islam. Oleh karenanya, dalam
hal ini, Abdurrahman Wahid melirik kepada konsep magasid al-shariah
sebagai salah satu metode pendekatan dalam penetapan hukum Islam.

Terkait dengan hal ini ia menyatakan:**’

Para Pendiri Bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip

yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip
dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua
agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai magasid al-shariah,
yaitu kemaslahatan umum (al-maslahat al- ‘Gmmah, the common
good). Dengan kesadaran demikian mereka menolak pendirian atau
formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka
memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman,
mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan,
budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, melalui
Pancasila mereka menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang
Tuhan bagi selurun makhluk-Nya (rahmatan lil ‘alamin) dalam arti
sebenarnya. Dalam konteks ideal Pancasila ini, setiap orang bisa
saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan
duniawi, dan setiap orang bebas beribadah untuk meraih kesejahteraan
ukhrawi tanpa mengabaikan yang pertama.

Teks di atas menggambarkan pendekatan Gus Dur melalui magasid
al-shartah, ketika landasan legislatif-normatif-tekstual tidak ditemukan.
Hal lain yang dapat dibaca di sini adalah bahwa pernyataan di atas

menurut Gus Dur merupakan model pendekatan yang digunakan oleh

“%Rahardjo, M. Dawam. 2010. Pembaruan K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam lIrwan
Suhanda (Ed.), Gus Dur Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa (him. 120).
Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

“"\Wahid, Abdurrahman. 2009. Musuh Dalam Selimut. Dalam Abdurrahman Wahid
(Ed.), llusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. (him. 17).
Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika-The Wahid Institute-Maarif Institute.
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Nahdlatul Ulama (NU) dalam memecahkan persoalan kebangsaan
berdasarkan legitimasi keabsahan yang serba figih (kultural) dan bukan

melalui strategi perjuangan politik (struktural).

Beberapa misal dari strategi keabsahan figih ini terlihat pada beberapa
fase pengawalan dan pengabsahan NU atas bentuk negara-bangsa
Indonesia. Pengawalan dan pengabsahan ini memperlihatkan kelentukan
pemikiran NU yang bersifat strategis, baik demi terbentuknya negara-
bangsa beradab, maupun demi kemaslahatan umat. Gus Dur memaparkan

fase ini dalam beberapa tahap:*®

Tahap pertama, penerimaan atas nusa-bangsa (nation) Indonesia.
Melalui pengesahan Muktamar NU di Banjarmasin 1936 atas wilayah
Hindia-Belanda sebagai dar al-sulZ (negeri damai).

Tahap kedua, penerimaan negara (state) RI. Melalui peran pemimpin
NU (A. Wahid Hasyim, Kiai Masykur dan Zainul Arifin) dalam
perumusan Pancasila dan UUD 1945. Dengan penerimaan ini,
pembelaan atas RI bersifat fardlu ‘ain melalui Resolusi Jihad, Oktober
1945,

Tahap ketiga, pengesahan Presiden RI sebagai waliyyul amri
al-dlarari bi al-shaukah. Melalui Munas Alim Ulama di Cipanas,
Bogor 1954. Dengan pengesahan ini, pemerintah RI sah secara shar’i
dan berhak menerapkan shariat Islam dalam urusan nikah (wali
hakim), waris, wakaf dan haji.

Tahap keempat (kulminasi), penerimaan atas Pancasila. Melalui
Muktamar ke-27 NU di Situbondo (1984). Pancasila sebagai asas
monstitusi negara, yang tidak menggantikan Islam sebagai akidah.

Dari keempat fase ini terlihat komitmen NU atas bentuk negara-bangsa
(nation-state) modern. Bentuk ini memang bukan cita ideal, melainkan

kondisi faktual yang harus diterima sebagai upaya penciptaan

“%®8gyaiful Arif, Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam dan Kemanusiaan, (Jakarta:
Ar-Ruzz Media, 2013), 256-257.
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kemaslahatan umat. Bentuk ideal negara tentulah negara Islam. Oleh
karena itu, bisa dipahami mengapa wilayah Hindia-Belanda (Nusantara)
yang berada di bawah garis pemerintahan kolonial Belanda dihukumi

sebagai dar al-sul’ dalam terminologi dar al-Isiam.*®

Sejalan dengan kesimpulan di atas Abdurrahman Wahid

mengatakan:*'

Penerimaan lain-lainnya adalah dalam konteks Republik Indonesia
sebagai dar al-sulh, sedangkan perjuangan di Konstituante sebagai
komitmen pada idealisme dar al-Islam, gagasan mengaplikasikan
shariah melalui legalisasi undang-undang negara. Dengan ungkapan
lain, sikap mencoba mendirikan dar al-Islam pernah dilakukan, karena
memang demikianlah perintah keagamaan yang harus diikuti. Namun
begitu upaya itu menemui jalan buntu, kenyataan adanya dar al-sul’
harus diterima dengan penuh kesungguhan. Atas dasar cara berpikir
beginilah diikuti kaidah figih (legal maxims) yang berbunyi ma la
yudraku kulluh la yutraku kulluh, yang berarti “apa yang tak mungkin
terwujud seluruhnya, tak boleh ditinggalkan yang terpenting (di
dalamnya).” Secara keseluruhan, tentu wujud formal negara Islam
yang semula diharapkan, tetapi dengan lahirnya Republik Indonesia,
harus diterima yang terpenting di dalamnya,yaitu adanya negara yang
memungkinkan kaum muslimin melaksanakan ajaran agama mereka
secara nyata.

2. Status dan Peran Perempuan

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pada intinya ajaran Islam
yang paling esensial yang terkait status dan peran perempuan adalah
“humanisasi perempuan”. Perempuan tidak lagi hanya dijadikan objek,
pelayanan suami dan keluarga di dalam rumah, melainkan juga sosok

manusia independen dalam artian yang paling mendasar. Tanggung jawab

“09gyaiful Arif, Humanisme Gus Dur...., 257. Lihat juga Azyumardi Azra, Transformasi
Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi (Jakarta: Prenada Media Group,
2016), 137-140.

“%ahid, Abdurrahman. 2010. Agama, Negara dan Sikap Moderat NU. Pengantar Buku
Einar M. Sitompul, NU dan Pancasila (hIm. xiii), Yogyakarta: LKiS.
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mereka kepada Tuhan adalah sama dengan laki-laki. Mereka juga adalah
makhluk yang memiliki fitrah suci yang kemuliaannya tidak hanya diukur
berdasarkan jenis kelamin melainkan dari ketagwaannya.***

Dalam kitab-kitab figih, pemahaman terhadap kaum perempuan yang
dianggap sebagai “konco wingking” kurang mendapatkan perhatian,
bahkan sampai sekarang masih ada di sebagian kaum muslimin yang
meyakini sebagai ajaran baku agama yang tidak bisa di otak atik, bahkan
al-Khattabi sebagaimana dikutip oleh Muhibbin berpendapat bahwa
perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Begitu juga al-Shaukani
memahami ayat-ayat dan hadith yang berkaitan dengan perempuan sampai
pada kesimpulan bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin apalagi
kepala negara.**?

Dalam konteks Indonesia pun ditemukan beberapa pandangan yang
memiliki kecenderungan seperti di atas yakni kepemimpinan perempuan
tidak tepat dalam pandangan agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan

59413

al-Qur’an “Lelaki lebih tegak atas wanita”°, yang dapat diartikan

menjadi dua macam. Pertama, lelaki bertanggung jawab fisik atas

Selain ketagwaan, prinsip yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga adalah
konsep saling membutuhkan dan saling menghormati. Dengan prinsip-prinsip tersebut
keluarga yang tenteram dan bahagia akan terwujud. Dengan demikian maksud dan tujuan
shariat tentang prinsip kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan menjadi
tercapai dan termanifestasikan dalam realitas kehidupan yang nyata. Lihat Qurrotul
Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi’i
(Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 138-151.

“2Abdurrahman Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara
Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006). Lihat dalam artikel berjudul Islam dan
Kepemimpinan Wanita, 129. Lihat juga M. Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam
Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali (Yogyakarta:
LKiS, 2015), 168. Bandingkan dengan Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai
Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah (Bandung: Mizan, 2015), 177-
188.

“3A1-Qur’an, 4:34.
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keselamatan perrempuan; dan kedua, lelaki lebih pantas menjadi
pemimpin negara. Untuk melanjutkan anggapan ini digunakan beberapa
sumber tekstual (adillah al-nagliyyah). Seperti ungkapan “Perempuan
hanya mempunyai separuh akal lelaki”, dan sumber-sumber sejenis.
Bahkan sebuah kutipan dari kitab suci al-Qur’an dipakai dalam hal ini,
yaitu “Bagian lelaki (dalam masalah warisan) adalah dua kali bagian
perempuan”***. Padahal kutipan itu hanya mengenai waris-mewaris saja.
Karena itu, dua pandangan di atas yang selalu menilai rendah perempuan,
masih umum dipakai orang dalam dunia Islam.**

Pada dasarnya dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Islam
mengajarkan persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Dalam hal ini dengan tegas ia mengatakan:**°

Islam memberi hak dan penilaian yang seimbang antara laki-laki dan
perempuan. Firman Allah Swt dalam al-Qur’an “Sesungguhnya Ku-
ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan*’ mengisyaratkan
persamaan seperti itu. Perbedaan laki-laki dan wanita hanyalah
bersifat biologis, tidak bersifat institusional/kelembagaan sebagaimana
disangkakan banyak orang dalam literatur Islam klasik. Akibatnya,
masyarakatpun menjadi terpengaruh, termasuk kaum perempuannya.

Dalam diskursus pemikiran keagamaan, perempuan sebagai salah satu
tema yang layak memperoleh perhatian khusus. Jika kitab-kitab kuning

yang menjadi referensi pesantren—terutama kitab ‘Ugiid al-Lujain fi

Hugiq al-Zaujain’—masih menempatkan posisi perempuan yang kurang

4AI-Qur’an, 4:11.

“5\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita. Lihat dalam artikel berjudul Islam dan
Kepemimpinan Wanita, 128.

“8\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita. Lihat dalam artikel berjudul Islam dan
Kepemimpinan Wanita, 129. Lihat juga Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir
al-Qur’an Klasik dan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 121-136.
“TAI-Qur’an, 49:13.
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menguntungkan, Abdurrahman Wahid justru sedang bersemangat
memperjuangkan nasib perempuan.*® Misalnya, wanita boleh menjadi
presiden kendati terdapat hadis yang memberitakan bahwa kaum yang
dipimpin perempuan itu akan rusak, “Tidak bahagia suatu kaum bila
menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR. Bukhari). Hadith
itu harus dilihat dalam konteks sejarah bahwa pada zaman Nabi Saw,
masyarakatnya adalah masyarakat suku sehingga pemimpin harus
menangani semua urusan, sedangkan pemimpin bersifat perorangan. Oleh
karena itu, hanya laki-laki yang mampu mengemban amanat itu. Akan
tetapi, sekarang kepemimpinan sudah dilembagakan sehingga perempuan
pun boleh tampil sebagai pemimpin negara. Jadi, terdapat perbedaan
setting sosial dan politik antara zaman Nabi Saw dan zaman sekarang yang

memiliki implikasi berbeda.*’® Sekarang ini memberikan akses bagi

“BKajian kritis terhadap peran perempuan di sektor publik dilakukan oleh beberapa
pemikir di antaranya adalah K.H. Husein Muhammad. Menurut Husein Muhammad
bahwa cara berpikir figh, yang tetap mempertahankan teks-teks kitab seperti apa adanya,
masih menjadi fenomena yang umum dan terus diikuti oleh kebanyakan masyarakat
muslim sejak berabad-abad lamanya sampai hari ini dan berlangsung di mana-mana.
Bahkan sebagian di antaranya ada yang membatasi diri pada produk-produk pemikiran
ulama mujtahid tertentu dan menolak pikiran-pikiran di luarnya. Seringkali gugatan
terhadap teks-teks (agwal) figih dan upaya membongkar warisan intelektual klasik
dipandang sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi. Ini tentu
saja sebuah hegemoni, sekaligus juga ironi dalam perspektif ilmiah. Lebih dari itu, sikap
dan pandangan yang memapankan figih seperti itu dengan sendirinya telah
memperlakukan figih sebagai sebuah ideologi, bahkan dapat mempersamakan figih
dengan teks-teks yang menjadi sumbernya, yaitu al-Qur’an. Pemikiran seperti ini
sesungguhnya pernah dikritik oleh Jalaluddin al-Suyuthi, pemikir figih Shafi’i, dalam
bukunya al-Radd ‘ala Man Akhlada Ila al-Ard wa Jahila bi Anna al-Ijtihad fi Kulli Asrin
Fard (Kritik terhadap Pandangan yang Memapankan [mempertahankan status quo] dan
yang tidak menyadari bahwa ljtihad adalah Keniscayaan pada setiap Zaman). Lihat
Husein Muhammad, Figih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender
(Yogyakarta: LKiS, 2001), 138. Bandingkan dengan buku terbarunya dalam Husein
Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas
(Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016).

419Mujamil Qomar, NU “Liberal” Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme
Islam, (Bandung: Mizan, 2002),169. Lihat juga Abdillah, Masykuri dan Sirry, Mun’im A.
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perempuan untuk bersaing merebut kursi kepresidenan dengan kaum laki-
laki. Terkait dengan hal tersebut Gus Dur mengatakan:*°

Hadith yang berbunyi, “Jangan serahkan urusan penting kepada
perempuan”, menurut saya hanya berlaku di zamannya. Oleh karena
itu berbeda penerapannya dengan zaman sekarang. Karena bentuk
pemerintahan masa lalu adalah model suku atau masyarakat kesukuan,
maka kepala suku adalah segala-galanya. Dia pemberi hukum,
pemimpin peperangan, pengatur ekonomi, pengatur keuangan,
pengatur akhlak, dan keamanan. Semua terkumpul dalam diri satu
orang. Dengan kata lain kepemimpinan dipersonalkan atau dijadikan
kepribadian. Semua kualitas berkumpul pada pribadi sang pemimpin.
Maka tak heran jika dalam keadaan demikian hadith tadi keluar.
Tetapi di zaman sekarang, kepemimpinan negara tidak lagi
dipersoalkan. Seorang presiden sebagai kepala negara tidak bisa
membuat undang-undang sendiri. Ada lembaga DPR dan lembaga
yudikatif yang melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain
kepemimpinan sudah dilembagakan dan sudah dikolektifkan menjadi
kepemimpinan kolektif.

Statemen Gus Dur di atas menunjukkan perhatian dan
keberpihakannya kepada nasib kaum perempuan. Meskipun terdapat nas
atau dalil tekstual yang tidak berpihak kepada nasib kaum perempuan,
dalam pandangannya harus dilihat dan diposisikan secara tepat. Maksud
dan tujuan (magasid al-shariah) hukum harus digali sedalam-dalamnya
untuk mendapatkan pemaknaan yang mengacu kepada kesetaraan dan
persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Karena itulah memang

yang diajarkan dalam al-Qur’an.

2002. Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih.
Dalam Ali Munhanif (Ed.), Perempuan dalam Literatur Islam Klasik (hlm. 102-145).
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

“%W\ahid, Abdurrahman. 1999. Islam dan Hak Asasi Manusia. Lily Zakiyah Munir (Ed.),
Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam. (him. 37-38).
Bandung: Mizan.
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3. Kedudukan Warga Non-Muslim

Salah satu wujud tantangan zaman dapat berupa kemajemukan
pemeluk agama besar selain Islam, seperti pemeluk Nasrani dan Yahudi
sehingga dibutuhkan wawasan baru terhadap keberadaan mereka agar
tercipta kedamaian hakiki. Abdurrahman Wahid memandang sikap orang
Yahudi dan Nasrani terhadap Islam sebagai suatu kewajaran, umat Islam
421

pun bersikap begitu.

Dalam hal ini al-Qur’an menyatakan:

=
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“Dan orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepadamu, hingga
engkau mengikuti kebenaran/ akidah mereka”.*?

Menurut Abdurrahman Wahid dalam memaknai ayat tersebut kaum
muslimin memerlukan cara pandang baru dan merubah pola pemahaman
mereka. Terkait hal ini, paling tidak terdapat tiga poin penting yang
diajukan Gus Dur yakni:**® pertama, harus dijelaskan dari sudut mana hak-
hak orang dibedakan. Dari sudut akidah, hak orang muslim berada di atas
hak non-muslim. Tetapi Indonesia bukan negara Islam. Oleh karena itu,
kita harus mengakui bahwa hak non-muslim di mata undang-undang

negara adalah sama. Dan secara nyata itulah yang terjadi berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945; kedua, ayat di atas sebenarnya menunjukkan

“2YQomar, NU “Liberal”, 169.

*22A1-Qur’an, 2:120.

*2Munib Huda Muhammad (Ed.). 1998. Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab Sebuah
Pergumulan Wacana dan Transformasi. (hIm. 32-33). Jakarta: Fatma Press.
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hubungan Nabi dengan kedua kelompok itu (Yahudi dan Nasrani) di masa
beliau. Oleh karena itu, ketika ayat ini dianggap berlaku umum, timbul
masalah antara lain kita wajib membuktikan alasannya. Sebab, secara
historis, konteks ayat itu tampaknya memang erat dengan peristiwa
pengusiran beberapa suku yang hidup di Madinah, seperti Bani Quraidzah
dan sebagainya; ketiga, pada saat ini, pemeluk agama lain sudah
merumuskan kembali pola hubungan mereka dengan kaum muslimin.
Misalnya, Konsili Vatikan ke-ll pada tahun 1964, menghasilkan suatu
keputusan yang sangat fundamental.*** Yaitu, gereja mengakui hak setiap
orang untuk mencari kebenaran menurut cara masing-masing, meskipun
sayangnya masih ditegaskan bahwa kebenaran terakhir hanya bisa dicapai
melalui gereja Khatolik Roma.”® Dari keputusan ini bisa dibaca bahwa
mereka mampu berbicara dengan orang lain dengan tetap mempertahankan

pendirian. Apa pun maksud mereka, Kita harus memperhitungkan (bukan

“*Menurut Alwi Shihab citra Islam yang lebih baik telah terbentuk selama penggal
terakhir abad kedua puluh. Di samping Deklarasi Konsili Vatikan Il seperti disebut di
atas, terdapat beberapa pendekatan dan apresiasi simpatik terhadap Islam dapat ditemukan
dalam tulisan para penulis Kristen. Untuk menyebut beberapa, para pemikir yang
berperan dalam perubahan positif citra Islam yang rusak, adalah Montgomery Watt,
Leonard Swidler, Kenneth Cragg, Hans Kung, R.C. Zaehner, John Esposito. Dan pantas
pula disebut nama Louis Massignon yang memohonkan pengakuan akan otoritas
kondisional al-Qur’an dan kenabian Muhammad Saw dan merupakan salah seorang
pemikir Kristen terkemuka. Lihat Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka
Dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1998), 90-91.

“Doktrin yang dirumuskan Gereja di atas pada awalnya didukung pula oleh kenyataan
bahwa Islam sebagai agama wahyu tidak dikenal dalam kitab suci Kristen (Injil).
Ketiadaan penyebutan dalam teks Injil merupakan kesimpulan logis konsep Kristen
tentang “Kanon Penutup” yang berarti wahyu Tuhan terakhir. Dari konsep inilah lahir
doktrin tentang gereja sebagai sumber penyelamatan satu-satunya dan yang terakhir,
sebagaimana terungkap dalam rumusan gereja yang terkenal extra ecclesias nulla salus.
Oleh karena itu, ide tentang kanon tertutup ini hanya memberi sedikit ruang, jika pun ada,
bagi respon positif terhadap agama yang mengklaim membawa wahyu Tuhan, apalagi
agama yang mengandung bantahan terhadap doktrin tertentu tentang Kristen, seperti
Islam. Selanjutnya lihat Shihab, Islam Inklusif,.... 89-90.
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menerima) perkembangan ini. Jangan sampai timbul kesan bahwa orang
lain bersikap luwes, tetapi kita bersikap kaku. Dengan demikian akan
terbukti secara nyata bahwa Islam memang bersifat dinamis, yang hidup,
dan mampu menampilkan pendiriannya dalam hujjah-hujjah yang masuk
akal, bukan agama yang sempit pandangan.

Ayat-ayat al-Qur’an lainnya yang sering dijadikan sebagai klaim-klaim

perbedaan teologis adalah seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran:
T /.’J/ o~ o /;,“ ./}//q, //,..} /f z /9 ’J/a: . 7 <
) Gl Ga 82N 3585 ans oy (6 Los (LAY 28 & (03

“Barangsiapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka amal
kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak akan

menjadi orang yang merugi perdagangannya”.*®

Dalam ayat ini, menurut Gus Dur jelas menunjukkan kepada masalah
keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak
menolak kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya. Perbedaan
teologis seharusnya tidak menjadikan umat Islam untuk menutup diri
terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dan terkungkung dalam
penjara penafsiran para pemikir terdahulu. Dalam hal ini Gus Dur
menyatakan:

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara

Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut

kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu,

tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada

dialog antar agama. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan
berlaku dalam hal ini, seperti adagium ushul figh/teori legal hukum

“8Al-Qur’an, 3:85.
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Islam; “Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud
tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula”. Kerjasama tidak akan
terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar agama juga
menjadi kewajiban.*?’

Dalam al-Qur’an, surat al-Hujurat Allah Swt berfirman:

z a4 - “,~ 4

& ‘oz -% - &

5500 L35 Cont 2ilans (ol £35S 0 TGl
“Sesungguhnya telah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan
perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
bangsa agar kalian saling mengenal”.**

Menurut Gus Dur ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang
senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa
atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal
yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan
keterpisahan.

Tentu saja, adanya berbagai keyakinan itu tidak perlu dipersamakan
secara total, karena masing-masing memiliki kepercayaan/ akidah yang

dianggap benar. Demikian pula kedudukan penafsiran-penafsiran akidah/

*"\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, 133-134. Untuk kasus dialog Islam-Kristen di
Indonesia, Alwi Shihab menyatakan bahwa isu-isu yang menyebabkan ketegangan yang
terkadang muncul di antara kedua komunitas terletak pada apa yang dijabarkan oleh Paul
Knitter sebagai hubungan “toleransi yang malas” (lazy tolerance). Dalam toleransi
semacam ini, setiap agama mengajak agama lain untuk mengakui keabsahan masing-
masing dan kemudian saling mengabaikan satu sama lain karena masing-masing
mengambil jalan yang memuaskan mereka sendiri untuk menciptakan atmosfer yang
memungkinkan kedua komunitas untuk menahan diri dari saling menuduh yang lain
sebagai tidak toleran, keduanya berhadapan dengan tantangan konsep toleransi agama
yang sesungguhnya. Tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama yang mendasar,
kedua komunitas harus memiliki niat baik untuk saling mendengar satu sama lain. Jika
kedua komunitas tidak siap dan bersedia untuk bertemu dengan agama lain dengan sikap
pengertian dan hormat, maka “toleransi yang malas” itu tidak akan berubah, kecuali justru
menjadi semakin parah. Lihat Shihab, Islam Inklusif, 93-94.

“BA1-Qur’an, 49:13.
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keyakinan itu. Umat Katholik sendiri memegang prinsip itu. Seperti dalam
Konsili Vatikan Il yang dipimpin Paus Yohannes XXIII dari tahun 1962
hingga 1965, menyebutkan bahwa para uskup yang menjadi peserta
menghormati setiap upaya mencapai kebenaran, walaupun tetap yakin
bahwa kebenaran abadi hanya ada dalam ajaran agama mereka. Jadi,
keyakinan  masing-masing  tidak  perlu  diperbandingkan atau
dipertentangkan.**

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa kerjasama antara berbagai
sistem keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam menangani kehidupan
masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan
kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama,
walaupun bentuknya berbeda-beda. Di sinilah nantinya, terbentuk
persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran/ akidah yang dianut,
namun hanya pada tingkat capaian materi. Karena capaian ukuran materi
menggunakan bukti-bukti kuantitatif, seperti tingkat penghasilan rata-rata
warga masyarakat ataupun jumlah kepemilikan—misalnya, telpon atau

kendaraan per-keluarga. Sedangkan yang tidak, seperti ukuran keadilan,

*2\Wahid, Islam Ku lIslam Anda Islam Kita, 134. Mengenai hal ini Gus Dur pernah
mengkritik Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang melontarkan gagasan bahwa semua agama
adalah sama. Kontan saja Cak nur mendapat kritik pedas dari mana-mana, khususnya
Abdurrahman Wahid. Lihat artikel Gus Dur Tiga Pendekar dari Chicago dalam
Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 2011), 3-6. Bagi
Gus Dur, Cak Nur mestinya tetap menekankan bahwa ada perbedaan esensial dari segi
teologis antara Islam dan agama-agama lain. Niat baik Cak Nur agar Islam memberikan
sumbangsih positif dalam pembangunan bernegara di Indonesia tidak perlu dilakukan
dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan teologis. Secara konstitusional, semua
agama diakui sebagai agama yang punya hak hidup. Sebagai implikasinya, semua
penganut agama-agama itu adalah warganegara yang sah. Di kemudian hari Cak Nur
mengikuti saran Gus Dur. Cak Nur mengatakan bahwa pluralisme merupakan kehendak
Allah, sehingga tidak mungkin menganggap semua agama adalah sama. Lihat Yudian
Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika
(Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press), 64.
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dapat dimengerti secara empirik dalam kehidupan sebuah sistem
kemasyarakatan.*®

Dengan sebuah penalaran analogis Gus Dur mengatakan bahwa selama
Nabi Muhammad Saw masih berkeyakinan; Tuhan adalah Allah, dan
beliau sendiri adalah utusan Allah Swt, selama itu pula orang-orang
Yahudi dan Kristen tidak dapat menerima (berarti tidak rela kepada)
keyakinan/ akidah tersebut. Sama halnya dengan sikap kaum muslimin
sendiri. Selama orang Kristen yakin bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan
orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka
selama itu pula kaum muslimin tidak akan rela kepada kedua agama
tersebut. Dalam arti, tidak menerima ajaran mereka.***

Kalau umat Islam bersikap demikian, hal itu sebenarnya wajar-wajar
saja, karena menyangkut penerimaan keyakinan/ akidah. Tetapi hal itu
tidak menghalangi para pemeluk ketiga agama itu untuk bekerjasama
dalam dalam hal muamalat, yaitu memperbaiki nasib bersama dalam
mencapai kesejahteraan materi. Mereka dapat bekerjasama untuk mengatur
kesejahteraan materi tersebut dengan menggunakan ajaran masing-masing.
D. Dari Magqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid Menuju Figih
Nusantara

Abdurrahman Wahid dikenal sebagai intelektual Islam yang memiliki
wawasan luas di bidang kajian keislaman (turath atau kitab-kitab kuning)

dan pengetahuan keilmuan modern (teori-teori sosial Barat). Perpaduan

*0\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, 135.
*3\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita...., 135.
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keilmuan yang memadai ini membuatnya mampu menawarkan ide-ide dan
gagasan segar baik dalam konteks Indonesia maupun dunia Islam.**?

Luasnya cakrawala intelektual Abdurrahman Wahid tidak bisa
dilepaskan dari epistemologi yang dipakainya dalam mengamati dan
mencermati persoalan sosial dan keagamaan yang muncul di tengah-
tengah masyarakat. Sebagai tokoh yang mengenyam pendidikan dalam
dua tradisi intelektual, yakni pendidikan di timur (Indonesia, Mesir dan
Baghdad) dan tradisi barat (Belanda dan Eropa), dalam membangun teori
dan pemikirannya, Gus Dur tetap berpegang pada 4 (empat) sumber pokok
ajaran Islam (al-Qur’an, al-Hadith, al-ljma’ dan al-Qiyas). Selain itu,
untuk  mempertajam  konstruk  paradigmatik  pemikirannya, ia
memanfaatkan berbagai piranti dari produk usul figih dan gawa’id
fighiyyah, pemikiran para filosuf dan tokoh pemikir Barat. Landasan
epistemologis demikian, terbentuk dari pola pendidikan yang ia
perolehdari tradisi pesantren disebutnya sebagai sebuah “subkultur”
sebagaimana telah disinggung di atas.**

Dari gambaran di atas, setidaknya latar belakang epistemologi
pemikiran Gus Dur berakar pada tiga tradisi, yaitu: pertama, kultur dunia
pesantren yang hierarkhis dan penuh dengan etika yang ketat; kedua,

tradisi Timur Tengah yang terbuka dan keras; dan ketiga, budaya Barat

2| jhat Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, 325-427. Dedy Djamaluddin
Malik-1di Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia, 168-196. Abdul Ghofur,
Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia, Ma’mun Murod al-Brebesy,
Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais, Ahmad Amir Aziz, Neo-
Modernisme Islam Indonesia, Laode Ida dan A. Tantowi Djauhari, Gus Dur Di Antara
Keberhasilan,

*3ghidig, Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren, 27-28.
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yang liberal, rasional dan sekuler. Ketiga ranah tersebut benar-benar saling
berpengaruh dalam pribadi Gus Dur sehingga menjadikannya nampak
selalu dinamis, berpikir liberal dan berwawasan luas yang melampaui

batas-batas tradisionalisme pesantren.***

Dalam pandangan M. Amin Abdullah pola pemikiran hukum Islam
dalam kurun waktu klasik hingga kontemporer terbagi menjadi tiga varian,
yakni: pertama, paradigma literalistik yang begitu dominan
pembahasannya tentang teks, dalam hal ini teks berbahasa Arab, baik dari
segi grammar maupun sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang
maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks literal. Paradigma ini
diwakili oleh para ahli usul mazhab mutakalimin (Shafi’iyyah, Malikiyah,
Hanabilah, dan Mu’tazilah) yang bercorak teologis-deduktif dan mazhab
Hanafiyyah yang memiliki corak pemikiran induktif-analitis. Paradigma
ini berlangsung kurang lebih lima abad (abad ke-2 H — abad ke-7 H) dan
baru mengalami perbaikan dengan munculnya al-Shatibi (w. 790 H/1388
M) pada abad ke-8 H yang menambahkan teori magasid al-shariah yang
mengacu pada maksud Allah yang paling dasar sebagai pembuat hukum
(shari’, lawgiver). Dengan demikian, ilmu usul figih tidak lagi hanya
terpaku pada literalisme teks. Kehadiran al-Shatibi sama sekali tidak
menghapus paradigma literal, tapi ingin lebih melengkapinya agar ilmu ini
dapat lebih sempurna memahami perintah Allah. Dengan demikian, dalam

perspektif filsafat ilmu, al-Shatibi sebenarnya tidak melakukan apa yang

*¥43hidig, Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren...., 30.
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menurut Thomas Kuhn disebut dengan pergeseran paradigma (paradigm
shift), tapi lebih hanya melengkapi paradigma lama saja, agar tidak terlalu
literalistik. Al-Shatibi dalam perspektif Kuhn, sesungguhnya tidak

melakukan perubahan revolusioner pada bangunan ilmu usul figh.

Kedua, enam abad kemudian, sumbangan al-Shatibi itu direvitalisasi
oleh para pembaharu usul figih di dunia modern, seperti Muhammad
Abduh (w. 1905), Rasyid Ridha (w. 1935), Abdul Wahab Khallaf
(w. 1956), ‘Allal al-Fasi (w. 1973), dan Hasan Turabi. Karena tidak
menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip maslakah yang
ditawarkan al-Shatibi melalui teori magasid-nya itu, maka menurut Wael
B. Hallaqg seperti dikutip olehn Amin Abdullah, mengkategorikan para
pembaharu di bidang usul dalam kelompok ini sebagai para pembaharu

penganut aliran utilitarianisme.**®

Ketiga, sementara itu, pertanyaan tentang bagaimanakah teks suci
dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia modern
yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi tetap
saja masih menjadi agenda besar bagi umat Islam dewasa ini. Pertanyaan
semacam ini menurut sebagian pakar seperti Muhammad Igbal, Mahmud
Muhammad Taha, Abdullahi Ahmad  al-Naim, Muhammad Said

Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur sama sekali tidak

“5Abdullah, M. Amin. 2002. Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh dan
Dampaknya pada Figh Kontemporer. Dalam Ainurrofiq (Ed.). “Mazhab Jogja”
Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer (him. 119-120). Djogjakarta: Ar-Ruzz
Media-Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
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dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip maslakah klasik di atas.
Bahkan mereka beranggapan bahwa prinsip maslahah tidak lagi memadai
untuk membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern. Dengan
mengambil sample tiga orang pemikir (Ashmawi, Fazlur Rahman dan
Syahrur), Hallag menamakan kelompok ini dengan aliran liberalisme
keagamaan (religious liberalism), karena coraknya yang liberal dan
cenderung membuang teori-teori usul figih lama. Menurut Hallag upaya
pembaharuan di bidang usul dari kelompok kedua ini dianggapnya lebih
menjanjikan dan lebih persuasif. Kelompok ketiga ini dalam membangun
metodologinya yang ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas
dunia modern lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks

untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.**®

Dengan mencermati tipologi di atas, pemikiran al-Magasid yang
digagas Abdurrahman Wahid dapat dikategorikan dalam aliaran
utilitarianisme tradisionalis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai wacana dan
ide yang digagasnya yang berupaya menggabungkan antara dimensi
pemikiran klasik dan pemikiran-pemikiran sosial kontemporer seperti telah
disinggung di atas. Dengan kata lain, pemikiran Abdurrahman Wahid tetap
mengacu kepada teks secara kritis dan mendialogkan dengan kondisi

obyektif kekinian di era multikulturalistik.

0 Abdullah, M. Amin. 2002. Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Figh...(hIm.120-
121).
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Dalam kaitannya dengan konsep magasid al-shariah ini, dari berbagai
tulisannya sepertinya ia memang tidak membangun sebuah konsep
al-Magasid yang betul-betul bisa dikatakan baru.”*” Akan tetapi dapat
ditegaskan di sini, dengan menganalisis berbagai tulisannya pula
didapatkan satu kesimpulan bahwa gagasan-gagasan dan idenya syarat
dengan muatan-muatan dan nilai-nilai magqasid al-shariah di dalamnya.*®
Al-Maqasid yang digagasnya berangkat dari pengalaman empirik yang
dilaluinya baik ketika menimba ilmu keislaman di Timur Tengah maupun
ketika bersentuhan dengan ideologi-ideologi sekuler dari Barat. Selain itu,
tidak bisa dikesampingkan adalah realitas empirik di dalam negeri yang
multikulturalistik dan plural. Kondisi yang demikian ini menuntutnya
untuk merumuskan sebuah figih nusantara yang ramah dan adaptable

dengan nilai-nilai dan kearifan lokal.**

**"Indikasi ini diperkuat dalam berbagai artikel yang ditulisnya yang mencerninkan
perluasan dari makna magasid al-shariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Lihat
Wahid, Abdurrahman. 2010. Islam dan Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia.
Dalam Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits (Ed.), Gus Dur Menjawab Perubahan
Zaman Warisan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid (hlm. 14-18). Jakarta: PT Kompas
Media Utama.

*¥Untuk menyebut beberapa contoh lihat artikel-artikel yang ditulisnya dalam buku Islam
Ku Islam Anda Islam Kita (1) Islam dan Kesejahteraan Rakyat (hlm. 176-179). (2)
Ekonomi Ditata dari Orientasinya (him. 205-208). (3) Benarkah Harus Ada Konsepnya?
(hIm. 209-212) dan lain-lain.

“Menurut Arifuddin Ismail, teori relasi Islam dan tradisi atau kearifan lokal yang
menarik digunakan adalah teori “pribumisasi islam” yang dicetuskan oleh Abdurrahman
Wahid. Pribumisasi Islam lahir dalam konteks perhatian Gus Dur untuk tidak menjadikan
Islam sebagai alternatif terhadap persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Pribumisasi
Islam adalah upaya untuk mengokohkan kembali akar budaya dengan tetap menciptakan
masyarakat yang taat beragama. Lihat Arifuddin Ismail, Agama Nelayan Pergumulan
Islam dengan Budaya Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 24.
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Konsep magqasid al-sharian memang telah dirumuskan dan rintis oleh
para ulama Kklasik seperti, al-Juwainy, al-Ghazali, al-Thafi hingga
al-Shatib1.**° Memasuki era modern, konsep magasid al-shariah juga
mengalami berbagai modifikasi yang signifikan sesuai dengan tuntutan
zamannya. Di antara para pemikir tersebut adalah Muhammad Tahir lbn
Ashiir, Muhammad ‘Alal al-Fasi, Ahmad Raysuni dan Muhammad Said
Ramadan al-Buti.

Para ulama yang disebutkan di atas dalam sejarahnya dikenal dikenal
sebagai pemikir yang mencoba merumuskan konsep magasid al-shariah
secara sistematis. Konsep magasid al-shariah yang pada awalnya—secara
umum-—hanya dipahami sebagai konsep nilai-nilai universal-abstrak, pada
gilirannya di urai menjadi sebuah sistem berpikir atau metodologi yang
urgen dalam menjawab problematika yang muncul di setiap zamannya.
Karena Islam tidak cukup hanya dipahami melalui tekstual semata. Atas
dasar inilah, konsep magqasid al-sharrah dimunculkan dan diaktualkan
kembali untuk memecahkan kebuntuan dan kebutuhan masalah-masalah
hukum di masyarakat.

Salah satu gagasan yang ditawarkan oleh Abdurrahman Wahid adalah
perlunya pemahaman secara massif ditingkat masyarakat mengenai figih

sebagai etika sosial. Secara sederhana dapat dipahami, figih merupakan

“OK onsep magasid al-shariah selalu menarik untuk dikaji karena salah satu titik tekan di
dalamnya adalah faktor realitas sosial masyarakat (empirical approach) yang menjadi
epistemologi pendasaran hukumnya. Dalam artian terdapat pendekatan sosiologis yang
melihat fenomena aktual yang terjadi di masyarakat dan tidak hanya terpaku terhadap
penafsiran secara tekstual semata. Lihat Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika
Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri (Yogyakarta-
Jember: Mitra Pustaka-STAIN Jember Press, 2012).
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pendapat atau qaul para ulama mujtahid yang terikat dengan zamannya.
Figih merupakan hasil ijtihad ulama yang terkait dengan lingkup sosial,
kultur dan pola pikir umat di masanya.*** Dengan demikian figih adalah
salah satu episteme (sistem pengetahuan) yang selalu dinamis dan
mengikuti gerak laju sejarah dan pergerakan denyut nadi umat Islam. Oleh
karena itu menjadi sangat wajar dan bahkan menjadi keharusan apabila
dalam satu masa figih mengalami rekonstruksi karena terdapat unsur-unsur
di dalamnya yang tidak sesuai lagi dengan paradigma dan pola pikir serta
cara pandang umat di masa yang akan datang.**?

Berangkat dari pendekatan yang kontekstual dengan perkembangan
zaman, pemikiran Gus Dur sebenarnya merupakan salah satu upayanya
dalam merealisasikan konsep Ahlussunnaah wa al-Jamaah melalui kaidah-
kaidah fighiyyah (legal maxims) dan usul figih (legal theory).*** Kaidah
al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-salih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah
(memegangi sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang
baru yang lebih baik) digunakan untuk mengimbangi kaidah fighiyyah,
idza ta’arrada al-mani’ wa al-mugtada, quddima al-mani’ (apabila
berlawanan antara yang mencegah dan yang mengharuskan, didahulukan

yang mencegah). Kaidah ini secara normatif menunjukkan sikap hati-hati,

“Iperlunya model “pembacaan” figih secara aktual dan kontekstual lihat Wahid, Marzuki

dan Ghazali, Abdul Mogshith. Februari 1999. Membaca al-Muhazab Dengan Pendekatan
Kontekstual. Aula, No. 02 Tahun XXI, 60-72.

“2Terkait dengan hal ini lihat As, Muhammadun. Juni 2003. Menuju Figh Kontekstual-
Universal. Aula, No. 06 Tahun XXV, 71-73.

“3Lihat juga Muhajir, Afifuddin. Oktober. 2000. Memberdayakan Ushul Fikih. Aula, No.
10 Tahun XXI, 63-66. Bandingkan dengan Mahfudz Asmawi. Agustus 2003. Reorientasi
Studi Ushul al-Figh. Aula, No. 08 Tahun XXV, 75-80. Ghazali, Abdul Mogshith.
Membangun Ushul Fikih Alternatif. Februari 2004. Aula, No. 02 Tahun XXVI, 63-67.
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tetapi dari perspektif dinamika pemikiran justru menyebabkan stagnasi
akibat tidak berani mengambil resiko. Oleh karena itu, segera diimbangi
kaidah tersebut yang menunjukkan keterbukaan untuk menerima
pemikiran-pemikiran modern yang lebih logis dan rasional, tetapi dengan
tetap melestarikan “kekayaan intelektual yang lama”. Pada gilirannya
terjadi keseimbangan antara budaya pemikiran lama dan budaya pemikiran
baru dalam suatu mata rantai yang saling terkait.

Bersamaan dengan makin meningkatnya “kebebasan pemahaman”
sosial dan politik di Indonesia, maka kehidupan dan pemikiran figih dalam
NU juga mengalami pergeseran; dari paradigma fiqih sebagai “kebenaran
ortodoksi” menjadi paradigma “pemahaman sosial”. Paradigma pertama
menunjukkan realitas pada kebenaran figih, sedangkan paradigma kedua
menggunakan figih sebagai counter discourse dalam wilayah politik
pemaknaan yang tengah berlangsung. Jika yang pertama memperlihatkan
watak “hitam putih” dalam memandang realitas, yang kedua
memperlihatkan wataknya yang bernuansa, dan terkadang rumit dalam
menyikapi realitas. Jika orientasi paradigma pertama lebih menunjukkan
kepada pemaknaan figih secara personal, maka paradigma kedua memiliki
semangat dan orientasi sosial sehingga mampu memberikan transformasi

sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.**

“4Qomar, NU “Liberal”, 111-112. Paradigma figih sebagai kebenaran ortodoksi lihat
tulisan Ghazali, Abdul Mogshit. Juli 2003. Wajah Figh Konvensional. Aula, No. 07
Tahun XXV, 86-92.
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Mengenai perlunya pergeseran pemaknaan figih ini dalam sebuah
eseinya Gus Dur menulis:

Persoalannya kini adalah bagaimana dimensi pribadi ini bisa
diterjemahkan secara sosial, sebab di dalam iman ternyata adalah
mungkin untuk menjadi mukmin yang baik dan sekaligus menjadi
makhlk a-sosial. Sebaliknya bisa terbentuk pula sikap hidup yang
begitu sosial tetapi tanpa keimanan. Usaha menjembatani kedua
bentuk keberagamaan yang ekstrem ini adalah sebuah keharusan yang
ditunjuk oleh ayat tadi. Ayat ini menghubungkan Rukun Iman dan
Rukun Islam dengan “rukun sosial”, yaitu perhatian yang cukup
terhadap dana untuk membela kaum lemah. Akan tetapi, secara
epistemologis, “rukun sosial” yang ada di tengah itu belum pernah
dirumuskan dan disepakati sebagai soal teologi, melainkan dianggap
sebagai soal politik. Biasanya “rukun sosial” hanya dimasukkan ke
dalam “Bab Jihad”, di mana status jihad itu sendiri hanya berhukum
fardhu kifayah yang cukup dilakukan setahun sekali.**

Dalam perspektif epistemologi hukum Islam, ajakan Gus Dur tersebut
bisa dikatakan sebagai upaya dalam memaknai persoalan-persoalan
keumatan dan kebangsaan melalui perspektif magqasid sharrah. Rukun
sosial merupakan sebuah istilah untuk membumikan Islam agar lebih
akrab dan bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan sosial
keagamaan. Dengan demikian ber-Islam tidak cukup hanya dengan
kualitas personal dan individual semata. Melainkan harus peka dengan
problematika kemanusiaan di sekitarnya.

Dalam konteks Indonesia, ide pribumisasi Islam yang digagasnya
merupakan titik awal terbentuknya fiqih Nusantara yang bersifat adaptable
dengan nilai-nilai  lokal masyarakat setempat. Sebagai pijakan

epistemologi  pribumisasinya, Gus Dur mencatat adanya dua

“5Abdurrahman Wahid, Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren. 2010.
Dalam Hairus Salim H.S. (Ed.). Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren. (hIm. 200-
201). Yogyakarta: LKiS.
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kecenderungan dalam memanifestasikan kebudayaan Islam ke dalam
kebudayaan Indonesia: pertama, kecenderungan untuk formalisasi ajaran
Islam dalam seluruh manifestasi kebudayaan bangsa; kedua
kecenderungan untuk menjauhi sedapat mungkin formalisasi ajaran Islam
dalam manifestasi kebudayaan bangsa. Kecenderungan pertama menurut
Gus Dur berkeinginan untuk memanifestasikan dimensi Islam ke dalam
kehidupan sehari-hari, agar kebudayaan Indonesia diwarnai oleh ajaran
Islam. Mereka memulainya dari persoalan bahasa, misalnya ucapan salam
“assalamualaikum” dijadikan ganti dari ucapan “selamat pagi”, hari
kelahiran diganti dengan yaum al-milad, istilah sahabat, diganti ikhwan,
dan sebagainya. Kecenderungan sepert ini pada gilirannya menghilangkan
budaya lokal yang dinilai tidak Islami. Mereka mencanangkan, Islam
sebagai budaya alternatif.**

Gus Dur menilai tidak tepat kecenderungan formalisasi seperti ini.
Menurut Gus Dur, sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan, Islam
harus mengakomodasi kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa
kehilangan identitasnya. Gus Dur mencontohkan al-Qur’an dan al-Hadith.
Kedua sumber asasi Islam itu menurut Gus Dur berwatak lokal, karena
al-Qur’an menggunakan istilah susu dan madu sebagai penggambaran
untuk eksistensi surga, buah-buahan yang didambakan manusia padang

pasir, dan pengertian-pengertian bangsa Arab mengenai kehidupan. Itu

“eAksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi Dari Epistemologi Teosentrisme ke
Antroposentrisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 250-251.
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semua dijadikan wahana al-Qur’an untuk menyampaikan pesan-pesannya.
Atas dasar itu, Gus Dur memilih kecenderungan kedua.*”’

Ada beberapa argumen pendukung ide “pribumisasi Islam” Gus Dur:
Pertama, pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam, baik di
negeri asalnya maupun di Indonesia, seperti yang dilakukan Sunan
Kalijaga. Kedua, pribumisasi merupakan kebutuhan masyarakat lokal
Indonesia dalam ber-Islam. Ketiga, pribumisasi Islam terkait dengan
hubungan figih dan adat (budaya). Dalam konteks ini Gus Dur berpegang
pada kaidah fighiyyah yang umum digunakan dalam pondok pesantren,
al-‘adah muhakkamah. Dengan kaidah itu, Gus Dur tidak berarti
mencanangkan bahwa adat merubah norma-norma Islam, melainkan
memanifestasi agama ke dalam budaya setempat, karena manifestasi
norma Islam adalah bagian dari budaya, seperti bangunan Masjid
Demak.**®

Dari gambaran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pribumisasi
Islam memiliki dua implikasi yaitu:

Pertama, pribumisasi Islam adalah kontekstualisasi Islam. Di dalam poin

pertama ini, terdapat dua pemahaman, yakni:**°

“7Aksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi...., 251.

“8pksin ¢ Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi..., 254. Lihat juga Wahid,
Abdurrahman. 2001. Pribumisasi Islam. Dalam Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara,
Agama, dan Kebudayaan. (him. 109-128). Jakarta: Desantara.

“SArif, Humanisme Gus Dur, 107. Lihat Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara,
Agama, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001), 109-128.
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1). Akomodasi adat oleh figih (a/- ‘@dah muhakkamah)

Contoh: Akomodasi hukum waris Islam atas adat waris lokal seperti
adat  perpantangan  (Banjarmasin) dan  gono-gini
(Yogyakarta-Solo).

2). Pengembangan aplikasi nas

Contoh: setelah lahir wacana emansipasi wanita (modern), dibutuhkan
perubahan cara pandang keadilan dari keadilan menurut
suami, menjadi keadilan menurut istri dalam kasus poligami.
Kasus ini merujuk pada QS al-Nisa’ (4) ayat 3. Dengan
adanya perubahan cara pandang atas keadilan maka istri
mendapat keadilan dengan cara tidak dipoligami, tanpa harus
mengganti nas al-Qur’an itu sendiri.

Kedua, pribumisasi Islam sebagai kulturalisasi Islam. Poin inilah yang
melahirkan manifestasi (bentuk) Islam dalam kultur lokal. Contoh, atap
Masjid Demak yang menggunakan atap “Meru” (Hindu-Buddha) seperti
termaktub di atas.

Pribumisasi Islam pada level selanjutnya dijadikan sebagai pisau
analisis kritis untuk membedah ketimpangan struktural yang menghambat
tercapainya keadilan. Pada titik ini, pribumisasi Islam dapat dikatakan
menjadi al-Magasid Abdurrahman Wahid dalam mencermati dan
memandang realitas persoalan kekinian umat dengan paradigma baru yang
membawa misi transformatif dan membebaskan. Sebuah al-Magasid yang

mengkritik realitas yang timpang akibat ketidakadilan struktural yang
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diciptakan oleh sistem kekuasaan. Al-Magasid yang bertujuan
menciptakan keadilan di antara sesama warga bangsa yang plural ini.
Keadilan, dalam hal ini, diartikan sebagai pemerataan ekonomi dan
kesetaraan setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi
pengembangan diri. Oleh karena itu, Gus Dur kemudian getol
menyuarakan adanya ketimpangan struktural yang melahirkan kemiskinan.
Melalui analisis kritis, ia menyatakan bahwa penyebab kemiskinan
bukanlah kemalasan dari masyarakat, melainkan karena struktur ekonomi-
politik yang timpang. Penyelesaian atas problem kemiskinan mestilah
merujuk pada pembongkaran atas struktur yang timpang tersebut. Dengan
cara ini Gus Dur kemudian sampai pada kesimpulan, bahwa Islam
mestilah diarahkan untuk mengkritik ketimpangan struktural. Inilah yang
ia sebut sebagai fungsi etika sosial Islam.*°

Pada titik ini, uraian atas pemikiran Gus Dur akan diarahkan untuk
membentuk suatu jalinan struktural dari keseluruhan pemikirannya.
Jalinan struktural ini merupakan kesaling-terkaitan antar-gagasannya yang
akhirnya membentuk kesatuan struktural yang utuh. Artinya, meskipun
Gus Dur sendiri tidak merumuskan pemikirannya dalam suatu struktur
yang sistematis, segenap pemikirannya dapat dirumuskan di dalam

struktur tersebut.

*0Arif, Humanisme Gus Dur, 68-69.
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Sebagai struktur, pemikiran Gus Dur telah membentuk suatu kesatuan
yang dibangun oleh per-pemikiran yang menjadi elemen-elemen di dalam
struktur tersebut. Oleh karenanya, pengkajian atas satu pemikiran tidak
bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan pemikiran tertentu, dan dengan
asas yang menjadi “titik penggerak” dari keseluruhan struktur tersebut.
Titik penggerak itu tiada lain adalah perinsip kemanusiaan yang berjalin-
kelindan dengan prinsip keislaman. Untuk jalinan struktural ini, lihat
bagan di bawah ini:**

NU [ >Gerakan agama berwawasan struktural " ideologi Islam

Magasid al-shariah: Negara-bangsa
Kemanusiaan Konstitusionalisme-Kritis
(Human Social Life)

Islam sebagai etika sosial

(ilmu sosial transformatif) |:> Demokratisasi

I

Pesantren <:| Pribumisasi Islam

Sebagai Sub-Kultur

Dari bagan di atas bisa diambil beberapa kesimpulan mendasar.
Pertama, prinsip kemanusiaan yang berjalin-kelindan dengan prinsip

kemanusiaan di dalam Islam, merupakan “titik penggerak™ dari jalinan

SLArif, Humanisme Gus Dur, 70.
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struktural tersebut. Dalam Kkaitan ini, prinsip tersebut terdapat pada
pendasaran kemanusiaan Gus Dur kepada penghargaan atas hak-hak dasar
manusia di dalam magqasid al-shariah. Tradisi magasid al-shariah ini
bertemu dengan prinsip kemanusiaan di dalam tradisi humanisme modern.
Menariknya, prinsip kemanusiaan ternyata juga berada dalam pemikiran
kebudayaan, yang oleh Gus Dur didefinisikan sebagai human social life

(kehidupan sosial manusiawi).**2

Artinya, pada ranah kebudayaan, Gus Dur telah menetapkan dasar bagi
segenap pola kehidupan manusia, yakni bahwa kehidupan sosial kita
haruslah manusiawi. Dengan demikian, karena kebudayaan mencakup
segenap ranah kehidupan, sejak ranah kehidupan keagamaan, sosial-
ekonomi, dan politik maka gagasan kebudayaan sebagai human social life
sekaligus menjadi blue print kehidupan ala Gus Dur, yang ia idealkan di
dalam masing-masing ranah sub-sektoral tersebut. Misalnya, gagasan
keislaman yang menjunjung tinggi kemanusiaan melalui prinsip etika

sosial Islam.

Kedua, prinsip kemanusiaan yang berada dalam terang tradisi magasid
al-shariah serta dirumuskan dalam pemikiran kebudayaan ini, kemudian
melahirkan gagasan keislaman yang merujuk pada Islam sebagai etika
sosial. Inti dari gagasan ini adalah perlunya wacana keislaman, dalam hal
ini tradisi figih, untuk memperluas rambahan objek kajiannya kepada

persoalan-persoalan  kemasyarakatan  yang  tengah  mengalami

“S2Arif, Humanisme Gus Dur, 70.
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ketimpangan.*® Jadi, figih tidak hanya berkutat dengan persoalan teknis
ibadah atau muamalah, tetapi pada persoalan yang dihadapi umat yang
membutuhkan mode analisis baru, sebab persoalan tersebut baru ada
setelah masa modern. Dalam kaitan ini, etika sosial Islam diartikan Gus

Dur sebagai konsep dan ukuran baik-buruk tata kehidupan menurut Islam.

Dengan menempatkan Islam sebagai etika sosial, Gus Dur hendak
mendasarkan pembentukan masyarakat berkeadilan pada nilai-nilai etis-
sosial keislaman. Tujuannya jelas: kehidupan sosial manusiawi, yang
merujuk pada pembentukan pranata sosial-politik yang menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang terumuskan di dalam magasid
al-sharrah tersebut. Dengan demikian, etika sosial Islam di dalam dirinya
memuat kritik. Artinya ia kritis terhadap situasi yang menghambat bagi
terwujudnya masyarakat berkeadilan tersebut. Oleh karena itu, Islam
sebagai etika sosial meniscayakan suatu paradigma kritis yang membuat
gagasan etis ini bisa menggerakkan pembongkaran atas ketimpangan
struktural. Paradigma kritis inilah yang terdapat di dalam paradigma ilmu-

ilmu sosial Gus Dur yang bersifat kritis-transformatif.**

Dalam konteks Indonesia modern, pesantren sebagai institusi
keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam penyemaian ide-ide
pemikiran hukum Islam. Produk hukum yang dihasilkan haruslah mengacu

pada realitas persoalan-persoalan kemanusiaan dan tidak hanya sekedar

**3Arif, Humanisme Gus Dur...., 71-72.
*4Arif, Humanisme Gus Dur, 73.
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mencangkokkan teks-teks yang sudah jadi tanpa menganalisnya terlebih

dahulu dengan pendekatan-pendekatan lainnya seperti disebutkan di atas.

Situasi dilematik tentang pembumian teks-teks ini Kini dihadapi oleh
Islam di era kehidupan kontemporer di kawasan manapun di dunia ini. Di
satu pihak ada kecenderungan cukup kuat untuk memberlakukan sumber-
sumber tekstual secara harfiah, dan ada yang termasuk dalam kelompok
ini, mereka yang moderat maupun yang fundamentalistik. Di sisi lain, juga
berkembang keinginan untuk tidak langsung menerapkan sumber-sumber
tekstual secara harfiah belaka, melainkan dengan mencari cara-cara

menyesuaikan sumber-sumber tekstual itu pada kenyataan yang ada.

Dalam konteks Indonesia yang multikulturalistik, kebutuhan untuk
formalisasi hukum Islam dan kenyataan masyarakat yang plural memang
menyisakan satu problem yang sulit untuk dipecahkan. Dalam hal ini Gus

Dur menawarkan salah satu solusi dengan menyatakan:**

Salah satu cara untuk menerobos situasi dilematik tersebut dengan
cara merumuskan kembali kedudukan hukum agama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Menurut perumusan ini, hukum Islam tidak
dijadikan hukum nasional in toto. Hanya partikel-partikel yang dapat
diterima semua pihak sajalah yang diundangkan oleh negara,
sedangkan selebihnya menjadi etika masyarakat bagi kaum muslimin.
Cara penerapan hukum Islam tersebut sebagai salah satu unsur
pembentukan hukum dalam konsep negara-bangsa (nation state),
merupakan kunci pemecahan masalah menurut pandangan ini.

*>Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta:
Desantara, 2001 ), 96.
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Salah satu indikasi untuk pengaplikasian pandangan Gus Dur di atas
adalah penafsiran kembali terhadap fungsi figih sebagai bagian dari aspek
ilmu-ilmu keislaman. Dalam pandangan Gus Dur, figih yang sejatinya
adalah produk manusia hendaklah memihak pada persoalan-persoalan
kemanusiaan. Figih haruslah membumi dan peka dengan realitas sosial
yang plural dan multikulturalistik. Karena dalam figih sendiri memiliki
watak yang plural baik dalam segi metodologi penetapan hukum maupun
dari segi produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu tidak perlu
pindah orientasi berpikir dari figih ke teologi untuk mengatasi
kemandekan umat Islam. Yang diperlukan adalah penalaran kontemporer
dalam berfigih. Dari figih dapat dilahirkan etika sosial yang relevan, tapi

memiliki perspektif kesejarahan.*®

Dalam salah satu artikel yang ditulisnya “Penyesuaian ataukah
Pembaharuan Terbatas” argumentasi yang diajukan Abdurrahman Wahid
mengenai perlunya orientasi figih yang sesuai dengan spirit zaman dan
pembaharuan adalah seperti yang dilakukan oleh Syekh Arsyad al-Banjari
dalam karyanya  Sabil al-Muhtadin. Dalam karyanya ini, menurut
Abdurrahman Wahid, Syekh Arsyad al-Banjari juga melakukan sebuah

pembaharuan terbatas atas hukum-hukum agama (figih). Dalam karyanya

**®pemikiran tentang figih sosial dapat dibaca pada buku-buku berikut ini lihat M.A.
Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994). Ali Yafie, Menggagas
Figih Sosial (Bandung: Mizan, 2000). Tutik Nurul Janah (Ed.), Metodologi Figh Sosial
Dari Qauli Menuju Manhaji (Purworejo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah: Figh Sosial
Institute STAI Mathali’ul Falah, 2015). Munawir Aziz (Ed.), Epistemologi Figh Sosial
Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Purworejo, Margoyoso, Pati, Jawa
Tengah: Figh Sosial Institute STAI Mathali’ul Falah, 2014). Jamal Ma’mur Asmani,
Mengembangkan Fikih Sosial K.H. MA. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).
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itu, beliau menyampaikan hukum agama Perpantangan. Hukum agama ini
jelas memperbaharui hukum agama pembagian waris (faraid) secara
umum. Kalau biasanya dalam hukum agama itu disebutkan, ahli waris
laki-laki menerima bagian dua kali lipat ahli waris perempuan. Beliau
beranggapan lain halnya dengan adat Banjar yag berlaku di daerah

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dewasa ini.**’

Dalam karyanya itu, menurut Abdurrahman Wahid, Syekh Arsyad
al-Banjari menganggap untuk masyarakat bersungai besar, seperti di
kalimantan Selatan, harus diigat adanya sebuah ketentua lain. Yaitu, rejeki
di kawasan itu adalah hasil kerjasama antara suami dan istri. Ketika sang
suami masuk hutan mencari damar, rotan, kayu dan sebagainya, maka istri
menjaga jangan sampai perahu yang ditumpangi itu tidak terbawa arus air,
di samping kewajiban lain seperti menanak nasi dan sebagainya. Dengan
demikian, hasil-hasil hutan yang dibawa pulang adalah hasil karya dua
orang, dan ini tercermin dalam pembagian harta waris. Menurut adat
Perpantangan itu, harta waris dibagi dahulu menjadi dua. Dengan paroh
pertama diserahkan kepada pasangan yang masih hidup, jika suami atau
istri meninggal dunia dan hanya paroh kedua itu yang dibagikan secara

hukum waris Islam.

7 Abdurrahman Wahid, Penyesuaian ataukah Pembaharuan Terbatas. Dalam Islam Ku
Islam Anda Islam Kita, 250.
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Dengan demikian, dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Syekh
Arsyad melestarikan hukum agama Islam (figih) dengan cara melakukan
“pembaharuan terbatas”. Namun, pada saat yang bersamaan, beliau juga
melakukan penyebaran agama Islam dan memberikan cotoh yang baik
bagi masyarakatnya. Inilah jasa yag sangat besar yang kita kenang dari
hidup beliau, sekembalinya ke tanah air di kawasan Nusantara ini. Hanya
dengan inisiatif yang beliau ambil itu, dapat kita simpulkan dua hal yang
sangat penting: pertama, kemampuan melakukan pembaharuan terbatas,
kedua, berjasa mendidik masyarakat dalam perjuangan hidup selama
puluhan tahun lamanya. Jasa dalam dua bidang ini sudah pantas membuat
beliau memperoleh gelar, sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau yang
sangat besar bagi kehidupan kita sebagai bangsa, di masa Kini maupun

masa depan.**®

Pada titik ini dalam pandangan Gus Dur, figih mengalami pergeseran
orientasi, dari figih yang bersifat individual menuju figih yang berorientasi
sosial. Dari figih yang hanya mengedepankan kesalehan pribadi menjadi
figih yang membawa perubahan sosial. Di sini terlihat dengan jelas kaitan
antara figih dan etika sosial. Etika sosial yang menyadari hakikat sebab-
sebab kemiskinan. Etika sosial yang bertolak dari keinginan mengatasi

kemiskinan dan keterbelakangan umat, serta menaikkan derajat mereka

“8\Wahid, Penyesuaian ataukah Pembaharuan Terbatas. Dalam Islam Ku Islam Anda
Islam Kita....251.
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sebagai manusia. Etika sosial yang mendorong terbentuknya masyarakat

yang berkeadilan dan berperikemanusiaan dalam praktik nyata.**

Di antara salah seorang ulama-intelek yang sejalan dengan ide dan
gagasan Gus Dur mengenai figih sebagai etika sosial adalah KH. Sahal
Mahfudh. Dalam pandangan Sahal Mahfudz, figih sosial bertolak dari
pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang
sebagai perhatian utama shariat Islam. Pemecahan problem sosial berarti
merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang
konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan
umum (al-maslakah al-‘ammah). Kemaslahatan umum secara sederhana
dapat dirumuskan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu
kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyahnya. Kebutuhan
itu bisa berdimensi dlariariyyah atau kebutuhan dasar (basic need) yang
menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal, pikiran,
jiwa, raga, nasab (keturunan) dan harta benda, maupun kebutuhan Aajiyyah
(sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi rakmiliyyah atau pelengkap

(suplementer).*®

Menurut Gus Dur, dari sistematika dan perangkat penalaran yang
dimiliki, sebenarnya memungkinkan figih untuk dikembangkan secara

kontemporer. Salah satu contoh model penalaran yang dikembangkan Gus

*%\Wahid, Abdurrahman. November, 1987. Figh dan Etika Sosial. Aula, No. 09 Tahun IX,
him. 30-31.

“O\Mahfudz, M.A. Sahal. 2003. Figh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan
Manhaji (hIm. 81), Postra, Vol. Il No. 2.
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Dur misalnya, Nabi bersabda: “Kawinilah dan berbanyak-banyak anaklah
kalian, (karena) akan kubanggakan kalian dihadapan umat-umat lain di
akhirat kelak”. Dahulu, ia diartikan pengutamaan mempunyai anak
banyak. Sekarang, tentunya harus dipertanyakan, apakah yang akan
dibanggakan Nabi? Kuantitasnya atau kualitasnya? Tentu kualitasnya,
berarti diperlukan perencanaan jumlah anggota keluarga, guna

memungkinkan pencapaian kualitas kaum Muslimin sebaik mungkin.“®*

Masalahnya adalah figih oleh kaum Muslimin sering diperlakukan
sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat. Figih dalam arti
penalaran menurut cara berpikir sistematis sesuai dengan kerangka
berpikir mazhab masing-masing tidak lagi dikenal, dan karenanya figih
tidak lagi memerlukan tinjauan ulang. Kita boleh tidak setuju kepada figih,
tetapi ia memiliki fungsinya sendiri. Figih-lah yang selama ini mengurusi
tata nilai kaum Muslimin. Karenanya akan lebih konstruktif jika fungsi itu
yang dipersegar kembali. Masalah halal-haram tidak harus diperlakukan
hanya pada makanan atau tindakan sehari-hari belaka. la harus
diberlakukan pula atas bangunan sosial yang ada. Sudah benarkah struktur

sosial yang timpang? Kalau tidak benar, bukankah seharusnya menjadi

*®*"\Wahid, Abdurrahman. November, 1987. Figh dan Etika Sosial. Aula, No. 09 Tahun IX,
him. 30.Terkait hal tersebut Gus Dur mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama menerima
program KB sejak 1975 dan mensosialisasikan Keluarga Berencana sebagai bagian dari
upaya peningkatan kualitas umat Islam. Musyawarah Kiai NU pada waktu itu
dilaksanakan di Denanyar Jombang. Program KB tidak dimaksudkan untuk menentang
anjuran Nabi Saw untuk memperbanyak keturunan, karena keturunan yang banyak
merupakan kebanggaan Nabi di akhirat nanti. Akan tetapi KB di sini dimaksudkan untuk
mewujudkan keluarga berkualitas dan bukan mengurangi jumlah keturunan. Lihat Ala’i
Nadjib (Ed.), Gus Dur di Mata Perempuan (Yogyakarta: Gading, 2015), 42.
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upaya menegakkan struktur masyarakat yang adil? Figih dapat berbicara

soal ini, mengapa tidak?

Salah satu kaidah figih berbunyi “Tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah
mandtun bi al-maslakah”. Artinya kebijaksanaan penguasa atas rakyatnya,
bertumpu sepenuhnya atas kesejahteraan mereka”. Bukankah dari kaidah
ini dapat dikembangkan teori-teori sosial yang kompleks? Dalam hal ini
Gus Dur mencontohkan salah satu bentuk jihad menurut “kitab kuning”
I'anat al-Talibim, adalah pencegahan kerusakan dari mereka yang harus
dilindungi.*®* Siapakah mereka? Baik kaum Muslim maupun non-Muslim
yang hidup bersama dalam satu masyarakat. Salah satu bentuk
perlindungan yang bisa dilakukan adalah penyediaan makanan agar tidak
mati karena kurang gizi, penyediaan pakaian untuk menutup aurat,
penyediaan papan agar tidak terkena gangguan, penyediaan obat dan
perawatan bila sakit. Ini baru figih, walaupun ini bukan figih baru.*®
Bukankah strategi pemenuhan kebutuhan pokok berangkatnya dari premis-

premis seperti ini?

*2\\ahid, Abdurrahman. November, 1987. Figh dan Etika Sosial. Aula, No. 09 Tahun X,
him. 32-33.

*3pada kesempatan lain Gus Dur menunjuk contoh tentang program Keluarga Berencana
(KB). Sangat terkenal dalam hal ini hukum agama (figh) mengenai Keluarga Berencana
(KB), yang bersifat rincian dan mengalami perubahan-perubahan. Dahulu, KB sama
sekali ditolak, padahal waktu itu ia adalah satu-satunya cara untuk membatasi
peningkatan jumlah penduduk. Dasarnya adalah program ini sebagai campur-tangan
manusia dalam hak reproduksi manusia yang berada di tangan Tuhan sebagai sang
pencipta. Namun, kemudian manusia merumuskan upaya baru untuk merencanakan
kelahiran (tanzim al-nasl atau family planning) sebagai ikhtiar menentukan jumlah
penduduk sebuah negara pada suatu waktu. Dengan demikian, dipakailah cara-cara,
metode, alat-alat dan obat yang dapat dibenarkan oleh agama, seperti pil KB, kondom dan
sebagainya. Penggunaan metode dan alat-alat tersebut sekarang ini, dilakukan karena ada
penafsiran kembali ayat suci dalam upaya mengurangi jumlah kenaikan penduduk dari
pembatasan kelahiran (birth control) ke perencanaan keluarga (family planning).Lihat
Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, 170.
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Dalam  perspektif

figih

kontemporer,

diperlukan

pergeseran

paradigmatik terhadap konsep magasid al-shariah ke arah yang lebih

manusiawi dan pro-lingkungan. Magasid al-shariah harus dikembangkan

lebih jauh dengan memperhatikan perkembangan ilmu sosial-humaniora,

sains, isu lingkungan, kearifan lokal, dan nilai-nilai universal dalam

pergaulan masyarakat global.*®*

No

Maqasid
al-Shariah
Konvensional

Maqasid al-Shariah Kontemporer

1 Menjaga Jiwa | Hablun 1. Menjaga Perlindungan
min Allah wa Jiwa martabat dan hak
hablun asasi manusia
min al-nas (HAM)
2 Menjaga Akal 2. Menjaga Penghargaan
Akal terhadap akal sehat,
fikiran, nalar sehat,
dan penguatan
tradisi riset
3 Menjaga 3. Menjaga Penjagaan hak-hak
Agama Agama beragama dan
berkeyakinan, dan
penumbuhan
spiritualitas
4 Menjaga 4. Menjaga Perlindungan hak
Keturunan Keturunan dalam keluarga,
hak reproduksi dan
tumbuh-kembang
anak
5 Menjaga Harta 5. Menjaga Pembangunan pro-
Harta rakyat, pengentasan
kemiskinan, dan
kepedulian sosial
Hablun min 6. Menjaga Pembangunan yang
al- Lingkungan | berkelanjutan, dan
‘alam partisipasi aktif

dalam pengurangan
pemanasan global

*4Mochamad Sodik, Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik,

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 50-51.
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Konsep magasid shariah merupakan pijakan utama Gus Dur dalam
membangun pemikiran keagamaan dan sikap sosial-politiknya. Dengan
pijakan itulah Gus Dur bisa menjadi seorang demokrat, budayawan,
pembela yang lemah, pengayom minoritas dan pelindung bagi mereka
yang disesat-sesatkan. Dan konsep magdasid shariah itu juga yang menjadi
dasar bagi Gus Dur untuk mengambil posisi anti-kekerasan dalam segala
hal. Kekerasan, menurut Gus Dur sangat bertentangan dengan tujuan
shariat (maqasid shariah) dan karenanya merupakan pengingkaran
terhadap shariat atau ajaran islam itu sendiri.*®

Pemikiran magasid al-shariah Abdurrahman Wahid yang bersifat
induktif-empirik Kkiranya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif
dalam memecahkan persoalan-persoalan umat dan kebangsaan. Dikatakan
induktif-empirik karena pendekatan tersebut berangkat dari realitas
persoalan keumatan di sekitarnya yang kemudian disikapi dengan arif dan
bijak sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.*® Dengan
pendekatan al-magasid yang berlandas tumpu pada persoalan riil dalam
masyarakat ini Gus Dur sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Islam
adalah agama yang memiliki watak transformatif dan membawa misi

rahmatan li al-‘@lamin.

“5Dhakiri, M. Hanif. 2010. Sangat Anti Kekerasan. Dalam Umaruddin Masdar (Ed.).
41 Warisan Kebesaran Gus Dur. (hIm. 122). Yogyakarta: LKiS.

“8| jhat Wahid, Abdurrahman. 2007. Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus
dari Jombang. Dalam Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy (Eds.), Islam
Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (hlm. 71-87). Jakarta:
The Wahid Institute.
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Dari gambaran tersebut terlihat model pemikiran magasid al-shariah
Abdurrahman Wahid yang bertitik tolak dari pemenuhan terhadap lima
prinsip-prinsip dasar (al-kulliyyat al-khamsah) kemanusiaan. Lima
jaminan dasar kemanusiaan inilah yang menjadi maksud dan tujuan
dishariatkannya hukum Islam bagi umat manusia sebagaimana telah
penjang lebar dibahas diawal dan dikenal sebagai magasid
al-shariah. Penjelasan di atas mendasari analisis yang digunakan untuk
membaca paradigma pemikiran dalam tulisan Gus Dur. Meskipun
pemikiran tersebut tidak berupaya membangun kaidah-kaidah hukum
shar’i atau tidak menyinggung al-Qur’an ataupun hadith, karena Gus Dur
seorang ulama yang pakar dalam usul figih, sangat terbuka baginya

melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan nas dan ‘urf.

Sementara itu untuk melakukan pemetaan suatu pemikiran dapat
dilihat dari sudut pandang apa yang digunakan, atau didasarkan pada pola
pemahaman masyarakat (ulama khususnya) terhadap sumber ajaran
(agama) dalam kaitannya dengan fakta sosial yang melingkupinya. Ahmad
Avrifi dalam bukunya Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab
misalnya, memotret dinamika pemikiran keagamaan berdasarkan
pemetaan yang dibuat oleh John L. Esposito dengan tiga kategori, yaitu
restriction of traditionalist, modernist scripturalism, dan socio-historical

approach.*®’

®"Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab (Yogyakarta:
eLSAQ Press, 2010), 257.
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Pertama, Restriction of traditionalist adalah pola pemikiran
keagamaan tradisional yang sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh
tradisi pemikiran ulama masa lampau, di mana hasil pemikiran ulama
terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus referensi final bagi setiap
persoalan kemasyarakatan yang muncul pada saat sekarang. Dengan kata
lain, mereka hanya mem-photo copy apa yang sudah ada dari warisan
ulama masa lalu. Pola pemikiran yang demikian ini biasanya diikuti oleh
komunitas masyarakat tradisional yang membanggakan tradisi, seperti
kelompok pengikut pola bermazhab dalam keagamaan. NU dalam hal ini

termasuk di dalamnya.

Kedua, modernist scripturalism adalah tipe pola gerakan yang
menamakan dirinya kelompok modern. Pola ini menggunakan pemahaman
keagamaan secara tekstual dari ajaran-ajaran  suci. Dengan
demikian,kelompok ini terpaku pada pemahaman doktrin secara tekstual
dengan merujuk nas secara redaksional, tidak pada inti ajaran yang
menjadi magqasid al-shariah. Justifikasi terhadap tindakan (amalan) agama
dilihat pada ada atau tidaknya referensi tekstual nas. Amalan agama
dianggap benar ketika ketika ada dalil dari nas secara tersurat (eksplisit).
Dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah Muhammadiyah dan
Persatuan Islam (Persis) di Indonesia, yang dipengaruhi oleh gerakan

tajdid (purifikasi) kaum Wahabi di Arab Saudi.*®®

“®8Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih....258.
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Ketiga, socio-historical approach adalah tipe pola pemahaman
keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan ajaran agama (nas)
lebih didasarkan kepada aspek-aspek historis dan konteks sosial yang
berkembang di masyarakat. Kelompok ini, menurut Esposito, merupakan
kelompok yang diidolakan untuk mempersiapkan masyarakat Muslim
modern atau neo-modern. Di antara contoh dari model pemikiran ini
adalah pemikiran Fazlur Rahman, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman
Wahid (Gus Dur). Pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh seperti
K.H. Sahal Mahfudh, K.H. Ali Yafie, dan Masdar F. Mas’udi adalah

contoh lain dalam konteks pemikiran figih.*®

Pemetaan (mapping) ketiga kategori pemikiran keagamaan tersebut

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No | Kategori Pengertian Lembaga/Pemikir
1. | Restriction  of e Pemahaman terhadap | Nahdlatul Ulama
Traditionalist tradisi pemikiran ulama | (NU)
masa lampau sebagai
referensi final
e Masyarakat tradisional
2. | Modernist e Pemahaman secara | Muhammadiyah
Scripturalism tekstual-redaksional dan Persis
terhadap ajaran-ajaran | (persatuan Islam)
suci
e Masyarakat perkotaan
3. | Socio-Historical |e Pemahaman teks | Fazlur  Rahman,
Approach kepada  aspek-aspek | Nurcholish
historis  dan  konteks | padjid dan
sosial Abdurrahman
Wahid.

“SArifi, Pergulatan Pemikiran Figih....259.
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Dari pemetaan tersebut, tampak bahwa pemikiran keagamaan
Abdurrahman Wahid memiliki perbedaan yang signifikan dengan kedua
model kategori pemikiran yang lain. Perbedaan ini terlihat pada
keberpihakannya terhadap ilmu-ilmu sosial modern dalam menafsirkan
teks-teks keislaman dari warisan ulama masa lampau. Dengan demikian
terjadi dialog antara teks-teks keislaman Kklasik dan konteks sosial
masyarakat kontemporer yang dicirikan dengan pendekatan teori-teori
sosial kritisnya yang memiliki dimensi pembebasan dari berbagai

ketidakadilan sosial dan diskriminasi dalam kehidupan.

Sampai di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pengembangan model
figih yang kini dapat diandaikan sebagai figih Nusantara adalah sebuah
figih yang memberi makna pembebasan dan berdimensi sosial. Sebuah
figih yang tidak hanya mementingkan kesalehan individual, tetapi figih
yang bernuansa sosial. Pada level ini semakin terlihat dengan jelas bahwa
al-Magasid transformatif Abdurrahman Wahid yang bertitik tolak dari
pengembangan prinsip dasar maqgasid al-shariah memiliki nilai signifikan
untuk dikembangkan dan kiranya dapat mengantarkan ke gerbang figih

Nusantara yang lebih humanis, toleran dan rahmatan li al- ‘alamim.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pemikiran maqasid al-shariah  Abdurrahman  Wahid dalam
mereaktualisasi pemikiran hukum Islam adalah bercorak substantif-
inklusif-antroposentris dan termasuk dalam kategori utilitarianisme
tradisionalistik.

Pemikiran maqgasid al-shariah Abdurrahman Wahid dalam meneguhkan
Figih Nusantara adalah dengan, pertama, mewujudkan toleransi antar
umat beragama dan antar umat Islam sendiri melalui penafsiran Islam
yang sesuai dengan spirit zamannya, kedua, = mengembangkan
pluralisme dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan dan ketiga,
penghargaan terhadap tradisi atau nilai-nilai kearifan lokal (local

wisdom) dan modernitas.

. Strategi dan aksi Abdurrahman Wahid dalam meneguhkan Figih

Nusantara adalah melalui dua jalur yakni jalur struktural dan jalur

kultural.

B. Saran-saran

1. Pemikiran Abdurrahman Wahid memiliki spektrum yang luas dan

berdimensi sosial. Salah satu di antaranya adalah tentang perlunya

reaktualisasi hukum Islam. Upaya ini diperlukan karena Islam selalu
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bergerak sesuai dengan roda perputaran zaman. Oleh karena itu
diharapkan bagi setiap insan muslim untuk memberikan pemahaman
dan pemaknaan Islam yang kontekstual dan relevan dengan konteks
kekinian.

Penelitian mengenai pemikiran magasid al-shariah Abdurrahman
Wahid ini sebagai langkah awal diharapkan memberikan angin segar
bagi penelitian berikutnya dalam mengeksplorasi pendekatan
al-Magasid di era kontemporer ini yang berbasis kemaslahatan.
Dengan pendekatan al-Magasid yang berbasis kemaslahatan ini
diharapkan akan memunculkan penafsiran Islam yang selaras dengan
nilai-nilai kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dengan tetap mengacu
kepada nilai-nilai universalitas Islam. Dengan kata lain, Islam dapat
memberikan kontribusi positif dan berdimensi sosial-transformatif dan

tidak terjebak pada kesalehan ritual semata.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab | Indo- | Keterangan Arab | Indo- | Keterangan
No nesia nesia
1 \ ¢ koma b t te dengan titik
di atas di bawah
2 < b be L z Zed
3 < t te & ‘ koma di atas
terbalik
4 & th te ha ¢ gh ge ha
5 z j je - f ef
6 z h ha dengan titik 3 q Qi
di bawah
7 & kh ka ha < k ka
8 R d de J I el
9 3 dh de ha N m em
10 B r er O n en
11 J z Zed g w we
12 | S es o h ha
13 | & sh es ha 3 ¢ koma
di atas
14 | o= $ es dengan titik & y ye dengan titik
di bawah di bawah
15 | u= d de dengan titik - - de dengan titik
di bawah di bawah

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan

menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf a, 1, dan @ (5! ') ).

Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung

dua huruf ay dan aw, contoh: shay, bayn, maymun. Penulisan huruf besar

XV




dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan
transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku
dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama diri, tempat, judul
buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. Contoh: Jamal al-
Din al-Isnawi, Nihayat alSifi Sharh Minhajal-Wusil ila ‘Ilm al-Usil

(Kairo: Matba’at al Adabiyah 1954).

Kata Arab yang diakhiri dengan ya’ mushaddah ditransliterasikan
dengan 1. Jika ya’ mushaddah yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata
tersebut diikuti ta’ marburah, maka transliterasinya adalah iyah.
Sedangkan ya’ mushaddah yang terdapat pada huruf yang terletak di
tengah sebuah kata ditrasliterasikan dengan yy. Misalnya: Al-Ghazali,

Wahhabi, Ibn Qayyim al-Jawziyah, sayyid.

Kata depan (prepotition atau harf jarr) yang ditransliterasikan
dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai
tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata
sandang (adat al-ta rif). Contoh: Fi-al-adab al- ‘arabi atau fi al-adab
al-‘arabt, min-al-mushkilat al-igtisadiyah atau min al-mushkilat

al-igtisadiyah.
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Abstract

Magasid Sharia as one method to establish Islamic law in the
contemporary era occupies a position of urgent and significant. The
urgensity of maqasid shara is increasingly seen as the approach that
relies solely textuality deemed less capable of responding to the
humanitarian problems that arise. In resolving these problems, back
on harfiyyah meaning of the text is something that is not possible to
solve the problem even be a separate issue, namely alienated teachings
of Islam in the dynamics of life. Maqgasid sharia thought of
Abdurrahman Wahid is one attempt to capture the spirit of that era.
Magqasid sharia departing from the spirit and the basic values of
humanity that are relevant to the main principles of the sharia Islam
known as magasid sharia. As a methodology, maqasid sharia offers a
new pattern of looking at the reality of humanitarian problems faced
by the people in the contemporary era.

Keywords: Maqasid al-shariah, Figih Nusantara, Pendekatan hukum Islam

Pendahuluan

Dalam hampir dua dekade terakhir metamorfosa pemikiran keislaman
semakin menjamur dengan berdirinya berbagai aliran dan faham yang
mengusung asas Islam. Hal ini terlihat dengan munculnya organisasi sosial
dan kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FP1), Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain-lain. Dalam
perkembangan selanjutnya yang terlihat oleh masyarakat Indonesia di
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berbagai media baik media cetak maupun elektronik ormas-ormas yang
mengusung asas Islam tersebut seringkali mengedepankan tindak
kekerasan dalam penyelesaian masalah yang berkecambah di negeri ini.
Masih terasa segar dalam ingatan masyarakat Indonesia pada tahun 1999-
2000 ketika reformasi baru berusia seumur jagung terjadi sweeping besar-
besaran terhadap beredarnya buku-buku yang beraliran kiri. Konflik yang
terjadi di daerah Ambon dan Poso juga semakin mewarnai sejarah kelam
bangsa ini. Pengiriman pasukan jihad ke daerah konflik tidak jarang malah
memperkeruh suasana daripada menyelesaikan masalah.t

Fenomena yang patut dicatat adalah aksi umat Islam yang dikenal
dengan aksi 212 pada Desember 2016 yang terkait dengan pemilihan
kepala daerah Gubernur DKI Jakarta. Aksi yang dinilai sangat berlebihan
oleh beberapa kalangan ini, disinyalir dapat membahayakan keutuhan
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kondisi faktual bangsa
Indonesia yang plural dan multikultural tidak lepas dari amatan
Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal
dengan Gus Dur merupakan salah seorang intelektual Islam terkemuka di
Indonesia. Gus Dur dikenal tidak hanya sebagai seorang kiai, tetapi lebih
dari itu, ia adalah seorang budayawan, politisi, dan pemikir keislaman
yang syarat dengan ide-ide segar, progresif, dan tentu saja, kontroversial.
Tidak heran, jika Greg Barton mengkategorikan Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) dalam gerbong pemikiran neomodernisme Islam Indonesia.?
Kondisi tersebut membuat Gus Dur merumuskan Islam yang ideal dan
kompatibel dengan realitas sosial masyarakat. Menurutnya, dalam Islam,
terdapat unsur-unsur utama kemanusiaan (al-insaniyyah) yang tercermin
dalam pemenuhan terhadap lima jaminan dasar kemanusiaan yang dikenal
dengan magasid al-sharrah. Ajaran lima dasar tersebut dalam hukum
Islam dikenal dengan al-us:l al-khamsah.?

Upaya pembumian nilai-nilai Islam yang dilontarkan oleh Gus Dur
memang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ketika memecahkan
problematika umat Gus Dur tidak selalu merujuk langsung kepada sumber-
sumber atau teks-teks primer yang terdapat dalam ajaran Islam. Kaidah

'Zakiyuddin Baidhawy, Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan, (Yogyakarta:
LESFI, 2002), 240. Rumadi, Masyarakat Post-Teologi Wajah Baru Agama dan
Demokratisasi Indonesia, (Jakarta: Gugus Press), 216-220.
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kaidah usil al-figh dan gawa’id al-fighiyyah senantiasa menghiasi dan
mengiringi wacana yang digulirkannya. Tentu dikemas sesuai konteks dan
realitas sosial yang melatarbelakangi ide yang digagasnya. Model
pendekatan seperti yang ditawarkan Gus Dur ini menarik untuk dicermati.
Karena di satu sisi, manusia dituntut untuk mengetahui tujuan-tujuan dan
maksud-maksud pembuat shariat (magasid al-shari’) yang tersembunyi,
dan pada sisi lain manusia juga dituntut untuk bisa merumuskan tujuan dan
maksud ajaran tersebut dari perspektif kemanusiaan (magasid
al-mukallaf). Sehingga nantinya akan ditemukan titik temu antara
keduanya dan termanifestasikan dalam kehidupan manusia secara kolektif
dalam bingkai kemaslahatan umat manusia secara hakiki (maslakah
al-‘ammah).

Magqasid al-Shariah dalam Lintasan Sejarah: Definisi dan Posisinya

Secara etimologi magasid al-shariah merupakan istilah gabungan dua
kata: magasid dan al-shariah. Maqgasid adalah bentuk plural magsad, gasd,
magsid atau qusid yang merupakan derivasi dari kata kerja gasada
yagsudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan,
tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah
antara berlebih-lebihan dan kekurangan.* Sementara itu, shariah yang
secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi figih
berarti hukum-hukum yang dishariatkan olen Allah untuk hamba-Nya,
baik yang ditetapkan melalui al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad
yang berupa perkataan, perbuatan atau Kketetapan Nabi.” Secara
terminologis, makna magqasid al-shariah berkembang dari makna yang
paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama
klasik sebelum al-Shatibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan
komprehensif tentang magasid al-shariah.’

Di era klasik, definisi magasid al-shariah di atas digunakan oleh para
ulama magasidiyyan (ulama usul figih) dalam upayanya untuk
menjabarkan pesan dan maksud Tuhan dalam shariat-shariat-Nya.
Al-Juwayni misalnya merumuskan maksud dan tujuan shariat tersebut
dapat dikategorikan dalam tiga hal, yakni al-darariyyat (primer), hajiyyat
(sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Karyanya yang monumental yang

*A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1122,
*A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, 711.

8Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah Pendekatan Sistem.
terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015). Lihat juga Jasser Auda,
Al-Magasid Untuk Pemula terj. ‘Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).



berkaitan dengan maqdsid al-shariah adalah al-Burhan fi Usil al-Figh.’
Konsep yang dirumuskan oleh al-Juwayni tersebut, kemudian diperjelas
oleh al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa dengan sebutan lima prinsip
dasar (uszl al-khamsah). Kelima hal yang dimaksud adalah hifz al-din
(perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz ‘aql
(perlindungan akal), hifz nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal
(perlindungan harta benda).?

Sementara itu Abu Ishaq al-Shatibi, pendiri ilmu magasid
al-shariah, menyatakan bahwa beban-beban shariat kembali pada
penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Magasid ini tidak lebih dari
tiga macam: dlaruriyyat (kepentingan pokok atau primer), hdajiyyat
(kepentingan sekunder), dan tassiniyyat (kebutuhan tersier).® Lebih lanjut
al-Shatibi menyatakan bahwa Allah sebagai Shari” memiliki tujuan dalam
setiap penentuan hukum-Nya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia
dan akhirat.

Menurut Jasser Auda, seorang pakar dan intelektual Islam di bidang
magqasid al-shariah, ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh al-Shatibi
dalam mereformasi magqasid al-shariah. Pertama, pergeseran magasid
al-shariah dari unrestricted interest (kepentingan yang tidak terbatasi
dengan jelas) ke fundamentals of law (poin inti/dasar hukum). Magasid
al-shartah yang pada masa-masa sebelumnya dianggap sebagai bagian
yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang fundamental
dibantah oleh al-Shatibi dengan pernyataannya bahwa justru magasid
al-shartah merupakan landasan dasar agama, hukum, dan keimanan (usil
al-din, wa qawa’id al-shariah wa kulliyyah al-millah). Kedua, pergeseran
dari wisdoms behind ruling (kebijakan atau hikmah di balik aturan hukum)
ke bases for the ruling (dasar bagi pengaturan hukum). Menurutnya,
magqasid al-shariah itu bersifat fundamental dan universal (kulliyah)
sehingga tidak bisa dikalahkan oleh yang juz’iyyah (parsial). Ketiga,
pergeseran  dari uncertainty (zanniyyah) ke certainty (qath’iyyah).
Baginya, proses induktif yang digunakan dalam aplikasi magasid

"Menurut al-Juwayni seperti dikutip oleh Mohammad Hashim Kamali bahwa pentingnya
pengetahuan mengenai magasid al-shariah ini didasarkan pada bahwa para sahabat Nabi
menunjukkan kesadaran tingkat tinggi akan tujuan shariah, dan menambahkan bahwa
“seseorang yang tidak bercermin pada magasid sesungguhnya melakukan sesuatu yang
membahayakan dirinya dan kemungkinan tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang
shariah. Lihat Hashim Kamali, Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam
terj. Miki Salman (Bandung: Mizan, 2013), 166.

8Aba Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usil (Beirut: Dar al-Kotob al-l1imiyah,
2010), 275.

°Abii Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Shatibi, Al-Muwafagat fi Usil al-Ahkam, (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th), Juz II, 3-4.



al-shartah adalah valid dan bersifat gaz’i (pasti), sebuah kesimpulan yang
menentang argumen yang mendasarkan pada filsafat Yunani yang
menentang certainty metode induktif.'

Dalam perkembangannya, muncul pilar ketiga dengan hadirnya
seorang sarjana bernama Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashiar (w. 1379 H/
1973 M). Karyanya yang terkenal adalah Magasid al-Shariah
al-Islamiyyah.** Meskipun gagasan besarnya sama dengan al-Shatibi,
karena sebagaimana pengakuannya, ia memang berkehendak melanjutkan
apa yang telah digagaskembangkan oleh al-Shatibi, ada perkembangan
baru yang dikemukakan dalam karya Ibn ‘Ashir, tepatnya tentang posisi
keilmuan magqasid al-shariah dalam kajian teori hukum Islam dan cara
mengaplikasikannya dalam tataran praktik. Ibn ‘Ashir mampu
menghadirkan contoh yang aplikatif pendekatan magasid al-shariah
dalam beberapa bidang kajian hukum Islam. Lebih dari itu, kalau kajian
magqasid al-shariah sebelumnya memiliki kecenderungan pembahasan
secara umum (al-magasid al- ‘ammah) atau parsial (juz iyyah), Ibn ‘Ashiir
mengambil jalan tengah dengan membahas keduanya, yaitu rinci tapi
membahas keseluruhan aspek shariat. Sebagai contoh kajian rinci yang
belum dilakukan oleh ulama sebelumnya adalah bagian ketiga dari kitab
Magasid al-Shariah al-Islamiyyah. Di dalamnya ia membahas Magasid
al-Tashri’i al-Khassah bi anwa al-Mu’amalat bayna al-Nas yang secara
rinci membahas tentang magasid al-shariah di bidang hukum keluarga,
hukum muamalah yang berkaitan dengan pekerjaan badan, magasid

YAhmad Imam Mawardi, Figih Minoritas, Figh Al-Agalliyyat dan Evolusi Magashid
al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010),194.

“Dalam waktu yang hampir bersamaan juga hadir tokoh lain, yakni ‘Alal al-Fasi
(w. 1394 H) dengan kitabnya yang bernama Magqasid al-Shariah wa Makarimuha.
Banyak kesamaan ide dan pemikiran dari dua tokoh asal Maghrib ini, salah satu
contohnya adalah: pandangan yang menyatakan bahwa magasid al-shariah berdiri di atas
fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat al-Ram ayat 30 dan surat
al-A’raf ayat 119, Tahir Ibn ‘Ashiir dan ‘Alal al-Fasi sepakat bahwa menjaga fitrah
manusia adalah termasuk dalam magqasid al-shariah, untuk itu, shariat Islam tidak akan
pernah bertentangan dengan akal manusia selama ia dalam kondisi normal. Hanya saja
sisi perbedaan dari keduanya adalah: bahwa Tahir Ibn ‘Ashir lebih berkonsentrasi pada
proyek meng-independenkan magqasid al-shariah sebagai sebuah disiplin keilmuan
tersendiri lepas dari kerangka ilmu usul figih, dengan merumuskan konsep, kaidah serta
substansi kajiannya. Sedangkan ‘Alal al-Fasi lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas
seputar tujuan shariat Islam, hikmah, dan rahasianya, tidak mewacanakan integrasi atau
independensinya dari ilmu usul figih. Kemudian muncullah para pengkaji maslahah
seperti Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, dengan kitabnya, Dawabit al-Maslahah fi
al-Shariah al-Islamiyyah, Mustafa Zaid, ia menulis buku tentang maslahah, berjudul
al-Maslahah fi al-Tashri’i al-Islami, Mustafa Shalabi, dengan kitabnya, Ta 'lil al-Ahkam,
Husain Hamid Hasan, dengan kitabnya, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islamr.
Lihat Halil Thahir 2015. ljtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis
Interkoneksitas Maslahah, (Yogyakarta: LKiS, 2015), 34-35.



al-shartah di bidang hukum ibadah sosial, magasid al-shariah di bidang
peradilan dan persaksian, dan magadsid al-shariah di bidang pidana.*?

Pendekatan Hukum Islam Abdurrahman Wahid

Dalam wilayah pemikiran hukum Islam terdapat beberapa pendekatan
yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid dalam pencapaian keilmuan
kritisnya. Pendekatan yang dimaksud adalah pertama, pendekatan
antropologi-kultural (cultural anthropology) merupakan bagian dari
antropologi yang mempelajari kebudayaan. Dalam antropologi kultural
berkembang konsep integrasi kultural (cultural integration). Integrasi
kultural ini adalah gejala saling menyesuaikan antar unsur-unsur
kebudayaan. Konsep ini biasanya dipergunakan oleh antropolog sebagai
kerangka teoritis untuk menganalisis kebudayaan dan menerangkan cara-
cara yang ditempuh oleh anggota masyarakat dalam menerima, menolak,
atau memodifikasi item-item yang berdifusi dengan kultur lainnya.
Terdapat tarik-menarik antara pola-pola ideal (ideal pattrens) dan pola-
pola riil (real pattrens). Pola-pola ideal mendefinisikan harapan-harapan
normatif, sementara pola-pola riil mencakup berbagai variasi respons
aktual individual.”

Konsep pribumisasi Islam yang digagasnya misalnya, merupakan
konsep yang diangkat dari analisisnya terhadap pola penyebaran dan
interaksi antara universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban
Islam dengan peradaban lain seperti Persia dan Yunani pada masa klasik.
Juga dari analisisnya terhadap pola penyebaran Islam di Indonesia dan
hubungannya dengan budaya lokal secara damai. Karenanya, pribumisasi
Islam adalah rekonsiliasi Islam dengan budaya lokal atau akomodasi
budaya lokal.** Rekonsiliasi itu dapat tercipta melalui pemahaman nas
dengan mempertimbangkan faktor kontekstual. Pemahaman kontekstual
terhadap nas (teks) dapat dilakukan dengan mempergunakan metode usu/
al-figh dan gawa id al-fighiyyah.*

Kedua, pendekatan historis-normatif yang dalam studi agama ada
usaha untuk mengombinasikan dua pendekatan yang berbeda terhadap
agama. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan normatif dan

2|mam Mawardi, Figih Minoritas, 195-196.

BDamanhuri. 2003. Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur Bagi
Kontekstualisasi Ajaran Islam di Indonesia. Millah, Vol. 11l, No. 1. Agustus 2003, 52.
Lihat juga Peter Connolly (Ed.). 1999. Aneka Pendekatan Studi Agama. Yogyakarta:
LKiS.

Y“Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta:
Desantara, 2001), 111.

>Damanhuri, Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur, 53.



deskiptif atau agamis dan scientific atau doktriner dan scientific atau
teologi-normatif dan historis-kritis. Pendekatan normatif melibatkan
komitmen keagamaan, bertujuan mencari kebenaran agama dan tak jarang
mem-falsifikasi agama lain dan mengajak pemeluknya berpindah ke
agama si peneliti. Sementara pendekatan deskriptif berusaha memahami
agama-agama tanpa melibatkan komitmen peneliti terhadap kebenaran
agama. Sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah masuk dalam
kategori ini.

Menurut Abdurrahman Wahid, umat Islam seharusnya menjadikan
fakta-fakta historis sebagai ukuran dalam menentukan sikap mereka. Suatu
bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang tercerabut dari
akar-akar  kesejarahannya. Karenanya, agama Islam hendaknya
didudukkan dalam konteks historis. Pendekatan historis digunakannya
dalam menempatkan posisi dan eksistensi agama-agama dan aliran
kepercayaan di dalam konteks kenegaraan.®

Kesadaran historisitas dan respon positif terhadap perubahan gerak
zaman inilah yang membedakan Gus Dur dengan yang lainnya, karena
bagi Gus Dur gerak pemahaman yang seharusnya kita lakukan adalah
suatu gerak pemahaman yang senantiasa mengaitkan atau meng-
kontekstualisasikan dunia teks dengan realitas saat ini berdasarkan
kemaslahatan umat. Sehingga terjadi gerak-dialektis antara teks dan
realitas. Bukan suatu gerak pemahaman yang terputus antara teks dan
realitas sekarang.

Dalam bentuk bagan dapat dilihat sebagai berikut:

Gerak-Dialektis Teks (yang memiliki prin

Pemahaman sip-prinsip ideal dan nilai
nilai universal)

Realitas sekarang

(yang memuat perso-
alan-persoalan ke-kini-an
dengan pola-pola real-nya
yang unik)

Gerak-Dialektis pemahaman Gus Dur ini mengakar kuat pada
pemahaman kaidah usul figih: al-hukm yadiiru ma’a al- ‘illah wujidan wa
‘adaman, dan juga taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa
al-amkan. Perubahan suatu ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan

®\Wahid, Islam Kosmopolitan, 49-50.



perubahan zaman. Akibat logisnya pendekatan ini menolak pendekatan
yang melihat teks secara terpisah dengan akar-akar realitas sekarang dan
hanya merujukkan keotentikan teks itu dengan masyarakat ideal yang
terbentuk pada masa keemasan Islam (the golden age) dan masa kurun
waktu kehidupan sahabat dan tabiin (the age span) yang dianggapnya
sebagai suatu masyarakat sempurna yang menjadi kota Tuhan (civitas dei)
yang hanya dihuni oleh para malaikat."’

Ketiga, pendekatan usul figih dan kaidah-kaidah figih. Kedua
pendekatan keilmuan ini digunakannya dalam menafsirkan permasalahan-
permasalahan sosial keagamaan yang aktual dan up to date. Karena
menurutnya, data-data tekstual tidak seluruhnya merangkum segala
persoalan kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini
diperlukan langkah-langkah perumusan masalah melalui pembaruan
metodologi hukum Islam. Menurutnya ketentuan usul figih (teori hukum
Islam) berbunyi; bahwa hukum agama (garar al-hukmi) terbagi dalam dua
jenis; gat’iyyah al-thubiit (ketentuan berdasarkan sumber tertulis atau dalil
naqli) dan zanniyyah al-thubit (hukum tidak berdasarkan sumber tertulis
atau dalil aqli). Dengan demikian, sepenjang dapat diterima oleh akal,
maka sebuah hukum agama dapat berlaku berdasarkan pandangan akal dan
selama tidak bertentangan dengan sumber-sumber tertulis al-Qur’an dan
al-Hadith. Pembedaan ini dilakukan dalam teori hukum Islam karena tidak
semua hal lalu ada sumber-sumber tertulisnya. Bagi kasus-kasus yang
termasuk dalam kategori ini, maka dibuatlah jenis hukum yang tidak
berdasarkan pada sumber-sumber tertulis.*®

Keempat, pendekatan al-maslakah al- ‘@ammah. Pendekatan ini dapat
dicermati dari beberapa tulisannya, yakni: pertama, dalam tulisannya yang
berjudul Islam dan Formalisme Ajarannya ia menyatakan: “Orientasi
paham ke-Islaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam
hampir seluruh persoalannya. Lihat saja kata “maslakah ‘@mmah”, yang
berarti kesejahteraan umum. Inilah seharusnya yang menjadi objek dari
segala macam tindakan yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan
umum dan/atau kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan
umat Islam.”*® Kedua, dalam tulisannya yang berjudul Islam dan
Kesejahteraan Rakyat ia mengatakan: “Dalam figh dikemukakan
keharusan seorang pemimpin agar mementingkan kesejahteraan rakyat

YDamanhuri. 2003. Mempertimbangkan Kembali Pemikiran Gus Dur, 57. Lihat juga
Moh Dahlan, Paradigma Ushul Figh Multikultural Gus Dur (Bengkulu: IAIN Bengkulu
Press-Kaukaba Dipantara, 2013), 21-22.

8Abdurrahman Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara
Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 126-127.

Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 21-22.



yang dipimpin, sebagai tugas yang harus dilaksanakan: “Kebijakan dan
tindakan Imam (pemimpin) harus terkait langsung dengan kesejahteraan
rakyat yang dipimpin (tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manitun bi
al-maslakah)”. Sangat jelas tujuan berkuasa bukanlah kekuasaan itu
sendiri, melainkan sesuatu yang dirumuskan dengan kata kemaslahatan
(al-maslakah). Prinsip kemaslahatan itu sendiri seringkali diterjemahkan
dengan kata “kesejahteraan rakyat”, yang dalam ungkapan ekonom dosen
Harvard, yang juga mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India,
John Kenneth Galbraith, sebagai “The Affluent Society”.? Ketiga, dalam
tulisannya yang berjudul Islam, Moralitas dan Ekonomi Abdurrahman
Wahid menyatakan: “Orientasi ekonomi adalah memperjuangkan nasib
rakyat kecil serta kepentingan orang banyak. Ini sesuai dengan ketentuan
agama Islam bahwa tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus
terkait langsung dengan rakyat yang dipimpin. Istilah yang digunakan
dalam Arab oleh figh adalah maslakah, diterjemahkan oleh penulis dengan
istilah kesejahteraan. Dan, dalam bahasa Undang-undang Dasar (UUD)
1945, masyarakat sejahtera dirumuskan sebagai masyarakat adil dan
makmur, hingga orientasi kepentingan dan kesejahteraan warga
masyarakat itu, yang dikandung oleh Islam, sepenuhnya sesuai dengan
UUD 1945. Sementara itu, mekanisme yang digunakan untuk mencapai
kesejahteraan itu, tidak ditentukan format dan bentuknya.”21

Paradigma Penafsiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid

Dilihat dari perspektif kajian tafsir, model penafsiran yang ditawarkan
olen Abdurrahman Wahid adalah model penafsiran yang berpijak pada
realitas empirik kemanusiaan, penggunaan metodologi (teori dan kaidah-
kaidah hukum Islam) dan teks-teks keislaman yang saling berkaitan satu
sama lain. Sebuah model penafsiran yang tidak terkungkung dan
terhegemoni oleh penjara “tekstual” semata. Realitas empirik menjadi
pertimbangan dan didialogkan dengan teks yang memiliki semangat
membebaskan dan membawa visi transformatif bagi kemanusiaan.

Sementara itu jika dilihat dari sisi sumber penafsiran, tradisi penafsiran
di era kontemporer bersumber pada teks al-Qur’an, akal (ijtihad), dan
realitas empiris. Secara paradigmatik, posisi teks, akal, dan realitas ini
berposisi sebagai objek dan subjek sekaligus. Ketiganya selalu berdialek
secara sirkular dan triadic. Ada peran yang berimbang antara teks,
pengarang, dan pembaca. Paradigma yang dipakai dalam memandang teks,

D\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, 176.
Z\Wahid, Islam Ku Islam Anda Islam Kita, 166.



akal, dan realitas adalah paradigma fungsional, bukan paradigma struktural
yang cenderung saling menghegemoni satu sama lain.?
Posisi teks, akal, dan realitas dalam paradigma tafsir kontemporer bisa
digambarkan sebagai berikut:
PARADIGMA FUNGSIONAL

Teks / Wahyu

Akal (al-ra’yu) b

v

Realitas (al-waga )

Hal ini berbeda dengan model paradigma tafsir klasik-tradisional yang
pada umumnya cenderung bersifat struktural dalam memosisikan teks,
akal, dan realitas. Sebagai perbandingan, posisi teks, akal, dan realitas
dalam paradigma tafsir klasik-tradisional dapat digambarkan sebagai
berikut:*

PARADIGMA STRUKTURAL
Teks / Wahyu

/\

Akal (al-ra yu) > Realitas (al-waga i)

&
<«

Mengacu kepada dua model paradigma kajian tafsir di atas,
tampaknya model pemikiran atau penafsiran yang digagas oleh
Abdurrahman Wahid adalah mengikuti paradigma yang pertama
(fungsional). Dengan meneliti beberapa tulisannya akan didapatkan
kesimpulan bahwa ia lebih mengedepankan sisi substantif dari sebuah
agama daripada dimensi formalistiknya. Paradigma pertama lebih
menekankan dimensi historis sebuah agama dan karenanya ia peka dengan
problematika kemanusiaan. Pada titik inilah, agama menjalankan visi
transformatifnya untuk mengubah dan memecahkan persoalan-persoalan
kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, dan segala bentuk
ketidakadilan di masyarakat.

Sementara itu paradigma kedua (struktural) dalam memandang realitas
yang plural harus tunduk kepada teks yang diandaikan sebagai penafsir
tunggal terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Padahal sebagai agama
yang bergumul dengan realitas, ia haruslah memiliki watak dinamis dan
transformatif. Di sinilah mungkin yang menjadi salah satu kelemahan

2 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 67.
ZAbdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 67.
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paradigma kedua ini yang kurang mengapresiasi terhadap realitas empirik
kemanusiaan yang plural dan bahkan multikultural pada saat ini.

Oleh karena itu, dalam menyikapi hal tersebut, dalam berbagai
tulisannya Abdurrahman Wahid menganjurkan agar selalu berpikir dan
mengandalkan nalar kritis dalam memandang realitas kehidupan ini.
Karena pada dasarnya, nalar kritis selalu diperlukan dalam mengawal
perubahan yang menjadi misi dan visi transformatif agama dalam
kehidupan ini. Nalar kritis yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid
dapat digambarkan dalam sebuah skema berikut ini:*

NALAR KRITIS KETIKA MEMANDANG TAFSIR

A

Teks-Wahyu Akal/ljtihad

»

Proses Penafsiran
Realitas (Kontemporer)

Dengan demikian pola penafsiran terhadap ajaran Islam akan terus
mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Karena setiap
zaman memiliki ciri khas dan pola pikir yang berbeda antara satu dengan
lainnya. 1bn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, menyatakan
bahwa teks adalah sesuatu yang terbatas (mutanahiyah), sedangkan
kejadian dan fenomena yang terjadi di masyarakat selalu mengalami
dinamika dan perkembangan yang berkesinambungan secara terus
menerus dan aktual (ghairu mutanahiyah).?® Oleh karena itu, reaktualisasi
ajaran Islam dalam konteks ini menjadi keniscayaan dan kebutuhan di
setiap zaman. Dalam hal ini penentuan metodologi penelitian hukum Islam
menjadi keniscayaan yang mendesak dan urgen.

Menurut Syamsul Anwar, model penelitian hukum Islam dapat
dibedakan menjadi dua bagian; (a) penelitian hukum deskriptif (wasfi),
dan (b) penelitian hukum normatif (mi yari). Penelitian hukum normatif
bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan
kaidah tingkah laku yang terbaik. Dengan kata lain penelitian normatif
melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam dataran
dunia das sollen. Para zaman dahulu, ahli hukum Islam membuat
penjenjangan norma-norma hukum itu dengan membaginya menjadi dua

#Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 130.
“Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi
al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid (Surabaya: al-Hidayah, tt), Juz I, 2.
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jenjang, yaitu asas-asas umum (al-usul al-kulliyyah) dan peraturan hukum

konkret, singkatnya biasa disebut al-usul dan al-furi’. Di zaman modern,

ahli-ahli hukum Islam mengembangkan suatu cabang baru kajian hukum

Islam, yaitu studi filsafat hukum Islam yang mengkaji antara lain nilai-

nilai dasar hukum Islam.?

Penjenjangan norma-norma hukum Islam itu dibuat menjadi tiga lapis

(jenjang):

1. Norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (al-giyam al-asasiyyah),
norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum
Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan,
persaudaraan, akidah, dan ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak).

2. Norma-norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus menjembatani
nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah
ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas)
umum hukum Islam, dan secara konkretnya dibedakan menjadi dua
macam, yaitu al-nazariyyah al-fighiyyah (asas-asas hukum Islam) dan
al-gawaid al-fighiyyah (kaidah-kaidah hukum Islam).

3. Peraturan-peraturan hukum konkret (al-akkam al-far’iyyah). Pelapisan
norma-norma hukum Islam ini dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini
yang disusun secara hierarkis:*’

Nilai-nilai Filosofis/ Dasar
(al-Qiyam al-Asasiyyah)

Norma-norma Tengah/ Doktrin-doktrin Umum Hukum Islam
(al-Usul al-Kulliyyah)

N

al-Qawa’id al-Fighiyyah dan al-Nazariyyat al-Fighiyyah

al-dawabit al-fighiyyah \ /

Peraturan-peraturan Hukum Konkret
(al-Ahkam al-Fariyyah)

Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis di mana norma yang
paling abstrak dikonkretisasikan atau diejawantahkan dalam norma yang
lebih konkret. Dengan kata lain nilai-nilai dasar (filosofis) dikonkretisasi

®Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer
(Djogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2002), 157-158.

" Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer,
159.
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dalam norma-norma tengah baik berupa asas-asas hukum Islam
(al-nazariyyat al-fighiyyah) maupun kaidah-kaidah hukum Islam
(al-qawaid al-fighiyyah). Norma-norma tengah ini (doktrin-doktrin umum)
hukum Islam ini pada gilirannya lebih dikonkretkan lagi dengan
diejawantahkan dalam bentuk peraturan hukum konkret (al-akkam
al-far’iyyah). Misalnya nilai kemaslahatan dikonkretisasi dalam norma
tengah (doktrin umum) yang berupa kaidah fighiyyah, yaitu antara lain
“kesukaran memberi kemudahan”.?®

Norma tengah atau doktrin umum ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk
peraturan hukum konkret, misalnya dalam hukum ibadah berbuka bagi
musafir. Contoh kedua, nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam
norma tengah, yaitu dalam asas hukum Islam berupa asas kebebasan
berkontrak (mabda’ huriyyah al-ta’aqud), dan asas kebebasan berkontrak
ini dikonkretisasi lagi dalam bentuk norma konkret, misalnya boleh
(mubah) hukumnya membuat akad baru apa saja, seperti akad sewa beli,
asuransi (al-ta 'min), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum shar’i
dan akhlak Islam. Contoh ketiga nilai dasar keadilan diejawantahkan
dalam bidang hukum kewarisan dalam asas bahwa setiap orang, baik lelaki
maupun wanita mendapat bagian warisan dari peninggalan orang tua atau
kerabatnya. Akad ini dikonkretisasi lagi dalam peraturan hukum konkret
berupa ketentuan mengenai rincian bagian masing-masing ahli waris.?
Pemetaan (Mapping) Pemikiran Keagamaan Abdurrahman Wahid

Dalam melakukan pemetaan sebuah pemikiran, dapat dilihat dari sudut
pandang apa yang digunakan, atau didasarkan pada pola pemahaman
masyarakat (ulama khususnya) terhadap sumber ajaran (agama) dalam
kaitannya dengan fakta sosial yang melingkupinya. Ahmad Arifi dalam
bukunya Pergulatan Pemikiran Fiqi# “Tradisi” Pola Mazhab misalnya,
memotret dinamika pemikiran keagamaan berdasarkan pemetaan yang
dibuat John L. Esposito dengan tiga kategori, yaitu restriction of
traditionalist, modernist scripturalism, dan socio-historical approach.*

Pertama, Restriction of traditionalist adalah pola pemikiran
keagamaan tradisional yang sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh
tradisi pemikiran ulama masa lampau, di mana hasil pemikiran ulama
terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus referensi final bagi setiap
persoalan kemasyarakatan yang muncul pada saat sekarang. Dengan kata

% Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer,
159-160.

P Ainurrofiq (Ed.), “Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer,
160-161.

®Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab (Yogyakarta:
eLSAQ Press, 2010), 257.
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lain, mereka hanya mem-photo copy apa yang sudah ada dari warisan
ulama masa lalu. Pola pemikiran yang demikian ini biasanya diikuti oleh
komunitas masyarakat tradisional yang membanggakan tradisi, seperti
kelompok pengikut pola bermazhab dalam keagamaan. NU dalam hal ini
termasuk di dalamnya.

Kedua, modernist scripturalism adalah tipe pola gerakan yang
menamakan dirinya kelompok modern. Pola ini menggunakan pemahaman
keagamaan secara tekstual dari ajaran-ajaran suci. Dengan
demikian,kelompok ini terpaku pada pemahaman doktrin secara tekstual
dengan merujuk nas secara redaksional, tidak pada inti ajaran yang
menjadi magqasid al-shariah. Justifikasi terhadap tindakan (amalan) agama
dilihat pada ada atau tidaknya referensi tekstual nas. Amalan agama
dianggap benar ketika ketika ada dalil dari nas secara tersurat (eksplisit).
Dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah Muhammadiyah dan
Persatuan Islam (Persis) di Indonesia, yang dipengaruhi oleh gerakan
tajdid (purifikasi) kaum Wahabi di Arab Saudi.

Ketiga, socio-historical approach adalah tipe pola pemahaman
keagamaan yang dalam melihat ketentuan-ketentuan ajaran agama (nas)
lebih didasarkan kepada aspek-aspek historis dan konteks sosial yang
berkembang di masyarakat. Kelompok ini, menurut Esposito, merupakan
kelompok yang diidolakan untuk mempersiapkan masyarakat Muslim
modern atau neo-modern. Di antara contoh dari model pemikiran ini
adalah pemikiran Fazlur Rahman, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman
Wahid (Gus Dur). Pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh seperti
K.H. Sahal Mahfudh, K.H. Ali Yafie, dan Masdar F. Mas’udi adalah
contoh lain dalam konteks pemikiran figih.

Pemetaan (mapping) ketiga kategori pemikiran keagamaan tersebut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No | Kategori Pengertian Lembaga/Pemikir
1. | Restriction  of |e Pemahaman terhadap | Nahdlatul Ulama
Traditionalist tradisi pemikiran ulama | (NU)

masa lampau sebagai
referensi final
e Masyarakat tradisional

2. | Modernist e Pemahaman secara | Muhammadiyah
Scripturalism tekstual-redaksional dan Persis
terhadap ajaran-ajaran | (Persatuan Islam)

suci

e Masyarakat perkotaan
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3. | Socio-Historical |e Pemahaman teks | Fazlur  Rahman,
Approach kepada  aspek-aspek | Nurcholish
historis dan konteks | Madjid dan
sosial Abdurrahman
Wahid.

Dari pemetaan tersebut, tampak bahwa pemikiran keagamaan (hukum
Islam) Abdurrahman Wahid memiliki perbedaan yang signifikan dengan
kedua model kategori pemikiran yang lain. Perbedaan ini terlihat pada
keberpihakannya terhadap ilmu-ilmu sosial modern dalam menafsirkan
teks-teks keislaman dari warisan ulama masa lampau. Dengan demikian
terjadi dialog antara teks-teks keislaman klasik dan konteks sosial
masyarakat kontemporer yang dicirikan dengan pendekatan teori-teori
sosial kritisnya yang memiliki dimensi pembebasan dari berbagai
ketidakadilan sosial dan diskriminasi dalam kehidupan.

Pemikiran Magqasid al-Shariah Abdurrahman Wahid

Di era reformasi di mana sistem dan konfigurasi politik Indonesia yang
sudah demokratis, serta semakin tingginya kesadaran keagamaan
masyarakat, maka dengan sendirinya peluang-peluang legislasi hukum
Islam semakin terbuka lebar. Transformasi nilai-nilai hukum Islam ke
dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewajiban konstitusional
negara dalam membangun sistem hukum nasional. Proses transformasi
hukum Islam menjadi hukum nasional ini dapat disebut sebagai teori
konstitusionalisasi (the constitutionalization theory) dan teori akomodasi
(the accomodation theory). Teori konstitusionalisasi yang dimaksud di sini
adalah transformasi nilai-nilai hukum agama ke dalam hukum nasional
sebagai kewajiban konstitusional negara (obligation by constitution) untuk
membangun sistem hukum nasional melalui mekanisme konstitusional
yang demokratis. Teori ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa
secara hirarkis Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan posisi agama pada
posisi yang tinggi. Sedangkan teori akomodasi (the accomodation theory)
dibangun atas argumentasi bahwa negara berkewajiban untuk
mengakomodasi seluruh subsistem hukum nasional ke dalam perundang-
undangan dengan menggunakan tolok ukur bahwa hukum Islam
merupakan nilai-nilai yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.**

$17aini Rahman, Figh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan
Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 207.
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Secara sosiologis, kesadaran untuk menerapkan hukum Islam ke dalam
bentuk perundang-undangan akan berhadapan dengan fakta pluralitas
masyarakat dan budayanya. Keberagaman suku, agama, etnis, dan nilai-
nilai sosial masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia.
Dalam perkembangannya, nilai-nilai dan ajaran Islam mengalami
akulturasi ke dalam budaya lokal, sehingga sejak itu ajaran Islam sudah
menyatu dengan keyakinan dan budaya masyarakat Indonesia yang
membentuk karakternya sendiri. ltulah sebabnya dalam berbagai kajian,
muncul istilah-istilan yang mencerminkan karakter tersebut, misalnya
istilah Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam Melayu, Islam Nusantara, dan
seterusnya, yang kemudian disebut dengan istilah Islam Indonesia atau
Islam Nusantara.

Untuk lebih jelas tentang perubahan hukum dalam rangka menggapai
kemasalahatan umum lihat tabel sebagai berikut:*

Hukum Sifat Sumber Perubahan Tujuan

Ibadah Dogmatik | Perbedaan sumber | e Kesalehan ritual
hukum (al-Qur’an,
hadith, ijma’, dan
giyas dan lain-lain)

Muamalah e Kesalehan sosial
Fleksibel dan kemaslahatan
e Perbedaan sumber hukum umum

e Perubahan situasi dan kondisi masyarakat

Dari uraian di atas, bisa digambarkan dan dikonseptualisasi tentang
bangunan paradigma dan karakter hukum Islam yang sesuai dengan
konteks ke-Indonesiaan. Paradigma tersebut harus bisa mengatasi dua hal
sekaligus; Pertama adalah doktrin bahwa hukum Islam bersifat universal
karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya.
Menurut doktrin ini hukum Islam berlaku secara mengikat bagi umatnya di
manapun ia berada dan apapun nasionalisasinya.  Kedua, tuntutan
berlakunya hukum Islam tersebut harus mampu mengatasi logika-logika
pluralisme kebangsaan, prinsip-prinsip ketatanegaraan, dan dinamika
perkembangan sosial.*®

%2Jamal Ma’mur Asmani, Rezim Gender di NU (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 40.
*Rahman, Figh Nusantara, 209. Lihat juga Abdurrahman Wahid, Menggerakkan
Tradisi (Yogyakarta: LKiS, 2010), 195-211.

16



Sebagian Islamolog semisal J. Schact dan kebanyakan ahli Hadith
yang bercorak literalis menentang pemikiran mengenai adaptabilitas
hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam bersifat tetap dan
abadi sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Bagi
mereka, hukum Islam tidak bisa ditundukkan pada realitas, justru
sebaliknya realitaslah yang harus tunduk dan ditata sesuai dengan
keinginan hukum Islam. Pendapat ini ditentang oleh pemikir hukum Islam
lain dari kalangan reformis, seperti Subkhi Mahmasani yang berpendapat
bahwa sesungguhnya hukum Islam bercorak fleksibel, memberi ruang
berijtihad kepada manusia untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan
tuntutan lokalitas, perubahan waktu dan keadaan. Hal itu menunjukkan
bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.*

Pandangan tentang adaptabilitas hukum Islam di atas sejalan dengan
teori maslakah dan magasid shartah®® Jika kata kuncinya adalah
kemaslahatan yang menjadi tujuan shara’, maka penilaian dan validasi atas
kemaslahatan itu menjadi relatif sesuai dengan kondisi, waktu, dan
lokalitas. Itu artinya perbedaan ketentuan hukum Islam tentang suatu
perkara karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan adat kebiasaan
adalah sah sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan
shara’ yang utama, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta kekayaan (magasid al-khamsah). Sebab menurut teori
maslakah dan maqasid shariah, ketentuan hukum Islam di samping harus
mengacu pada prinsip perlindungan atas lima hal pokok tadi (magasid al-
khamsah), juga tidak boleh menimbulkan kesulitan, kepicikan, dan
pembebanan yang berlebihan (al-maslakah al-hajiyat), serta memberi
ruang bagi terwujudnya kesempurnaan melalui pemenuhan terhadap
keperluan yang bersifat tersier (al-maslahah tahsiniyat). Dengan prinsip
seperti itu, maka hukum Islam tidak bisa bersikap kaku dan lamban
menghadapi perubahan sosial.*®

Salah satu pendekatan Gus Dur dalam memecahkan persoalan-
persoalan sosial keagamaan adalah dengan pendekatan kemaslahatan
publik (maslakat al-‘@Gmmah). Dengan pendekatan ini, semakin

*Rahman, Figh Nusantara, 209-210. Lihat uraian selengkapnya mengenai hal tersebut
dalam Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Yogyakarta: Insan
Madani, 2010).

®Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris. Yogyakarta: LKiS, 2005),

*Rahman, Figh Nusantara, 210. Bandingkan dengan Imam Nakhe’i dan Wawan

Juandi, Revitalisasi Ushul Figh Dalam Proses Istinbath Hukum lIslam. Situbondo:
Ibrahimy Press, 2010), 274-280.
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menegaskan keberpihakannya kepada kepentingan manusia, baik individu
maupun kelompok yang tertindas (warga minoritas). Karena keberpihakan
demi kepentingan manusia inilah magasid al-shariah yang digagasnya
dapat dikatakan bercorak antroposentris (al-markaz al-basyariyah). Dan
karena pendekatan al-maslakah al-‘ammah (kepentingan publik) yang
digunakannya, kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa
pemikiran maqasid al-shariah yang digagasnya lebih condong kepada
pemikiran magasid al-shariah yang dicetuskan oleh Najm al-Din al-Tafi.
Dengan Kkata lain, al-maslakah al-‘ammah yang digagas oleh
Abdurrahman Wahid adalah maslahat yang bersifat kemanusiaan
(antroposentris).

Sementara itu pemikiran magasid al-shariah yang digagasnya ditinjau
dari sisi epistemologi hukum Islam, lebih mendekati kepada model
komparatif dari berbagai pemikiran magasid yang dirumuskan oleh para
ulama klasik. Abdurrahman Wahid mengadopsi gagasan magasid yang
dirumuskan oleh al-Juwayni, al-Ghazali, al-Shatibi dan al-TufT.

Pemikiran magqasid al-shariah Abdurrahnman Wahid dapat dilihat dalam
pemetaan (mapping) berikut:

Nama Tokoh | Latar Klasifikasi  al- Cara Fungsi

Belakang Maslahah Mengetahui al-

Pemikiran al-Maslahah Maslahah
Abdurrahman | Mazhab: Kekuatannya: ljtihadi dan Sebagai
Wahid Shafi’i ; darirat, hajat, sesuai pendekatan
(Gus Dur) dalil hukum: tahsinat (masing- prosedur dalam
1940-2009 M | al-Qur’an, masing menyangkut | ijtihad dengan | penggalian

al-Hadith, pemeliharaan sangat hukum

Ijma’ dan terhadap agama, memperhitung | terutama

Qiyas. Di jiwa, akal, kan dalam

samping itu keturunan dan kepentingan wilayah

pendekatan harta). publik  (al- | muamalah.

al-maslahah Cakupan: maslakat al-

menjadi salah | Maslahah ‘ammabh).

satu favorit dunyawiyah dan

pendekatannya | maslahah

dalam ukhrawiyah

merumuskan Legalitas:

hukum Islam Semua maslahah

yang legal tapi

didialogkan disesuaikan dengan

dengan aspek | nas, dengan

lokalitas dan pendekatan

realitas sosial | keilmuan Islam dan
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kekinian. teori-teori sosial
Barat.

Pada titik ini dalam pandangan Gus Dur, figih mengalami pergeseran
orientasi, dari figih yang bersifat individual menuju figih yang berorientasi
sosial. Dari figih yang hanya mengedepankan kesalehan pribadi menjadi
figih yang membawa perubahan sosial. Di sini terlihat dengan jelas kaitan
antara figih dan etika sosial. Etika sosial yang menyadari hakikat sebab-
sebab kemiskinan. Etika sosial yang bertolak dari keinginan mengatasi
kemiskinan dan keterbelakangan umat, serta menaikkan derajat mereka
sebagai manusia. Etika sosial yang mendorong terbentuknya masyarakat
yang berkeadilan dan berperikemanusiaan dalam praktik nyata.*” Model
ber-figih seperti inilah yang menjadi acuan dalam pengembangan
pemikiran hukum Islam di Nusantara. Sebuah model berfigih yang
berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan mendunia. Figih yang
tidak hanya berorientasi ke belakang/ masa lalu, akan tetapi memiliki nilai
progresifitas dalam memajukan umat Islam di era kontemporer.

Menurut Gus Dur, dari sistematika dan perangkat penalaran yang
dimiliki, sebenarnya memungkinkan figih untuk dikembangkan secara
kontemporer. Salah satu contoh model penalaran yang dikembangkan Gus
Dur misalnya, Nabi bersabda: “Kawinilah dan berbanyak-banyak anaklah
kalian, (karena) akan kubanggakan kalian dihadapan umat-umat lain di
akhirat kelak”. Dahulu, ia diartikan pengutamaan mempunyai anak
banyak. Sekarang, tentunya harus dipertanyakan, apakah yang akan
dibanggakan Nabi? Kuantitasnya atau kualitasnya? Tentu kualitasnya,
berarti diperlukan perencanaan jumlah anggota keluarga, guna
memungkinkan pencapaian kualitas kaum Muslimin sebaik mungkin.®

Dalam perspektif figih kontemporer, diperlukan pergeseran
paradigmatik terhadap konsep magasid al-shariah ke arah yang lebih
manusiawi dan pro-lingkungan. Magasid al-shariah harus dikembangkan
lebih jauh dengan memperhatikan perkembangan ilmu sosial-humaniora,
sains, isu lingkungan, kearifan lokal, dan nilai-nilai universal dalam

$"\Wahid, Abdurrahman. November, 1987. Figh dan Etika Sosial. Aula, No. 09 Tahun IX,
30-31.
*\Wahid, Figh dan Etika Sosial, 30.
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pergaulan masyarakat globa

39
l.

magqasid al-shariah lihat dalam tabel berikut:

Terkait pergeseran paradigma pemikiran

No | Maqasid Magasid al-Shariah Kontemporer
al-Shariah
Konvensional
1 | Menjaga Hablun 1. Menjaga | Perlindungan
Jiwa min Allah Jiwa martabat dan hak
wa hablun asasi manusia
min al-nas (HAM)
2 | Menjaga . Menjaga Penghargaan
Akal Akal terhadap akal
sehat, fikiran,
nalar sehat, dan
penguatan tradisi
riset
3 | Menjaga Menjaga Penjagaan hak-
Agama Agama hak beragama dan
berkeyakinan, dan
penumbuhan
spiritualitas
4 | Menjaga Menjaga Perlindungan hak
Keturunan Keturunan | dalam keluarga,
hak reproduksi
dan tumbuh-
kembang anak
5 | Menjaga Menjaga Pembangunan
Harta Harta pro-rakyat,
pengentasan
kemiskinan, dan
kepedulian sosial
Hablun min Menjaga Pembangunan
al- Lingkunga | yang
‘alam n berkelanjutan,

dan partisipasi

Mochamad Sodik, Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik,

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 50-51.
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aktif dalam
pengurangan
pemanasan global

Masalahnya adalah figih oleh kaum Muslimin sering diperlakukan
sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat. Figih dalam arti
penalaran menurut cara berpikir sistematis sesuai dengan kerangka
berpikir mazhab masing-masing tidak lagi dikenal, dan karenanya figih
tidak lagi memerlukan tinjauan ulang. Kita boleh tidak setuju kepada figih,
tetapi ia memiliki fungsinya sendiri. Figih-lah yang selama ini mengurusi
tata nilai kaum Muslimin. Karenanya akan lebih konstruktif jika fungsi itu
yang dipersegar kembali. Masalah halal-haram tidak harus diperlakukan
hanya pada makanan atau tindakan sehari-hari belaka. la harus
diberlakukan pula atas bangunan sosial yang ada. Sudah benarkah struktur
sosial yang timpang? Kalau tidak benar, bukankah seharusnya menjadi
upaya menegakkan struktur masyarakat yang adil? Figih dapat berbicara
soal ini, mengapa tidak?

Salah satu kaidah figih berbunyi “Tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah
manzgun bi al-maslakah”. Artinya kebijaksanaan penguasa atas rakyatnya,
bertumpu sepenuhnya atas kesejahteraan mereka”. Bukankah dari kaidah
ini dapat dikembangkan teori-teori sosial yang kompleks? Dalam hal ini
Gus Dur mencontohkan salah satu bentuk jihad menurut “kitab kuning”
I'anat al-Talibin, adalah pencegahan kerusakan dari mereka yang harus
dilindungi.*® Siapakah mereka? Baik kaum Muslim maupun non-Muslim
yang hidup bersama dalam satu masyarakat. Salah satu bentuk
perlindungan yang bisa dilakukan adalah penyediaan makanan agar tidak
mati karena kurang gizi, penyediaan pakaian untuk menutup aurat,
penyediaan papan agar tidak terkena gangguan, penyediaan obat dan
perawatan bila sakit. Ini baru figih, walaupun ini bukan figih baru.**

“\Wahid, Figh dan Etika Sosial, 32-33.

“'Pada kesempatan lain Gus Dur menunjuk contoh tentang program Keluarga Berencana
(KB). Sangat terkenal dalam hal ini hukum agama (figh) mengenai Keluarga Berencana
(KB), yang bersifat rincian dan mengalami perubahan-perubahan. Dahulu, KB sama
sekali ditolak, padahal waktu itu ia adalah satu-satunya cara untuk membatasi
peningkatan jumlah penduduk. Dasarnya adalah program ini sebagai campur-tangan
manusia dalam hak reproduksi manusia yang berada di tangan Tuhan sebagai sang
pencipta. Namun, kemudian manusia merumuskan upaya baru untuk merencanakan
kelahiran (tanzim al-nasl atau family planning) sebagai ikhtiar menentukan jumlah
penduduk sebuah negara pada suatu waktu. Dengan demikian, dipakailah cara-cara,
metode, alat-alat dan obat yang dapat dibenarkan oleh agama, seperti pil KB, kondom dan
sebagainya. Penggunaan metode dan alat-alat tersebut sekarang ini, dilakukan karena ada
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Bukankah strategi pemenuhan kebutuhan pokok berangkatnya dari premis-
premis seperti ini?

Kesimpulan

Pemikiran magasid al-shariah Abdurrahman Wahid dapat dijadikan
sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan umat
dan kebangsaan. Dari gambaran di atas terlihat model pemikiran magasid
al-shariah Abdurrahman Wahid yang bertitik tolak dari pemenuhan
terhadap lima  prinsip-prinsip  dasar  (al-kulliyyat  al-khamsah)
kemanusiaan. Lima jaminan dasar kemanusiaan inilah yang menjadi
maksud dan tujuan dishariatkannya hukum Islam bagi umat manusia
sebagaimana telah penjang lebar dibahas diawal dan dikenal sebagai
magqasid al-shariah.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa ternyata pengembangan model figih
yang kini dapat diandaikan sebagai figih Nusantara adalah sebuah figih
yang memberi makna pembebasan dan berdimensi sosial. Sebuah figih
yang tidak hanya mementingkan kesalehan individual, tetapi figih yang
bernuansa sosial. Dengan pendekatan magasid al-shariah yang berlandas
tumpu pada persoalan riil dalam masyarakat ini Gus Dur sebenarnya ingin
menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki watak
transformatif. Pada level ini semakin terlihat dengan jelas bahwa
pemikiran maqasid al-shariah Abdurrahman Wahid yang bertitik tolak
dari pengembangan prinsip dasar magqasid al-shariah memiliki nilai
signifikan untuk dikembangkan dan kiranya dapat mengantarkan ke
gerbang figih Nusantara yang lebih humanis, toleran dan rahmatan li
al-‘alamin.
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